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SAMBUTAN KETUA DPR RI
UNTUK PENERBITAN BUKU
“PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT”
Buku yang ditulis oleh, Saudara MARTHEN NAPANG, S.H, M.H.
M.Si, yang lengkapnya berjudul: “PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA
SERIKAT”, merupakan suatu karya penting dan menarik. Proses pemilihan
presiden AS, pemilihan Gubernur negara bagian di AS, pemilihan anggota senat
AS (senate) dan pemilihan anggota DPR AS (House of Representatives) sebagai
sebuah negara yang menganut sistem parlemen bikameral (dua kamar),
berhasil digambarkan secara lugas dan sederhana, sehingga mudah dipahami
oleh siapapun dari berbagai kalangan manapun. Sepanjang pengetahuan saya,
saya kira buku ini merupakan buku pertama berbahasa Indonesia tentang
pemilihan presiden AS, pemilihan Gubernur di AS dan pemilihan anggota
lembaga legislatif di AS.
Setelah saya cermati buku ini dengan seksama, maka dapat saya katakan;
bahwa kontribusi buku ini, pertama; berhasil melakukan semacam pemetaan,
penggambaran secara menyeluruh (over all) dan sistematis serta
“pemotretan ilmiah” tentang bagaimana pemilihan presiden AS, pemilihan
gubernur negara bagian AS, pemilihan anggota senat dan pemilihan anggota
DPR AS, serta bagaimana hubungan pemilihan diantara semua jabatan politik
tersebut; dan kedua, berhasil menyajikan data perimbangan kepartaian di AS
sampai di tingkat lokal tentang rekrutmen berbagai jabatan politik tersebut;
ketiga, memberikan perpektif perbandingan yang utuh dan menyeluruh
kepada pembaca bangsa Indonesia yang sedang memantapkan sistem
pemerintahan dan sistem politik yang demokratis. Seperti diketahui Almarhum
Prof. Drs. Pamudji,  MPA dalam bukunya “Perbandingan
Pemerintahan” menamakan negeri AS sebagai “The Mother of
Presidential Government System”. Dalam konteks ini, buku Sdr.
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Marthen Napang, berhasil memberikan pemahaman dan perpektif
perbandingan pada kita semua tentang bagaimana AS sebagai negara republik
federasi, negeri dengan sistem dan tradisi pemerintahan presidensial yang kuat,
negeri bertradisi kepartaian dengan sistem dua partai panjang sejarahnya dan
adanya calon independen serta negeri dengan sistem parlemen bikameral
menyelenggarakan pemilihan bagi jabatan-jabatan politik di negeri itu, dan;
keempat, buku ini cukup kuat memberikan data-data tentang hasil pemilihan
berbagai jabatan politik tersebut dalam kurun waktu studi Sdr. Marthen
Napang.
Saya yakin, buku ini sangat bermanfa’at bagi bangsa Indonesia yang sedang
memperkuat  dan menyempurnakan sistem politik dan sistem
pemerintahan demokrasi. Buku ini bermanfa’at khususnya untuk para dosen,
para mahasiswa ilmu hukum, politik dan pemerintahan, para politisi, para
aktivis partai politik, para anggota DPR, para penyelenggara pemilu, para calon
bupati, para calon gubernur dan para calon presiden, para penyelenggara
negara dan pemerintahan pada umumnya serta para pembaca yang berminat
dalam bidang pemilihan umum dan keparlemenan. Oleh sebab itu, saya
menyambut baik penerbitan buku yang ditulis oleh Sdr. Marthen Napang ini,
yang diangkat dari tesisnya di Program Magister Multidisiplin Kajian Wilayah
Amerika Universitas Indonesia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
salah satu referensi bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Akhir kata, dengan setulusnya, saya ucapkan SELAMAT dan SUKSES
kepada Sdr. MARTHEN NAPANG, S.H, M.H, M.Si semoga
KEBERKAHAN senantiasa mengiringi perjalanan karir Sdr. MARTHEN
NAPANG, S.H, M.H, M.Si  yang saat ini sebagai akademisi dan sekaligus
pengacara serta sedang menyelesaikan Program Doktor dalam Ilmu Hukum di
Universitas Padjadjaran dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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PRAKATA
Demokratisasi merupakan proses integrasi kekuasaan hukum dan
kekuatan-kekuatan politik sebagai landasan pijak pemerintahan yang kuat, bersih
dan berwibawa. Sehingga belajar demokrasi dan melaksanakannya adalah sikap
prilaku yang bijak dan beradab.
Dalil diatas menginspirasi penulis menyusun buku ini dengan judul:
“PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT”, yang merupakan
suatu studi kasus: Pertarungan Al Gore Versus George W. Bush Dalam Pemilihan
Presiden Amerika 2000. Dengan harapan layak dipersembahkan sebagai salah
satu referensi bagi para pembaca terutama bagi para pelaku demokrasi:
penguasa dan rakyat.
Buku ini merupakan pengembangan dari hasil studi dan penelitian penulis
selaku mahasiswa Program Kajian Wilayah Amerika Pascasarjana
Universitas Indonesia (KWA-UI), kemudian dikemas dalam bentuk tesis yang
berjudul: “Al Gore V. George W. Bush Dalam Pemilihan Presiden Amerika
2000: Persengketaan Hasil Pemilihan di Florida”. Penyusunan tesis dalam
pengarahan Prof.Dr. Parsudi Suparlan selaku Ketua Program KWA-UI dan
dibawah bimbingan Prof.Dr. Harsono Suwardi selaku Pembimbing Utama dan
Alfian Muthalib, MA selaku Pembaca. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember
2003 telah dipertahankan dihadapan tim penguji yang terdiri dari: Prof.Dr. Parsudi
Suparlan selaku Ketua Penguji, Dr.Albertine Minderop, MA dan Bambang
Nuroso,M.Si selaku anggota.
Ada banyak pihak yang begitu berjasa dalam penyusunan dan penerbitan
buku ini. Tetapi pertama-tama dipanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa atas perkenanNya jualah sehingga penyusunan dan penerbitan
buku ini dapat terlaksana sebagaimana adanya.
Kemudian Secara berturut-turut perkenankan penulis mengucapkan terima
kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:
1. Bapak H. R. AGUNG LAKSONO ditengah-tengah kesibukan beliau
sebagai Ketua DPR RI - Politisi - Cendekiawan, masih bersedia meluangkan
waktu dan pikiran memberikan sambutan tertulis,sehingga makin melengkapi
buku ini. Bagaimanapun beliau seorang demokrat reformis yang patut
diteladani.
iii
2. Bapak Prof.Dr. Parsudi Suparlan selaku Ketua Program KWA-UI,
Prof.Dr. Harsono Suwardi selaku Pembimbing Utama,
Alfian Muthalib, MA selaku Pembaca, Dr.Albertine Minderop,MA
dan Bambang Nuroso,M.Si selaku anggota penguji; ajaran, arahan, dan
bimbingan bapak dan ibu sangat membantu memungkinkan penulis menyusun
Buku ini. Juga peran mbak Yani, mbak Diana, dan mbak Duni dalam
administrasi-informasi  proses belajar – mengajar selama studi sangat
berarti bagi penulis.
3. Bapak Prof. DR. Ir. Jonathan L. Parapak, M. Eng, Rektor Universitas
Pelita Harapan (UPH), atas dorongan dan kecintaannya terhadap
pengembangan demokrasi di Indonesia. Beliau penggambaran sosok
pemimpin demokratis yang melayani bukan dilayani.
4. Law Firm Rudyantho & Partners Gedung Tamara Centre lantai 6 Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan, terima kasih atas dukungannya.
5. Tak lupa rekan-rekan : mas Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si Staf Ahli
Ketua DPR - RI Bidang Poldagri, Otda, Hukum dan Perundangan dan
Mantan Anggota DPR/MPR - RI, dr. Andi Julia Rifiana, serta
Merry SAH Lenggoe dan Dian Purnamawati, S.H., terima kasih banyak
untuk atensi dan aksesnya ini.
Akhirnya, penulis mengharapkan koreksi dan sumbang saran dari para
pembaca yang budiman untuk penyempurnaan isi buku ini.
Atas segalanya, penulis menaikkan do’a dan permohonan, kiranya Tuhan
Yang Maha Pengasih melimpahkan berkat dan rahmatNya yang melimpah ruah
kepada Bapak, Ibu, dan rekan sekeluarga, Amin.
Hormat Penulis
Marthen Napang
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ABSTRAK
AL GORE V. GEORGE W. BUSH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
AMERIKA 2000: Persengketaan Hasil Pemilihan Umum di Florida.
Pemilihan umum tahun 2000 di Amerika Serikat telah terlaksana. Tetapi
terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu:
mengapa partisipasi para pemilih dalam pemilihan presiden di Amerika relatif
terbatas hanya sekitar 50% - 55 % dari suara pemilih, mengapa partai yang
memenangkan kursi presiden tidak menjamin partai tersebut mempertahankan
kemenangan sebelumnya di Kongres: DPR (The House of Representative) dan
Senat, Mengapa Presiden terpilih Amerika dengan dukungan a plurality
(Majority eletorals college) belum tentu merebut dukungan a majority (populer
votes) atau mengapa kandidat yang memperoleh dukungan populer votes tidak
terpilih sebagai presiden Amerika, dan apakah makna penyelesaian sengketa
politik hasil pemilihan presiden 2000 di Mahkamah Agung Negara Bagian Florida
dan Mahkamah Agung Federal Amerika (U.S. Supreme Court) ?  Pembahasan
dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan
kuantitatif, dengan mengandalkan kesahihan informasi dan data kepustakaan.
Pemilihan dilakukan sebagai perwujudan dari sistem demokrasi
konstitusional yang dianut Amerika Serikat. Sistem demokrasi konstitusional
memberi pengertian bahwa kebebasan, perwakilan, dan pembatasan kekuasaan
pemerintah bersandar pada demokrasi dan konstitusi. Demokrasi
menggambarkan pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan berdasarkan
aturan mayoritas (majority rule). Sedang konstitusi menyatakan pembatasan pada
kekuasaan demokrasi, dalam batasan bahwa suara mayoritas yang memerintah
tidak akan meluas menindas minoritas. Dalam demokrasi partisipasi politik
merupakan suatu cara seseorang menyatakan, menentukan, atau mengungkapkan
kemampuan dirinya menciptakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam sebuah
pemilihan. Pemilihan diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan dengan
aturan-aturan: winner takes all, the single-member district system, the plurality
and majority rule, the electoral college.
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Dalam pemilihan umum tahun 2000, dilakukan pemilihan presiden yang
diikuti oleh kandidat Presiden George W.Bush dari Partai Republik dan Al Gore
dari Demokrat yang memperebutkan 538 suara elektoral, dengan partisipasi
105.326.325 rakyat pemilih. Juga diadakan pemilihan 435 anggota DPR (the
House of Representative) yang diikuti oleh 835 kandidat , dan 34 Senator yang
diikuti oleh 75 kandidat.
Ternyata kubu Al Gore mengklaim hasil penghitungan suara para pemilih
di Florida, yang saat itu juga merupakan negara bagian yang paling terakhir
merampungkan penghitungan suara. Sehingga terjadi persengketaan di
Pengadilan. Setelah melalui beberapa tahap persidangan termasuk oleh
Mahkamah Agung Florida, akhirnya Mahkamah Agung Federal memutuskan
sengketa hasil penghitungan suara ini, dan George W. Bush dinyatakan terpilih
sebagai Presiden Amerika ke-43.
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ABSTRACT
AL GORE  V. GEORGE W. BUSH IN U.S. PRESIDENT ELECTION 2000
Conflict of General Election Result in Florida
The 2000 General Election in United State has been held. But there were
some problem that became the main topic in this thesis, i.e. : why the participation of
voters in president election in United State relatively limited only range for 50% -
55% of voters, why the party who was winning the president chair were not
guaranteeing that party to maintain its former victory in Congress; The House of
Representative and Senate, Why the selected American President with the support
of plurality (Majority electorals) was still not certain to gain majority support
(popular votes), or why did the candidates who had gain popular votes support was
not selected as the American President, and what is the mean of resolution for politic
conflict of  the 2000 general election result at the Supreme Court of Florida State
and at the  U. S. Supreme Court? The discussion was held based on qualitative
approach, by counting on the legality of information and literature data.
Election was held as manifestation of the constitutional democracy system,
which was believed in United States.  It provides a comprehension that the
government's freedom, representative, and authority limitation was lie on democracy
and constitution. Democracy described the formed government as government based
on majority rule. Whereas, the constitution stated that in limitation of democracy
power, the governing majority vote will not expand and oppress the minority.
Democracy of politic participation is a certain method to state, determine, or express
his ability about creating his humanity values in one election. United State organized
the election regularly and continuously by rules of: winner takes all, the single-
member district system, the plurality and majority rule the Electoral College.
On the general election in the 2000 years, the president election were
participated by the candidate of Republican Party, President George W. Bush and
Al gore of the Democrats Party, which was struggling for 538 Electoral Votes. Also,
the election of 435 House of Representative members, which were participated by
835 candidates, and 34 Senators which was participated by 75 candidates. It turned
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out that the Al Gore entrenchment claimed the vote enumeration of the electors in
Florida, which in that time was also the last state in completing its vote enumeration.
Then there were accusations in the court. After passing several stages of court
session including by the Florida Supreme Court, and finally the Federal Supreme
Court decide that in this dispute of vote enumeration result, George W. Bush was
declared as the 43rd American President.
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B A B   1
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang Masalah
Adalah hak suara sebagai dasar  hak-hak sipil dari setiap warga negara
Amerika. Penggunaan hak suara terhadap dan/atau melalui partai politik
merupakan suatu bentuk partisipasi politik warga negara yang terpenting dalam
rangka demokratisasi dan legitimasi pemerintahan negara. Sehingga politik di
Amerika adalah keduanya kolektif dan individual, terkait dengan kelompok dan
dengan tiap orang.
           Dalam kehidupan politik sehari-hari, keberadaan kelompok lebih dominan
berperan dari pada individu. Melalui berbagai kelompok kepentingan,  individu
mempunyai akses besar dalam politik. Model teori kelompok menggambarkan
bekerjanya pemerintah Amerika hari demi hari. Publik umum seperti individu
menjadi diluar perhitungan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya
minat setiap pemilih di Amerika berpartisipasi memberikan suaranya dalam setiap
pemilihan yang hanya mencapai antara 52% - 55%, bahkan dalam pemilihan
1988 tidak mencapai 50%. Suatu prosentasi partisipasi politik rakyat yang
terendah sejak 1924 (Max J. Skidmore & Marshal Carter Tripp.1989,2-3).
Walaupun secara kuantitas prosentasi para pemilih yang memberikan hak
suaranya begitu rendah, namun kualitasnya tetap maksimal bagi kepentingan
nasional Amerika.
Kajian teori kelompok yang terkait dengan individu diatas
menggambarkan pula terjadinya pergeseran titik pusat politik dari individu ke
kelompok yang berpengaruh kuat pada pergeseran pembenaran pemerintah dari
perlindungan bagi kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan kepada
perlindungan hak dari kepentingan kekuasaan untuk bersaing atau bekerja sama
dengan kepentingan kekuasaan lainnya (Max J. Skidmore & Marshal Carter
Tripp.1989,11).
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Sebagai perwujudan dari sistim demokrasi konstitusional,Amerika
menyelenggarakan pemilihan secara berkala dan berkelanjutan  dengan memilih
Presiden, Anggota DPR dan Senat sesuai dengan berakhirnya masa jabatan
masing-masing. Presiden dipilih setiap empat tahun sesuai masa jabatannya, semua
Anggota DPR (House of Representative) dipilih setiap dua tahun dan sepertiga
dari anggota Senat yang telah berakhir masa jabatan enam tahunnya dipilih setiap
dua tahun. Jadi  pada saat pemilihan Presiden dilakukan pula pemilihan semua
anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Sedang dalam pemilihan masa
pertengahan (Mid Term Election) dilakukan pemilihan semua anggota DPR dan
sepertiga anggota Senat tanpa disertai pemilihan Presiden yang saat itu baru dua
tahun menjalani masa jabatannya.
Bahwa pemilihan Presiden dan wakilnya dipilih oleh rakyat melalui sistim
electoral College. Electoral College  terdiri dari electors  yaitu orang-orang  yang
dipilih rakyat untuk mewakili mereka memilih seorang kandidat pilihannya menjadi
Presiden dan wakil presiden. Para electors berjumlah 538 electors sebanding
dengan jumlah anggota Senat sebanyak 100 senator ditambah anggota Dewan
Perwakilan (the House of Representative) sebanyak 435 orang ditambah 3
orang dari Distrik Columbia yang tidak mempunyai perwakilan di Kongres. Para
Pemilih (electorals) ini dipilih di negara bagian masing-masing yang banyaknya
sesuai dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan (the House of
Representative) dan Senat dari negara bagiannya.  Para Pemilih (electors) ini
bertemu di ibukota masing-masing negara bagian pada hari Senin pertama dan
berikutnya pada hari Rabu kedua dalam suatu tahun pemilihan presiden untuk
memberikan suaranya yang secara resmi dihitung di Washington DC pada tanggal
6 Januari tahun berikutnya. Seorang kandidat Presiden atau Wakilnya dinyatakan
terpilih bilamana berhasil memperoleh dukungan suara mayoritas minimal
sebanyak 270 electoral votes dari 538 electors (setengah dari jumlah electors
ditambah satu),lalu disumpah sebagai presiden terpilih ataupun wakil presiden
terpilih pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
Menurut Amandemen XII (1804), pemilihan presiden dan wakil presiden
dilakukan secara terpisah oleh para pemilih (electorals) meskipun pencalonannya
dilakukan secara satu paket. Bilamana ternyata tidak seorang kandidat
memperoleh dukungan suara mayoritas, maka hak untuk memilih presiden beralih
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (the House Of Representative) terhadap 3
kandidat yang memperoleh suara terbanyak, akan tetapi suara anggota DPR
dihitung berdasarkan negara bagian yaitu setiap negara bagian berapapun
banyaknya anggota DPR utusannya  dihitung hanya mempunyai satu suara.
Pemenang Presiden adalah kandidat yang mendapat dukungan mayoritas suara
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dalam sidang yang memenuhi quorum yaitu yang dihadiri oleh seorang anggota
atau anggota-anggota DPR yang berasal dari dua pertiga negara bagian. Jika
sidang dihadiri oleh 50 negara Bagian dan seluruhnya menggunakan hak suaranya
secara sah maka yang terpilih adalah kandidat yang mendapat dukungan 26
suara. Tetapi jika sidang tidak dihadiri oleh seluruh negara bagian tetapi memenuhi
quorum duapertiga maka kandidat yang terpilih adalah kandidat yang mendapat
dukungan setengah ditambah satu dari jumlah anggota sidang yang hadir. Sedang
hak untuk memilih wakil presiden beralih kepada Senat terhadap 2 kandidat
yang memperoleh suara terbanyak.  Wakil Presiden yang terpilih adalah kandidat
yang mendapat dukungan mayoritas suara (setengah ditambah satu) dalam sidang
senat yang memenuhi quorum dua pertiga dari anggota Senat. Jika sidang dihadiri
seluruh anggota senat sebanyak 100 orang dan seluruhnya menggunakan hak
suaranya secara sah, maka kandidat yang terpilih adalah kandidat yang
memperoleh dukungan 51 suara.  Tetapi jika sidang tidak dihadiri oleh seluruh
negara bagian tetapi memenuhi quorum duapertiga maka kandidat yang terpilih
adalah kandidat yang mendapat dukungan setengah ditambah satu dari jumlah
anggota sidang yang hadir. Selanjutnya manakala ternyata DPR tidak
menggunakan haknya melakukan pemilihan presiden sampai pada sebelum hari
keempat bulan Mei berikutnya tiba, maka wakil presiden akan menjadi Presiden,
seperti dalam hal presiden meninggal dunia atau berketidakmampuan
konstitusional lainnya (Ellen Alderman & Caroline Kennedy 1991,420-421).
Dengan demikian kegagalan electoral college memilih presiden akan
menyebabkan pelantikan dan penyumpahan presiden  akan tertunda sampai
bulan Mei. Sementara itu masa jabatan presiden dan wakil presiden yang lama
telah berakhir sejak tanggal 20 Januari yaitu saat pelantikan presiden dan wakil
presiden yang baru terpilih (Amandemen XX), Sehingga terjadi kekosongan
kekuasaan eksekutif (jabatan presiden dan wakil presiden) selama 102 hari
yaitu terhitung sejak jadual pelantikan presiden tanggal 20 Januari sampai
kegagalan DPR melakukan pemilihan presiden pada sebelum hari keempat bulan
Mei berikutnya..  Konstitusi tidak mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan
presiden dan wakil presiden untuk mengisi kekosongan kekuasaan eksekutif ini.
Dalam keadaan kekosongan kekuasaan eksekutif seperti ini, DPR memilih
seorang kepercayaan semacam seorang juru bicara atau Ketua DPR (tidak
mutlak dari kalangan DPR sendiri) untuk diangkat sebagai Presiden kerja
(Acting President) sampai terpilihnya presiden yang baru.
Oleh karena itu dalam pemilihan presiden melalui electoral college sistem
satu paket presiden dan wakil presiden dari partai politik yang sama selalu berlaku.
Tetapi dalam keadaan presiden dipilih oleh DPR dan Wakil Presiden dipilih oleh
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Senat maka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih yang tidak
berasal dari satu partai politik dapat saja terjadi. Juga kemungkinan terpilihnya
presiden dan wakil presiden dari partai indenpenden, dan kemungkinan koalisi
antar partai dapat saja terjadi.
Hal ini mengingatkan orang pada sejarah awal pemilihan Presiden sebelum
Amandemen XII (1804) dimana Dewan Pemilih (Electoral College ) memilih
dari dua kandidat presiden, kandidat yang kalah menjadi wakil presiden (Tindall
1988.A34).  Meskipun kandidat yang menjadi wakil presiden itu tidak berasal
dari satu partai politik dengan presiden terpilih, seperti dalam pemilihan John
Adams kandidat Partai Federalis terpilih menjadi Presiden mengalahkan
Thomas Jefferson kandidat presiden dari Partai Republik yang kemudian menjadi
Wakil Presiden.
Walaupun tidak ada penjelasan mengapa jika Dewan Pemilih (Electoral
College) gagal melakukan pemilihan presiden dan wakil, DPR harus memilih
presiden dari tiga kandidat presiden dan Senat memilih wakil presiden dari dua
kandidat wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak. Tetapi dapat dipahami
jika dilihat praktek dua partai besar yaitu Republik dan Demokrat selalu
mengajukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden dengan satu paket, sementara
dari partai atau kandidat independen hanya mengajukan kandidat Presiden tanpa
berpasangan dengan wakil presiden.  Sehingga terdapat kandidat presiden yang
lebih dari dua orang, sedang kandidat wakil presiden relatif terbatas hanya dua
orang saja.
Hasil pemilihan presiden Amerika 2000 menggambarkan ketatnya
persaingan kandidat presiden dari dua partai politik besar yaitu George W. Bush
dari  Republik dan  Al Gore dari dari Demokrat. Kandidat Al Gore memperoleh
50.996.116 suara (populer votes) secara nasional. Sementara kandidat George
W.Bush mendapat 50.456.169 suara. Hasil yang diraih Al Gore di Negara Bagian
Florida adalah 2.910.942 suara. Sedang Bush mendapat 2.911.872 suara. Selisih
perolehan suara begitu tipis yaitu hanya 930, sama dengan separuh dari satu
persen total suara. Melihat kondisi tersebut, kandidat Al Gore mencoba meraih
suara lebih besar dengan memanfaatkan peraturan Undang-undang Florida Bab
102.166 (4)(d) yang mengatur, bila hasil pemungutan suara atas jabatan apapun
mencerminkan bahwa seorang kandidat telah dikalahkan atau disingkirkan oleh
separuh atau kurang separuh dari satu persen suara yang diperlukan untuk
jabatan tersebut, Dewan yang  bertanggungjawab untuk mensahkan hasil suara
atas pertarungan politik berdasarkan undang-undang tersebut, harus
memerintahkan suatu penghitungan suara ulang yang diperlukan berkenaan dengan
jabatan berdasarkan undang-undang tersebut. Diharapkan jika penghitungan
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ulang dilakukan Al Gore bisa menyaingi Bush. Kondisi yang menguntungkan
posisi Al Gore di electoral college dalam mana pada awalnya mengungguli Bush
dengan 267 melawan 246. Gugatan Al Gore dengan landasan Undang-undang
Florida tersebut di Mahkamah Agung negara Bagian Florida dikabulkan, yang
mana dibuktikan dengan diadakannya penghitungan ulang secara manual terhadap
suara-suara yang tidak bisa dibaca oleh mesin (undervotes) sebanyak 45.000
kertas suara. Masalah yang muncul adalah bahwa Bush melihat keputusan
Mahkamah Agung Florida merugikan posisinya yang lebih unggul dari Al Gore.
Jika, Mahkamah Agung Florida memerintahkan penghitungan kembali secara
manual 45.000 kertas suara yang tidak terbaca oleh mesin (undervotes), maka
ini merupakan suatu proses yang dapat menghapuskan kelebihan selisih 930
suara yang diraih oleh Bush, dan akibatnya akan memberikan jabatan
kepresidenan kepada Al Gore. Kaum Republik juga mengutuk keputusan
Mahkamah Agung Florida tersebut dengan menyatakan “the court as a hive of
partisan Democrats bent on electoral theft”  (Newsweek, December 18, 2000
p.16). Atas dasar ini Bush melalui pengacaranya mengajukan gugatan dan
memohon kepada Mahkamah Agung Federal menghentikan tindakan tersebut.
Mahkamah Agung Federal setelah memahami kasus tersebut, kemudian
memutuskan untuk menghentikan penghitungan suara ulang secara manual.
Dengan demikian hasil penghitungan suara di electoral college membuat Bush
tetap lebih unggul dari Al Gore, tetapi secara tipis. Keputusan Mahkamah Agung
Federal tersebut adalah paradoks dengan keputusan Mahkamah Agung Florida
dan Undang-undang pemilihan Florida. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa
keputusan penghitungan ulang yang dituntut oleh Al Gore berdasarkan Undang-
undang Florida dan telah disahkan serta dilakukan oleh Mahkamah Agung Florida
“dihentikan” oleh keputusan Mahkamah Agung Federal ? Sebab pada
kenyataannya, usaha meminta campur tangan Mahkamah Agung Federal tidak
perlu, karena Bush telah meraih kelebihan perolehan sebanyak 930 suara pada
penghitungan pertama kali dan sebanyak 537 suara pada penghitungan kedua
yang dihentikan. Kalau penghitungan kembali tetap diteruskan, maka tidak cukup
waktu menyelesaikannya sehubungan dengan tenggadwaktu pemilihan presiden,
otomatis Bush menang. Ini adalah suatu kasus yang menarik, karena untuk pertama
kalinya dalam sejarah politik Amerika seorang kandidat menggunakan Mahkamah
Agung memenangkan pemilihan umum.   Dengan demikian tesis ini memfokuskan
pada upaya-upaya kedua kandidat dalam memenangkan hasil penghitungan suara
untuk meraih 25 suara elektoral di Florida. Perolehan 25 suara elektoral di Florida
ini sangat menentukan bagi kedua kandidat untuk  dapat mencapai 270 suara
elektoral sebagai syarat minimal memenangkan pemilihan presiden.
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1.2. Tinjauan Pustaka
Pembahasan buku ini berlandaskan pada beberapa teori dan pendapat
para ahli sebagaimana pokok-pokoknya tersebut dibawah ini. Teori dan pendapat
para ahli tersebut adalah teori dan pendapat yang berhubungan dengan aspirasi
politik para pemilih, pemilihan sebagai perwujudan-utama dari pelaksanaan
demokrasi, dan kelembagaan Presiden, dan Kongres :DPR (The House of
Representative) & Senat sebagai jabatan-jabatan publik yang diperebutkan oleh
para kandidat dan partai politik peserta pemilihan.
A. Demokrasi dan Opini Publik
Bahwa demokrasi dan opini publik berjalan seiring sejalan
bergandeng tangan. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan
perhatian besar kepada opini publik yang memainkan peranan besar
dalam kehidupan demokrasi. Opini publik terbentuk dari opini
individu yang bebas diekspresikan dan dalam berbagai cara
termasuk didalamnya protes-demontrasi, bersurat ke Editor surat
kabar, dan memberikan hak suara dalam pemilihan yang bebas dan
terjadual. Opini publik mengandung suatu nilai yang begitu luas
termasuk didalamnya a belief in populer sovereignty, political equality
and Majority Rule (James MacGregor Burns, J.W.Peltason,
Thomas E.Cronin & David B. Magleby,1994: 206)
Opini publik diartikannya pula sebagai distribusi dari pilihan-
pilihan individu atau evaluasi terhadap pokok-pokok masalah yang
diberikan, kandidat, atau institusi terhadap suatu kumpulan
penduduk. Selain itu juga opini publik dapat diklasifikasi melalui
beberapa faktor issu  yang besar, menonjol atau belum terungkap.
Opini publik sangat terkait dengan politik, dan tidak
seorangpun dilahirkan dengan pandangan-pandangan politik.
Seseorang mempunyai pengetahuan politik melalui proses
pembelajaran di sekolah dan dalam keluarga. Proses ini disebut
juga sosialisasi politik yang dimulai sejak kecil dan remaja. Proses
sosialisasi politik juga meletakkan fundasi political belief, values,
ideology, and partisanship.
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Sejak usia dini, anak-anak di Amerika sudah mengadopsi
pusat nilai-nilai kebiasaan masyarakat Amerika yang berhubungan
dengan masa lampau dan legitimasi sistim politik. Juga sosialisasi
politik dalam semua kultur menempatkan nasionalisme, kesadaran
berbangsa-bernegara dan kesatuan sebagai elemen yang paling
mendasar. Di dalam kemajemukan kultur politik Amerika, terdapat
berbagai variasi yang menjadi sumber pendirian politik.
Selanjutnya pembentukan opini publik  melalui perguruan
tinggi sangat berbeda bagi mereka yang memang mahasiswa dan
bukan mahasiswa. Sosialisasi juga dipengaruhi oleh pandangan
agama dan etnis. Sementara mass media merupakan agen yang juga
melayani sosialisasi publik opinium. Berbagai kesadaran dan interes
politik dari opini individu diungkapkan melalui berbagai kelompok
kepentingan. Kelompok kepentingan ini berperan penting
mengarahkan dan menggalang opini individu kepada suatu partai
politik dalam menyalurkan hak suaranya dalam sebuah pemilihan.
Penyaluran kesadaran dan interes individu melalui partai politik
dalam pemilihan merupakan partisipasi politik yang sangat
menentukan pembentukan sebuah pemerintahan dan presiden
populer berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional
Amerika.
Bahwa pemilihan umum federal diadakan pada hari Selasa
pertama sesudah hari Senin pertama di bulan November pada setiap
tahun pemilihan.Pemilihan dilakukan untuk memilih pejabat publik
yang berakhir masa jabatannya Masa jabatan The House of
Representatives (DPR) adalah dua tahun, the Senate adalah enam
tahun dan the President adalah empat tahun. Juga tidak semua jabatan
ini berhenti pada pemilihan yang sama. Semua anggota DPR berhenti
pada pemilihan setiap dua tahun, hanya sepertiga dari senator yang
berhenti untuk dipilih pada saat yang sama. Anggota DPR dapat
mencalonkan diri menjadi Senator, dan harus menyerahkan kursinya
tersebut jika ikut bersaing dalam pemilihan senator. Tidak ada
rangkap jabatan Senator dan anggota DPR.
Orang-orang yang terpilih untuk menduduki jabatan sebagai
perwakilan rakyat menjalankan haknya untuk membuat dan
melaksanakan undang-undang. Dalam keadaan-keadaan tertentu
orang-orang ini dapat menjalankan haknya secara langsung. Selain
itu di beberapa negara bagian jumlah pemilih yang besar boleh
memohon adopsi suatu hukum tanpa  melalui proses legislatif yang
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lazim. Proposal, yang disebut inisiatif disampaikan untuk
mendapatkan persetujuan pemilih dalam pemilihan secara khusus.
Jika disetujui inisiatif ini menjadi undang-undang tanpa proses
legislatif. Dalam kasus-kasus lainnya rakyat boleh diminta
menyampaikan pendapatnya dengan menyampaikan hak suara pada
permasalahan-permasalahan tertentu dalam sebuah referendum.
Referendum ini mungkin hanya suatu ekspresi dari keinginan
masyarakat umum untuk mendapat pengesahan.
B. Pemerintahan Republik Amerika
Selain itu, juga  pemerintah Amerika adalah suatu
pemerintahan republik : menerima kebebasan, perwakilan, dan
pembatasan kekuasaan yang berdasarkan demokrasi dan konstitusi.
Sebagai negara demokrasi, prinsip dasar dari sistim pemerintahan
Amerika adalah persamaan hak, hanya pemerintah yang disetujui
yang memerintah, dan melindungi hak minoritas. Juga sebagai negara
yang menganut paham konstitusi dikenal prinsip Limitations of Power,
Majority Rule dan Minority Right .Mayoritas yang akan memerintah
tanpa perlu menindas hak-hak minoritas. Demokrasi tanpa
pembatasan kekuasaan dapat menjadi kacau balau dan merusak
keberadaan minoritas. Dan suatu negara konstitusi tanpa demokrasi
dapat menjadi tidak bertanggungjawab atau korup (Max J.
Skidmore dan Marshall Carter Tripp.1989,8).
Selanjutnya pemerintahan adalah suatu mekanisme dimana
kelompok-kelompok manusia bekerja untuk melindungi rakyat
mereka dari ancaman internal dan eksternal dan untuk membangun
kebijakan yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan mencapai
kondisi-kondisi yang menyenangkan bagi kehidupan mereka. Dengan
demikian mekanisme pemerintahan menjalankan kekuasaan dan
kebijakan-kebijakannya merupakan tindakan-tindakan politik.
Politik berhubungan langsung dengan kehidupan warga masyarakat.
Sehubungan dengan ini, Aristoteles menggambarkan politik sebagai
“ilmu pengetahuan architechtonic” yang pada dasarnya mengajarkan,
bahwa melalui politik masyarakat menentukan apa yang dapat
dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilakukan.
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Sebetulnya pemerintah menyentuh kita semua setiap hari
dalam berbagai cara. Fungsi pemerintah terlihat dalam tindakan
pegawai pos mengantar surat kiriman, kebijakan petugas di sudut
jalan, pegawai juru tulis di Kantor, pelayanan administrasi dan
keamanan sosial, perlakuan seorang agen penyelidik berhubungan
dengan ulah beberapa warga atau kelompok. Prinsip tertinggi dalam
pemerintahan demokrasi, bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat,
bukan tuan mereka ( the government is the servant of the people,
not their master), ((Max J. Skidmore dan Marshall Carter
Tripp.1989,2-4).
Tindakan aparat pemerintah kadangkala membawa manfaat,
kadangpula berakibat merugikan tetapi mereka selalu penting.
Dimana  pemerintahan terpilih populer, rakyat mempunyai hak
kontrol yang efektif membatasi kebijakan pemerintah yang begitu
besar mempengaruhi kehidupan. Tetapi mereka akan gagal untuk
melaksanakan efektifitas pengaruhnya jika mereka tidak cukup
mampu menyampaikan tentang cara-cara dalam pelaksanaan
pemerintahan. Dalam pemerintahan populer, partisipasi politik adalah
tidak hanya suatu hak rakyat tetapi juga tanggungjawab mereka.
Belajar pemerintahan dan politik adalah bagian terpenting bagi setiap
pendidikan kewarganegaraan. Untuk memulai mengerti politik,
pertama-tama harus mengerti betul dengan struktur dasar dan proses
nasional Amerika, negara dan pemerintahan lokal. Kesemuanya mau
tak mau dimulai dengan pengetahuan politik.
Bahwa pemerintahan Amerika dibentuk dengan menganut
paham pembagian kekuasaan pemerintahan sebagaimana diajarkan
oleh John Locke dan Montesquien lalu dikembangkan oleh
Thomas Jefferson. Secara garis besar dibagi dalam tiga cabang
kekuasaan yang disebut: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Meskipun politik di Amerika adalah bersifat kolektif dan
individual yaitu terkait dengan kelompok dan perorangan, namun
ternyata keberadaan kelompok lebih memegang peranan daripada
individu. Bahkan karena sedemikian berpengaruhnya, model teori
kelompok dilihat sebagai menggambarkan bekerjanya pemerintah
Amerika hari demi hari. Publik umum seperti individu menjadi diluar
perhitungan. Hal ini nampaknya menjadi salah satu penyebab utama
rendahnya minat orang Amerika turut serta memberikan suara
mereka dalam setiap pemilihan umum di Amerika yang hanya
mencapai 52% - 55% bahkan dalam pemilihan umum 1988 berada
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dibawah setengah penduduk usia pemilih memberikan suara bagi
presiden, suatu prosentasi terburuk sejak 1924 ((Max J. Skidmore
dan Marshall Carter Tripp.1989,3).
Terdapat beberapa model yang dikenal dalam sistim
pemerintahan demokrasi konstitusional Amerika, seperti
penyederhanaan demokrasi (Model of Democracy) berdasarkan
pada partisipasi massa, atau populer rule, the Power-Elite Model,
the Pluralist Model dan Group theory Model. Analisis beberapa
“model” diatas dikaji dalam dua tingkatan yaitu pada basic level
dan level of operation. Kesimpulan utama analisis tersebut, telah
terjadi pergeseran pembenaran pemerintah dari perlindungan bagi
kehidupan, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan kepada
perlindungan hak dari kepentingan kekuasaan untuk bersaing atau
bekerja sama dengan kepentingan kekuasaan lainnya. Sementara
itu terdapat pula kritikan terhadapnya, seperti kritik terhadap model
pluralist yang pada pokoknya dijelaskan lebih menekankan pada
kepentingan kelompok yang mengabaikan kesejahteraan individu
kelompoknya, persaingan dan kerja sama terbatas hanya diantara
para elite kelompok, kurang mampu memadukan/menyelaraskan
semangat komunitas dan individu warganya.
C. Partai Politik dan Pemilihan Presiden
Kantor Presiden Amerika merupakan salah satu yang terbesar
di dunia. Dalam konstitusi disebutkan Presiden harus melaksanakan
hukum sejujur-jujurnya. Bertanggungjawab memimpin pemerintahan
federal, begitu banyak lembaga terdiri beberapa juta orang disamping
memiliki kekuasaan penting legislatif dan yudikatif (USIS,1990.56).
Selanjutnya partai-partai politik merupakan dasar sistim politik
Amerika. Anehnya, konstitusi tidak membuat ketetapan-ketetapan
bagi partai-partai politik, juga atas peranannya sebagai wahana
(sarana) yang olehnya calon pejabat pemerintah diusulkan kepada
para pemilih. Pada tingkat nasional, Amerika menjalankan sebuah
sistim dua partai yang masih tetap bertahan melalui sejarah bangsa.
Walaupun saingan partai-partai nasional telah muncul dan menghilang
dari arena politik. Umpamanya, orang-orang federal disekitar
Presiden George Washington, menghilang secara perlahan setelah
tahun 1800, dan partai Whig, yang muncul pada tahun 1830-an
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beroposisi dengan presiden Andrew Jackson seorang demokrat,
runtuh dua dekade kemudian. Selanjutnya partai Demokrat
(Demokrasi Republik) yang menyusul presiden ketiga, Thomas
Jefferson dan partai Republik, didirikan tahun 1854, terus
mendominasi politik-politik pada tingkat federal, negara bagian dan
daerah. Suatu penjelasan sejarah tentang partai Republik dan
Demokrat adalah bahwa partai ini tidaklah organisasi ideologis yang
ketat, tetapi beraliansi lepas/longgar terhadap negara bagian dan
partai setempat, yang bersatu untuk pemilihan presiden dalam sekali
empat tahun. Kedua partai ini bersaing untuk pemusatan yang sama
pada elektorate Amerika dan meskipun orang-orang Republik
umumnya lebih konservatif daripada orang-orang Demokrat yang
lebih liberal, kedua partai ini memuat secara relatif satuan-liberal
dan konservatif yang terus-menerus bersaing mendapatkan
pengaruh. Akan tetapi, partai-partai lain juga aktif dan terutama
pada tingkat daerah dan negara bagian, partai-partai ini boleh
berhasil dalam memilih calon-calon untuk menduduki jabatan dan
dalam menjalankan pengaruh yang sangat besar. Umpamanya, pada
awal abad ke-20, anggota-anggota partai sosialis dipilih menjadi
anggota DPR dan sebagai Walikota lebih dari 50 kota kecil (town)
dan kota besar (city). Partai Republik dan Demokrat
memperebutkan jabatan publik pada setiap level kehidupan politik
termasuk jabatan DPRD, Walikota, Gubernur Negara Bagian,
Kongres dan Presiden. Seleksi jabatan-jabatan ini adalah diproses
dalam dua tahap, pertama memenangkan nominasi, dan kedua
mengalahkan calon partai oposisi dalam pemilihan.
Metode menominasi calon-calon telah berkembang melalui
sejarah Amerika. Yang paling awal pada zaman-zaman pemerintahan
kolonial adalah kaukus (rapat anggota-anggota partai), sebuah
pertemuan informal pemimpin-pemimpin yang memutuskan calon-
calon mana yang akan mereka dukung. Sebagai suatu bangsa yang
berkembang dan organisasi politik menjadi lebih kompleks, kaukus
lokal yang bervariasi mulai mendelegasikan perwakilannya untuk
menemui perwakilan-perwakilan dari kaukus lokal lainnya untuk
membentuk kabupaten (county) dan kemudian kelompok-
kelompok negara bagian yang akhirnya memilih calon-calonnya.
Badan-badan yang besar ini, dikenal sebagai konvensi adalah purna
rupa konvensi penominasian presiden sekarang ini. Metode
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penominasian yang lainnya adalah pemilihan primary (pemilihan
pendahuluan untuk memilih calon dari masing-masing partai).
Primary adalah pemilihan intern partai di seluruh negara bagian,
dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk
memilih secara langsung calon-calon partainya untuk menduduki
berbagai jabatan.
Proses electoral mencapai puncak dalam pemilihan presiden
Amerika sekali 4 tahun. Calon-calon partai diseleksi dalam nominasi
konvensi yang diadakan beberapa bulan sebelum pemilihan umum.
Delegasi-delegasi yang mengikuti konvensi ini, yang dipilih dalam
setiap negara bagian umumnya disumpah untuk memberikan hak
suara tanda calon tertentu, setidaknya pada kotak suara yang
pertama. Pemilihan  mengadu calon-calon partai politik yang satu
terhadap yang lainnya. Calon-calon partai untuk semua jabatan
federal, negara bagian dan daerah setempat bergabung dalam satu
blok atau negara bagian walaupun pemilih-pemilih ini memberikan
hak suaranya untuk masing-masing jabatan secara individu. Selain
itu setiap partai menyusun suatu statement mengenai posisinya
khususnya terhadap berbagai macam pokok permasalahan, yang
disebut platform sehingga pemilih bisa membuat keputusan atas dasar
individu-individu yang sedang bersaing untuk mendapatkan jabatan
dan mereka menyampaikan filosofi-filosofi politik, ekonomi dan
sosial.
Dimungkinkan pula  bagi seorang kandidat (calon bersaing)
untuk mendapatkan jabatan dalam pemilihan umum tanpa melalui/
dukungan partai politik. Mencalonkan diri sebagai independent,
seseorang harus menyampaikan suatu permohonan yang ditanda
tangani oleh beberapa pemilih tertentu yang mendukung
pencalonannya. Nama calon yang tidak tampil dalam kotak suara
dapat ditulis oleh pemilih dalam sebuah kertas kosong yang
disediakan untuk tujuan tersebut. Diberlakukan winner-takes-all rule
dan single-member district rule dengan sistem dua partai yang
bersaing yaitu Partai Republik dan Demokrat (tetapi masih terbuka
kemungkinan bagi partai kecil lainnya turut bersaing).
Dalam pemilihan Presiden yang satu paket dengan Wakil
Presiden dilakukan setiap 4 tahun dengan sistem electoral votes.
Kandidat yang mendapat mayoritas electoral votes akan
memenangkan pemilihan. Memenangkan popular votes belum
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menjamin memenangkan pemilihan, Kenndy, Nixon dan Clinton
terpilih sebagai Presiden dengan memperoleh a plurality (majoritas
electoral votes) bukan a majority (popular votes).
D. Sistem Peradilan di Amerika
Setiap negara bagian mendapatkan semacam jatah electoral
votes yang berbeda jumlahnya, dibedakan dengan the medium-sized
dan big states. Sehingga intensitas kampanye para kandidat lebih
semarak dan terfokus pada negara bagian-negara bagian yang besar
atau besar perolehan electoral votes. California sebanyak 54,
sementara terdapat 12 negara bagian lainnya hanya mendapat
sebanyak 3 electoral votes.
Bahwa pemilihan dilakukan dinegara-bagian-negara bagian
dengan peraturan-peraturan pemilihan yang dibuat oleh legislatif
masing-masing negara bagian. Pelanggaran terhadap peraturan
pemilihan dapat digugat kedepan pengadilan setempat  atau diajukan
protes ke Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah. Dewan ini terdiri
atas pengawas, hakim pengadilan daerah, dan kepala dewan
komisaris daerah. Selain itu terdapat pula Komisi Penyelidik
Pemilihan yang terdiri dari Gubernur, Sekertaris Negara, Kepala
Divisi Pemilihan. Komisi ini bertugas menyelidiki dan menyusun hasil-
hasil pemilihan, kandidat pemenang pemilihan dan mengesahkan
hasil-hasil pemilihan. Sekertaris Negara adalah seorang Kepala
pemilihan pejabat negara dan bertanggungjawab atas kelalaian umum
sistem pemilihan. Terdapat pula Pengawas Pemilihan (Supervisor)
di setiap kabupaten yang bertugas menunjuk Dewan Pemilih yang
terdiri atas inspektur dan karyawan. Kesemuanya direkrut dari
penduduk setempat. Dewan ini bertugas menyelenggarakan
pemberian suara, penghitungan suara, mengesahkannya kepada
Supervisor pada tengah hari sesudah pemilihan.
Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota DPR dan Senat
di Kongres. Melalui sistem perwakilan di Kongres ini menunjukkan
partisipasi rakyat Amerika dalam setiap kebijakan dan pembuatan
undang-undang untuk dijalankan oleh Presiden. Presiden sendiri
juga dipilih oleh rakyat melalui electoral college. Sementara itu
melalui sistem juri yang diterapkan di Pengadilan-pengadilan
membuktikan partisipasi rakyat Amerika dalam proses penegakan
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hukum dan keadilan. Menurut Friedman (2001:361 & 365), hukum
adalah cermin masyarakat, perobahan sosial yang cepat berarti pula
perubahan hukum yang cepat. Hukum mengikuti perobahan sosial
dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun demikian, sistem
hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial, dan
memainkan peranan penting dalam kehidupan komunitas.  Jadi,
melalui hukum-lah, melalui lembaga hukum-lah, dan melalui proses
hukum-lah kebiasaan dan pemikiran mengambil bentuk yang lebih
permanen, yang tidak dapat diubah-ubah.
Selanjutnya Sistem hukum mempunyai tiga unsur utama yaitu:
Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum. Struktur sistem hukum
adalah sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan
gerak, atau kerangka atau kerangkanya,  bagian yang tetap yang
memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, berupa:
lembaga peradilannya, yurisdiksinya, upaya hukum banding, aparat
penegak hukumnya. Sedang Substansi sistem hukum adalah
aturan-aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem itu. Kemudian budaya hukum adalah sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapan. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana
pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum
itu sendiri tidak akan berdaya – seperti ikan mati yang terkapar
dikeranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.
Lebih lanjut untuk memahami saling keterkaitan ketiga unsur sistem
hukum itu, Friedman (2001:7-9) menggambarkannya dengan
mengibaratkan “Struktur” hukum seperti mesin; “Substansi” adalah
apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Sedang   “Budaya
hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk
menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan
bagaimana mesin itu digunakan.
Selain itu, dijelaskan pula tiga fungsi sistem hukum, yaitu
sebagai kontrol sosial (social controle function), penyelesaian
sengketa (dispute settlement function), dan rekayasa sosial (social
engineering function).Sistem peradilan pidana dengan perangkat:
hakim, dewan juri, penjara, sipir, polisi, penasihat hukum pidana
dengan kewenangan-kewenangan yang dapat mengejar, memeriksa,
menangkap, menahan, mengadili dan menghukum para pelanggar
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atau pelaku tindak pidana merupakan contoh konvensional untuk
menggambarkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol. Sedang fungsi
penyelesaian sengketa dilakukan dengan menyelesaikan tuntutan-
tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai
sebagaimana yang dirumuskan sebagai sengketa. Hukum dengan
perangkatnya menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat:
sengketa tanah, tabrakan, warisan, perceraian, perwalian, hak
mengasuh anak, penguasaan rumah, utang-piutang, tuntutan ganti-
rugi karena perbuatan melanggar hukum, dan sebagainya. Sementara
itu dengan fungsi rekayasa sosial, hukum digunakan mengatur
rekayasa sosial untuk membawa perubahan, pembaharuan, dan
dinamika yang berencana sebagai program kebijakan pemerintah
yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masyarakat. Fungsi hukum
sebagai rekayasa sosial ini sangat menonjol diterapkan di negara-
negara kesejahteraan modern.
Begitupun Donald Black (dalam Friedman.2001:3&4)
mendefenisikan secara ringkas dan sederhana, bahwa hukum adalah
kontrol sosial dari pemerintah. Kontrol sosial diartikannya sebagai
aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong prilaku yang
baik dan berguna atau mencegah prilaku yang buruk. Selanjutnya
dikatakannya semua hukum adalah kontrol sosial. Namun tidak
semua kontrol sosial adalah hukum.
Masyarakat Amerika adalah masyarakat yang suka
berperkara ke pengadilan (litigious). Ratusan ribu perkara diajukan,
namun hanya sekitar 1%  - 5% yang disidangkan dihadapan juri
atau hakim. Sebagian besar diselesaikan secara damai atau
pengakuan bersalah (plea bargain), yang memang dimungkinkan
pada pemeriksaan awal di pengadilan tingkat pertama.
Ketergantungan orang Amerika pada pengadilan sangat tinggi. Tidak
ada masalah politik atau sosial di Amerika yang tidak menjadi
masalah yudisial. Hal ini menjadikan hukum dan pengadilan berada
pada posisi strategis. Selain memperhatikan issu revolusi sosial
secara menyeluruh dan terkait erat dengan perekonomian, juga
menjadi pemain dalam percaturan politik, seperti memeriksa dan
memutus perkara tentang kewenangan kongres boleh mengatur dana
kampanye (Friedman.2001:391).  Juga memeriksa dan memutus
perkara-perkara tentang hasil pemilihan, seperti hasil pemilihan
presiden tahun 2000 di negara bagian Florida diperkarakan oleh Al
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Gore dan George W. Bush yang melibatkan penanggungjawab
pemilihan di pengadilan negara bagian Florida maupun di Mahkamah
Agung Federal.   Pemeriksaan kasus ini di pengadilan negara bagian
maupun di Mahkamah Agung Federal dimungkinkan oleh karena
Amerika menerapkan sistem lembaga kehakiman berganda (dual
court system). Pengadilan Negara Bagian memeriksa dan memutus
perkara berdasarkan hukum negara bagian (state laws). Sedang
Mahkamah Agung Federal memeriksa dan memutus perkara
berdasarkan hukum federal (federal laws).
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi beberapa masalah diatas, maka  pembahasaan
dalam buku  ini dilakukan dengan tujuan :
a. Untuk menganalisis secara konseptual dan seksama perlindungan
konstitusional terhadap hak-hak individu setiap pemilih yang telah
berpartisipasi dalam pemilihan.
b. Untuk menganalisis secara konseptual dan seksama proses pemilihan presiden
dan kongres: DPR & Senat di Amerika.
c. Untuk menganalisis secara konseptual dan seksama penyelesaian sengketa
hasil pemilihan presiden tahun 2000.
1.4. Metode Penelitian
Penulisan buku  ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan hasil penelitian
yang menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan  kuantitatif,
dengan mengandalkan kesahihan data kepustakaan yang diperoleh dengan cara:
Kesatu : Pengumpulan data dan insformasi dari sumber ilmiah tertulis, seperti
buku, artikel, jurnal dan internet;
Kedua : Membaca, meneliti dan menginventarisir data dan informasi penelitian
yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Kemudian menyeleksi dan
menghimpunkannya secara tersendiri semua  data dan informasi
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penelitian yang sesuai kebutuhan penulisan.
Ketiga : Membuat identifikasi permasalahan, kerangka teori dan tujuan
penulisan.
Keempat : Meneliti dan menghubungkan antara data dan informasi yang
mencakup permasalahan disatu pihak dengan teori yang ada dan
relevan dengan objek penelitian dipihak lain.
Kelima : Mengkaji bahan-bahan yang telah terkumpul dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif, dan
dengan memusatkan pengkajian pada prinsip-prinsip umum yang
mendasar suatu gejala atau pola yang ada yang mempengaruhi aspirasi
para pemilih di Florida dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2000.
Selanjutnya penyusunan buku  ini dilakukan dengan tehnik penulisan
deskriptif-interpretatif. Terhadap gejala-gejala yang ada selain akan dilihat sebagai
satu kesatuan yang bulat, juga akan dilihat sebagai gelaja-gejala yang berdiri
sendiri namun saling berkaitan, sehingga olehnya dapat terbentuk suatu
pemahaman yang holistik dan intergratif.
1.5. Kerangka Teori
Kajian Wilayah Amerika adalah kajian multi disiplin, sehingga penulisan
tesis ini juga akan melibatkan beberapa bidang seperti: budaya, politik dan hukum.
Olehnya itu penelitian antar bidang dapat dilihat sebagai pendekatan tersendiri,
dan dalam penulisan  buku ini meliputi pendekatan-pendekatan:
a. Pendekatan budaya, merupakan suatu pendekatan terhadap nilai-nilai yang
hidup dan dianut suatu bangsa sebagai bagian dari budayanya yang sangat
berperan mempengaruhi para pemilih di Florida dalam menentukan aspirasi-
pilihannya dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2000.
b. Pendekatan politik, merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan
adanya kepentingan-kepentingan politik para pemilih, Kandidat Presiden,
dan Kongres (DPR & Senat) dalam pemilihan umum Amerika 2000.
17
c. Pendekatan Hukum, merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan secara
normatif pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Tahun 2000 dan
penyelesaian masalah yang timbul.
Secara khusus buku ini mengacuh pada teori yang diperkenalkan Prof.
Dr. Parsudi Suparlan tentang individu, masyarakat dan negara sebagai satuan
nilai  sakral yang berdiri sendiri tetapi saling terkait dan menghidupi dalam budaya-
demokrasi di Amerika, dimana dalam saling menguasai atau mengalahkan individu
tetap eksis, tidak dapat ditiadakan.
1.6. Hipotesis
a. Keputusan Mahkamah Agung Federal menghentikan penghitungan ulang
secara manual untuk melindungi hak pilih individu. Keputusan Mahkamah
Agung Federal menghentikan penghitungan ulang secara manual terhadap
45.000 suara yang tidak terbaca oleh mesin penghitung (undervotes) bukan
untuk mendukung kemenangan Bush di Florida tetapi untuk melindungi hak-
hak pilih individu yang telah memberikan suara pada pemilihan tersebut.
Dalam arti lain, bahwa hak-hak pilih individu tidak dapat diganggugugat.
b. Ada kemungkinan timbul konflik yang tidak destruktif dalam pemilihan
presiden. Konflik tidak destruktif karena adanya konsensus.
Sedemokratiknya pemilihan presiden di Amerika tetap membuka peluang
timbulnya konflik namun tidak destruktif. Konflik dapat timbul karena
demokrasi bernuansa budaya konflik. Tetapi konflik ini tidak destruktif karena
terdapat “aturan main” berupa peraturan hukum dan konstitusi yang telah
menjadi kesepakatan  (konsensus) diantara orang-orang Amerika untuk
dijunjung tinggi;  bahwa segala issu sosial-politik dapat diselesaikan di
pengadilan, dan Mahkamah Agung Federal Amerika berwenang untuk
menyatakan suatu perbuatan/peristiwa: konstitusional atau tidak
konstitusional.
c. Pengakhiran persengketaan hasil pemilihan di Florida dengan Putusan
Mahkamah Agung Federal menggambarkan tradisi pencapaian konsensus
masyarakat Amerika menyelesaikan konflik.
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Terdapat dua tradisi sebagai simbol kunci sejarah perkembangan
masyarakat Amerika yang pluralis yaitu:  tradisi konflik dan tradisi konsensus,
Tradisi konflik menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan golongan, sosial
dan politik diantara orang Amerika. Sedang tradisi konsensus menjelaskan
masyarakat Amerika dari berbagai perbedaan golongan, sosial dan politik
memiliki kesamaan pandangan hidup yang bersifat mutlak. Terdapat kesepakatan
tentang prinsip-prinsip kehidupan. Kesepakatan mendasar membawa perubahan-
perubahan sesuai kebutuhan perkembangan bersama. Kalaupun ada perbedaan,
perbedaan-perbedaan tersebut berada dalam koridor konsensus. Konsensus
tentang kesamaan pandangan hidup atau prinsip-prinsip kehidupan yang
mendasar inilah yang meredam konflik menjadi tidak destruktif. Dalam hal ini
salah satu konsensus yuridis, politis, dan sosial adalah Mahkamah Agung
Federal Amerika berwenang menyelesaikan segala sengketa sosial-politis dan
menyatakan suatu peristiwa sosial-politis yang dipersengketakan tersebut:
konstitusional atau tidak konstitusional.
1.7. Kerangka Penulisan
Dalam Bab 1 terlebih dahulu dikemukakan beberapa alasan teoritis,
praktis dan historis sebagai latar belakang perlunya dilakukan penelitian
tentangdemokrasi pemilihan presiden Amerika dan studi kasus persengketaan
hasil pemilihan presiden Amerika 2000.  Kemudian dalam bagian tinjauan pustaka
diuraikan beberapa teori, pendapat, dan prinsip-prinsip tentang demokrasi,
pemilihan, partisipasi para pemilih, partai politik dan Interest Group, presiden
dan kongres: DPR & Senat yang akan dijadikan landasan teori melakukan
penelitian dan pembahasan objek penelitian yang berfokus pada beberapa
masalah menyangkut partisipasi para pemilih, proses dan hasil pemilihan presiden
dan kongres: DPR & Senat serta penyelesaian sengketa pemilihan melalui
Mahkamah Agung yang telah teridentifikasi dalam bagian pertama latar belakang
masalah. Selanjutnya dikemukakan tujuan penelitian sebagai jawaban sementara
terhadap permasalahan yang teridentifikasi sebelumnya. Berikutnya dalam
kerangka teori dijelaskan pula beberapa perangkat teori ilmiah sebagai acuan
atau landasan pendekatan menganalisis atau menginterpretasi fakta-fakta dan
data yang tersaji dalam  buku  ini. Pada bagian ini dilengkapi juga dengan hipotesa.
Akhirnya dalam bagian Metodologi penelitian dijelaskan penggunaan pendekatan
kualitatif yang didukung pendekatan kuantitaif untuk mengumpulkan,
mengelompokkan  dan menganalisis data dan bahan penelitian dari berbagai
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sumber terutama perpustakaan dan internet.
Pada Bab 2,  akan digambarkan sejarah perkembangan hak-hak sipil
dan politik di Amerika. Mulai dari penjelasan singkat tentang penemuan benua
Amerika, proklamasi kemerdekaan Amerika, sampai pada perjuangan hak-hak
sipil dan politik di Amerika.
Dalam Bab 3, membahas tentang faham konstitusionalisme dan
demokrasi di Amerika.  Untuk itu dijelaskan tentang konsep demokrasi
konstitusional di Amerika. Disusul pembahasan mengenai kemajemukan para
pemilih yang begitu diperhitungkan oleh para kandidat pada setiap pemilihan.
Selanjutnya Bab  4 menguraikan tentang kajian partai politik, media,dan
pemilihan umum di Amerika. Dimulai dengan pembahasan peranan partai politik,
pemilihan presiden dan kongres, peranan media, dan hubungan presiden dan
pers yang tidak sepi dari ketegangan-ketegangan.
Kemudian didalam Bab 5 sebagai suatu studi kasus,dibahas tentang
pertarungan Al Gore melawan George W. Bush dalam pemilihan presiden
Amerika 2000. Diawali dengan mengemukakan posisi para kontestan sebelum
memasuki pemilihan di Florida, Strategi kampanye kedua belah pihak: kubu Al
Gore dan kubu George W. Bush, proses pemilihan di Florida, campur tangan
Mahkamah Agung Florida (terhadap sengketa hasil pemilihan di Florida), dan
hasil akhir pemilihan presiden 2000. Akhirnya, dalam Bab 6 dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai saripati dari keseluruhan penelitian dan pembahasan
pokok masalah.
Demikian, kiranya berkenan memperluas wawasan dan menambah
pengetahuan bagi siapapun yang berminat terutama di kalangan peserta kajian
wilayah Amerika dan penegak demokrasi.
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B A B   2
SEJARAH PERKEMBANGAN
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK DI AMERIKA
2.1. Penemuan Benua Amerika
Adalah Christoper Colombus mulai melakukan pelayaran penjelajahan
dari Spanyol ke barat melintasi samudra Atlantik dan mendarat di San Salvador
sebuah pulau di Laut Karibia pada tanggal 12 Oktober 1492. Dalam pelayaran
1493 mendarat di Hispaniola, menemukan Lesser Antilles, .menjelajahi pesisir
pantai Cuba, menemukan Jamaica lalu saudaranya bernama Bartholomeus tinggal
disana membangun Kota San Domingo. Pada pelayaran ketiga 1498, Colombus
menemukan Trinidad dan menjelajahi pesisir sebelah utara Amerika Selatan.
Kemudian mengarungi Amerika Tengah dalam pelayarannya keempat 1502.
Akhirnya kembali ke Spanyol 1504 dan meninggal di Valladolid dalam tahun
1506 (Tindall 1984,18-19).
Sebenarnya maksud Colombus melakukan perjalanan panjang ini adalah
untuk mencari India, Jepang atau China. Sehingga ketika pertama kali mendarat
di pesisir pantai benua Amerika, penduduk setempat yang dijumpainya
dinamakannya Indian karena Colombus beranggapan telah mendarat di wilayah
India. Dalam Cosmographies Introduction (Introduction to Cosmography),
sebuah Risalat yang diterbitkan 1507, Geographer Martin Waldsemuller
mendukung benua baru yang ditemukan Colombus tersebut dinamakan Amerika
mengambil nama dari Amerigo Vespucci seorang saudagar dan navigator yang
pertama kali menyadari bahwa benua yang baru ditemukan tersebut bukan In-
dia, Jepang atau China.
Bahwa pelayaran bersejarah Colombus dilakukan atas dukungan dana
Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang digerakkan semangat “gold, gospel,
glory” (mencari kekayaan, menyebarkan ajaran, dan mencari kejayaan) karena
kekurangan bahan mentah seperti emas dan perak yang dibutuhkan terutama
mencetak uang serta rempah-rempah yang sangat berguna terutama untuk
pengawet makanan sehingga tidak cepat membusuk.
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Pada masa renaisance itu, benua Eropah kewalahan memenuhi kebutuhan
emas dan perak karena persediaan tambang emas di Irlandia dan tambang perak
di Jerman hampir habis. Demikianpun pedagang-pedagang Arab memasang tarif
sangat mahal atas rempah-rempah. Kesemuanya mendorong penguasa barat
mengambil kebijakan untuk melakukan penjelajahan ke benua baru dimana dapat
langsung ditemukan sumber-sumber bahan-bahan mentah diatas dengan harga
lebih murah tanpa lagi melalui pihak/pedagang lain.
Sebenarnya sebelum Colombus, Vasco Da Gama dan Fernando De
Magelhaens (Ferdinand Magellan) telah melakukan penjelajahan ke benua lain
atas dukungan dana negaranya. Bahkan sebelumnya lagi telah ada penjelajahan
perorangan tanpa pendanaan negara. Malahan terdapat catatan-catatan sejarah
kuno bahwa Leif Ericsson dan Bjani Herjolfsson kebangsaan Norwegia sejak
tahun 999 telah melakukan penjelajahan dan berhasil menjelajahi benua utara
Amerika di Hudson Bay (Canada).
Perkembangan berikutnya bangsa Inggris juga melakukan penjelajahan
yang sama. Terutama pada awal abad ke-17 kerajaan Inggris yang sedang
mengalami cukup banyak kemajuan bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan
mendorong warganya melakukan perjalanan penuh resiko dengan kapal-kapal
kecil sarat penumpang menyeberangi samudera Atlantik, lalu berbelok ke barat
ke arah pulau West Indies seterusnya tiba di kepulauan Karibia dimana terdapat
banyak koloni kerajaan Spanyol, Portugis dan Perancis yang lebih dahulu
menjelajahi wilayah tersebut sehingga pendatang Inggris meneruskan
pelayarannya ke pantai utara benua Amerika.
Selama perjalanan mereka mendapat ancaman serangan kapal-kapal
Spanyol, angin dan cuaca buruk serta penyakit sampar yang mematikan yang
kadang menyisakan hanya sebagian kecil dari penumpangnya untuk dapat tiba
ditujuan dalam kondisi pisik yang lemah. Tetapi menjadikan mereka orang-
orang yang berbekal tekad, keberanian dan sedikit kemampuan pengetahuan
yang telah teruji, tertempa dan penuh kepercayaan diri.
Hal inilah yang menjadi modal dasar dan utama mereka mendirikan
koloni-koloni Inggris yang mulai menyebar di pantai utara yang disebut New
England dan di daerah teluk Chesapeake, Virginia, Playmouth, Jamestown dan
selanjutnya di daratan benua Amerika Utara.
Selama mendirikan koloni-koloni, mereka menghadapi berbagai
tantangan antara lain alam yang keras terutama iklim yang keras yang sangat
berbeda dengan iklim yang lembut negara asalnya, kelaparan dan penyakit seperti
pneumonia, typhus, disentri dan sebagainya. Statistik Virginia membuktikan dalam
19 tahun pertama hanya 20% dari seluruh imigran yang bertahan hidup dengan
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cara bercocok tanam jagung, menangkap ikan dan binatang lain untuk dimakan
mencontoh penduduk asli setempat yang disebut suku Indian atau disebut juga
kulit merah.
Mula-mula terjadi hubungan baik dan damai dengan suku Indian berupa
hubungan dagang terutama mendapatkan Fur (bulu binatang). Tetapi lama
kelamaan timbul persoalan-persoalan besar sehubungan dengan pengambilan
tanah Indian secara semena-mena ditambah sikap imigran yang umumnya
memandang rendah derajat suku Indian yang dipandang hanya bikin susah saja
dan banyak menghalangi keinginan para imigran memperluas wilayah koloninya.
Sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan bahkan pertempuran diantara
mereka.
Penduduk asli Amerika yang telah lama menyebar mendiami wilayah
Amerika Utara yang sangat luas dan kaya ini dalam bentuk ribuan suku, adat-
istiadat, bahasa dan wilayah yang berbeda-beda, mulai dipandang sebagai
ancaman. Tak jarang terjadi pertempuran dan perjanjian licik yang merugikan
penduduk Indian bahkan jatuhnya korban suku Indian yang begitu banyak demi
mempertahankan keberadaan mereka dari pembangunan perluasan wilayah
koloni Inggris. Segala akal dan cara termasuk pembasmian sistimatik suku
Indian dilakukan untuk mempertahankan dan memperluas wilayah koloni-koloni
Inggris.
Meskipun nenek moyang mereka berasal dari Asia dan termasuk ras
Mongolit yang datang sekitar 25.000 – 10.000 tahun sebelumnya mencapai
benua Amerika melalui daratan yang menghubungkan Semenanjung Siberia
dengan Alaska (kini daratan tersebut telah tenggelam menjadi Selat Bering),
suku Indian hidup terpisah satu dengan yang lain. Seperti suku Maya, Aztec,
Sioux, Iroquois, Eskimo, Cherooke, dan ribuan suku Indian lainnya saling terpisah
bahkan tak jarang diantara mereka sendiri terjadi permusuhan dan pertempuran.
Sehingga dengan mudah mereka ditaklukkan lalu terdesak oleh pesatnya
perkembangan kehidupan koloni kaum imigran.
Mula-mula pola hidup para imigran bertani dan beternak untuk berswa-
sembada memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembangkan keterampilan
lainnya seperti pandai besi, penjahit dan pembuat kapal-kapal. Selanjutnya
berkembang mendirikan perkebunan-perkebunan besar dengan tanaman-
tanaman unggulan ekspor terutama tembakau yang sangat digemari di Eropa.
Seiring dengan berkembang pesatnya perkebunan-perkebunan terutama didaerah
selatan, maka begitu terasa kebutuhan akan tenaga kerja.
Untuk mengatasi kekurangan buruh, didatangkanlah budak kulit hitam
yang ditangkap secara paksa di pedalaman Afrika lalu diperdagangkan ke
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negara-negara lain termasuk di Amerika untuk mengabdi pada majikan-majikan
kulit putih. Pertama kali Kulit Hitam di bawa ke Virginia pada tahun 1619, hanya
12 tahun sejak didirikannya Jamestown (USIA.1994.25). sejak itulah dimulai
perdagangan international budak belian.
Perdagangan budak hitam sebagai komoditi dan buruh bagi kulit putih
dimulai pada tahun 1619 ketika seorang pedagang Belanda membawa kapal
dagang berisi orang-orang kulit hitam untuk dijual kepada pengusaha-pengusaha
kulit putih yang sangat membutuhkan tenaga kerja kasar di ladang-ladang
perkebunan.
Selanjutnya seiring dengan berkembangnya populasi kaum kulit hitam
dengan kondisi sosial yang begitu mengenaskan di Amerika, lama kelamaan
berkembang juga kesadaran akan hak-hak sipil dan politik mereka baik yang
diperjuangkan oleh orang hitam sendiri maupun karena mendapat simpati dari
kalangan kulit putih.
Selain itu terdapat pola hidup Imigrant yang merupakan White Anglo
Saxon Protestant (WASP) yang dipengaruhi prinsip kekepalaan dalam Bible
yaitu Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Prinsip kekepalaan ini menjadikan
laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah bagi keluarga.
Ternyata berdampak pula bagi pembatasan hak-hak sipil dan politik kaum
perempuan dalam kehidupan bernegara.
2.2. Proklamasi kemerdekaan Amerika
Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika Serikat menyatakan kemerdekaannya
(Declaration of Independence) yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :
a. Pernyataan tentang prinsip-prinsip demokrasi : the rights of man,
the source of government power dan the rights of people against
despotic government.
b. Alasan-alasan mengapa koloni memberontak terhadap Inggris.
c. Pernyataan kemerdekaan.
Selanjutnya kurang lebih 11 tahun kemudian, pada tanggal 7
September 1787 sebanyak 55 orang delegasi the Constitutional Convention di
Philadelphia yang berlangsung sejak 2 Mei 1787 menyetujui menetapkan
Konstitusi Amerika yang mulai berlaku efektif setelah diratifikasi oleh 9 dari 13
Negara Bagian pada tahun 1789.
Bahwa konstitusi ini merupakan hasil pengembangan dan akumulasi dari
gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam New Jersey Plan,
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Virginia Plan dan Great Compromise (Connecticut Compromise).
Thomas Jefferson penulis pernyataan kemerdekaan Amerika yang
dikenal sebagai seorang ahli hukum dan politisi berbakat Amerika sejak usia
muda, juga seorang englishtened Philosophe radikal dan reformis yang
menentang aristokrasi, dan pernah menghabiskan waktunya beberapa tahun
di Perancis (Tindall. 1984, 295), sehingga tidak heran ia adalah penganut
ajaran Trias Politica dari Montesquieu, dan juga ajara John Locke tentang
pemerintahan atas dasar persetujuan rakyat (Republica).
Jefferson memandang bahwa dokumen bersejarah itu mengandung
makna yang tegas bahwa setiap orang adalah sederajat hak politiknya; bahwa
pemerintah yang sah menerima kekuasaan hanya dari rakyat; dan pemerintah
hanya dibenarkan untuk menjamin hak rakyat untuk hidup bebas dan mencari
atau mengejar kesejahteraan.
Prinsip tertinggi dan selamanya, bahwa pemerintah adalah pelayan
rakyat, bukan tuan mereka ( that the government is the servant of the people,
not their master) (Skidmore & Tripp. 1989.4).
Ditegaskannya pula bahwa setiap manusia dilahirkan sama dan dikaruniai
hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sehingga selain
mengandung paham demokrasi, juga pemikiran Thomas Jefferson menegakkan
hak-hak asasi manusia.
Demikianpun dalam Konstitusi Amerika terdapat prinsip-prinsip dasar
demokrasi yang hidup yaitu :
- Government by governed
- Freedom of expression
- Sanctity of the individual
- A free and fair commerce
- A diversity of political units
- Separation of powers
- Equal protection under the law
- The rule of law.
Selain itu terdapat tujuh artikel dalam konstitusi :
I. Legislature
II. Executive
III. Judiciary
IV. Interstate Relations
V. Amandements
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VI. Supremacy Clause
VII.Ratification
Juga terdapat prinsip-prinsip dasar konstitusi :
- Popular Sovereignty
- Republicanism
- Seperation of Powers
- Federalism
- Limited Government
- Cheks and Balances
- Supremacy of National Law
- A Dinamic Constitution
(Saye & Allums. 1986.51-54).
Bahwa pemikiran Thomas Jefferson dalam Declaration of Independence
dan James Madison dalam konstitusi Amerika dipengaruhi oleh gagasan
Montesquieu dan John Locke tentang teori pembagian kekuasaan : Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif. Pada tahun 1790, gagasan Locke tentang pemerintahan
Republik dianggap yang terbaik sejauh ini. Demikian menurut Jefferson, “Locke’s
little book on government is perfect as far as it goes”.. Pemikiran Jefferson
tersebut mungkin yang terbesar daripada kolonis lainnya, pandangannya
merupakan sebuah refleksi dari keadaan jiwa Amerika abad ke-17 (Peter
Woll.1948.47). Sehingga diterapkanlah prinsip utama Checks and Balances yang
mengatur hubungan pemisahan kekuasan dan kontrol diantara Presiden,
Congress dan Supreme Court yang sederajat dan serasi yaitu :
1. Presiden mempunyai :
a. Kekuasaan :
- Enforces Laws
- Can Veto Bills
- Can Appoint Judges And Other Officials
b. Hak kontrol :
- Can Appoint Judges And Other Officials
- Can be removed by Congress
- Conggress can override veto
- Appointments must first be approved by Congress
2. Congress mempunyai :
a. Kekuasaan :
- Makes the laws
- By a two-third veto of members congress can pass a law
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over President’s veto.
- Must approve President’s appoiment of judges and other
officials.
b. Hak kontrol :
- President can veto a bill passed by congress
- Laws passed by congress can be declared unconstitutional
by supreme court.
3. Supreme Court mempunyai :
a. Kekuasaan :
- Interprets the laws
- Can declare laws unconstitutional
- Judicial review
b. Hak kontrol :
- Judges appointed for life by President
- Appoiments must first be approved by congress
- Judges can be removed by congress for improver behavior.
Dengan demikian, meskipun terminologi “demokrasi” tidak ditemukan
dalam naskah deklarasi kemerdekaan  dan konstitusi Amerika  (Declaration of
Independence & U.S. Constitution), namun prinsip-prinsip yang mendasari
demokrasi secara tegas tercantum didalamnya. Sehingga Amerika Serikat adalah
negara demokrasi yang menganut paham demokrasi konstitusional.
2.3. Perjuangan Hak-Hak Sipil dan Politik di Amerika
Bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi yang terdapat dalam
Declaration of Independence dan konstitusi telah menuntun Amerika menempuh
dua abad pertumbuhan dan pembangunan. Memberi inspirasi bagi suatu visi
baru masyarakat. Praktek blueprint bagi pemerintah yang harus melindungi
orang Amerika dari kekuasaan kelaliman (Tyrannical Rule), membuat stabil,
penyesuaian dan efisiensi sistim selama dua ratus tahun.
Namun demikian gagasan ideal tentang demokrasi itu langgeng, tetapi
prakteknya sulit (USIA.1991.3). Demikian juga bagi Amerika terdapat
pengecualian-pengecualian dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya
selama lebih dua abad yaitu terkait dengan perjuangan hak-hak sipil dan politik
bagi Indian, Black dan Perempuan.
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2.3.1. Perjuangan Kulit Merah (Indian)
Bahwa perjuangan hak-hak sipil dan politik kaum Indian dalam sejarah
Amerika merupakan suatu perjuangan panjang dimulai saat masa awal
pemerintahan koloni-koloni ketika tanah-tanah yang berada dalam wilayah suku-
suku Indian yang dicaplok begitu saja oleh para imigran baik dengan cara-cara
licik maupun dengan cara desingan mesiu. Pembasmian sistimatis suku-suku
Indian, sampai pada sikap-sikap yang merendahkan martabat suku-suku Indian
dengan segala keberadaan budaya dan kepercayaan, kesemuanya menimbulkan
reaksi perlawanan yang gigih dan penuh semangat patriotis suku Indian yang tak
kunjung padam yang setiap saat dapat dipandang sebagai suatu ancaman besar
yang mencekam sebagaimana Red Scare dimasa berakhirnya Perang Dunia I
yang dikhawatirkan karena mendapat pengaruh dari keberhasilan kelompok
minoritas radikal Soviet yang berhasil menumbangkan pemerintahan sah Republik
Rusia dalam revolusi bolshevik.
Potensi ancaman dan perlawanan Kulit berwarna yang tak kunjung
padam atau dipadamkan mendorong gagasan meng-Amerika-kan suku Indian.
Sebelumnya dalam Amandemen XIV (1868) bagian kedua sudah terdapat
pembedaan kaum Indian yang tidak dikenai pajak dan yang dikenai pajak sebagai
patokan menentukan meng-Amerika-kan kaum Indian.
2.3.2. Perjuangan Kulit Hitam (Negro)
Demikian pula perjuangan hak-hak sipil dan politik kulit hitam (The
Black) telah mengalami rentang waktu yang panjang sejak berakhirnya perang
saudara (1860-1865) yang dikemas dalam doktrin Separate but equel yang
secara gigih dan ulet diperjuangkan oleh sekelompok orang kulit hitam dan kulit
putih dengan berani menentang diskriminasi hak-hak sipil-politik terhadap kaum
kulit hitam.
Sebenarnya melalui Amandemen XV (1870) diskriminasi hak untuk
memilih terhadap Ras, Warna kulit, atau pernah menjadi budak sudah dilarang
(Alderman & Kennedy.191.423). Berarti kaum kulit hitam termasuk Indian sudah
mempunyai hak memilih maupun dipilih. Namun karena dalam beberapa tempat
kulit hitam tak terbendung lagi oleh kulit putih untuk mendapatkan kursi, maka
muncul lagi gerakan-gerakan yang mendiskreditkan kulit hitam.
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Perjuangan mereka begitu berat dan mengenaskan menghadapi para
fundamentalis dengan gerakan-gerakan pencabutan hak suara negro seperti
aturan-aturan Grandfather Clause di Lousiana tahun 1890 yang direspon oleh
daerah-daerah lainnya, menghadapi teori The Instrinstic Inferiority of Negroes
yang menekankan bagaimanapun dan dari sisi manapun superioritas ada di kulit
putih. Juga terdapat argumentasi praktis sebagian masyarakat yang menegaskan
perbudakan bukan hanya menguntungkan, namun juga dibutuhkan. Bahkan
terdapat pandangan yang lebih ekstrim, bahwa Kulit Hitam ditakdirkan terlahir
untuk menjadi budak bagi kulit putih. Sebagaimana pendapat dari George
Fitzhugh, seorang ilmuwan dari Virginia yang mengatakan bahwa manusia tidak
terlahir setara, ada yang ditakdirkan ditunggangi dan ada pula yang terlahir untuk
menunggangi (Tindall 1984:568-569).
Pola perjuangan mereka dapat dibagi dua kelompok yang tidak terlepas
dari tipikal kepemimpianan para pejuangnya, yaitu:
a. Kelompok Non Violance
Pada dasarnya kelompok ini menganut prinsip kasih, cintailah
sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri sehingga semua bentuk
kekerasan baik pisik maupun psikis harus dihindari. Model penyelesaian
damai tanpa kekerasan ditempuh dengan cara menggelar aksi unjuk
rasa yang penuh pengendalian diri dan pernyataan-pernyataan menggugah
hati serta melalui lembaga peradilan yang memberikan justifikasi yuridis
terhadap perjuangan mereka manakala mereka memenangkan berbagai
kasus diskriminasi. Sehingga mendapat simpatik dan dukungan yang
luar biasa dari kalangan Putih dan Pemerintah. Yang paling terkenal dari
kelompok ini adalah Martin Luther King Jr, Booker T. Washington dan
N.E.B. Du Bois.
Martin Luther King Jr. yang terkenal dengan sebuah mimpi-nya
(“I have a dream”) mencanangkan perjuangan anti kekerasan dengan
strategi antara lain :
- Menggugah hati nurani lawan dengan kekuatan pikiran  akan
kebenaran dan pengendalian diri yang simpatik untuk
mencanangkan persahabatan, bukan mempermalukan lawan.
Yang dimaksud lawan adalah sistem-sistem diskriminasi yang
dipandangnya sebagai kekuatan iblis, bukan ditujukan langsung
kepada individu-individu atau pelaku-pelaku diskriminasi. Siap
menerima resiko tanpa perlu balas dendam. Serta optimisme
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akan kebenaran yang selalu hidup dalam keadaan se suram apa
pun. (John T.  Mc. Carney. 1992, 182).
Sebelum itu, Booker T. Washington mengucapkan sebuah pidato
di Atlanta yang kemudian terkenal sebagai “Kompromi Atlanta” yang
menyatakan: “In all things purely social we can be a separate as the five
fingers, and yet one as the hand in all things essential to mutual progress”
(WEB. Du Bois. 1982, 80).
Pandangan Washington di atas, menggambarkan kulit Hitam adalah
bagian integritas dari masyarakat Amerika yang saling bergantung satu
dengan yang lain. Ia melihat kelemahan Negro bukan pada perbudakan
atau persangkaan ras melainkan pada pendidikan mereka di masa
lampau, dan masa depan mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Oleh
karena itu ia mengajarkan strategi pencapaian tujuan perjuangan melalui:
kerja keras, penghematan, kesabaran dan pendidikan – pelatihan bagi
mereka. Pendidikan dan kemakmuran/kekuatan ekonomi yang sebesar-
besarnya yang didukung campur tangan Pemerintah melalui
kebijaksanaan-kebijaksanaannya adalah kunci keberhasilan perjuangan
mereka. Namun demikian terdapat pula gagasan mendirikan negara
sendiri bagi mereka tapi di Afrika, maka lahirlah Negara Republik
Liberia.
b. Kelompok Pro Kekerasan (Violance)
Kelompok ini begitu percaya, bahwa satu-satunya cara
membebaskan diri dari diskriminasi adalah dengan mendirikan negara
sendiri di Amerika. Untuk mencapai tujuan ini mereka menghalalkan
tindakan kekerasan seperti penggunaan senjata, granat dan teror. Tetapi
mereka juga menyadari – perlunya kerja keras dan pendidikan yang
baik, untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik dan mengejar
ketertinggalan mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menunjang
pencapaian tujuan perjuangan. Para pejuang kulit Hitam yang tidak asing
lagi, di antaranya, adalah Malcom X, Elijah Muhammad, Imanu Baraka
(Le Roi Jones), Imari Abubakari Obadele I (Richard Henry) dan Yusufu
Sonebeyatta (Joseph Brooks).
Mereka semua sepakat menolak integrasi – karena tidak
mempercayai sistem nilai dan nasional Amerika yang berdasar pada
equality dalam tatanan sistem demokrasi.
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Dalam melaksanakan perjuangannya, Malcolm X dan Obadele lebih
memusatkan diri pada taktik strategi penggunaan kekerasan dan teror
untuk mencapai cita-cita membentuk negara sendiri. Sementara lainnya
lebih berperan dalam mempersiapkan konsep masyarakat dan negara
yang diperjuangkan itu, seperti : Elijah Muhmmad dengan konsep Negara
Theokratik, Yusufu Sonebeyatta dengan konsep Socialism African
dan Imanu Baraka dengan Black Culture. (John T. Mc. Cartney. 1992,
169).
 Oleh karena perjuangan ini lebih bersifat separatis sehingga disebut
juga sebagai the Black Power Separatist, melawan arus dan
menimbulkan ancaman kekacauan maka perjuangan mereka sulit
mendapat simpati dari Pemerintah maupun masyarakat Amerika
termasuk dari kalangan Black sendiri.  Namun demikian setidak-tidaknya
gerakan ini sudah mengundang perhatian publik dan Pemerintah perlunya
pemulihan hak-hak sipil dan politik kaum Hitam. Sehingga secara tidak
langsung turut memperkuat gerakan kaum Hitam lainnya yang ditempuh
secara damai tanpa kekerasan.
Gerakan generasi Martin Luther King Jr. yang terkenal dengan
sebuah mimpinya : I have a dream 1963 yang lebih berhasil mendapat
simpatik dan dukungan yang luas. Dalam bagian pidatonya pada bulan
Maret 1963 itu, King percaya suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit
dan hidup bersama atas dasar kebenaran bahwa semua manusia
diciptakan sama, dengan berkata: I have a dream that one day the
nation will rise up and live on the true meaning of its creed: ‘We hold
these truths to self-evident: that all men are created equal”. Juga mimpinya
tersebut mendambakan duduknya anak seorang budak bersama anak
seorang majikan di meja persaudaraan.
Akhirnya dengan taktik non violence yang disusul serentetan
momentum aksi damai, Martin Luther King Jr. dan The Black menyambut
ditandatanganinya Civil Rihgts Act of 1964 dan Voting Rights of 1965
oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Itu berarti kulit hitam kembali
mempunyai hak suara.
2.3.3. Perjuangan Kaum Wanita
Selain itu terdapat juga perjuangan hak-hak sipil dan politik kaum wanita
yang dilakukan sejak The Seneca Falls Declaration of 1848, kemudian menjadi
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Women’s Party bagi wanita dan kesamaan hak terutama hak suara bagi wanita
dan kesamaan hak dalam pekerjaan terutama menghapuskan segala bentuk
aturan yang merugikan wanita karena perbedaan jenis kelamin.
Sejak masa koloni wanita mengalami kedudukan yang lemah dalam
hukum dan masyarakat sebagaimana yang digambarkan oleh sejarawan Julia
Cherry Spruill yang menulis : wanita seperti di Inggris adalah tanpa hak-hak
politik, dan umumnya istri adalah seorang yang tak berarti yang berada dalam
pengawasan suami. Meskipun wanita single dan janda dalam prakteknya
mempunyai hak-hak legal yang sama dengan laki-laki.
Namun demikian senantiasa terdapat keadaan-keadaan baru yang
menempatkan secara halus wanita dalam kedudukan yang bernilai
(Tindall.1988.91).
Akhirnya gerakan perjuangan ini berhasil mendesak diratifikasikannya
Amandemen XIX 1920 yang menegaskan :
“Hak warga negara Amerika untuk memilih tidak akan diingkari atau
dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh negara bagian manapun
berdasarkan jenis kelamin”.
(Alderman & Kennedy.1991.425).
sejak itu makin marak upaya gerakan organisasi wanita mencapai
kesempurnaan perjuangannya.
Demikian perjuangan hak-hak sipil dan politik kaum Indian, The Black
dan wanita yang mewarnai sejarah pertumbuhan dan perkembangan Amerika
melewati rentang waktu panjang selama dua abad, bahkan sebagai pengecualian
dari keberhasilan sistim-sistim Amerika yang membawa rakyat Amerika
menggapai kemajuan dan kemakmuran yang menakjubkan. Sehingga tampil
menjadi negara adidaya di dunia. Suatu pengecualian yang mungkin paradox.
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B A B   3
KONSTITUSIONALISME DAN
DEMOKRASI AMERIKA
3.1. Konsep Demokrasi Konstitusional
Demokrasi berasal dari bahasa Greek (Yunani Purbakala) terdiri dari
dua kata: Demos artinya Rakyat (the people), dan kratos artinya kekuasaan
atau kekuatan (authority or power).  Selanjutnya Abraham Lincoln
mengartikannya sebagai”government of the people, by the people, and for
the people”(USIA.1989:122).  Selain itu James MacGregor Burns cs.(1994:1)
menjelaskannya: Thus democracy means government by the people, not
government by one person (the monarch, the dictator, the priest) or
government by the few (an oligarchy or aristocracy).
Inggris mengenal demokrasi pada abad ke-17, mengilhami John Locke
dan Montesquee, dan selanjutnya para pendiri Amerika Serikat (U.S.Founding
Fathers)  menegaskan prinsip-prinsip yang mendasari demokrasi kedalam
deklarasi kemerdekaan dan kostitusi Amerika. Demokrasi begitu penting  bagi
keberadaan sebuah negara. Mempengaruhi corak hidup dan kehidupan rakyat
dan pemerintahnya: pembentukan pemerintahan oleh rakyat dan pelayanan
pemerintahan terhadap rakyatnya untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran
bersama. Bahkan demokrasi menjadi simbol peradaban suatu bangsa dan
ungkapan penghargaan terhadap kemanusiaan setiap manusia. Oleh James
MacGregor Burns cs.(1994:1-2) menyatakan: Democracy is a way of life, a
form of government, a way of governing, a type of nation, a state of mind
and a variety of processes. Hal ini berarti demokrasi merupakan suatu jalan
hidup, bentuk pemerintahan, cara memerintah/berpemerintahan, tipe suatu
bangsa,  semangat berbangsa/bernegara dan proses-proses pergantian pejabat
publik. Kemudian dibaginya kedalam tiga kategori demokrasi yaitu:
democracy as a system of interacting values, a system of interrelated
political processes, and a system of interdependent political structures.
Sebagai sebuah sistem interaksi berbagai nilai (a system of interacting values),
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dalam demokrasi terjadi saling mempengaruhi antara nilai-nilai inti dari demokrasi
yaitu: persetujuan mayoritas (populer consent), penghormatan terhadap individu
(respect for individual), persamaan hak/kesempatan (equality of opportunity),
dan kebebasan perorangan (personal liberty). Sebagai sebuah sistem dari proses-
proses hubungan politik (a system of interrelated political processes), maka
demokrasi menghubungkan beberapa inti dari proses demokrasi yang secara
tradisional berupa:  pemilihan yang jujur dan bebas (free and fair elections),
Aturan mayoritas (Majority Rule), kebebasan berekspresi: bersuara, beragama
& pers  (freedom of expression), dan hak untuk berkumpul dan melakukan
protes (the right to assemble and protest). Sebagai sebuah sistem dari saling
kebergantungan struktur-struktur  politik (a system of interdependent political
structures), maka dalam demokrasi terjadi saling kebergantungan atau hubungan
yang saling menentukan antara empat elemen struktur, yaitu: pertama, Federal-
ism (paham negara bagian): pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional/
federal dengan negara bagian.  Kedua, Separation of power: pemisahan
kekuasaan diantara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif. Ketiga,
Liberty (kemerdekaan) yang diperlindungi melalui  sistem checks and balances
yang diberikan sebaik mungkin oleh setiap cabang kekuasaan. Keempat, the
Bill of Rights yang menegaskan jaminan terhadap kemerdekaan individu dan
kewajiban proses hukum yang wajar (guarantee of individual and due process
before the law).
Selanjutnya menurut Gabriel, Ralph H (1864,5), dikalangan orang-
orang Amerika kata demokrasi mendapat dua konotasi yang berbeda tapi
saling berkaitan, yaitu:
- Demokrasi realistik, adalah pola perilaku yang mencakup
kegiatan seperti rapat panitia partai politik dan saling
mencari dukungan, perjuangan memperoleh jabatan di
antara tokoh partai dan perdebatan untuk memenangkan
ide di antara kelompok atau pressure group.
- Demokrasi romantik, adalah seperangkat gagasan yang
membentuk suatu kepercayaan bangsa, suatu “national
faith”, yang sebetulnya mengandung kekuatan sebagai
agama negara, meskipun hal ini tidak diakui.
Sebagian dari gagasan-gagaran ini sama tuanya dengan Yunani klasik
dan sebagian lagi sama barunya dengan bangsa Amerika. Tetapi meskipun
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sebagian besar gagasan tadi sudah tua dan tidak asli Amerika, konfigurasi dari
kelompok gagasan tersebut bersifat unik.
Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa Amerika Serikat adalah
negara demokrasi yang menganut paham demokrasi konstitusionil. Paham
demokrasi konstitusional mengandung arti, bahwa kebebasan, perwakilan dan
pembatasan kekuasaan pemerintah bersandar pada dua dasar yaitu Demokrasi
dan Konstitusi (Skidmore & Tripp. 1989.8). Demokrasi menyatakan secara
tak langsung pemerintah yang memerintah dinyatakan melalui aturan mayoritas
(Majority Rule). Sedang paham Konstitusi menyatakan pembatasan kekuasaan
pada kekuasaan demokrasi dengan kata lain, suara mayoritas akan memerintah
tidak meluas menindas minoritas. Suatu demokrasi tanpa pembatasan kekuasaan
dapat menjadi kacau balau dan merusak minoritas dan suatu negara konstitusi
tanpa demokrasi dapat menjadi tidak bertanggung jawab atau korup.
Hak-hak minoritas yang perlu diperlindungi dari kecenderungan
kesewenang-wenangan mayoritas meliputi semua hak asasi setiap individu
kelompok minoritas yang diperolehnya sebagai anugrah ciptaan Tuhan. Hak-
hak ini telah ditegaskan dalam naskah deklarasi kemerdekaan, konstitusi dan
amandemen. Hak-hak ini dikemas dengan prinsip: Life, Liberty, and the Pursuit
of Happiness. Juga dalam Bill of Rights, Civil Rights, dan Voting Rights. Dalam
proses berbangsa dan bernegara/berpemerintahan tidak dibenarkan adanya
diskriminasi pelaksanaan hak-hak tersebut oleh mayoritas terhadap minoritas.
Begitupun dalam proses berparlemen semua hak-hak anggota kongres (DPR &
Senat) dari kelompok minoritas tetap dihargai dan dapat dilaksanakan, antara
lain: hak membuat undang-undang (makes the laws), hak veto (bersama dua
pertiga anggota kongres terhadap veto yang diajukan presiden atas suatu undang-
undang (by a two-third veto of members congress can pass a law over president’s
veto), hak untuk memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Hakim Agung
dan pejabat pemerintahan lainnya (must approve president’s appointment of
judges and other officials). Hak-hak tersebut merupakan bagian dari sistem
checks and balances. Perlindungan terhadap minoritas merupakan konsekuensi
konstitusional dari keberadaan individu yang memiliki nilai sakral dalam demokrasi
bersama masyarakat dan pemerintah/negara. Suatu kesakralan yang bersumber
dari sosial budaya Amerika, yang mana kesakralannya dipandang sama dengan
kesakralan yang dikenal dalam ajaran agama. Sehingga bagaimanapun, dalam
situasi manapun dan dengan alasan apapun juga individu tidak dapat dikorbankan,
apalagi hanya dengan alasan karena minoritasnya.
Jadi, prinsip dasar terbesar dalam suatu demokrasi adalah aturan
mayoritas (Majority Rule). Tetapi konstitusi diperlukan untuk mencegah potensi
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pelanggaran dari mayoritas. Dengan demikian prinsip dasar dari sistim
pemerintahan Amerika adalah persamaan hak, hanya pemerintah yang disetujui
mayoritas yang memerintah, dan melindungi hak minoritas.
Dasar hak-hak sipil dari warga negara Amerika Serikat adalah hak suara.
Sehingga partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan politik dan
pemerintahan sangat penting dan dapat menolong setiap orang menyadari potensi
dirinya yang mendorong membentuk komunitas yang besar. Olehnya itu politik
di Amerika adalah keduanya kolektif dan individual terkait dengan kelompok
dan dengan setiap orang.
Partisipasi politik tidak hanya suatu hak rakyat tetapi juga suatu tanggung
jawab. Sejak dua ribu tahun yang lalu bangsa Yunani kuno mengakui bahwa
pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan politik adalah dasar
social order. Kegagalan partisipasi menyebabkan seseorang kehilangan dimensi
besar dari potensi kemanusiaannya. Sehubungan dengan itu, Aristoteles
menggambarkan politik sebagai “ilmu pengetahuan Architechtonic”.  Salah satu
yang paling mendasar adalah melalui politik masyarakat menentukan apa yang
dapat dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan.
Demikianpun dalam sistim Amerika Serikat, belajar pemerintahan dan
politik adalah bagian terpenting bagi setiap pendidikan kewarganegaraan. Dimulai
dari keharusan mengerti betul struktur dasar dan proses nasional Amerika, negara
dan pemerintahan lokal. Dalam mengerti politik setiap warga negara harus
membangun kemampuan untuk analisa kritis dan menentukan saat yang tepat
untuk menerima dan menolak suatu pernyataan politik atau meragukannya sampai
adanya keadaan yang lebih baik dan berguna. Ada banyak hal yang dapat
dilakukan, tetapi yang pertama adalah melakukan politik dalam kekuatan politik
(Skidmore & Tripp.1989.1).  Bahwa masyarakat Amerika adalah masyarakat
yang pluralis yang didominasi oleh kebudayaan White Anglo Saxon Protestan
(WASP) yang mengalami perkembangan yang begitu cepat oleh dua tradisi yang
menonjol sebagai simbol kunci sejarah Amerika yaitu : Tradisi Konflik dan
Konsensus.
Tradisi Konflik menggambarkan jalannya sejarah yang menonjolkan
perbedaan-perbedaan golongan, sosial dan politik di antara orang Amerika.
Penekanannya adalah pada konflik yang mendasar, seperti konflik antara
demokrasi dan aristokrasi, yang meminjam dan meminjamkan uang, pekerja
dan majikan. Mereka memandang perubahan adalah suatu fungsi dari konflik
yang tak kunjung padam; perubahan itu timbul dari usaha kelompok-kelompok
dan golongan-golongan tertentu yang ingin memaksakan kekuasaan mereka
kepada masyarakat Amerika, atau setidak-tidaknya, ingin meningkatkan
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pengaruh mereka terhadap masyarakat tersebut. Sedang tradisi konsensus
menggambarkan jalannya sejarah Amerika yang mendasar di masyarakat
Amerika. Semua orang Amerika dari segala golongan dan kedudukan bersama-
sama memiliki apa yang mutlak merupakan kesamaan pandangan hidup. Mereka
memandang orang-orang Amerika telah mencapai konsensus mengenai prinsip-
prinsip kehidupan; jika mereka tidak saling berkesepakatan itu berkisar kepada
perbedaan-perbedaan kecil yang didasari suatu konsensus. Dengan demikian
perubahan adalah akibat kesepakatan mendasar dan bahwa perubahan itu
memang perlu dan tidak ditimbulkan karena perebutan kekuasaan (Allen F. Davis
dan Harold D. Woodman, xxxvi-xxxvii 1991) Ada pula yang menekankan pada
keduanya, yang menemukan konsensus dalam bentuk kewajiban menjunjung
tinggi kesamaan hak oleh orang-orang Amerika, akan tetapi eksistensi
ketidaksamaan menimbulkan apa yang disebut suatu masyarakat yang tidak serasi
(Allen F. Davis dan Harold D. Woodman, XII, 1991).
Selanjutnya untuk memahami suatu masyarakat secara umum Stanley
Eitzen mengemukakan dua model konflik. Pertama, model keteraturan (The
Order Model) yang melihat interaksi individu-individu dalam mencapai nilai-
nilai tertentu selalu berada dalam keharmonisan yang dilakukan secara korporatif
(bekerja sama), yang terbentuk dari kecenderungan masing-masing pihak atau
individu melihat kepentingan mereka saling timbal-balik, saling mengisi atau identik.
Model ini dicirikan dengan kestabilan, konsensus, kohensif dan kemantapan.
Kedua, model konflik (The Conflict Model), yang mana individu-individu dilihat
saling berkompetisi dalam mencapai nilai-nilai yang diperjuangkan mereka, saling
membendung dalam mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Interaksi individu-
individu didasarkan pada kompetisi atau persaingan bukan kerjasama (koperatif)
yang cenderung menimbulkan konflik (Alfian Muthalib 1999 : 67-68). Selain itu
Mc. Enery mengemukakan dua kategori teori konflik : 1. Malignant Conflict
yaitu konflik yang cenderung menghasilkan kehancuran atau destruktif dan 2.
Benign Conflict yaitu konflik yang cenderung menghasilkan kemajuan atau
pembangunan.
Demokrasi mengandung budaya konflik yang bertujuan menghidupkan
memajukan tetapi secara praktif sangat potensial untuk mematikan atau
menghancurkan. Untuk itu demokrasi menuntut nilai keteraturan yang dikemas
dalam bentuk peraturan hukum dan konstitusi sebagai “aturan main”. Nilai-nilai
keteraturan ini merupakan nilai-nilai budaya yang sakral (Parsudi Suparlan, 1991).
Pentaatan dan penegakan – aturan main yang hidup ini mencegah terjadinya
konflik yang saling mematikan atau menghancurkan.
Secara sosial politis, konflik diselesaikan lewat tradisi konsensus yang
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dipandang sebagai aturan – keteraturan yang tertinggi. Secara hukum – konstitusi,
konflik diselesaikan melalui lembaga peradilan. Mahkamah Agung di Amerika
mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan tidak
konstitusional.
Konflik merupakan interaksi sosial individu-individu yang berdampak
pada hukum. Perubahan besar dalam perilaku sosial dan hukum saling
berpengaruh. Kekuatan sosial mendorong penciptaan dan pembaharuan hukum,
dan kekuatan hukum mengatur – rekayasa kehidupan sosial. Kesemuanya
menjelaskan kecenderungan Amerika yang menonjol : segala macam isu sosial
dan ekonomi berakhir di pengadilan. Tidak ada masalah politik atau sosial di
Amerika, yang tidak menjadi masalah yudisial. Hukum dan pengadilan berada
pada posisi strategis, pusat putusan yang sangat penting di Amerika Serikat dari
peristiwa ke peristiwa. (Lawrence M. Friedman, 2001 : 391).
Kedua cara penyelesaian konflik berfungsi secara efektif dan menjadikan
sistim demokrasi dan pemerintahan menjadi kuat. Bahkan menjadikan Amerika
sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Konflik menjadi sumber inspirasi
konsensus yang tak habis-habisnya. Dengan demikian konflik tidak membawa
perpecahan melainkan mendapat penyelesaian. Bahkan konflik ini mendorong
dinamika dan harmonisasi pelaksanaan prinsip-prinsip kebebasan dalam
demokrasi Amerika; mendorong konflik yang saling membangun dan menghidupi,
bukan saling mematikan karena memang demokrasi itu bernuansa konflik.
Dalam kebudayaan Amerika individu, masyarakat dan negara dipandang
sebagai simbol-simbol signifikan yang sakral, terakhir dan mutlak.Ketiga satuan
nilai tersebut memiliki hubungan keteraturan yang dijembatani oleh semboyan
dalam konstitusi Amerika : life, liberty, and the pursuit of happiness.Semboyan
dalam konstitusi Amerika diatas merupakan nilai-nilai demokrasi yang
mencerminkan dan menjiwai keanekaragaman kebudayaan Amerika. Sebagai
nilai, demokrasi bersimbol utama pada nilai kesamaan hak, kemerdekaan dan
kebebasan, kompetisi dan akomodatif terhadap perbedaan-perbedaan.  Prinsip-
prinsip demokrasi tersebut diatas memiliki nilai sakral yang berada di luar institusi
keagamaan tetapi mengacu pada kesakralan dalam dan bagi kebudayaan
Amerika.
Individu, masyarakat dan negara merupakan satuan nilai sakral yang
berdiri sendiri tetapi saling terkait dan menghidupi bahkan berusaha untuk saling
mengalahkan atau menguasai. Ketiganya mempunyai hubungan keterkaitan yang
bersifat hierarki satu terhadap lainnya sesuai dengan konteks permasalahan dan
tujuan yang ingin dicapai serta kepentingannya.
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Dalam konteks ini terdapat tiga bentuk hubungan keterkaitan
(Suparlan,Parsudi.1991.8):
- Dalam konteks nasionalisme – patriotisme, misalnya, maka
negara berada dalam kedudukan di atas dari segala
kepentingan masyarakat dan individu.
- Dalam konteks kebersamaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan
dimana masyarakat dilihat sebagai sumber kehidupan yang
menghidupi negara dan individu maka masyarakat berada di
atas kepentingan negara dan individu.
- Dalam kesejahteraan individual, dimana individu dilihat
sebagai yang menjadi landasan bagi keberadaan dan yang
menghidupi masyarakat dan negara, kehidupan individual
berada di atas dari kedudukan serta kepentingan masyarakat
dan negara.
Namun demikian dalam hubungan keterkaitan saling mengalahkan atau
menguasai kepentingan individual tetap eksis atau tidak dapat ditiadakan sama
sekali. Justru kehidupan demokrasi dan sosial budaya Amerika bertumpu pada
kebebasan atau kemerdekaan individual sebagai hak asasi yang diperoleh sebagai
berkat dari Tuhan, sang Pencipta dan tidak dapat dihilangkan oleh negara dan
masyarakat dengan alasan apapun juga. Negara/Pemerintah dibentuk dari rakyat,
untuk melayani rakyat. Sedang masyarakat terbentuk dari relasi saling
ketergantungan keluarga-keluarga dan individu-individu rakyat dengan segala
keberadaannya. Negara bersifat abstrak tetapi konkrit dalam tindakan-tindakan
individu aparatnya, demikian pula masyarakat dan keluarga berintikan individu-
individu rakyat anggotanya, olehnya itu individu merupakan dasar dan tujuan,
awal dan akhir dari segalanya.
3.2. Kemajemukan Masyarakat Amerika
Bahwa sampai dengan tahun 1960-an corak kebudayaan dari
kemajemukan masyarakat Amerika adalah monokultural, yaitu hanya ada
sebuah kebudayaan yang ada di Amerika bagi orang Amerika. Kebudayaan
ini adalah kebudayaan dominan, sedangkan kebudayaan-kebudayaan lainnya
adalah kebudayaan yang asor atau minoritas. Kebudayaan dominan tersebut
adalah kebudayaan WASP (White Anglo-Saxon Protestant) dengan
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seperangkat nilai-nilai budayanya yang sakral (Suparlan, 1991).
Semasa kemajemukan monokultural Amerika, perkembangan
demokrasi konstitusional diwarnai oleh perjuangan hak-hak sipil dan politik
dari Kulit Hitam, Indian dan Kaum perempuan. Sebenarnya sejak tahun
1870 sudah ada upaya konstitusional untuk setidaknya memodifikasi
monokultural Amerika yang dapat memperkuat demokrasi, karena melalui
Amandemen XV di tahun 1879 itu diskriminasi hak untuk memilih terhadap
ras, warna kulit, atau pernah menjadi budak sudah dilarang (Alderman &
Kennedy 1991, 423).Setelah Amandemen XIX tahun 1920 yang melarang
diksriminasi hak suara berdasarkan jenis kelamin; dan disusul dengan ditanda
tanganinya Civil Rights Act of 1964 dan Voting Rights of 1965 atas prakarsa
monumental Presiden J.F. Kennedy tetapi keburu tertembak mati di Dallas
pada tanggl 22 November 1963, sehingga ditanda tangani oleh penggantinya,
Presiden Lyndon B. Johnson, maka Amerika mulai memasuki era baru, era
kemajemukan multikultural. Peluang untuk semakin memperkuat demokrasi
konstitusional semakin terbuka lebar mengingat proses assimilasi dalam
kemajemukan multikultural terjadi dengan cara mengadopsi berbagai corak
kebudayaan dari hampir seluruh dunia sebagai kebudayaan-kebudayaan
mereka yang mereka anggap sebagai eksotik dan dapat digunakan
membebaskan diri mereka dari kungkungan dominasi kebudayaan WASP
yang merupakan kebudayaan establishment dengan segala pranatanya.
Dengan demikian perjuangan multikulturalisme adalah perjuangan untuk
menegakkan kesamaan derajad kebudayaan dari berbagai golongan suku
bangsa dan asal (Suparlan, 1999) yang dengan cara itu maka dominasi
kebudayaan WASP dapat dilumpuhkan (Reed, 1997).
Kini generasi baru, Amerika 2000 dipenuhi oleh keturunan hasil
perkawinan antar etnis yang ada di Amerika. Terdapat A Galary of Native -
Born American Ethnicity: Nigerian,  Irish, African-American, Native Ameri-
can, Russian Jewish, Polish Jewish, Chinese, Japanese, Korean, Italian, Span-
ish, French, Swedish, Lebanese dan lain-lainnya. Dalam keseharian Amerika
kini  masalahnya bukan lagi hanya masalah Black and White, tetapi sudah
bernuansa Brown, Yellow dan Red. Telah hadir wajah baru dari ras sehingga
diperlukan redefenisi terhadap ras di Amerika (John Meacham, 2000,
36-38).Perwujudan dari redefenisi ras tersebut merupakan tuntutan akan
makna demokrasi konstitusional itu sendiri, yang memerlukan peran
pendidikan etnis generasi muda di sekolah dan kampus-kampus serta makin
menempatkan Konstitusi dan Mahkamah Agung Amerika sebagai benteng
stabilitas dan dinamika sosial-politik yang populer.
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Selain berdasarkan ras, para pemilih juga dikelompok karena jenis
kelamin,  pendidikan, kedudukan, usia, agama-kepercayaan, politik, wilayah,
keanggotaan keluarga serikat perburuhan. Pengelompokan para pemilih
berdasarkan sosial-ekonomi dan demograpi diatas, dipengaruhi pula oleh
pengelompokan beberapa faktor yaitu identifikasi partai (party identifica-
tion), persepsi kandidat (Perception of the candidates), dan issu yang lebih
disukai (issue Preferences)(Schmidt, Steffen W. cs.1999:340).
Identifikasi partai (party identification) sudah menjadi faktor
menentukan yang sangat penting bagi prilaku para pemilih saat  pemungutan
suara (voting behavior) dalam pemilihan umum. Hal ini menyangkut afiliasi
partai yang berpengaruh terhadap dan atau dipengaruhi oleh keluarga atau
setiap kelompok, usia, media, dan pengikatan-pengikatan psikologi.
Begitupun persepsi para kandidat (perception of the candidates) sangat
penting dan menentukan bagi setiap pilihan dari pemberi suara (pemilih) untuk
presiden. Hal ini menyangkut basis emosi yang mempengaruhi pembentukan
sikap setiap pemilih terhadap setiap kandidat. Sikap ini mencerminkan
kepercayaan setiap pemilih kepada kandidat yang akan dipilihnya.
Selanjutnya faktor psikologi yang lebih praktis dan beragam adalah tentang
issu yang lebih disukai (issue preferences). Melalui issu-issu ini para pemilih
dapat mengetahui perbedaan issu mendasar dari setiap kandidat. Setidak-
tidaknya para pemilih mengetahui keinginan-keinginan setiap kandidat untuk
merobah arah kebijaksanaan pemerintah manakala terpilih.  Terdapat
beberapa kelompok issu pilihan yang selalu meramaikan penyelenggaraan
setiap pemilihan. Pertama, issu ekonomi (economic issue) meliputi: inflasi
yang melambung (increasing inflation),  tingkat pengangguran yang tinggi
(rising unemployment), harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal (high
interest rates), dan issu pemulihan ekonomi nasional yang tidak sehat (nation’s
overall economic health). Akan tetapi issu-issu ini tidakberarti dalam hal
kandidat yang sedang menjabat (incumbent) berhasil meningkatkan
perekonomian nasional selama masa jabatannya. Kedua, issu-issu politik
luarnegeri(fforeign policy issues) yang meliputi: keterlibatan militer Amerika
dalam konflik di berbagai negara (Israel – Palestina, Irak, Afganistan,
Rwanda, Serbia Herzegovina) dan gejolak di beberapa kawasan dunia
(Timur-Tengah, Negara-negara Teluk Balkan, Asia Timur, Amerika Latin),
pemilikan dan pengembangan senjata Nubika (nuklir, biologi dan kimia),
ancaman terrorisme, perdagangan bebas, perlindungan HAM, Demokratisasi
dan lingkungan hidup. Tetapi yang paling menonjol adalah issu keterlibatan
pasukan Amerika dalam konflik yang sedang menghangat di berbagai negara/
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kawasan dan penyelesaian konflik Israel – Palestina.Ketiga, issu-issu sosial
(social issues) yang meliputi: aborsi, peranan wanita, hak-hak lesbian & gay,
dan ibadah di sekolah-sekolah publik Sebenarnya kebanyakan kandidat
presiden lebih suka menghindar dari issu-issu sosial. Tetapi para pemilih
akan sangat kecewa jika mereka tidak mengemukakan pandangannya.
Keempat, issu-issu kampanye (campaign issues) yang meliputi: narkoba
(drugs), kejahatan, dan penyalahgunaan kekuasaan (corruption) semacam
skandal watergate. Termasuk didalamnya issu seputar kehidupan kelam dan
prilaku buruk setiap kandidat di masa lalu. Issu seperti ini bersifat sensasional,
sehingga selalu menarik perhatian para pemilih dalam menentukan sikap dan
pilihannya. Kelima, issu pemungutan suara (issues voting) yang berorientasi
pada perlindungan terhadap partisan loyal atau perorangan dari issu-issu
crusial yang menentangnya.
Pengelompokkan ini menjadi bahan pertimbangan utama para
kandidat membaca aspirasi para pemilih, menyusun tema kampanye dan
perdebatan dalam rangka meraih suara para pemilih sebanyak-banyak.
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B A B   4
KAJIAN PARTAI POLITIK, MEDIA
DAN PEMILIHAN UMUM DI AMERIKA
4.1. Peranan Partai Politik di Amerika
Sebagaimana digambarkan oleh Aristoteles, bahwa  politik adalah ilmu
pengetahuan Architechtonic, yang paling mendasar daripadanya adalah melalui
politik masyarakat menentukan apa yang dapat dilakukan, apa yang harus
dilakukan, apa yang dilakukan. Oleh karena itu politik berhubungan langsung
dengan pandangan hidup kita, hubungan kita dengan yang lain, keputusan/
pendapat kita yang benar dan salah dan pandangan kita terhadap dunia. Sementara
itu, belajar pemerintahan dan politik adalah bagian terpenting bagi setiap
pendidikan kewarganegaraan. Dimulai untuk mengerti politik, kita harus mengerti
betul dengan struktur dasar dan proses nasional Amerika, negara dan
pemerintahan lokal. Bagaimanapun ini hanya dimulai dengan pengetahuan politik.
Untuk mengerti politik kita harus membangun kemampuan analisis kritis dan
menentukan saat yang tepat untuk menerima pernyataan politik, saat untuk
menolak mereka, dan saat untuk tetap meragukan sampai adanya informasi
perubahan yang bermanfaat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan, tetapi yang
pertama adalah melakukan politik dalam kekuatan politik (Skidmore &
Tripp.1989.1).
Dua ribu tahun yang lalu bangsa Yunani kuno mengakui bahwa manusia
adalah pada dasarnya makhluk sosial. Kehidupan politik adalah dasar Social-
Order, oleh kegagalan untuk partisipasi, seseorang kehilangan dimensi besar
dari potensi kemanusiaannya. Sehubungan dengan itu teori demokrasi tetap
berkepentingan akan kemampuan manusia untuk menciptakan nilai-nilai
kemanusiaan (Harsono.2000.8).
Begitupun dasar hak-hak sipil dari warga negara AS adalah hak suara.
Penggunaan hak suara terhadap dan/atau melalui partai politik merupakan bentuk
partisipasi politik warga negara yang terpenting dalam rangka demokratisasi
dan legitimasi pemerintahan negara. Dengan demikian politik di Amerika Serikat
adalah keduanya kolektif dan individual, terkait dengan kelompok dan dengan
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setiap orang.
Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, bahwa selama masa kolonial
dan konfederasi telah ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah-
masalah politik yang sama dengan yang ada pada saat ini. Akan tetapi delegasi
peserta Konferensi Undang-Undang Dasar (Konstitusi) tidak mengantisipasi
munculnya sistim partai berdasarkan Undang-Undang Dasar. James Madison,
salah satu anggota yang berpengaruh dalam konferensi tersebut dan kemudian
terpilih sebagai Ketua Partai Democratic-Republican mengatakan bahwa sistim
federal yang baru akan menyebabkan hilangnya kelompok-kelompok politik
yang bersaing yang disebut fraksi-fraksi akan tetapi tidak ada larangan untuk
partai-partai, biarpun hal itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar,
dan banyak pihak yang berwenang tidak disenangi (Albert B. Saye & John F.
Allums.1986.168).
Selanjutnya sebelum berakhirnya periode kedua pemerintahan Presiden
Washington, Pendukung Hamilton dan Jefferson beraliansi menjadi dua, kelompok
pesaing yang dikenal masing-masing sebagai Federalis dan Republik memulai
tradisi sistim dua partai di Negara Amerika Serikat. Federalis cenderung mengikuti
kepemimpinan Hamilton dan anti Federal menerima Republikasi Jeffersonian.
Meskipun pada saat itu belum sebagaimana pengertian partai politik secara
modern.Pertumbuhan benih-benih partai modern yang pertama yang memiliki
jangkauan nasional ini, diawali dengan ide-ide Hamilton tentang membiayai utang-
utang federal terhadap negara dari masa revolusi sebanyak USD 21 Milliar.
Untuk itu diperlukan Satu Bank Nasional yang mengatur pendanaan, perkiraan,
dan perencanaan perbankan, pendirian pabrik-pabrik produktif. Hamilton
menginginkan bagi negaranya suatu kekuatan yang terpusat. Dan secara tidak
langsung Partai Federalis yang didirikan Hamilton mengarah pada Monarki model
lama English Whig. Akan tetapi ide-ide Hamilton diatas mendapat kecaman
rakyat yang tinggal di pedesaan kecil dan pertanian, juga para Frontier. Dan
mereka lebih memilih gagasan-gagasan Madison dan Jefferson yang kemudian
mendirikan partai republik bagi para petani. Madison yang awalnya bekerja
sama dengan Hamilton dalam pemerintahan kemudian berbalik menjadi lawan
(oposan) Hamilton dalam kongres. Sementara Jefferson yang berada beberapa
tahun di Perancis adalah seorang Englightened Philosophe, radikal dan reformis
yang menolak Aristokrasi.
Perbedaan kedua gagasan kedua partai diatas semakin ketat saat
Jefferson mengundurkan diri dari kabinet sebagai Sekretaris Negara, kemudian
filosofi politiknya menjadi pokok fundasi partai Republik (Demokrat Republik)
menentang partai Federalis. Ketika Presiden Washington menolak untuk
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dicalonkan yang ketiga kalinya sebagai Presiden, terjadi suatu hal yang tak lazim
yaitu dalam pemilihan Presiden , John Adams calon partai Federalis terpilih
sebagai Presiden dan Thomas Jefferson calon Partai Republik menjadi Wakil
Presiden. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang berbeda. Pada
pemilihan tahun 1800 Thomas Jefferson dan Aaron Burr calon partai Republik
mencapai kemenangan gemiliang, tetapi suara Elektoral hampir sama. Kemudian
Dewan Perwakilan Rakyat (The House of Representative)  memutuskan Jefferson
sebagai Presiden dan Aaron Burr menjadi Wakil Presiden, yang memperlihatkan
dua faktor penting :
- Bahwa partai-partai politik diorganisasikan pada tingkat nasional, dan
metode pemberian suara elektoral tidak sesuai bagi partai pemerintah.
Begitupun dalam pemilihan tahun 1825 John Quincy Adams dipilih
menjadi Presiden ke-6 melalui DPR karena tidak seorangpun kandidat yang
memperoleh dukungan majoritas suara elektoral.
Untuk mengurangi kemungkinan pengulangan pemilihan, perubahan
Undang-Undang kedua belas dilakukan, bahwa setiap dari pemilih electoral
college memberikan satu suara untuk Presiden dan satu suara untuk Wakil
Presiden yang disahkan pada tahun 1804 (Amend). Perubahan ini tidak
memungkinkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dari partai oposisi
(Saye & Allums.1986.170-171). Apalagi memang para anggota badan pemilih
(elektoral) telah disumpah untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden
dari partainya.
Pada pemilihan 1804 Thomas Jefferson terpilih kembali sebagai Presiden.
Kemudian dalam dua pemilihan berikutnya secara berturut-turut James
Madison lagi-lagi dari partai Democratic-Republican terpilih menjadi Presiden.
Partai Federalis tidak lagi mendapat dukungan rakyat memenangkan pemilihan
dan akhirnya mulai mengalami kehancuran sebagai satu partai politik saat partai
Republik menolak memperbaharui Piagam Bank Utama Amerika Serikat yang
batas waktunya Tahun 1811 dan berakhir sebagai satu organisasi partai politik
akibat konvensi Hard Ford tahun 1814. Dan untuk terakhir kali partai yang
bernama Federalis ini mengajukan Rufus King sebagai calon Presiden dalam
pemilihan Tahun 1816 yang ternyata dimenangkan James Monroe dari partai
Democratic-Republican (Tindall, 1984.A31).
Dengan ketiadaan partai Federalis maka partai Democratic-
Republican mendominasi pemerintah. Namun kepaduan intern partai mulai retak
selama memerintah sejak tahun 1824. Sehingga pada tahun 1828 terbagi (split)
menjadi Democratic Party dibawah Andrew Jackson dan National Republican
Party dipimpin John Quincy Adams (Skidmore & Tripp.1989.100).
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Pada tahun 1832 muncul Partai Anti Masonic sehingga pertama kali
terdapat tiga partai. Pada tahun 1836 National Republican Party bermitra dengan
beberapa Jacksonians yang tidak setia membentuk Whig Party. Kemudian ketika
berakhirnya kerusuhan perbudakan menyebabkan lahirnya Republican Party
yang mengajukan John C. Fremont sebagai calon Presiden dalam pemilihan
1856. Tetapi James Buchanan dari partai Demokrat memenangkannya. Barulah
pada pemilihan 1860 dengan calon Presiden Abraham Lincoln, Partai Republik
mulai mendominasi pemilihan Presiden.
Selanjutnya kehidupan kepartaian di Amerika Serikat didominasi oleh
Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik awalnya diorganisasikan
sebagai partai yang mengabdi pada kepentingan rakyat kecil, debitur, buruh,
petani kecil, dan budak kemudian berubah menggalang perhatian industri
konservatif dan kepentingan keuangannya.
Dalam masa 1861 – 1933 Partai Republik menempatkan 14 orangnya
sebagai Presiden. Sedang Partai Demokrat mendapat hanya 2 kali jabatan
Presiden yaitu Grover Cleveland dan Woodrow Wilson. Dalam masa 1932 –
1986 Partai Demokrat lebih sukses dalam pemilihan anggota Kongres DPR
dan Senat serta majoritas Gubernur Negara Bagian.
Namun demikian sejak berakhirnya Perang Dunia I, Partai Demokrat
kembali menunjukkan kemajuan pesat dengan mampu mengimbangi dominasi
Partai Republik memenangkan Kursi Presiden. Dalam masa tahun 1912 – 2001,
Partai Demokrat menempatkan 7 orang dari 15 orang Presiden Amerika Serikat
dan memenangkan 11 dari 23 masa jabatan Presiden. Bahkan Franklin D.
Roosevelt dari Partai Demokrat mampu memenangkan 4 kali pemilihan berturut-
turut sehingga merupakan satu-satunya Presiden Amerika yang pernah memegang
masa jabatan terlama. Pada saat itu konstitusi belum mengatur pembatasan masa
jabatan presiden. Meskipun sebenarnya sejak awal presiden pertama Amerika
yaitu George Washington memberi isyarat perlunya pembatasan masa jabatan
presiden sampai dua masa jabatan saja, dengan cara tidak bersedia lagi
dicalonkan untuk masa jabatannya yang ketiga. Isyarat ini kemudian diikuti oleh
presiden-presiden berikutnya. Barulah pada tahun 1951 dengan Amandemen
XXII diatur pembatasan masa jabatan presiden Amerika yaitu tidak boleh lebih
dari dua kali masa jabatan. Oleh karena tidak disebutkan pembatasan dua masa
jabatan secara berturut-turut, maka setiap orang yang telah terpilih sebagai
presiden untuk pertama kali masih dapat dipilih sebagai presiden untuk kedua
kalinya, apakah dipilih dalam pemilihan saat masa jabatan pertamanya berakhir,
atau jika tidak terpilih dapat lagi dipilih untuk satu masa jabatan yang kedua
kalinya dalam pemilihan selanjutnya. Hal ini pernah terjadi sebelumnya dimana
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Grover Cleveland  terpilih sebagai presiden ke-22  (1885 – 1889) kemudian
dikalahkan oleh Benjamin Harrison yang terpilih sebagai presiden ke-23 dalam
pemilihan 1888. Akan tetapi Grover Cleveland terpilih kembalisebagai presiden
ke-24 (1893 – 1897) dalam pemilihan 1892 untuk masa jabatannya yang kedua
secara tidak berturut-turut. Demikian juga jika ia seorang wakil presiden lalu
menjadi presiden karena meneruskan menyelesaikan masa jabatan presiden yang
berhalangan tetap seperti meninggal dunia, maka ia dianggap telah memegang
satu masa jabatan presiden. Sehingga hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan
lagi.  Selanjutnya melalui rentang waktu yang cukup panjang Partai Politik di
Amerika Serikat membenahi diri ke arah Partai Politik yang termodern tetapi
secara tradisional menganut sistim dua partai yang mengenal partai oposisi. Cara
pemilihannya disebut Sistim single-member distrik,jadi hanya satu wakil saja
yang dipilih untuk satu jabatan dari setiap distrik.
Secara formal struktur partai politik menganut bentuk piramidal.
Dalam kertas ada yang disebut (Harsono.2000,17-18):
1. KOMITE NASIONAL ; Merupakan pucuk pimpinan tertinggi.
Baik Demokrat atau Republik ditunjuk satu pria dan satu
wanita yang ada pada puncak struktur dari masing-masing
Negara bagian.
2. KETUA NASIONAL ; Adalah bertindak sebagai juru bicara
partai. Ia biasanya dipilih oleh Komite Nasional. Akan tetapi
dalam praktek, jabatan ini biasanya mengacu pada siapa yang
memenangkan nominasi dalam setiap pemilihan Presiden. Jadi
Ketua Partai atau juru bicara partai adalah juga biasanya
menjadi presiden elect.
3. NASIONAL KONGRES DAN KOMITE KAMPANYE SENATOR
; Anggotanya dipilih dari wakil rakyat yang duduk dalam House
of Representatif dan Senat.
4. KOMITE NEGARA BAGIAN ; Berlainan dengan struktur yang
lebih tinggi. Komite ini tunduk dan diatur oleh undang-undang
negara bagian. Kuat atau lemah komite ini tidak diatur oleh
Komite Nasional.
5. Struktur terbawah adalah : COUNTRY DAN CITY COMITTEES
diatur dan merupakan bagian dari daerah pemilihan kota,
pricinet dan wards/district.
Alber B. Saye dan John F. Allums (1986:178) menggambarkan
organisasi partai politik Amerika yang berbentuk piramid tersebut mulai dari
puncaknya, sebagai berikut:
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- NATIONAL CONVENTION : National Committee
- PARTY IN SENAT & PARTY IN HOUSE
- 50 STATE CONVENTIONS : State Committees
- 3,000 COUNTY COMMITTEES
- 35,000 MUNICIPAL and TOWNSHIP COMMITTEES: Ward
and Precinct Committees
Pola kekuasaan  dalam sistim kepartaian di Amerika ditentukan pada
masa-masa kampanye kepresidenan, bila menang maka otomatis akan
mendapatkan dukungan umum dari pendukung yang loyal. Kecuali dalam kasus
re-election, maka otomatis kekuasaan masih ada pada yang lama.
Personalia partai hanya terdiri dari dua saja, yaitu: Anggota dan Ketua.
Yang disebut keanggotaan yang benar sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah
yang disebut dengan electors, supporter dan militans.
Bahwa Partai Politik di Amerika mempunyai beberapa fungsi yaitu:
1. Sebagai perantara (brokers) dalam berjuang untuk kekuasaan,
memungkinkan berbagai kepentingan spesial kelompok-
kelompok bekerja sama, biasanya untuk semua tujuan dan
melayani kebutuhan partai.
2. Memelihara budaya politik dan menawarkan kepada publik,
peta masalah umum dalam politik dan pemecahannya.
Termasuk tentang Party Platforms dan Political Socialization.
3. Merekrut, menyeleksi dan memilih kepemimpinan politik yang
sukses bagi negara (Skidmore & Tripp.1989,112).
Dengan fungsi di atas partai politik memainkan peran sangat strategis
dalam mewujudkan kehidupan politik pemerintahan, sesuai paham demokrasi
konstitusional yang dianut Amerika Serikat.
Dalam Model Demokrasi klasik, Partai Politik memainkan peran kunci
dalam menjembatani jurang perbedaan diantara rakyat dan pemerintah. Maksud
dan tujuan partai adalah untuk membangun program yang berarti dan menawarkan
pilihan-pilihan untuk dipilih, sesudah dipilih menjadi pilihan partai itu,
melaksanakan program yang serasi dengan keinginan-keinginan pemilih. Model
klasik demokrasi dapat menjadi gambaran terbaik bagi “Government by dis-
cussion”.
Proses diskusi melalui tiga tahapan yaitu :
1. Diskusi didalam partai pada perumusan issue yang akan
menjadi presentasi memilih.
2. Diskusi didalam memilih platform partai yang sudah
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dipresentasikan.
3. Diskusi didalam Badan Legislatif dan Eksekutif sesudah
pemilihan untuk menyaring program partai sesuai suara pilihan.
Model ini mengungkapkan  pemerintahan dua partai, suatu disiplin partai
politik, dan pilihan rasional. Namun menurut Peter Woll (1984:220)  di dalam
sistim Amerika, pilihan tidak selalu rasional untuk serasi dengan issue pilihan.
Dengan demikian,  bahwa partai-partai politik merekrut, mencalonkan dan
berkampanye untuk memilih pejabat pemerintah ; menyusun program kebijakan
untuk pemerintah jika mereka menjadi mayoritas; menawarkan kritik dan
kebijakan alternatif jika mereka menjadi oposisi; menggalang kebijakan umum
diantara berbagai kelompok kepentingan; mendidik masyarakat tentang isu-isu
umum; dan menyediakan struktur dan aturan bagi debat politik di masyarakat.
Dalam sistem politik, dapat saja terjadi perbedaan faktor pendorong merekrut
dan memotivasi anggota partai. Beberapa sistem politik menjadikan kepentingan
ekonomi atau pandangan sosial yang sama mungkin lebih penting (USIA.1991:)
Begitu pentingnya partai politik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Amerika,  sehingga sejak awal James Madison menyatakan:”No
free country has ever been without parties, which are the natural offspring
of freedom”. Juga ungkapan Thomas Jefferson, “If I could not go to heaven
but with a party, I would not go there at all” (Skidmore & Tripp:1989,99).
4.2. Sistem Pemilihan di Amerika Serikat
4.2.1. Pemilihan Presiden
Menurut Skidmore dan Trip (1989.01), bahwa pemerintah adalah suatu
mekanisme dimana kelompok manusia bekerja untuk melindungi diri mereka
sendiri dari ancaman internal dan eksternal dan untuk membangun kebijakan
yang akan menyediakan begitu banyak kondisi-kondisi yang menyenangkan bagi
mereka. Senada dengan itu, Prof. Harsono (2000.19) dalam menjelaskan arti
birokrat menyatakan, bahwa Para Pegawai Federal, pada umumnya mereka
yang bekerja dibelakang layar, akan tetapi mereka sesungguhnya merupakan
kelompok manusia yang mencerminkan kekuasaan pemerintah Amerika yang
sebenarnya. Kelompok manusia cerminan kekuasaan pemerintahan Federal
Amerika tersebut tersebar dalam kurang lebih 11 Departemen, ataupun 55
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Lembaga atau bagian dan kurang lebih 1175 badan penasehat, termasuk
didalamnya kurang lebih 3 juta orang yang ikut bertanggung jawab atas
pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres dan Presiden.
Dari mekanisme kerja birokrat Federal, lembaga-lembaga yang berada
langsung dibawah tanggung jawab Presiden memainkan peran penting dan
strategis, tetapi rakyat dan para politisi bebas mengkritik atau menggugatnya.
Seringkali mendapat lontaran kritik yang umumnya pada lambannya kerja
lembaga-lembaga, atau bahkan tuduhan sebagai lembaga pemborosan dan
diktatoral.
Kantor Presiden Amerika merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
Dalam konstitusi disebutkan Presiden harus melaksanakan hukum sejujur-
jujurnya. Bertanggung jawab memimpin pemerintahan Federal, dan begitu banyak
lembaga yang terdiri beberapa juta orang disamping memiliki kekuasaan penting
legislatif dan judikatif (USIA.1989:56).
 Sebagaimana diketahui, bahwa prinsip dasar dari pemerintahan Amerika
adalah persamaan Hak, hanya pemerintah yang disetujui yang memerintah dan
perlindungan hak minoritas serta kebebasan, perwakilan dan pembatasan
kekuasaan bersandar pada dua dasar : Demokrasi dan Konstitusi. Demokrasi
mengakui pemerintahan yang sah melalui aturan mayoritas. Sementara Paham
konstitusi menyatakan pembatasan kekuasaan dalam demokrasi dalam arti suara
mayoritas akan memerintah tetapi tidak meluas menindas minoritas. Sedang
Negara Konstitusi tanpa demokrasi dapat menjadi tidak bertanggung jawab
atau korup.
Hak-hak minoritas yang perlu diperlindungi dari kecenderungan
kesewenang-wenangan mayoritas meliputi semua hak asasi setiap individu
kelompok minoritas yang diperolehnya sebagai anugrah ciptaan Tuhan. Hak-
hak ini telah ditegaskan dalam naskah deklarasi kemerdekaan, konstitusi dan
amandemen. Hak-hak ini dikemas dengan prinsip: Life, Liberty, and the Pursuit
of Happiness. Juga dalam Bill of Rights, Civil Rights, dan Voting Rights. Tidak
dibolehkan adanya diskriminasi dan intimidasi pelaksanaan hak-hak tersebut
terhadap minoritas dalam proses berbangsa dan bernegara/berpemerintahan.
Sebelumnya Abraham Lincoln menyatakan demokrasi sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya Prof.
Harsono (2000.6&7) menyimpulkan, bahwa sesuai penelitian-penelitian
pendapat umum menunjukkan di Amerika demokrasi hanya satu-satunya yang
layak diterapkan sebagai bentuk pemerintahan. Dan teori Demokrasi
menggantungkan dirinya kepada kepercayaan-kepercayaan sebagai berikut :
Equality, humanitarianism, individualisme, progress, majority rule dan minority
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rights.
Dengan demikian pemilihan Presiden Amerika Serikat sebagai kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara dalam Pemilihan Umum yang bebas bagi
rakyat menjadi sangat penting dan strategis. Pemilihan Presiden Amerika
merupakan pemilihan Presiden yang paling bergengsi dan menarik perhatian dunia
mengingat interaksi kepentingan Amerika ada dimana-mana, yang membuatnya
mengambil peran penting dan menonjol di dunia Internasional. Beberapa sebutan
peran penting Presiden Amerika (Albert B. Saye & John F. Allums 1986,239-
240), yaitu:
- Chief of state
- Chief executive
- Commander-in-chief
- Chief diplomat
- Chief legislator
- Chief of party
- The people’s tribune
- Manager of the economy
- Protector of the peace
- World leader
Pencalonan kandidat presiden dilakukan melalui Partai Politik. Oleh
karena Amerika mengenal sistim dua partai utama dan permanen yaitu Partai
Demokrat dan Partai Republik (walaupun masih dimungkinkan munculnya partai-
partai kecil dan calon independen), maka kandidat Presiden diproses melalui
konvensi nasional masing-masing partai. Konvensi Nasional merupakan
pertemuan tingkat nasional sebuah partai yang dihadiri oleh delegasi-delegasi
partai negara bagian yaitu orang-orang yang terpilih melalui pemilihan pendahuluan
(premaries), atau caucuses (semacam pertemuan para fungsionaris partai), atau
konvensi-konvensi partai negara bagian. Konvensi-konvensi partai negara bagian
ini ditentukan secara berjenjang oleh konvens-konvensi lebih rendah dimulai
dari: Local Convention adalah pertemuan-pertemuan partai di tingkat Presinet/
Township di suatu negara bagian yang memilih delegasi untuk menghadiri Konvensi
County. Kemudian Konvensi County ini yang memilih delegasi ke
Congressional District dan State Convention yang selanjutnya memilih beberapa
delegasi negara bagian ke National Convention.
Pemilihan delegasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menentukan
kandidat Presiden dan Wakil Presiden dalam konvensi nasional partai. Juga
untuk memutuskan program partai atau platform. Para delegasi ini telah disumpah
untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang umumnya sudah
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ditentukan para pemilih delegasi di negara bagiannya masing-masing. Tetapi
beberapa delegasi dipercayakan sepenuhnya untuk memilih sendiri kandidat
presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Penjaringan kandidat presiden
dan wakil presiden melalui konvensi partai pertama kali diselenggarakan pada
tahun 1808, ketika itu beberapa pemimpin partai federal bertemu di New York
untuk pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden (James MacGregor
Burns cs.1994:227).
Dengan demikian untuk menjadi kandidat presiden dan wakil presiden
dari sebuah partai politik maka kandidat tersebut terlebih dahulu harus bersaing
meyakinkan dan memenangkan para pemilih pada pemilihan pendahuluan
(primaries), caucuses dan Local Convention, County Convention, Congressional
District dan State Convention. Dengan memenangkan sebanyak mungkin suara
para pemilih yang memilih para delegasi ke Konvensi Nasional Partai ini maka
kandidat tersebut semakin besar peluangnya untuk memenangkan nominasi
Kandidat Presiden dan Wakil Presiden partai tersebut. Sehingga setelah
selesainya penyelenggaraan pemilihan pendahuluan (primaries), caucuses dan
konvensi-konvensi berbagai tingkatan tersebut, seringkali sangat mudah untuk
mengetahui siapa calon kuat pemenang nominasi kandidat presiden dan wakil
presiden partai tersebut dalam Konvensi Nasional Partai nantinya.
Untuk itulah, jauh sebelum diselenggarakannya konvensi nasional partai,
mereka yang ingin mencalonkan diri sudah melakukan persiapan dan kampanye
dalam partainya sendiri dari suatu negara bagian ke negara bagian lainnya,
melakukan penelitian dan polling untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana
kemungkinannya melanjutkan usahanya memenangkan nominasi dalam konvensi
nasional partainya. Akan tetapi untuk Presiden yang ingin kembali mencalonkan
dirinya untuk masa jabatan yang kedua, cukup memberitahukan keinginannya
itu pada partainya yang secara tradisi akan menerima.
Setidaknya terdapat tiga masa yang mempengaruhi strategi kampanye
sebagaimana digambarkan Albert B, Saye dan John F. Allums (1986, 219) yaitu
:
1. Preconvension Strategies.
Pada masa pra konvensi nasional partai ini, dan untuk
memenangkan nominasi kandidat Presiden, biasanya para pihak
melakukan strategi-strategi yang dikenal dengan :
- The Front Runner
- The  Middle Runner
- The Dark Horse
- The Oval Office (Rose Garden) Strategy
- Stop the Leader
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2. Convention Strategies.
Pada masa penyelenggaraan Konvensi Nasional Partai ini,
para pihak tidak melakukan salah satu strategi preconvention diatas,
maka pada masa untuk memenangkan nominasi para pihak
melakukan salah satu strategi kampanye yang disebut :
- The Band Wagon Strategy
- Undermine the Leader
Postconvention Strategies.
Setelah Konvensi Nasional masing-masing partai memilih kandidat
Presiden, para kandidat melakukan strategi kampanye sesuai dengan strategi
kampanye partainya sehingga dikenal apa yang disebut :
-   Democratic Strategy
-   Republican Strategy
-   Independen Candidates
Pada masa kampanye ini, Manajer kampanye memegang peranan begitu
penting. Ia mengatur strategi kampanye, mulai dari mempersiapkan pidato,
tempat, waktu, pertemuan-pertemuan sampai pada kostum dan gaya penampilan
Kandidat Presiden yang didukungnya.
Perang strategi Manajer kampanye akan tergambar klimaks dalam debat
Kandidat Presiden. Pada moment ini terjadi saling serang diantara kandidat
menyangkut berbagai issue termasuk sikap dan perilaku hidup kandidat lawan
dimasa lalu. Tak jarang masing-masing kandidat bersama Manajer kampanyenya
mengadakan latihan persiapan debat berjam-jam lamanya, sebelum menghadapi
debat sesungguhnya.
Prinsip-prinsip Pemilihan.
Beberapa prinsip aturan main dari pemilihan di Amerika, diantaranya:
a. Regularly Scheduled Elections: bahwa pemilihan umum federal
diselenggarakan secara terjadual dan teratur dengan kalender
pemilihan yang tetap, yaitu pemungutan suara para pemilih dilakukan
pada hari Selasa pertama setelah hari Senin pertama di bulan
November pada tahun-tahun genap pemilihan.
b. Fixed and Staggered Terms: bahwa pemilihan diselenggarakan
untuk memilih pejabat publik yang akan mengisi jabatan-jabatan
tetap maupun tidak tetap yang telah diatur dengan undang-
undang. Masa jabatan tetap meliputi masa jabatan DPR (the
House) selama dua tahun, Presiden selama empat tahun dan
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Senat selama enam tahun.  Sedang masa jabatan tidak tetap
diartikan, bahwa tidak semua jabatan-jabatan publik diatas dipilih
dalam waktu pemilihan yang sama. Seluruh anggota DPR dipilih
setiap dua tahun dan  sepertiga anggota Senat dipilih dalam
pemilihan yang sama, serta Presiden dipilih setiap empat tahun.
Dalam pemilihan umum (General Election) dilakukan pemilihan
presiden bersamaan dengan seluruh anggota DPR dan sepertiga
anggota Senat. Sedang dalam pemilihan masa pertengahan (term
election) yaitu dua tahun setelah pemilihan umum (general
election), hanya seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota
Senat yang dipilih karena saat itu masa jabatan presiden baru
berjalan dua tahun dari masa jabatan empat tahun. Anggota DPR
dan para Senator dapat mencalonkan diri kembali dan
kebanyakan terpilih kembali tanpa batasan masa jabatan.
Sebagaimana diketahui masa jabatan The House of
Representatives (DPR) adalah dua tahun, the Senate adalah
enam tahun dan the President adalah empat tahun. Juga tidak
semua jabatan ini berhenti pada pemilihan yang sama. Semua
anggota DPR berhenti pada pemilihan setiap dua tahun, hanya
sepertiga dari senator yang berhenti untuk dipilih pada saat yang
sama. Anggota DPR dapat mencalonkan diri menjadi Senator,
dan harus menyerahkan kursinya tersebut jika ikut bersaing dalam
pemilihan senator. Tidak ada rangkap jabatan Senator dan
anggota DPR.  Sementara masa jabatan  presiden tidak
dibolehkan lebih dari dua masa jabatan (sejak Amandemen XXII
tahun 1951). Dimasa lalu Presiden pertama George Washing-
ton (1789 – 1797) tidak bersedia lagi dipilih untuk ketiga kalinya.
Tetapi Presiden Franklin Delano Roosevelt (1933 – 1945)
meskipun mengalami kelumpuhan pada kaki akibat penyakit polio
yang dideritanya saat berusia 39 tahun, dapat terpilih sampai
empat kali masa jabatan berturut-turut.   Presiden Amerika yang
ke-32 ini terkenal dengan programnya “New Deal” dan
penegasan amanatnya saat dilantik sebagai presiden, bahwa
“satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri”.
Ketika itu Amerika mengalami masa puncak depresi yang
menimbulkan rasa takut dimana-mana.
c. Winner Takes All, bahwa pemilihan dilakukan dengan prinsip
pemenang mengambil semua suara electoral yang diperebutkan.
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Perebutan suara elektoral ini dilakukan pada setiap negara bagian
ditambah di distrik Columbia. Jumlah suara elektoral yang
diperebutkan adalah sesuai dengan jumlah kuota anggota DPR
ditambah dua orang Senator dari masing-masing negara
bagian.,dan ditambah lagi dari distrik Columbia sebanyak tiga
suara elektoral. Para pemilih (elektoral) ini yang  memilih kandidat
presiden dan wakilnya, dan partai yang menyiapkan para elektor
yang biasanya adalah aktivis partai tersebut. Partai yang
mendapat suara terbanyak dari para pemilih yang dinyatakan
pemenang dan mengambil semua suara elektoral dari negara
bagian tersebut. Para elektor inilah yang nantinya mengisi kartu
pemilihan presiden dan kartu pemilihan wakil presiden. Mereka
telah disumpah sebelumnya untuk memilih kandidat presiden dan
wakil presiden dari partainya. Oleh karena itu pada hari
pemungutan dan selesainya penghitungan suara, telah dapat
dipastikan kandidat yang  akan terpilih menjadi presiden dan
wakil presiden, yaitu yang berhasil mendapatkan 270 dari 538
suara elektoral (electoral votes) yang diperebutkan berdasarkan
prinsip winner takes all. Oleh karena pemilihan presiden dikuasai
oleh dua partai besar yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat
maka perolehan minimal 270 suara elektoral tersebut oleh salah
satu kandidat hampir selalu terpenuhi. Sehingga pemenang
presiden dan wakil presiden dapat diprediksi secara pasti
meskipun electoral collage belum menyatakan pilihannya.
d. The single-member district system, bahwa pemilihan dilakukan
untuk menentukan hanya satu orang pemenang (pemenang
tunggal) dari setiap distrik pemilihan untuk satu perwakilan atau
jabatan: Senator, Kursi Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres
atau kursi Dewan Legislative di Negara Bagian.
Menurut James MacGregor Burns cs.(1994:220):
 “One important consequence of the winner-takes-all rule and
the single-member district rule is a moderate two-party
system. The only way to win power is to assemble a large
coalition that leads to a majority or at least a plurality”.
Dengan demikian prinsip winner takes all dan single member
district ini mendorong terciptanya suatu koalisi diantara partai politik
untuk merebut suara mayoritas atau setidak-tidaknya suara pluralitas
guna memenangkan pemilihan sekaligus mendorong terbentuknya
sistim dua partai (besar).
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e. The Plurality Rule and Majority Rule, bahwa pemenang dari
pemilihan yang diselenggarakan ditentukan berdasarkan suara
terbanyak, yaitu: aturan pluralitas (Plurality Rule) adalah kandidat
yang mendapat dukungan suara lebih banyak dari kandidat
saingannya yang lain dinyatakan sebagai pemenang pemilihan,
meskipun tidak mencapai lebih dari 50% suara yang ikut
pemilihan. Hal ini seringkali terjadi bilamana kandidat yang ikut
pemilihan lebih dari dua orang. Sedangkan yang dimaksud aturan
mayoritas (Majority Rule) adalah kandidat yang mendapat
dukungan lebih dari 50% suara para pemilih dinyatakan terpilih
sebagai pemenang pemilihan. Hal ini mudah dipenuhi manakala
kandidat yang mengikuti pemilihan tidak lebih dari dua orang.
Dengan demikian The Plurality Rule merupakan kemenangan
berdasarkan suara terbanyak (mayoritas) relatif, sedang The
Majority Rule merupakan aturan kemenangan berdasarkan suara
terbanyak (majority) mutlak.
Dalam pemilihan presiden melalui mekanisme electoral college
diterapkan aturan mayoritas (Majority Rule), yaitu kandidat
pemenang harus mendapat dukungan 50% ditambah satu dari
keseluruhan suara elektoral yaitu 50% x 538 + 1 = 270 suara
elektoral (electoral votes). Meskipun mungkin kandidat yang terpilih
sebagai presiden ini tidak memenangkan mayoritas suara rakyat
pemilih  atau lebih dari 50% suara rakyat pemilih (populer votes).
Jika berpatokan pada suara rakyat pemilih maka presiden yang
terpilih dengan suara mayoritas elektoral votes tetapi tidak mendapat
dukungan mayoritas suara rakyat pemilih dinyatakan sebagai
presiden yang terpilih berdasarkan a plurality tanpa populer votes;
sebagaimana Nixon, Kennedy dan Clinton, juga Bush jr. dalam
pemilihan presiden 2000 merupakan presiden yang terpilih oleh suatu
pluralitas daripada mayoritas.   Hal yang sama juga terjadi terhadap
Presiden John Quincy Adams yang mengalahkan Andrew Jackson
yang sebenarnya memenangkan 12 % suara rakyat pemilih lebih
banyak dalam pemilihan tahun 1824, Presiden Rutherford Birchard
Hayes yang mengalahkan Samuel Tilden meskipun mendapat
dukungan suara rakyat pemilih lebih banyak dalam pemilihan tahun
1876, dan Presiden Benyamin Harrison yang mengalahkan Grover
Cleveland padahal Grover Cleveland adalah kandidat Presiden
untuk jabatan yang kedua mendapat suara rakyat yang lebih banyak
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(James MacGregor Burns cs..1994:222)
f. The Electoral College, adalah dewan  pemilih yang terdiri dari
para elektoral yang terpilih dengan aturan winner-takes-all dalam
pemilihan 50 negara bagian dan distrik Columbia.  Para pemilih
(elektor) inilah yang mempunyai hak untuk memilih presiden dan
wakil presiden sesuai sumpahnya untuk memilih kandidat dari
partainya. Saat memberikan suara pilihannya para pemilih
(elektoral) ini tetap berada dan berkumpul di ibukota negara
bagiannya masing-masing dengan mengisi kartu pemilihan
presiden dan kartu pemilihan wakil presiden. Meskipun pada
tahap pencalonan partai-partai mencalonkan presiden dan wakil
presiden dalam satu paket, namun saat para pemilih (elektoral)
melakukan pemilihan keduanya dipisahkan. Bahkan jika dewan
pemilih ini gagal melakukan pemilihan maka pemisahan
pemilihan presiden dan wakil presiden makin tegas yaitu
Pemilihan Presiden dilakukan oleh DPR dan Wakil Presiden oleh
Senat.
g. Pemilihan Presiden Oleh DPR
Berdasarkan Amandemen XII (1804), manakala Dewan Pemilih
(Electoral College) gagal melakukan pemilihan presiden, maka
kewenangan untuk memilih presiden beralih kapada DPR (the
House of Representative). DPR akan memilih satu dari 3(tiga)
kandidat presiden yang memperoleh dukungan suara tertinggi.
Tetapi hak suara DPR dihitung berdasarkan negara bagian.
Semua DPR berapapun banyaknya dari setiap negara bagian
mempunyai satu hak suara. Jadi seluruhnya terdapat 50 hak suara
sesuai jumlah negara bagian yang boleh memilih presiden. Hak
DPR untuk memilih presiden ini hanya berlaku sampai pada
sebelum hari keempat bulan Mei berikutnya. Jadi hak memilih
DPR hanya berlaku selama 143 hari yaitu terhitung sejak setelah
hari Rabu kedua bulan Desember pada tahun pemilihan sampai
sebelum hari keempat bulan Mei berikutnya. Bilamana sampai
hari keempat bulan Mei tersebut DPR gagal melakukan pemilihan
presiden, maka Jabatan Presiden di pangku oleh Wakil Presiden
yang berhasil dipilih oleh Dewan Pemilih (Electoral College).
Tetapi jika Dewan Pemilih juga  ternyata gagal memilih wakil
presiden maka yang memegang jabatan presiden adalah Wakil
Presiden hasil pemilihan melalui Senat. Ketiadaan presiden yang
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gagal dipilih oleh DPR tersebut disamakan dengan  sebagaimana
presiden dalam keadaan berhalangan tetap menjalankan
jabatannya yaitu meninggal dunia atau ketidakmampuan lain
menurut konstitusi. Sehingga Wakil Presiden yang berwenang
menjalankannya sampai masa jabatan presiden berakhir.
DPR yang berhak melakukan pemilihan presiden adalah DPR
hasil pemilihan yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan
presiden yang akan dipilihnya tersebut.
h. Pemilihan Wakil Presiden oleh Senat
Begitupun Amandemen XII (1804) mengatur manakala Dewan
Pemilih (Electoral College) gagal melakukan pemilihan Wakil
Presiden, maka kewenangan Dewan Pemilih tersebut beralih
kepada Senat. Senat memilih wakil presiden dari dua orang
kandidat wakil presiden yang memperoleh suara tertinggi. Wakil
presiden yang terpilih ini akan memegang jabatan presiden
manakala DPR gagal melakukan pemilihan presiden. Masa
berlaku kewenangan Senat memilih wakil presiden sama dengan
masa berlaku kewenangan DPR memilih presiden yaitu selama
143 hari yaitu terhitung sejak setelah hari Rabu kedua bulan
Desember pada tahun pemilihan sampai sebelum hari keempat
bulan Mei berikutnya. Senator yang berhak memilih adalah
sepertiga senator yang baru saja terpilih bersama dengan dua
pertiga senator yang tidak ikut pemilihan karena masa jabatannya
belum berakhir. Jadi ada 100 suara Senator yang berhak
melakukan pemilihan wakil presiden. Pemilihan wakil presiden
melalui Senat ini cukup wajar mengingat wakil presiden adalah
juga Ketua Senat tanpa hak suara. Terkecuali jika dalam
pengambilan keputusan terdapat suara yang sama atau berimbang
diantara para anggota senat sesuai Konstitusi Amerika Pasal I
Bagian (4).
4.2.2. Pemilihan DPR (The House of Representative)
Sebagaimana diketahui masa jabatan seluruh anggota DPR adalah dua
tahun. Masa jabatan tersebut berakhir seluruhnya secara bersamaan. Sehingga
setiap dua tahun diadakan pemilihan seluruh anggota DPR yang baru. Dalam
pemilihan pertengahan (term election) DPR dipilih bersama-sama dengan
sepertiga anggota Senat yang berakhir masa jabatan enam tahunnya. Sedang
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dalam pemilihan umum (general election) DPR dipilih selain bersama-sama dengan
sepertiga anggota senat, juga bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil
presiden yang berakhir masa jabatan empat tahunnya.
DPR dipilih disetiap distrik yang ada di negara bagian. Sehingga mereka
yang terpilih merupakan delegasi perwakilan rakyat dari negara bagiannya yang
duduk di kongres. Setiap distrik memperebutkan satu kursi dewan perwakilan
(single-member district). Jumlah distrik dalam satu negara bagian sejumlah kursi
DPR   yang dijatahkan pada negara bagian tersebut yang diperhitungkan dengan
jumlah penduduknya. Kandidat yang memenangkan suara terbanyak yang
memenangkan kursi, apakah itu suara mayoritas atau pluralitas. Para kandidat
menempuh nominasi melalui pemilihan primer partai. Kandidat yang
memenangkan pemilihan primer dalam partainya yang maju menghadapi kandidat
partai lainnya untuk memenangkan kursi. Pada umumnya anggota DPR yang
sedang menjabat (incumbent) yang memenangkan pemilihan primer. Karena yang
diperebutkan hanya satu kursi di setiap distrik, maka setiap partai mengajukan
satu kandidat. Sehingga setiap pemilihan diikuti oleh hanya kurang lebih seribu
kandidat, dengan ratio 2 partai besar x 535 kursi yang diperebutkan ditambah
dari kandidat independen dikurangi adanya distrik yang hanya diikuti oleh kandidat
tunggal dari salah satu partai besar. Umumnya sebagian besar anggota dewan
yang masih memegang jabatan (incumbent) masih mengikuti pemilihan dan
kebanyakan terpilih kembali. Para kandidat yang sedang menjabat (incumbent)
sulit dikalahkan oleh  kandidat yang baru (penantang) karena: mereka telah
terkenal, kampanye yang lebih kuat dan memiliki dana yang lebih banyak, telah
membangun koneksi dan kontak (termasuk kontak personal) dengan rakyat
pemilih. Selain itu mereka mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai tuan rumah
dari sifatnya sebagai kandidat yang sedang menjabat. Keuntungan-keuntungan
tersebut meliputi kebebasan menggunakan jasa pos bagi para pemilih (yang
merupakan hak-hak istimewa sesungguhnya), kebebasan menggunakan studio-
studio penyiaran untuk merekam kaset-kaset radio dan televisi dan dikirimkan
ke media-media setempat, dan yang terpenting telah memiliki staf yaitu pegawai
yang banyak. Kesemuanya membantu kandidat incumbent ini mendapatkan nama
baik, citra dan reputasi yang baik di kalangan rakyat pemilih. Oleh karena itu
dalam pemilihan primer (intern partai) para kandidat yang potensial lebih memilih
membantu (kerjasama) dengan kandidat yang menjabat (incumbent) daripada
menantangnya. Dengan demikian mereka berharap kelak dapat menggantikan
posisi para kandidat incumbent ini manakala memilih pensiun atau promosi jabatan
yang lainnya atau meninggal dunia. Kemungkinan lainnya menunggu pendistrikan
ulang (redistricting) yang dilakukan sekali dalam satu dekade. Hal ini membuka
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pertarungan kursi terbuka yang lebih kompetitif karena pertarungan antar anggota
sedang menjabat (incambent) akan terjadi. Sehingga mereka memutuskan lebih
baik mencari jabatan lain atau memilih pensiun. Dengan demikian membuka
peluang bagi kandidat baru yang potensial untuk merebut kursi. Sifat sedang
menjabat (incumbent) dari seorang kandidat DPR yang kuat ini, seringkali
menyebabkannya menjadi kandidat tunggal atau satu-satunya kandidat yang
mengikuti pemilihan di distriknya. Sehingga tentunya akan terpilih kembali.
Umumnya para penantang dari partai lawan bersikap tidak ada gunanya maju
bertarung dengan kandidat yang sedang menjabat (incumbent) yang sangat kuat
dan berpengaruh di distrik tersebut.
4.2.3. Pemilihan Senat
Pemilihan anggota Senat dilakukan setiap dua tahun bersamaan dengan
pemilihan anggota DPR dalam pemilihan pertengahan (term election).  Dalam
pemilihan umum (general election) anggota senat dipilih selain bersamaan dengan
pemilihan anggota DPR, juga dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden dan
wakil presiden. Konstitusi telah menetapkan masa jabatan anggota senat
(senator) selama enam tahun dan sepertiganya dipilih setiap dua tahun. Untuk
memenuhi amanat konstitusi ini maka sehabis pemilihan dilaksanakan terdapat
tiga kelompok Senator dalam kongres yaitu kelompok pertama adalah sepertiga
anggota senat (senator) yang baru terpilih dengan masa jabatan enam tahun,
kelompok kedua adalah anggota senat yang masih menjabat empat tahun (telah
menjalani masa jabatannya selama dua tahun), dan kelompok ketiga adalah
anggota senat (senator) yang masih menjabat masa jabatan dua tahun (telah
menjalani masa jabatannya empat tahun). Kelompok ketiga inilah yang berakhir
masa jabatannya setiap pemilihan dua tahun berikutnya. Perputaran masa jabatan
ini bergulir terus menerus secara terjadual mengikuti pelaksanaan pemilihan setiap
dua tahun. Sama dengan anggota DPR, anggota Senat dipilih di negara bagian
dan menjadi wakil negara bagian tersebut di Kongres. Tetapi jumlah anggota
senat yang dipilih adalah sama untuk semua negara bagian yaitu sebanyak dua
orang senator. Sehingga seluruh anggota senat yang ada di Kongres adalah 2
Senator x 50 negara bagian = 100 Senator.Masa jabatan dua orang senator
dari setiap negara bagian tidak berakhir secara bersamaan. Sehingga hanya ada
satu senator yang dipilih di negara bagian yang bersangkutan, untuk menggantikan
salah satu senatornya yang telah berakhir masa jabatan enam tahunnya.
Pada awalnya para Senator ini dipilih oleh Dewan Perwakilan
(Legislative) masing-masing negara bagian.Tetapi sejak tahun 1913 dengan
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amandemen XVII para senator dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
dua tahunan di masing-masing negara bagian.
Manakala terdapat lowongan jabatan anggota senat di Kongres maka
eksekutif negara bagian yang bersangkutan memerintahkan diadakan pemilihan
khusus anggota senat untuk mengisi lowongan itu. Selain itu Dewan Perwakilan
(legislative) dapat memberikan kuasa kepada eksekutif untuk mengangkat anggota
senat sementara sampai terpilih anggota senat yang baru dalam pemilihan khusus
tersebut.
Juga sama dengan DPR, senator pada umumnya melalui pemilihan
pendahuluan (premier) diantara sesama kandidat partai yang sama. Dalam
pemilihan pendahuluan ini (maupun dalam  pemilihan selanjutnya) kandidat yang
sedang menjabat (incumbent) hampir selalu memenangkan pemilihan.
Keuntungan-keuntungan kandidat senator yang sedang menjabat (incumbent)
ini, sama dengan sifat sedang menjabat (incumbent) yang dimiliki kandidat anggota
DPR. Oleh karena itu  para kandidat Senator yang sedang menjabat
(incumbent) sulit dikalahkan oleh  kandidat yang baru (penantang) karena: mereka
telah terkenal, kampanye yang lebih kuat dan memiliki dana yang lebih banyak,
telah membangun koneksi dan kontak (termasuk kontak personal) dengan rakyat
pemilih. Selain itu mereka mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai tuan rumah
dari sifatnya sebagai kandidat yang sedang menjabat. Keuntungan-keuntungan
tersebut meliputi kebebasan menggunakan jasa pos bagi para pemilih (yang
merupakan hak-hak istimewa sesungguhnya), kebebasan menggunakan studio-
studio penyiaran untuk merekam kaset-kaset radio dan televisi dan dikirimkan
ke media-media setempat, dan yang terpenting telah memiliki staf yaitu pegawai
yang banyak. Kesemuanya membantu kandidat incumbent ini mendapatkan nama
baik, citra dan reputasi yang baik di kalangan rakyat pemilih.
Pemilihan pendahuluan (premier) merupakan ajang-pertarungan para
kandidat sesama partai. Kandidat yang memenangkan persaingan dalam
pemilihan primier ini yang maju menjadi kandidat partainya. Kandidat yang
memenangkan pemilihan pendahuluan ini yang bertarung dengan kandidat partai
lainnya untuk merebut satu kursi yang diperebutkan di negara bagian.Sistem
Single-member distrik digunakan tetapi wilayah pemilihannya meliputi satu negara
bagian, artinya disetiap negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan senat
diperebutkan satu kursi senator. Oleh karena pemilihan untuk jabatan-jabatan
tingkat federal dikuasai oleh dua partai bersar yaitu Partai Republik dan Partai
Demokrat tetapi memungkinkan adanya partai/kandidat independen, maka jumlah
kandidat senator kurang lebih seratus orang yaitu lebih sedikit dari dua kali jumlah
kursi senator yang diperebutkan. Jumlah kursi senator yang diperebutkan setiap
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pemilihan adalah sepertiga dari seratus anggota Senat yaitu 33 kursi atau 34
kursi. Dengan demikian pemilihan anggota senat tidak diselenggarakan secara
bersamaan di 50 negara bagian. Tetapi pemilihan hanya diselenggarakan di 33
atau 34 negara bagian yang utusan senatornya di Kongres telah berakhir masa
jabatan enam tahunnya.Kandidat yang memenangkan suara terbanyak yang
memenangkan kursi, apakah itu suara mayoritas bilamana persaingan diikuti hanya
dua kandidat atau pluralitas jika diikuti oleh lebih dari dua kandidat..
Bahwa pemilihan sepertiga anggota senat setiap pemilihan dua tahunan
merupakan konsekuensi logis dari masa jabatan senat selama enam tahun dan
sifatnya sebagai utusan negara bagian yang memperjuangkan kepentingan negara
bagiannya. Konstitusi tidak memberikan penjelasan, tetapi sistem ini nampaknya
memperkuat dan melestarikan integritas negara federal Amerika.
4.3. Peran Mass Media: Kebebasan Pers
Sejak ditegaskan dalam Amandemen Pertama (Bill of Rights 1791),
kebebasan pers menjadi salah satu kebebasan yang paling asasi dan telah menjadi
salah satu nilai sakral dalam kehidupan demokrasi. Sebagai suatu nilai sakral
yang terlepas dari kesakralan keagamaan melainkan bersumber dari dalam jiwa
kehidupan sosial rakyat Amerika, maka kebebasan pers dengan perangkat
kelembagaannya dipercaya memegang peranan begitu penting dalam kehidupan
masyarakat dan pemerintah, mencerminkan sistim budaya, sosial dan politik,
bahkan dipandang sebagai watchdog dan fourth branch of government.
Kebebasan pers menggali, mengembangkan dan menyalurkan opini
publik yang berjalan bergandeng tangan dengan demokrasi. Kebebasan pers
berdimensi kebebasan individu, sehingga pemasungan terhadap kebebasan pers
merupakan pula pemasungan terhadap dimensi kemanusiaan dari individu, sesuatu
yang paling tabu dalam sistim demokrasi.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, pemerintah cenderung
mengatur pers bebas bagai domba yang taat pada gembalanya. Sebaliknya pers
bebas lebih bersikap srigala yang buas siap menerkam. Memberikan batasan-
batasan pengertian terhadap kebebasan pers secara tegas, justru akan membatasi
kebebasan pers itu sendiri. Kebebasan pers menjadi cabang pemerintahan
ke-4 (fourth branch of government) merupakan simbol kebebasan pers yang
tak dapat dijangkau oleh tiga cabang pemerintah lainnya di Amerika.
 Selanjutnya untuk mengakhiri perdebatan kaum Federalist dan Anti
Federalist, maka dua tahun setelah ratifikasi konstitusi, dilakukan ratifikasi Bill
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of Rights 1791 yang terdiri dari 10 Amandemen Konstitusi. Kaum Federalis
menginginkan kekuasaan pemerintah federal yang seluas-luasnya. Sedang kaum
Anti Federalist menginginkan kekuasaan pemerintah yang tidak membatasi
kebebasan individu. Sejak itu kebebasan pers sebagaimana dinyatakan dalam
Amandemen Pertama mendapat jaminan perlindungan konstitusi. Dengan tegas
Amandemen Pertama (Amendment I) menyatakan :
Congress shall make no law respecting an establishment of
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom
of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble,
and to petition the government for a redress of grievances”.
Nampak kebebasan pers diatur bersama dan sama (sebanding) dalam
satu amandemen dengan kebebasan beragama, berserikat dan berbicara/
berpendapat yang memang merupakan hak-hak yang paling asasi setiap
individu. Hal inilah yang menggambarkan pandangan sebelumnya bahwa
kebebasan pers merupakan salah satu kebebasan yang paling asasi dan telah
menjadi suatu nilai yang sakral dalam kehidupan demokrasi Amerika. Sebagai
suatu nilai yang sakral yang terlepas dari kesakralan yang bersumber dari
pranata keagamaan melainkan bersumber dari dalam jiwa kehidupan sosial
rakyat Amerika, maka kebebasan pers dengan perangkat kelembagaannya
dipercaya memegang peranan begitu penting dalam kehidupan masyarakat
dan pemerintahnya bahkan kehadirannya ditempatkan sebagai watchdog dan
fourth branch of government.
Dalam penilaian di atas, kebebasan dan kelembagaan pers merujuk
kepada  makna atau fungsi media sebagai alat utama komunikasi di dalam
proses pembuatan keputusan, dengan cara mencari titik singgung dari bagian-
bagian yang berbeda dalam birokrasi, legislatif dan eksekutif (sebagai cabang
pemerintahan) seperti halnya dalam pemerintahan dan rakyat (Suwardi,
Harsono. 2000.70). Selanjutnya merupakan cermin dari suatu sistim budaya,
sosial maupun politik yang ada (Suwardi, Harsono. 1987.80).
Kehilangan kebebasan pers akan berdampak tidak saja dengan
kehilangan kebebasan secara individual, tetapi gangguan terhadap demokrasi
yaitu akan membahayakan prinsip demokrasi yang menjadi inti kebudayaan
Amerika dan sendi kehidupan masyarakat dan negara Amerika (Suparlan,
Parsudi. 1991, 8-9).
Bahwa Amandemen Pertama mengatur tentang apa yang tidak dapat
dilakukan oleh pemerintah (kongres) yaitu tidak membuat hukum yang
membatasi kebebasan berbicara atau pers. Bukan menegaskan apa yang
dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pers, bahwa pers sudah berada pada
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suatu bentuk proses evolusi oleh kebutuhan sosial, kemajuan tehnologi dan
pertimbangan komersial; yang selanjutnya mendorong pers sebagai sebuah
profesi atau penyelenggara pers secara profesional (Hamilton & Krimsky,
1996. 17-18).
Bahwa prinsip kebebasan pers dalam Amandemen Pertama tersebut
memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada pers, akan tetapi dalam
menggunakan hak sebesar-besarnya ini terdapat tuntutan tanggung jawab
terhadap pers sebagai konsekwensi logis yang bersifat yuridis dari ketiadaan
batas yang jelas antara apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pers,
atau posisi pers diantara apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah. Tanggungjawab pers ini tidak diperuntukkan bagi kepentingan
pemerintah tetapi masyarakat (publik), artinya visi dan misi terutama berita-
berita atau informasi-informasi dari pers merupakan fakta-fakta yang benar
dan ulasan-ulasan yang objektif. Pemaknaan tanggung jawab pers terhadap
kebebasannya bukan merupakan pembatasan pada kebebasan pers melainkan
“sumber inspirasi dan kreatifitas akan kebenaran fakta dan objektifitas-ulasan“bagi
kebebasan insan pers itu sendiri. Hal ini berarti dengan “tanggungjawab” ini
insan pers secara bebas mengungkap fakta yang benar dan mengulasnya secara
objektif yang dikemas dalam bentuk berita dan informasi yang layak diketahui
publik maupun pemerintah. Dengan demikian tanggungjawab pers disini sangat
terkait dengan kebenaran, objektifitas, dan kelayakan. Batasan-batasan
kebenaran, atau objektifitas, atau kelayakan diatas, sangat abstrak. Sehingga
sering membuka peluang perbedaan penafsiran sesuai kepentingan masing-
masing yang menimbulkan konflik. Manakala berkembang menjadi sebuah kasus,
maka Mahkamah Agung Federal Amerika (U.S. Supreme Court) berwenang
untuk memutuskannya berdasarkan penafsiran apakah dalam kasus tersebut
telah terjadi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Pada
akhirnya konstitusi menjadi dasar penafsiran arti dan makna kebebasan (dan
tanggungjawab) pers yang tertinggi.
Dalam literatur dikenal empat dasar teori pers yang berkembang
sejak dimulainya komunikasi massa pada masa renaissance, yaitu:
1. The Authoritarian Theory
2. The Libertarian Theory
3. The Social Responsibility Theory
4. The Soviet Communist Theory
The Soviet Communist theory merupakan pengembangan dari the
Authorian theory yang jauh lebih tua. Sedang the Social Responsibility theory
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adalah modifikasi dari the Libertarian theory. (Sieber, Fred S. Theodore
Peterson, Wilbur Schramm.1956:2).  Teori Autoritarium dan teori Soviet
Comunis membenarkan pengendalian pemerintah yang begitu ketat terhadap
kebebasan pers terutama berupa pengaturan perizinan penerbitan pers
(licensing) yang sangat ketat dengan ancaman hukuman yang berat.  Sedang
teori Libertarian sama sekali tidak membenarkan campurtangan pemerintah
terhadap kebebasan pers yang seluas-luasnya. Kemudian teori Sosial
Responsibility lebih menekankan pada tanggungjawab sosial dari kebebasan
insan pers, yaitu kebebasan secara bersamaan membawa kewajiban untuk
bertanggungjawab terhadap publik dalam menjalankan fungi komunikasi
massa.  Pada awalnya teori Autoritarian berkembang pada abad ke-13 di
Inggris, lalu menyebar ke koloni-koloninya di benua Amerika. Pada abad
ke-17 pengekangan terhadap kebebasan pers yang diterapkan  pemerintah
koloni Inggris mendapat perlawanan dari kalangan pers yang terus-menerus
menyebabkan berkembangnya teori libertarian. Perlawanan ini diwarnai oleh
penangkapan insan pers dan pembakaran barang hasil cetakan di berbagai
tempat dengan alasan melanggar peraturan licensing. Diantaranya tersebutlah
John Peter Zengler penerbit Weekly Journal, pada tahun 1734 ditangkap
lalu dipenjarakan selama proses peradilannya karena tidak mampu membayar
uang jaminan yang begitu tinggi. Alasan penangkapannya karena mengkritik
Gubernur Jenderal New York, William Cosby yang dinilainya tidak cakap,
pilih kasih, penyuap pengadilan dan curang dalam pemilihan. Bersyukur
terjadi perkembangan-perkembangan baru saat itu sehingga dengan
mengabaikan instruksi Hakim, Juri membebaskannya dengan argumen, bahwa
warga negara mempunyai kebebasan berbicara yang lebih bebas mengenai
sikap pejabat pemerintah.   Setelah lewat waktu 57 tahun dari peristiwa ini
dan 15 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Amerika, kebebasan
berekspresi disahkan menjadi Amandemen Pertama dari sepuluh amandemen
konstitusi yang disebut Bill of Rights 1791. Dalam amandemen pertama secara
tegas disebutkan larangan bagi kongress untuk membuat undang-undang yang
membatasi kebebasan berbicara, atau pers.
Dengan disahkannya hak kebebasan pers dalam amandemen pertama
ini menunjukkan bahwa dasar kebebasan berbicara, menulis, mencetak, dan
menerbitkan di Amerika telah berada dalam perlindungan hukum (Paneth,
Donald.1983:171).
Kebebasan pers yang bertanggungjawab itu nampak pula dalam tugas
dan fungsi pers itu sendiri, terutama yang terkait dengan even-even politik
seperti masa kampanye sebuah pemilihan, yaitu:
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1. Melalui sistim politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan
debat dalam urusan-urusan publik.
2. Penerangan publik untuk memperkuat pemerintah sendiri.
3. Sebagai penjaga atau pengawas pemerintah melindungi hak-hak
individu.
4. Melayani sistim ekonomi terutama mempertemukan secara
bersama-sama pembeli dan penjual melalui pelayanan iklan.
5. Menyediakan hiburan.
6. Mengupayakan memiliki finansial sendiri yang berkecukupan
untuk memelihara kelangsungan hidupnya agar terbebas dari
tekanan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Selain itu, Harsono Suwardi (1993:63-68) dalam buku hasil
penelitiannya tersebut secara tersebar dalam beberapa halaman menjelaskan
peran dan fungsi pers sebagai berikut:
1. Sebagai alat kritik sosial terhadap lingkungannya baik yang
datang dari pers itu sendiri maupun para pembaca.
2. Sebagai pembuluh darah menghidupkan manusia agar tidak
terlepas dari lingkungannya.
3. Sebagai mediator maupun Reinforcer dari kecenderungan
yang sudah ada dalam masyarakat atau di antara orang
per orang.
4. Sebagai Moulder maupun Mirror dari realita sistem budaya,
sosial maupun politik yang ada. Menciptakan realita dalam
masyarakat atau realita dalam masyarakat bisa terbentuk
dengan bantuan pers-media.
5. Sebagai wadah saluran informasi dan pendapat masyarakat
yang mempunyai  nilai beri ta,  yang dapat
dipertanggungjawabkan.
6. Sebagai alat komunikasi dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, dan hiburan.
7. Sebagai Gatekeeper yang menyeleksi akhir informasi yang
akan diberitakan kepada publik.
8. Sebagai ajang pertandingan atau game bagi kekuatan-
kekuatan politik selama masa kampanye pemilihan umum.
Sementara itu (Elliot,Deni.1986:32) secara khusus menyebutkan
fungsi pers Amerika Serikat adalah:
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1. Untuk menjadi pengawas pemerintah,
2. Mewakili rakyat,
3. Mendidik rakyat,
4. Melayani hak rakyat untuk mengetahui, dan
5. Menyumbangkan informasi dan opini untuk diskusi umum.
Selain fungsi-fungsi pers tersebut diatas, juga pers berfungsi sebagai
cabang keempat dari kekuasaan pemerintah (fourth branch of government),
yang merupakan cabang baru dari tiga cabang kekuasaan pemerintahan yang
ada, yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Hal ini dimungkinkan mengingat
peran dan pengaruh pers yang begitu luas dan signifikan dalam kehidupan
masyarakat dan pemerintahan Amerika. Apalagi perkembangan industri
media begitu pesat yang menuntut personil dan pola manajemen yang
modern dan profesional yang tidak kalah dengan ketiga cabang kekuasaan
pemerintah yang lainnya.
Bahwa praktek di Amerika menunjukkan telah beberapa kali
kekuasaan yudikatif: Mahkamah Agung dan pengadilan lebih rendah
memberikan pertimbangan dan keputusan sehubungan dengan  kebebasan
dan tanggungjawab pers. Mahkamah Agung memegang peranan penting
dalam bagaimana mewujudnyatakan doktrin kebebasan pers dalam setiap
kasus yang diajukan kepadanya. Melalui keputusan-keputusannya,
Mahkamah Agung Federal Amerika memberikan penjelasan arti dan makna
doktrin kebebasan pers secara kasuistis, berlaku hanya sebatas kasus yang
diadilinya itu saja, sehingga sampai sekarang belum terbentuk satu yurisprudensi
Mahkamah Agung yang mengikat dan berlaku umum tentang prinsip
kebebasan pers dan/atau apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh
pers sebagaimana yang dituntut oleh pemerintah atau, sebaliknya  apa yang
dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dituntut
oleh pers.
Dari kasus-kasus tersebut, dua di antaranya patut dikemukakan di sini,
yaitu :
1. Amerika Serikat vs The Progressive: The H-Bomb Secret Case;
yang mencerminkan upaya pemerintah Amerika membatasi
kebebasan pers sebelum penerbitan berita.
2. Amerika Serikat vs New York Times: Pentagon Papers Case;
yang melambangkan upaya pemerintah Amerika membatasi
kebebasan pers setelah penerbitan berita.
Dalam kasus pertama, The H-Bomb Secret (sumber utama dari in
our Defence the Bill of Rights in action oleh E. Alderman & C. Kennedy),
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The Progressive, sebuah majalah bulanan di Madison, Wisconsin akan
menerbitkan sebuah artikel karya Howard Morland dengan judul “The
H-Bomb Secret” pada halaman muka dalam penerbitan edisi April 1979.
Sebelum diterbitkan, pemerintah Amerika melalui Departemen
Kehakiman mengajukan keberatan atas rencana penerbitan tersebut dengan
alasan, bahwa informasi dalam artikel Morland tentang bom Hidrogen tidak
hanya termasuk rahasia, tetapi juga membahayakan keamanan negara
Amerika Serikat. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Energi Atom
1954 pemerintah AS mempunyai kewenangan melarang dan menuntut
orang yang akan membocorkan data-data rahasia yang meliputi semua
rancangan, pembuatan atau penggunaan senjata atom atau  produk tertentu
berbahan nuklir. Tetapi tidak mencakup data-data yang dikeluarkan dari
kategori data rahasia. Yang bersalah dapat dihukum denda sebesar-besarnya
US.$ 10.000 dan/atau penjara selama-lamanya 10 tahun. Berdasarkan alasan
di atas dan atas persetujuan Presiden Carter, Jaksa Agung Griffin Bell
melakukan negoisasi untuk mencegah penerbitan artikel itu, tetapi gagal
karena pada tanggal 7 Maret The Progressive memberitahukan tekadnya
untuk tetap menerbitkan artikel tersebut tanpa perubahan karena hak untuk
menerbitkan dijamin Amandemen Pertama. Hal ini membuat pemerintah AS
mengajukan tuntutan kepada Hakim Robert W. Warren dari wilayah Barat
Wisconsin agar melarang penerbitan itu, maka terjadi perdebatan seru dan
keduanya mengajukan para ahli di bidangnya yang mempunyai pandangan
akhirnya yang berbeda. Para ahli nuklir terkenal yang diajukan The
Progressive menyatakan Morland agak ceroboh dengan artikelnya itu, tetapi
informasi Morland sudah bukan rahasia lagi dan penerbitannya tidak akan
menimbulkan bahaya. Sebaliknya pemerintah mengajukan pernyataan tertulis
Menlu, Menteri Energi dan Menteri Pertahanan, para Direktur Laboratorium
Perancangan Nuklir serta pemegang hadian Nobel Hans Bethe, bahwa artikel
Morland mengandung informasi penting yang tidak boleh dipublikasikan
karena akan mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada
keamanan nasional AS dengan cara membantu negara-negara asing
mengembangkan senjata  nuklir, dan dengan demikian memperbesar resiko
perang nuklir.
Kemudian dengan perasaan menyesal Hakim Warren mengabulkan
tuntutan pemerintah, bahwa pemerintah berhak mengawasi pers dengan
demikian berhak melarang penerbitan artikel Morland, dengan pertimbangan,
bahwa kesalahan dalam menentang kebijakan Amerika Serikat bisa
membawa kita semua ke dalam bencana nuklir yang berakibat hilangnya
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hak hidup kita. Dasar hukumnya pada Undang-Undang Energi Atom 1954
yang disahkan Kongres. Pihak The Progressive menyatakan naik banding
dan berjanji akan meneruskannya ke Mahkamah Agung.
Sementara itu Chuck Hansen seorang warga California, penggemar
nuklir atau Bom Hidrogen mulai berkampanye menentang kebijakan
pemerintah dalam kasus ini. Di antaranya menggelar perlombaan rancangan
Bom Hidrogen yang pemenangnya adalah siapa yang karyanya langsung
dikategorikan rahasia oleh Departemen Energi. Selain itu Hansen juga menulis
surat kepada Senator Charles Perey dengan tembusan ke sejumlah surat
kabar di Amerika yang isinya menguraikan versinya sendiri tentang rahasia
bom Hidrogen, mirip dengan artikel Morland. The Madison Press
Connection, sebuah koran kecil di Wisconsin merasa simpatik lalu memuat
surat Hansen dalam penerbitannya pada tanggal 16 September 1979. Pada
keesokan harinya, secara tidak terduga pemerintah mencabut  tuntutannya
terhadap The Progressive karena menganggap rahasia bom Hidrogen sudah
bocor.
Akhirnya, The progressive dalam edisi November 1979 membuat
sehalaman penuh artikel Howard Morland dengan kepala berita “Rahasia
Bom Hidrogen, bagaimana mendapatkannya kenapa kita
mengungkapkannya.” Artikel yang merupakan hasil studi, penelitian
kepustakaan dan investigasi Morland sendiri dimuat sesuai naskah semula
tanpa perubahan tetapi dilengkapi satu halaman koreksi dari beberapa
kesalahan yang ditemukannya selama proses pengadilan.
Walaupun pemerintah mencabut tuntutannya dan The Progressive
menerbitkan artikelnya, sehingga mengakhiri perdebatan tentang kebebasaan
pers vs sensor pemerintah, namun “gangguan” terhadap kebebasan pers telah
terjadi dan berlangsung sejak penundaan pemuatan artikel Morland pada
edisi April sampai dengan pemuatan artikel tersebut dalam penerbitan edisi
November 1979, setidaknya tertundanya pemenuhan hak untuk mengetahui
oleh rakyat.
Selanjutnya dalam kasus kedua, Pentagon Papers Case, The New
York Times dan Washington Post telah menerbitkan artikel-artikel yang berisi
pengakuan Daniel Ellsberg yang membocorkan informasi rahasia keterlibatan
AS dalam perang di  Vietnam yang terkenal dengan Pentagon Papers. Di
dalamnya dimuat tentang kebijakan dan perencanaan penggunaan kekuatan
militer sedemikian rupa yang melibatkan langsung serdadu Amerika,
helikopter, persenjataan berat termasuk senjata kimia dan napalm. Sehingga
pada tahun 1965 terdapat 184.000 pasukan Amerika di Vietnam, dan terus
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meningkat pada tahun 1966 sebanyak 385.000 tentara, tahun 1969 mencapai
542.000 serdadu di antaranya 51.000 personil yang tewas, 270 luka-luka
belum yang hilang serta menelan biaya US$ 150 milyar. Sebenarnya politik
intervensi Amerika Serikat di Vietnam karena komitmennya membendung
meluasnya pengaruh komunis di kawasan tersebut secara bertahap dengan
politik domino, sehingga penggunaan kekuatan militer pun dilakukan secara
besar-besaran yang menyebabkan meletusnya neraka perang yang oleh Daniel
Ellsberg, Albert Speer, Milton Mayer, Heinrich Himuler dan Nietzsche,
melihatnya sebagai perang yang mengantar Amerika pada suatu kejahatan,
kebrutalan, pelanggaran HAM dan ketidakadilan, serta berdampak historis,
politis dan ekonomis yang luas. Pemerintah Amerika Serikat harus
bertanggungjawab  (Ellsbert, Daniel, 1973. 201, 289 dan 292).
Pemerintah mengadu ke Pengadilan dan menuntut New York Times
& Washington Post agar menghentikan pemberitaan tentang Pentagon
Papers tersebut karena merupakan tindakan pembocoran informasi rahasia
pemerintah yang membahayakan negara.
Setelah melalui pengadilan rendah, Mahkamah Agung Federal
memeriksa dan mengadili perkara ini lalu melalui voting diambil keputusan :
6 orang menentang upaya pemerintah menghentikan penerbitan Pentagon
Papers, sedang 3 orang lainnya tidak menentang.
Akhirnya kedua kasus ini membuktikan bahwa penarikan tuntutan
pemerintah terhadap The Progressive di tingkat banding meskipun dalam
posisi menang di tingkat pengadilan rendah merupakan pengakuan pemerintah
sebagai Lembaga Eksekutif terhadap kebebasan pers; juga keputusan
Mahkamah Agung Federal yang menentang upaya pemerintah menghentikan
pemberitaan Pentagon Papers oleh New York Times dan Washington Post
merupakan perlindungan kasuistis Lembaga Yudikatif terhadap doktrin
kebebasan pers dalam Amandemen Pertama; sikap Eksekutif dan Yudikatif
di atas mencerminkan stabilitas sosial yang populer.
Memberikan batas pengertian terhadap kebebasan pers secara tegas,
justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri. Kebebasan pers menjadi
cabang ke-4 pemerintahan merupakan simbol kebebasan pers yang tak dapat
dijangkau oleh tiga cabang pemerintahan lainnya di Amerika. Tanggungjawab
pers terhadap kebebasannya bukan merupakan pembatasan pada kebebasan
pers melainkan “sumber inspirasi dan kreatifitas akan kebenaran dan
objektifitas”  dari kebebasan pers itu sendiri.
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4.4. Hubungan Presiden dan Pers
Bahwa pers dan pemerintah mempunyai hubungan yang sangat-erat yang
tidak dapat dipisahkan, meskipun sering terjadi ketegangan di antara mereka.
Kadangkala pers memperjuangkan ataupun melindungi kepentingan publik dengan
pengungkapan-pengungkapan hasil investigasi terhadap praktek pemerintahan
yang menyimpang, ataukah sebaliknya pemerintah  menggunakan pers sebagai
wahana menjelaskan berbagai program dan kebijakan pemerintah, bahkan pers
sebagai mitra seorang kandidat memenangkan pemilihan presiden.
Ada banyak hal lain lagi yang dapat dikemas menjadi berita yang
mempunyai nilai jual, kesemuanya mendorong terjalinnya hubungan timbal-balik
pemerintah dan media yang tidak mungkin dapat ditiadakan meskipun mengalami
pasang-surut sesuai perkembangan zaman, masyarakat dan terutama siapa yang
berkuasa. Bahkan hubungan timbal-balik ini pada sisi lain menempatkan mass
media sebagai cabang kekuasaan yang keempat disamping cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif dan judikatif. Keduanya mempunyai kepentingan yang saling
terkait sehingga hubungan di antara mereka begitu erat dan saling menghidupi
bahkan saling memperalat. Apalagi mass media begitu berperan secara tak
langsung membentuk Amerika sebagai negara media  di mana media telah menjadi
salah satu unsur vital dari sistem pranata masyarakat Amerika.
Pada masa pemerintahan Koloni, hubungan pers dan pemerintah tidak
berimbang atau tidak sehat di mana pers berada di bawah tekanan dan ancaman
pemerintah Koloni yang memberlakukan sistem sensor dan licensing terhadap
pers sebagai mana yang berlaku ketat di Inggris. Sehingga menyebabkan surat
kabar cetakan pertama di Koloni Amerika “Public Decurences” oleh Benyamin
Harris dalam tahun 1690 begitu cepat berakhir. Dan memperlambat
perkembangan pers selanjutnya.
Sikap otoriter pemerintah terhadap pers, menyebabkan pers berada di
bawah kontrol untuk melayani kepentingan pemerintah yang berkuasa. Bahkan
di masa Gubernur Puritan Massachusetts Bay, satu dua pers di Koloni berada
di bawah kontrol gereja dan sistem keagamaan. Akan tetapi karena kebutuhan
akan pers, maka mau tak mau ada juga pers yang menyesuaikan diri dan menjalin
hubungan kemitraan dengan pemerintah, di antaranya William Bradford
merupakan penerbit pertama di koloni Philadelphia yang mempublikasikan
peraturan hukum dan almanak yang menunjukkan segala kekuasaan kontrol
dan licensi sebelum penerbitan. Tersebut pula John Campbell seorang penerbit
yang berhasil mendirikan dan menerbitkan surat kabar Private “Boston News
Letter” secara berlanjut. Kesuksesan ini dicapai hanya karena sebelumnya
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Campbell berjanji tidak akan pernah mengganggu pemerintah.
Pengajuan Zenger ke pengadilan koloni di tahun 1735 dengan ancaman
tuntutan hasutan pencemaran membuktikan kesungguhan pemerintah koloni
menerapkan sistem kontrol dan lisensi terhadap pers ketika itu. Perjalanan
panjang sejarah pertumbuhan pers diwarnai pertarungan pers melawan otoritarian
pemerintah dengan sistem sensor dan lisensinya yang merefleksi perjuangan sistem
pers bebas dan independen sebagai padanannya yang mencapai titik kulminasi
perjuangan saat disahkannya Bill of Right 1791 di mana pada Amandemen pertama
ditegaskan; “Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi
kebebasan berbicara, atau pers”.
Sejak itu hubungan pers dan pemerintah memasuki babak baru, tetapi
dengan pola hambatan yang relatif sama di mana di satu pihak para pemimpin
memahami akan kebebasan berbicara dan pers yang disebut pula kebebasan
berekspressi, sementara di pihak lain saat memegang tampuk pemerintahan
cenderung membatasi ruang gerak pers terhadap pemerintahannya.  Setelah
berhasil bermitra bahkan memperalat media massa memenangkan pemilihan
umum, meraih kursi presiden terpilih, kandidat tersebut bersikap lupa kacang
akan kulitnya terhadap pers. Sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan
antara mereka yang tak jarang mempengaruhi gangguan terhadap stabilitas politik
dan pemerintahan Amerika, bahkan dapat menjatuhkannya dari kursi presiden
atau menjatuhkan popularitasnya dalam pemilihan umum berikutnya. Sebagai
mana Presiden Washington, menginginkan pemberitaan pers menyangkut
pemerintahannya terlebih dahulu atas sepengetahuannya. Tetapi sangat ditentang
oleh Thomas Jefferson mantan anggota kabinetnya yang mengundurkan diri lalu
mendirikan The National Gazette yang dikelola oleh Philip Freneau seorang
jurnalis berbakat yang terkenal sebagai penyair revolusi. Ketika Presiden
Washington  mengajukan protes kepada Jefferson atas sebuah pemberitaan dalam
penerbitannya, Jefferson menolaknya dengan alasan, “dalam kasus yang mana
saja, saya dapat mengontrol karyawan saya dalam hubungan kerja, tetapi
Freneau adalah agent yang bebas dalam mengedit the National Gazette”.
Begitu terpilih sebagai presiden, Jefferson mula-mula mengatur secara
cerdik berita-berita bagi pers yang tentu saja yang menguntungkan
pemerintahannya. Pada masa ini pers menjadi organ partai yang didominasi paham
jurnalist politik. Presiden Jefferson menggunakan “the National Intelligence” yang
dikelola Harrison Smith menjadi sumber dominasi berita-berita dari Presiden.
Akhirnya Presiden  Jefferson juga mulai melakukan pembatasan terhadap
kebebasan berekspresi dengan mulai memisahkan hal-hal yang dapat dikontrol
pemerintah dan tuntutan alamiah publik yang tidak dikontrol pemerintah.
72
Penerapan sistem effisiensi dilakukan dengan meniadakan konperensi dan
interviews presiden, sehingga informasi dipercayakan hanya pada partisan seperti
Harrison Smith. Pers dibolehkan memberitahukan hasil persidangan kongres
yang dilarang pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya, tetapi tidak punya
akses ke presiden.
Beberapa sikap dan kebijakan presiden diatas memperlihatkan
keinginan pemerintah menjadikan pers bagaikan domba yang  patuh pada
gembalanya dengan mengeluarkan berbagai produk hukum yang membatasi
tuntutan alamiah pers bagaikan serigala yang buas.
Dalam perkembangan lebih lanjut, pola hubungan pers dan pemerintah
lebih didominasi oleh gaya dan tipe kepeminpinan presiden yang bersangkutan.
Di antaranya tersebutlah Presiden Andrews Jackson yang mengontrol informasi
dalam jangkauan luas dengan cara mengelilingi dirinya dengan insan pers dan
menjanjikan membayar 12 surat kabar; sementara Abraham Lincoln mendirikan
kantor percetakan pemerintah, tetapi menolak tawaran beberapa editor menjadi
pegawai di journalnya. Begitu pun John F. Kennedy yang jenaka, memukau dan
gagah adalah presiden pertama yang menggelar konperensi pers secara langsung
melalui jaringan televisi. Sedang Lyndon B. Johnson tercatat sebagai presiden
yang pertama kali menyelenggarakan konperensi pers secara informal tapi
efektif di beberapa tempat di luar ruang resmi Gedung Putih tanpa persiapan
sebelumnya seperti di Haystack, the old White House theater, the spacious East
Room atau the South Lawn.
Konperensi pers merupakan salah satu bentuk formil perwujudan
hubungan presiden, dan pers, dan masyarakat. Tetapi  kebanyakan Presiden
Amerika memandang ruang konperensi pers  bagaikan sebuah kolam renang
mewah berisi ikan Hiu ganas. Para wartawan dilihatnya bagaikan ikan Hiu
yang siap memangsanya.Sehingga  mau tak mau mereka harus
mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki ruangan konperensi.
Konperensi pers dengan Presiden-Presiden Amerika dalam keadaan
bagaimanapun selalu mengesankan. Presiden John F. Kennedy yang pertama
kali melakukan siaran langsung konperensi pers dengan humorisnya yang
tinggi. Ronald Reagan dengan aksi aktornya yang memukau, atau Bill Clinton
yang selalu mengedepankan perlunya fakta. Adalah Jimmy Carter ketika
melakukan konperensi pers pertamanya sebagai Presiden di ruang konperensi
pers East Room pada 8 Pebruari 1977 memulai dengan bicara blak-blakan
tentang konfrontasi antara Presiden Amerika dan pers, Presiden Carter
melihat konfrontasi itu sebagai sebuah penyeimbang terhadap hal-hal yang
manis dan menyenangkan bagi seorang Presiden.
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Sementara Presiden Bush sejak Januari 2001 berkantor di Gedung
Putih lebih suka pada sesuatu yang tidak resmi, membuat para pembantunya
begitu khawatir bosnya itu membuat kesalahan dalam konperensi pers “gaya
bebas” itu.
Sejak konperensi pers yang pertama kali digelar oleh Presiden
Woodrow Wilson pada 15 Maret 1913 hingga sekarang, konperensi pers
dipandang sangat berguna sebagai cara terdekat bagi seorang Presiden
Amerika untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Bagi Presiden Eisenhower,
koperensi pers merupakan cara terbaik yang sudah melembaga di mana
rakyat dapat melihat kemampuan Presidennya menggumuli banyak hal dalam
satu masa yang dapat membuatnya hengkang dari Gedung Putih.
Bersamaan dengan perjalanan sejarah, pers sendiri terus bergerak ke
depan dengan missi dan visi pers bebas yang bertanggung jawab sosial yang
berjuang terus menerus memenuhi kebutuhan publik akan haknya untuk
mengetahui segala berita yang selayaknya diketahuinya. Khusus dalam masa
kampanye pemilihan para kandidat begitu memperhitungkannya sebagai perantara
untuk menyampaikan visi dan misi politiknya atau platform partainya, bahkan
menjadi ajang pertarungan para kandidat presiden dalam forum debat presiden
yang diselenggarakannya. Sebaliknya para pemilih menggunakan media sebagai
sumber utama memperoleh informasi ataupun program-program yang ditawarkan
para kandidat atau partai.  Melalui media ini para kandidat dan partai menawarkan
pilihan-pilihan kepada rakyat dan para pemilih menentukan pilihan-pilihannya
pada hari pemilihan. Sehingga presiden, dan anggota kongres, dan pejabat publik
lainnya terpilih secara demokratis sesuai aspirasi para pemilih.  Dengan demikian
para pemilih dapat menyalurkan aspirasinya secara maksimal dan mendorong
para kandidat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar mampu melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya manakala terpilih.  Semuanya dimungkinkan atas
dukungan media yang modern dan profesional.
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B A B   5
PERTARUNGAN PARA KANDIDAT DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN AMERIKA 2000
5.1. Posisi Para Kontestan Sebelum Memasuki Pemilihan di Florida
Kandidat Presiden Al Gore dan kandidat George W. Bush merupakan
pejabat publik yang sedang menjabat saat memasuki pertarungan politik dalam
pemilihan presiden 2000. Saat itu Al Gore sedang memegang jabatan wakil
presiden dalam pemerintahan Presiden Bill Clinton yang akan berakhir masa
jabatannya yang kedua. Sedang George W. Bush adalah Gubernur negara bagian
Texas. Keduanya pun berasal dari keluarga yang memiliki karier politik yang
sukses. Ayah Al Gore beberapa kali menjadi anggota DPR (The House of
Representative) dan Senat. Sedang George W. Bush adalah putera mantan
Presiden George Bush Sr. Oleh karena itu keduanya pun sudah sering kali larut
dalam segala situasi dan kondisi yang dialami ayah mereka. Mereka merasakan
kepedihan saat melihat ayahnya mengalami kegagalan dengan tatapan mata yang
hampa. Mereka ingin membantu, tapi apa daya saat itu mereka belum dapat
berbuat apa-apa. Tetapi mereka juga menikmati pesta kemenangan disaat
ayahnya meraih kesuksesan. Selain itu juga keduanya merupakan aktifis politik
saat masih kuliah. Kemudian mengikuti kompetisi demi kompetisi untuk meraih
jabatan-jabatan publik. Begitu kuat keteladanan ayah mereka, membuat
keduanya merintis karier politiknya pada partai politik yang telah membesarkan
ayahnya. Al Gore memilih berkarier melalui partai Demokrat, dan George W.
Bush di partai Republik. Saat pencalonan kandidat presiden. Partai Demokrat
sedang berkuasa di pemerintahan eksekutif melalui Presiden Bill Clinton dan Al
Gore sendiri menjadi wakil presiden. Oleh karena itu kandidat Al Gore dianggap
berada di atas angin dan cukup kuat untuk memenangkan pemilihan. Tetapi
sayang tidak didukung oleh Presiden Bill Clinton yang akan segera berakhir
masa jabatannya. Al Gore memilih tampil dalam pencalonan “sebagai dirinya
sendiri” dengan menyatakan kepresidenannya bukan berdasarkan masa lalu
dengan pencapaian kemajuan ekonomi terbaik dalam sejarah Amerika, tapi atas
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masa depan dan janjinya untuk memperjuangkan “keseluruhan”. Sikapnya untuk
tampil menjadi dirinya sendiri menggambarkan keinginannya untuk melepaskan
diri dari citra buruk Presiden Bill Clinton yang baru saja terancam
“impeachment atau pemberhentian dari jabatannya” akibat “skandal sex”nya
dengan Monica Lewinsky yang heboh dan menimbulkan kontroversi.  Meskipun
pada akhirnya Presiden Bill Clinton terbebas dari upaya “impeachment” tersebut,
Al Gore tetap gusar akan hal ini yang dipandangnya akan melemahkan posisinya
dalam pemilihan. Sehingga ia rela melepaskan keterikatannya dengan masa
pemerintahannya mendampingi Presiden Bill Clinton. Padahal mereka berhasil
membawa negaranya mencapai kemajuan ekonomi yang terbaik sepanjang
sejarah dengan meraih surplus yang berlimpah berupa kekayaan triliunan dollar
Amerika. Ia bersikap tegas dengan pandangannya, bahwa pemilihan adalah selalu
mengenai masa depan. Dan bahwa pemilihan ini bukanlah hadiah atas hasil kerja
masa lalu. Sehingga banyak orang di Gedung Putih menganggapnya hal ini gila,
personal dan sangat tidak taktis.
Memang selama masa pemilihan pendahuluan (primary) sampai
memenangkan konvensi nasional partai Demokrat yang diselenggarakan di Los
Angeles, California pada tanggal 14-17 Agustus 2000 untuk menjadi kandidat
presiden, Al Gore mempertunjukkan kualitas dirinya sebagai “petarung individu”
yang terlepas dari pengaruh seniornya Presiden Bill Clinton. Tetapi ia juga
menggambarkan dirinya sebagai “kaum moderat yang hebat”, dan selama masa
kampanye ia membentuk Tim Suksesnya yang terdiri dari berbagai kalangan.
Akan halnya George W. Bush mendapat dukungan sepenuhnya dari
ayahandanya mantan Presiden Amerika ke-41 George Herbert Walker Bush
dengan dibantu beberapa mantan pejabat teras di masa pemerintahan ayahnya
maupun Presiden Ronald Reagen, seperti Colin Powel, Paul Wolfowitz, dan
George Shultz. Dengan didukung kepiawaian dan pengalaman sang “Dad” inilah
George W. Bush melewati semua rintangan dan tantangan dalam pemilihan
pendahuluan (primary). Kemudian memenangkan kandidat presiden dalam
konvensi nasional partai Republik yang digelar di Philadelphia, Pennsylvania
pada tanggal 29 Juli-4 Agustus 2000.
Menjelang masa kampanye tiba polling yang diselenggarakan Newsweek
memperlihatkan Gore lebih unggul sedikit dibanding Bush dari pemilih yang
terdaftar yaitu 47 % untuk Gore dan 42 % bagi Bush. Tetapi jika sampel dikurangi
dengan pemilih yang mungkin, Bush memperoleh persentasi yang lebih baik sedikit
dari Gore, yaitu 45 % berbanding 44 % (Newsweek, 9 Oktober 2000:20).
Selanjutnya polling yang diumumkan Time sehari menjelang pemungutan suara
memperlihatkan Bush mendapat dukungan 49%, Gore 43%, Nader 3%,
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Buchanan 1%, dan terdapat 4% yang tidak pasti (Time,6 November 2000:38).
Sebenarnya selain kedua kandidat dari dua partai besar: Republik dan
Demokrat diatas, pertarungan perebutan kursi presiden diramaikan pula oleh
kandidat presiden lainnya, yaitu: Nader dari Green Party, Buchanan dari Partai
Reformasi, Browne, Phillips, dan Hegelin.  Walaupun sejak awal disadari kelima
kandidat independen ini tidak mungkin dapat memenangkan pemilihan presiden
yang secara tradisi direbut secara bergantian oleh kandidat dari partai Republik
dan Demokrat. Namun secara strategis mereka cukup diperhitungkan karena
cenderung mempengaruhi para pemilih menjatuhkan pilihan yang berakibat pada
perolehan suara bagi kandidat kedua partai besar. Sebagaimana kandidat Nader
diperkirakan akan menyedot para pemilih liberal dari kandidat Al Gore. Dengan
demikian akan menguntungkan bagi kandidat Bush dalam perbandingan
perolehan suara para pemilih. Sehingga memberikan suara untuk Nader adalah
sama dengan memberi suara bagi Bush. Polling bagi Nader menunjukkan angka
3% dari para pemilih nasional, bahkan prosentasinya lebih tinggi lagi di beberapa
negara bagian seperti: Oregon, Maine, Minnesota, Wisconsin, Washington, dan
New Mexico. Ia di dukung oleh orang-orang antusias dan menarik idealisme
kaum muda. Apalagi memang sejak semula diduga Nader akan menyerang
kebijakan-kebijakan Presiden Bill Clinton (dengan demikian tertuju pula pada
Wakil Presiden Al Gore), khususnya sejak munculnya inisiatif global dari Presiden
Bill Clinton, antara lain berupa kebijakan terhadap WTO (World Trade
Organization) dan apa yang disebutnya pintu masuk permanent normal Trade
Relations with china. Oleh Nader kebijakan ini dipandangnya sebagai
penghianatan terhadap para pekerja di Amerika dan para pekerja di Luar Negeri
karena mengabaikan standar-standar buruh dan lingkungan. Kritikannya ini
membuat cukup banyak kaum liberal/demokrat menjadi bimbang: haruskah
bersimpati memilih Nader atau berlogika mengikuti Gore. Bagaimanapun
keraguan ini berpotensi merugikan Gore dan menguntungkan Bush.
5.2. Strategi Kampanye Kedua Belah Pihak
5.2.1. Kubu Al Gore
Selama masa kampanye kandidat presiden Al Gore memperlihatkan
gaya kepemimpinannya yang “metodologis” kepada para pemilih. Gaya
kepemimpinan semacam ini memang merupakan ciri-khas Al Gore selama ini.
Dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan, ia memiliki lebih banyak
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pendekatan ilmiah, dengan cara terlebih dahulu menyerap data, memerinci dan
memilah-milahnya, mengundang diskusi dan argumen, menyelidiki dan menelitinya,
dan menganalisanya. Namun demikian pandangan Al Gore tetap lebih cenderung
kearah demokrasi yang secara tradisi dianut partainya. Ia juga seorang  idealis
yang pragmatis.
Agenda kampanye Gore dititik beratkan pada reformasi medicare
(Reforms of Medicare), keamanan sosial (Social Security), dan pendidikan
(education). Progamnya itu ditujukan untuk memenangkan para pemilih kelas
menengah dan bawah yang selama delapan tahun mendukung pemerintahan yang
diembannya bersama Presiden Bill Clinton. Saat itu terdapat 42,6 juta rakyat
yang masih belum memiliki asuransi masa depan layanan medis (medicare). Untuk
itu Gore berjanji akan mengatasi premi asuransi tersebut, membayar separuh
dari biaya obat-obat,  dan mengajukan program sistem medicare terutama bagi
kalangan lanjut usia. Untuk mencapai keamanan sosial, ia ingin melakukan
strukturisasi pengeluaran-pengeluaran dari surplus kekayaan negara untuk
memperbesar dana pensiun (yang bebas pajak), pengurangan hutang, dan dana
pendidikan yang tinggi. Gore menginginkan dana pendidikan sebesar 115 Bilyun
yang perlu dipertanggungjawabkan, dengan penekanan pembiayaan pada anak
Taman Kanak-Kanak dan Guru baru.
Terhadap dua issu utama lainnya yaitu energi dan pajak, Gore lebih
tertarik pada kebijakan untuk tidak melakukan eksplorasi minyak pada Alascan
Arctic National Wildlife Refuge (Taman Nasional dan Perlindungan Alaska Artik).
Ia lebih tertarik pada pelestarian lingkungan dan pembebasan pajak atau
pemberian insentif bagi pengembangan mobil listrik. Untuk itu pula Gore akan
mencadangkan dana 111 Bilyun bagi kebijakannya ini nantinya. Meskipun
masalah pemotongan pajak menjadi perhatian utama para pemilih, Gore tidak
memiliki program yang khusus tentang hal ini, terkecuali beberapa pengurangan
yang tidak berarti dibanding Bush seperti  pengurangan pajak uang kuliah.  Apalagi
diketahuinya pula bahwa kebanyakan rakyat merasa tidak dikenai pajak yang
berlebihan.
Berbagai issu presidential lainnya mendapat tanggapan Gore, seperti
issu  perdagangan, hukuman mati, perang terhadap narkoba, reformasi kampanye
keuangan, kaum gay di militer, pertahanan nasional, perlucutan senjata, pertahanan
misil, dan pembebasan hutang internasional. Berbeda dengan kandidat lainnya,
Gore membela keberadaan kaum gay di militer dan diadakannya reformasi
kampanye keuangan. Juga membela kepemilikan pistol secara pribadi,
homoseksualitas disebutnya abnormal.  Serta membuat para penentang aborsi
menjadi pekak telinga. Sedang terhadap issu politik luar negeri ia berpendapat,
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bahwa politik luar negeri Amerika harusnya memiliki misi bagi dunia seperti misi
kemanusiaan dan demokrasi (humanitarian and democracy mission). Di wilayah
Timur Tengah (the Middle-East Region) Amerika harus tetap menjaga
kredibilitasnya disana dan bersama Israel terus mengembangkan dan menjaga
hubungan diplomatik yang kuat, bersejarah dan abadi. Juga menjalin dan menjaga
hubungan persahabatan yang kuat  dengan negara-negara moderat seperti
Jordan, Mesir, Saudi Arabia dan Kuwait.  Serta mendukung koalisi yang menekan
pemerintahan Saddam Husein di Irak. Menjadi perantara yang jujur (honest
broker) dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, mengingat posisi Israel
yang tidak dapat berdialog langsung dengan negara lainnya. Demikian pun harus
memberi perhatian terhadap: Saddam Husein di Irak, Milosvic di Serbia, dan
negara-negara ex Uni Soviet atau blok komunis Soviet. Mereka sangat
berbahaya bagi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia. Amerika harus
menentangnya. Untuk itu Gore menyetujui pengiriman tentara sebagai aksi
menentang kediktatorian Milosevic Ketua partai komunis yang terakhir di Serbia.
Selama pemerintahannya sangat banyak orang terbunuh. Perlu pula menjaga
hubungan yang kuat selama ini dengan negara-negara anggota NATO. Bersama
NATO, Amerika Serikat dapat menggunakan  tentara menjaga perdamaian di
kawasan atlantik utara dan sekitarnya, terutama di Kosovo, Rusia, Bosnia, dan
Balkans.
Selanjutnya, selama masa kampanye Al Gore dibantu oleh satu tim sukses
dengan manajer kampanye bernama Donna Brazile yang dikenal sebagai
“penggembala” dengan dasar Demokrat.
TIM SUKSES AL GORE
Dalam Pemilihan Presiden Amerika 2000
1. Kaum Demokrat Baru
AL- guru dari kaum sentris dan Ketua Dewan Kepemimpinan
Demokrat (Democratic Leadership Council president)
ELAINE KAMARCK – Seorang penasehat dalam negeri yang
penting, ia mengetahui bagaimana menghilangkan masalah-masalah.
BILL GALSTON – penasehat pendidikan Clinton dan Gore.
JOE LIEBERMAN adalah  nominator calon presiden, suara moral,
seorang ahli perang yang menyerang dengan  sebuah “pisau bedah” dan
sebuah senyuman.
WILL MARSHALL adalah Sumber Kebijakan. Tangki pikiran
Ketua D.L.C.
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BRUCE REED adalah penasehat kebijakan dalam negeri Clinton
dan anggota staff lama Gore. Menciptakan “Kesejahteraan Akhir seperti
yang kita ketahui”
2. Susunan Kabinet
TOM DOWNEY, sebelumnya Perwakilan N.Y.,  seorang teman
pemain basket dan pelatih debat.
PETER KNIGHT, Penggalang dana Gore tahun 2000, sebelumnya
ketua staff.
JACK QUINN, sebelumnya pengacara Gedung Putih, penasehat
kampanye dan ‘trouble-shooter’ (orang yang pandai mengatasi masalah
di segala bidang)
ROY NEEL, Pembantu Senat terdahulu dan ketua staf, ia yang
mengarahkan transisi langsung.
GREG SIMON, penasehat kebijakan terdahulu, meninggalkan
konsultasi di telecom untuk membujuk kaum pers mengenai Angkatan
Udara Kedua (Air Force Two).
3. Kaum Demokrat Lama
STAN GREEENBERG, pengumpul suara dan kaum populis,
bekerja untuk Clinton hingga tahun 1994.
4. Kaum Moralis di Luar Negeri
LEON FUERTH, Otaknya otak. Orang kepercayaanGore di
bidang kebijakan luar negeri sejak tahun 1980, Ia dipanggil untuk
intervensi di Balkan.
RICHARD HOLBROOKE, makelar perdamaian Bosnia, Duta
PBB dan calon favorit Sekretaris Negara.
DONNA BRAZILE, Manajer kampanye dan “penggembala”
dengan dasar Demokrat.
5. Rantai Keluarga
RANGK HUNGER, Saudara ipar, sahabat terbaik, ahli spekulasi
– deteksi. Kematian isterinya, Nancy – saudara perempuan Gore –
menyatukan mereka.
TIPPER, ahli pompa Al yang berbeda, ia menjaga Al tetap tenang,
membumi dan selalu berhubungan dengan emosi-emosinya.
KARENNA – Anak perempuan, penasehat dan berhubungan
dengan para pemilih suara yang berusia muda. Puteri ayah yang melebur
dalam politik, mengadakan berbagai hal mulai dari pidato-pidato hingga
pesta balon.
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6. Partai Hijau
KATIE MCGINTY – Sebelumnya memimpin penasehat Gedung
Putih dalam masalah lingkungan; Gore sepertinya mengangkat dirinya
sebagai ketua EPA.
ROGER REVELLE – jabatan terakhir: oseanografer (ahli kelautan);
mula-mula merupakan ilmuwan yang mengawasi pemanasan global,
mengajar Gore di Harvard
CAROL BROWNER – anggota staff ekonomi Gore di dalam Senat
dan Gore memilihnya sebagai bos EPA di bawah Clinton. Mungkin pulang
ke Florida untuk menjalankan jabatannya
7. Kelompok Kemanusiaan
ERIK ERIKSON – Terakhir merupakan pengarang profil, psikolog
Harvard; menciptakan istilah krisis identitas.
ALICE MILLER – menulis “The Drama of the Gifted Child”
(Drama Anak yang Berbakat), menginspirasi Swa-Pemeriksaan New
Agey dari Gore.
NAOMI WOLF – Pengarang kaum feminis di balik nada bumi
dan kejantanan alfa. Temannya Karenna meminta nasehat belakang
panggung darinya – dan membelanya – untuk Gore
JANE HOPKINS – Konsultan perusahaan, pernah memberikan
tips-tips mengenai saham-saham di tempat kerja
TOMMY LEE JONES – aktor, pembicara pertemuan, teman
sekamar di Harvard dan seorang teman ‘alfa’.
8. Dukungan “The Ivory Tower”
RICHARD NEUSTADT –pengajar presidensial Harvard dan
penasehat tesis Pangeran Albert, ia membantu Gore dalam menapak
menuju kekuasaan
MARIN PERETZ, guru Harvard, teman, pemilik New Republic,
dan pemacu kecepatan yang tidak pernah lelah
STEPHEN HAWKING, - Ahli Astro-fisika, jenius dan teman-
bintang Futurama Gore
9. Kelompok Pemodal
JOHN KERRY – Senator Massachusetts, teman veteran Vietnam,
runner-up Wakil Presiden.
JOHN EDWARDS – Senator muda North Carolina, seorang
runner-up Wakil Presiden.
ED MARKEY – Anggota  Dewan Kongres Massachusetts yang
setia.
81
DICK GEPHARDT – Kaum Demokrat lama (dan kelompok
penasehat Gore) namun mengerti dan mampu berkompromi – dan
mempunyai kuasa. Juru Bicara atau Ketua  DPR selanjutnya?
10. Para Insinyur
ANDREW CUOMO HUD – Sekretaris, Pemilihan, dan menurut
gosip terpanas merupakan kandidat gubernur New York.
BILL DALEY – dengan insting yang diwariskan oleh ayahnya,
Walikota Chicago yang legendaris, ia adalah ahli politik terbaik dalam
Dunia Gore, ketua yang mampu mengembalikan kampanye ke dalam
relnya.
11. Dukungan “The Portfolio Pack”
LARRY SUMMERS – Sekretaris Bendahara Clinton, mungkin juga
Sekretaris Bendahara Gore.
ROBERT RUBIN – Sekretaris Bendahara sebelumnya,
memenangkan pengurangan hutang dengan Gore.
GENE SPERLING – Komisaris Dewan Ekonomi Nasional.
ALAN BLINDER – Wakil Komisaris Federal Reserve terdahulu,
tapi meninggalkan tempat itu lebih dini untuk keperluan akademis; Gore
memanggilnya untuk mendapatkan nasehat tentang surplus.
LAURA D’ANDREA TYSON – Sebelumnya ketua penasehat
ekonomi Clinton, sekarang Dekan di Sekolah Bisnis Berkeley. Terutama
untuk bidang perdagangan internasional
5.2.2. Kubu George W. Bush
Kepemimpinan George W. Bush adalah bergaya konservatif-intuitif. Hal
ini nampak dalam pengambilan setiap keputusan atau kebijakan. Ia membentuk
suatu tim dengan orang-orang terpercaya. Kepada tim inilah ia mendelegasikan
kewenangan dan mendapat saran-saran atau nasihat-nasihat. Ia mengajak diskusi
tetapi singkat. Memperhatikan efektifitas perdebatan para stafnya. Lebih senang
mendapat rekomendasi dari siapapun yang terkait terhadap permasalahan,
daripada setumpuk laporan masalah. Memimpin rapat dengan para pembantunya
sesingkatnya, namun efektif.  Mengambil putusan atau kebijakan diantara pilihan-
pilihan dari pembantunya yang terpercaya. Tetapi dapat merasakan jika seorang
anggota stafnya berusaha menggoyahnya atau suatu pilihan yang ditawarkan
kepadanya dapat memojokkannya. Dalam latihan debat-presiden di Ranch
miliknya di Texas, ia mendapat banyak masukan dan mendengarkan nasihat-
nasihat dari tim suksesnya.
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Selama masa kampanye Bush memasyarakatkan agenda kampanye
politiknya dengan memprioritaskan pada program pemotongan pajak,  keamanan
sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan energi.    Program pemotongan pajak
dikampanyekannya tepat pada saat hasil sebuah polling menunjukkan issu pajak
menempati ranking teratas sebagai masalah yang paling diperhatikan para pemilih.
Ia menawarkan pemotongan pajak yang besar seperti pajak properti hampir
sebesar 40%. Logika program pajaknya ini, bahwa pembajar pajak lebih besar
akan menikmati pemotongan pajak yang lebih banyak. Hal ini untuk menarik
simpatik kalangan atas. Sedang untuk merangkul simpati kaum menengah, Bush
mengemukakan telah terobsesi dengan seorang wanita karier yang bekerja keras
dan berpenghasilan USD 20.000 setiap tahun. Namun “terbunuh” oleh
pembayaran pajak hanya karena sekumpulan peraturan perpajakan. Ia
menggambarkan wanita tersebut sedang berada didepan “tollgate (gerbang tol)”
jalan raya ekonomi kelas menengah, dan ia memerintahkan para ahli ekonominya
untuk memperlancar jalan wanita tersebut. Perintahnya tersebut berupa
program pemotongan pajak agar sang wanita tadi dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Untuk issu keamana n sosial, ia menginginkan berupa investasi
para pekerja muda di pasar saham. Soal issu pendidikan Bush mengusulkan
USD 48 Bilyun selama 10 tahun. Suatu angka yang jauh lebih kecil dibanding
Gore. Tetapi tidak perlu sistem pertanggungjawaban. Bush menaruh perhatian
besar pada issu layanan sosial untuk para manula dan miskin. Mereka membeli
obat di tempat yang tersedia dengan membayar premi yang kecil sesuai
keberadaan mereka.  Program obat-obatannya ini tidak termasuk pil anti aborsi
yang sangat ditentangnya itu. Untuk issu energi, ia merencanakan memperluas
suplai energi dengan lebih banyak insentif untuk eksplorasi. Untuk itu pula ia
ingin membor minyak di Alaskan Arctic National Wildlife Refuge (Taman
Nasional dan Perlindungan Alaska Artik).
Juga Bush mengemukakan pandangannya terhadap beberapa issu
presidensial lainnya. Ia sama sekali menentang reformasi kampanye keuangan
(campaign-finance reform) dan homoseks di militer, menentang pemilikan
pistol/senjata, pembiayaan pelestarian lingkungan.
Sedang terhadap issu-issu politik luar negeri, pada dasarnya menginginkan
agar Amerika Serikat tampil dengan profile bangsa yang rendah hati (humble)
atau tidak arogan sehingga mendapat respek dari negara lain. Meningkatkan
hubungan baik dengan Israel dan negara-negara moderat di Timur Tengah. Tetapi
menentang pemerintahan Saddam Husein di Irak, Milosevic di Serbia, negara-
negara bekas Yugoslavia dan komunis Soviet yang potensial mengancam
perdamaian, demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Melibatkan penggunaan
kekuatan militer dalam kebijakan politik luar negeri.
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Pada dasarnya pandangan Gore dan Bush tentang penggunaan kekuatan
militer di luar negeri adalah sama dengan garis kebijaksanaan politik luar negeri
pemerintahan sebelumnya. Merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika
Serikat untuk membangun dan melindungi perdamaian, hak-hak asasi manusia
dan demokrasi di seluruh dunia. Jika terdapat ancaman terhadap perdamaian,
HAM dan demokrasi, Amerika Serikat dapat saja menggunakan kekuatan
militernya dengan mengirim pasukan tentara, karena itulah nilai-nilai dasar mereka
( it’s based on their value’s). Tetapi terlebih dahulu mereka mengutamakan upaya
membantu membangun kekuatan militer dari kelompok-kelompok penekan atau
penentang setempat untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Nampaknya setelah
berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis
Unisoviet dan bubarnya Pakta Warsawa, maka politik luar negeri Amerika Serikat
akan berfokus pada issu-issu perdamaian, HAM, dan Demokratisasi di seluruh
dunia. Semua bantuan ekonomi-perdagangan dan militer akan diarahkan
mencapai tujuan itu. Penggunaan kekuatan militer sangat mahal, tetapi jika
disalurkan sebagai paket bantuan luar negeri dan mencapai sasarannya, akan
mendatangkan keuntungan strategis jangka panjang yang jauh lebih besar bagi
kepentingan Amerika Serikat dan negara lain.
Selanjutnya, selama masa kampanye Bush Jr. didukung oleh tim sukses
dengan manajer kampanye, John Allbough yang dikenal sebagai orang gigih dan
setia dari Oklahoma dan komisaris kampanye, Don Evans seorang teman lama
yang ahli perminyakan.
THE DREAM TEAM GEORGE W. BUSH
Dalam Pemilihan Presiden Amerika 2000
1. Ahli Penawaran
LARRY LINDSEY – Gubernur Federal Reserve terdahulu; ahli
penawaran yang tekun dan arsitek rencana pajak Bush
ROBERT GLEN HUBBARD – Profesor Columbia dan penasehat
pajak Bush; membantu Reagan yang berakhir karena booming
dewasa ini
2. Ahli Anggaran
JOHN TAYLOR -  Pengarang Rencana Ekonomi Dole; Profesor
Stanford dan ahli tingkat suku bunga
JOHN COGAN
Profesor Stanford lainnya membantu Bush mencari jalan untuk
memberikan saham yang lebih besar dari kue pemotongan pajak kepada
ibu-ibu yang bekerja.
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3. Ahli Kebijakan Luar Negeri
a. Para Veteran Presiden Bush Sr.
DICK CHENEY
Seorang konservatif dalam jajaran ayahnya, wakil presiden
Cheney akan membantu mengatur Gedung Putih dan Pentagon
ROBERT ZOELLICK
Veteran Bush mengenai segala masalah internasional, Zoellick
mempunyai nilai IQ 20 point diatas siapapun di Washington D.C.
COLIN POWELL
Kemungkinan sekretaris negara, tapi ia merupakan orang pal-
ing populer di Amerika Serikat dan dapat mempunyai pekerjaan
apapun yang ia mau.
RICHARD HAASS
Ahli Timur Tengah milik ayah selama perang teluk membantu
Bush bekerja di Brooking dan NBC.
STEVEN HADLEY
Pembantu Cheney terdahulu di bidang Pertahanan Nasional; ia
kemudian akan segera menjadi bintang bila Bush menang
BRENT SCOWCROFT
Anggota Tim Kebijakan luar negeri masa  ayahnya, akan
mengkonsultasikan segala sesuatu yang tidak terlihat di Gedung
Putih sang anak.
b. Para Veteran Presiden Reagen
PAUL WOLFOWITZ
Pendamping Reagan yang sejati yang mungkin menjadi ketua
Pentagon. Calon favorit Cheney
GEORGE SHULTZ
Sekretaris Negara Reagan dan keberadaannya untuk
menenangkan dan memenangkan kaum konservatif.
RICHARD ARMITAGE
Ahli pertahanan nasional Reagan-Bush.
GEORGE H. W. BUSH
Ayah dan Presiden sebelumnya.Selalu memberi nasihat.
4. Rantai Keluarga
BARBARA PIERCE BUSH
Ibu dan figur ratu ibu yang tercinta menjagaBush Jr. ketika ia
tergelincir selalu menjadi yang pertama yang membelanya ketika dalam
krisis.
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JHON ELLIS (JEB) BUSH
Gubernur Florida dan “penghubung selat” mata dan telinga Bush di
Selatan.
CONDOLEEZZA RICE
Pelatih kebijakan luar negeri Bush yang paling hebat  dan dengan
mudah akan memenangkan jabatan Penasehat Keamanan Nasional.
5. Para Pengikut Sejati
KARL ROVE
Khususnya, ahli strategi; otak politik Bush sejak pertama kali
Pemerintahan gubernurnya berjalan
KAREN HUGHES
Penulis cerita misteri, Ego yang berubah pesan-pesan disipliner dan
Ketua Pembicara Wanita.
MARK MCKINNON
Kaum Demokrat terdahulu dan ahli musik, seorang pengubah yang
membuat iklan dan memberikan nilai “jalanan” Bush.
JOHN ALLBOUGH
Manajer kampanye yang dikenal sebagai orang gigih dan setia dari
Oklahoma;
DON EVANS
Komisaris kampanye yang dikenal sebagai ahli minyak, teman
lama,dan dekat dengan Powell.
RICHARD PERLE
Dikenal sebagai “Pangeran Kegelapan” dalam tim pengendali militer
Reagan, pernah mendesak Israel untuk menunda perjanjian damai hingga
tahun depan.
6. Aktifis agama
a. Orang-Orang Dalam
RALPH REED
Ketua Koalisi Kristen terdahulu, sekarang seorang konsultan,
bergerak untuk Bush di South Carolina
DOUG WEAD
Penulis Dallas yang bekerja untuk sang Ayah; dekat dengan
para pendeta. Menciptakan sekumpulan kaum konservatif yang  di
tahun 1982.
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b. Lingkaran Luar
PAT ROBERTSON
Seorang Pendiri Koalisi Kristen.
JERRY FALWELL
Telah mengatakan kepada kaum konservatif sosial untuk tidak
mempertanyakan kesetiaan bush
CHUCK COLSON
Pendiri Prison Fellowship, Program keyakinan favorit Bush,Jr.
7. Para Sahabat Setia
MYRON MAGNET
Pengarang yang menyalahkan kaum liberalisme tahun 1960-an atas
kemiskinan di Amerika
MARVIN OLASKY
Profesor yang kontroversial yang bukunya mendefinisikan arti
“konservatifisme yang penuh keharuan (compassionate conservatism)”
MIKE GERSON
Kaum Retorik, sebelumnya adalah jurnalis dan membantu Senator
Dan Coats: mengkomposisi kata-kata Bush dan kadang-kadang juga
perusak kata-kata.
DAVID HOROWITZ
Penulis, karena suara-suara di New Left, sekarang menyalahkan
kontra- budaya  karena hilangnya nilai-nilai Amerika
JOHN DIULIO
Profesor dan advokat berdasarkan keyakinan layanan sosial
TOMMY THOMPSON
Wisconsin; Bapak reformasi kesejahteraan, perancang “Republik
Bush Jenis Baru”
TOM RIDGE
Pennsylvania; melewatkan kursi Wakil Presiden, masih seorang
teman dekat
JOHN ENGLER
Michigan; sekutu dan teman, masih bangkit dari kemenangan
McCain pada pemilihan pendahuluan
MARC RACICOT
Montana; pendukung lama untuk Bush, dapat membantu dalam
Kabinet
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8. Kalangan Pemerintahan Terdekat
JOSHUA BOLTEN
Pengatur Kebijakan’ ; pengacara Goldman Sachs sebelumnya yang
cerdas dan cakap; konsultan Ayah Bush dalam urusan perdagangan
GAIL WILENSKY
Guru layanan kesehatan; memberikan rancangan layanan medis
kepada Bush yang sangat dibutuhkan olehnya.
STEPHEN GOLDSMITH
Penasehat politik dan walikota Indianapoolis sebelumnya, penganut
compassionate conservatism di pedesaan
9. Kelompok Pemodal
BILL FRIST
Senator Tennessee, dokter yang rendah hati dan Sekutu Bush di
dalam Senat
FRED THOMPSON
Senator Tennessee, sebelumnya merupakan aktor dan pendukung
Mccain
BILL PAXON
Anggota kongres N.Y. sebelumnya, ahli lobi.
ROY BLOUNT
Anggota Kongres Missouri, wakil tokoh penggerak, orang kuat
Bush di DPR
ROB PORTMAN
Anggota kongres Ohio dan sekutu Bush, yang akan mendorong
tanggung jawab pribadi untuk Keamanan Sosial
5.3. Proses Pemilihan di Florida
5.3.1. Pemilihan Presiden
Pada hari selasa tanggal 7 November 2000 waktu setempat, pemilihan
presiden Amerika yang ke-43 dilakukan secara serentak di seluruh negara bagian
termasuk di negara bagian Florida. Pada hari itu juga dilakukan penghitungan
suara di masing-masing negara bagian lalu hasilnya dilaporkan secara langsung
hampir secara bersamaan. Sehingga dalam hitungan waktu beberapa jam saja
seluruh hasil penghitungan suara sudah dapat diketahui siapa yang akan
memenangkan pertarungan kursi Presiden dan Wakil Presiden.
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Dalam pesta demokrasi Amerika ini, terjadi pertarungan yang sangat
ketat antara kandidat Presiden George W.Bush dari Partai Republik dan kandidat
Presiden Al Gore dari Partai Demokrat. Ketegangan para pihak maupun pemirsa
di seluruh dunia semakin memuncak tatkala hasil penghitungan suara dari 49
negara bagian ditambah distrik Columbia menunjukkan kandidat Presiden
Al Gore sementara unggul dengan mendapat dukungan 267 suara  elektoral
(electoral votes), dan kandidat Presiden George W. Bush baru meraih dukungan
246 suara elektoral. Keduanya belum mencapai perolehan angka minimal  270
suara elektoral untuk memenangkan pemilihan. Al Gore kekurangan hanya 3
suara elektoral, sedang Bush kekurangan 24 suara elektoral.  Kemudian semua
perhatian dan harapan tertuju pada hasil penghitungan suara di negara bagian
Florida yang memiliki 25 suara elektoral. Siapa yang memenangkan 25 suara
elektoral ini maka dialah yang memenangkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya dalam hitungan belasan menit saja dilaporkan hasil penghitungan
suara yang menunjukan kubu Bush memenangkan 25 suara elektoral Florida
dengan hanya selisih 930 suara rakyat pemilih. Bush memperoleh 2.911.872
suara rakyat pemilih, sedang Al Gore mendapat 2.910.942 suara. Dengan
penambahan 25 suara elektoral ini, berarti secara keseluruhan kubu Bush
memperoleh 246 + 25 = 271 suara elektoral, dan cukup baginya untuk
memenangkan pemilihan presiden ini. Sedang bagi kubu Gore meskipun secara
keseluruhan memenangkan lebih banyak suara rakyat pemilih (populer votes),
tidak cukup baginya memenangkan jabatan presiden dengan hanya
mengumpulkan 267 suara elektoral.
Pertarungan perebutan kursi presiden di Florida diikuti oleh seluruh
kandidat presiden sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Gore, Bush, Nader, Buchanan,
Browne, Hagelin, dan Phillips. Di negara bagian lainnya ada yang  diikuti kurang
dari 7(tujuh) kandidat presiden. Akan tetapi perolehan dukungan suara kelima
kandidat independen ini tidak berarti. Kandidat presiden Nader hanya
memperoleh 97.419 suara  rakyat pemilih, Buchnan 17.472 suara, Browne
16.102 suara, Hagelin 2.274 suara, dan Phillips 1.378. Jika ditotal seluruhnya
hanya mencapai 134.645 suara rakyat pemilih. Namun demikian jika
dibandingkan dengan selisih suara pemilih diantara Gore dan Bush, maka
perolehan suara kandidat independen ini sangat signifikan (Tabel 5.3.1.E). Dalam
arti meskipun sepanjang sejarah Amerika pemilihan presiden selalu didominasi
dan dimenangkan oleh kandidat dari dua partai besar: Republik dan Demokrat,
sehingga kandidat presiden independen atau partai lainnya sangat-sangat  tipis
kemungkianannya bahkan mustahil dapat memenangkan pemilihan. Namun masih
saja ada pemilih yang memberikan suaranya kepada mereka. Memang
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kadangkala para kandidat independen atau dari partai lainnya dapat mengecoh
prediksi perolehan suara pemilih oleh kandidat dari dua partai besar tersebut.
Dari 538 suara elektoral yang diperebutkan di 50 negara bagian dan
Columbia sesuai jatah masing-masing (lihat Tabel:5.3.1.A), kubu Bush
memperoleh 271 suara elektoral yang diraihnya dari 30 negara bagian . Sedang
kubu Gore mengumpulkan 267 suara elektoral yang diperolehnya dari 20 negara
bagian ditambah District of Columbia (lihat Tabel:5.3.1. B, Tabel 5.3.1.D dan
Tabel 5.3.1.F).
Sebenarnya secara nasional Al Gore berhasil memenangkan lebih banyak
suara rakyat pemilih yaitu 50.996.116 suara   dibanding  George W.Bush yang
hanya meraih 50.456.169 suara. Al Gore lebih unggul dengan kelebihan 539.947
suara. Tetapi Bush dinyatakan sebagai pemenang karena memenangkan
a plurality (majority electoral votes) atau setengah ditambah satu yaitu 271 dari
538 suara elektoral, meskipun tidak memenangkan populer votes. Kemenangan
Bush dipastikan oleh hasil penghitungan suara di Florida yang menunjukkan Bush
mengungguli Gore dengan suara sangat tipis kurang dari setengah persen yaitu
hanya 930 suara (lihat Tabel:5.3.1.C).
Juga jika dibandingkan antara perolehan suara rakyat pemilih yang diraih
kandidat Presiden Independen sebesar 4 % yaitu 3.874.040 dengan selisih
perolehan suara rakyat pemilih yang dimenangkan Al Gore dan Bush yaitu hanya
sebanyak 539.947. Maka pengaruh kandidat independen cukup menentukan.
Sehingga harus diperhitungkan oleh kandidat dari dua partai besar. Meskipun
disadari kandidat independen sangat tidak mungkin memenangkan pemilihan
presiden.
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TABEL : 5.3.1.A
JUMLAH SUARA ELEKTORAL SETIAP NEGARA BAGIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Lousiana
Maine
Maryland
Massacushsetts
Michighan
Minnesota
Mississipi
Moissouri
Montana
Nabraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Islands
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washinton
West virginia
Wisconsin
Wyoming
District of Columbia
9
3
8
6
54
8
8
3
25
13
4
4
22
12
7
6
8
9
4
10
12
18
10
7
11
3
5
4
4
15
5
33
14
3
21
8
7
23
4
8
3
11
32
5
3
13
11
5
11
3
3
538
District of Columbia Bukan
negara bagian, tapi mendapat
jatah 3 suara elektoral sebagai
tempat kedudukan Pemerintah
Amerika sesuai Amandemen
XXIII Tahun 1961.
* Modifikasi dari : President Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/
2000/results/president)
NO NEGARA BAGIAN SUARA
ELEKTORAL
KETERANGAN
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TABEL : 5.3.1.B
JUMLAH SUARA ELEKTORAL YANG DIMENANGKAN
KANDIDAT PRESIDEN GEORGE W. BUSH DAN AL GORE
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA 2000
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Colorado
Florida
Georgia
Idaho
Indiana
Kansas
Kentucky
Lousiana
Mississipi
Moissouri
Montana
Nabraska
Nevada
New Hampshire
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Virginia
West Virginia
Wyoming
9
3
8
6
8
2 5
1 3
4
1 2
6
8
9
7
1 1
3
5
4
4
1 4
3
2 1
8
8
3
1 1
3 2
5
1 3
5
3
271
N O NEGARA BAGIAN SUARAELEKTORAL
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
California
Connecticut
Delaware
Hawaii
Illinois
Maine
Iowa
Maryland
Massacushsetts
Michighan
Minnesota
New Jersey
New Mexico
New York
Oregon
Peninsylvania
Rhode Islands
Vermont
Washington
Wisconsin
District of Columbia
5 4
8
3
4
2 2
4
7
1 0
1 2
1 8
1 0
1 5
5
3 3
7
2 3
4
3
1 1
1 1
3
267
N O NEGARA BAGIAN SUARAELEKTORAL
Keterangan :
District of Columbia Bukan negara bagian, tapi mendapat jatah 3 suara elektoral sebagai tempat
kedudukan Pemerintah Amerika sesuai Amandemen XXIII Tahun 1961.
* Modifikasi dari : President Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/president)
KANDIDAT GEORGE W. BUSH KANDIDAT AL GORE
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TABEL : 5.3.1.C
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARA PEMILIH
(POPULER VOTES) OLEH KANDIDAT PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2000
TABEL : 5.3.1.D
JUMLAH PEROLEHAN SUARA ELEKTORAL (ELECTORAL VOTES)
OLEH KANDIDAT PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2000
1.
2.
3.
Albert Gore
George W. Bush
Kandidat lainnya
Demokrat
Republik
Independen
50.996.116
50.456.169
3.874.040
Meraih suara
Populer
Votes.
NO NAMAKANDIDAT PARTAI
SUARA RAKYAT
PEMILIH KETERANGAN
1.
2.
3.
George W. Bush
Albert Gore
Kandidat lainnya
Republik
Demokrat
Independen
271
267
0
Pemenang Kursi
Presiden
NO NAMAKANDIDAT PARTAI
SUARA RAKYAT
PEMILIH KETERANGAN
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TABEL 5.3.1.E
PARA KANDIDAT PRESIDEN DAN PEROLEHAN SUARA DI FLORIDA
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
George W. Bush
Al Gore
Nader
Buchanan
Browne
Hegelin
Phillips
Republik
Demokrat
Green
Reformasi
Independen
Independen
Independen
2.911.872
2.910.942
97.419
17.472
16.102
2.274
1.378
49 %
49 %
2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Bush memenangkan
25 Suara Elektoral di
Florida.
No. N a m a Partai Jumlah
Suara
Prosentase Keterangan
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No Negara Bagian Nama Kandidat Partai
Per olehan
Keterangan
Suara
Pemilih Prosentase
Suara
Elektoral
TABEL 5.3.1.F
DAFTAR KANDIDAT PRESIDEN DAN PEROLEH SUARA
SETIAP NEGARA BAGIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
AMERIKA 2000
1.   Alabama      George W. Bush Republik 943,799  57% Pemenang
    Al Gore Demokrat 696,741  42%
     Nader Green 18,055  1%
      Buchanan Reformasi 6,317  0%
     Browne Independen 6,260  0%
      Phillips Independen 807  0%
     Hagelin Independen 465  0%
2.   Alaska         George W. Bush Republik 136,068  59% 3 Pemenang
     Al Gore Demokrat 64,252  28%
     Nader Green 22,789  10%
      Buchanan Reformasi 4,254  2%
     Browne Independen 2,115  1%
     Hagelin Independen 737  0%
      Phillips Independen 452  0%
3.   Arizona         George W. Bush Republik 715,112  51% 8 Pemenang
       Al Gore Demokrat 635,730  45%
     Nader Green 41,937  3%
      Buchanan Reformasi 11,478  1%
     Hagelin Independen 1,054  0%
4.   Arkansas         George W. Bush Republik 472,120  51% 6 Pemenang
       Al Gore Demokrat 420,424  45%
     Nader Green 13,275  2%
      Buchanan Reformasi 10,960  1%
     Browne Independen 7,703  1%
      Phillips Independen 1,404  0%
     Hagelin Independen 1,052  0%
5.   California         Al Gore Demokrat 5,721,195  54% 5 4 Pemenang
       George W. Bush Republik 4,437,557  42%
     Nader Green 405,722  4%
     Browne Independen 44,292  0%
      Buchanan Reformasi 43,751  0%
      Phillips Independen 16,484  0%
     Hagelin Independen 10,576  0%
6.   Colorado         George W. Bush Republik 884,047  51% 8 Pemenang
       Al Gore Demokrat 738,470  42%
     Nader Green 91,482  5%
     Browne Independen 12,803  1%
      Buchanan Independen 10,479  1%
     Hagelin Reformasi 2,242  0%
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      Phillips Independen 1,319  0%
7.    Connecticut         Al Gore Demokrat 795,861  56% 8 Pemenang
       George W. Bush Republik 545,954  39%
     Nader Green 60,644  4%
      Phillips Independen 9,596  1%
      Buchanan Reformasi 4,398  0%
     Browne Independen 3,288  0%
8.   Delaware         Al Gore Demokrat 180,638  55% 3 Pemenang
       George W. Bush Republik 137,081  42%
     Nader Green 8,288  3%
      Buchanan Reformasi 775  0%
     Browne Independen 774  0%
      Phillips Independen 207  0%
     Hagelin Independen 107  0%
9. Florida       George W. Bush Republik 2,911,872  49% 2 5 Pemenang
       Al Gore Demokrat 2,910,942  49%
     Nader Green 97,419  2%
      Buchanan Reformasi 17,472  0%
     Browne Independen 16,102  0%
     Hagelin Independen 2,274  0%
      Phillips Independen 1,378  0%
10.  Georgia         George W. Bush Republik 1,416,085  55% 1 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 1,110,755  43%
     Browne Independen 36,473  1%
      Buchanan Independen 10,921  1%
11.  Hawaii         Al Gore Demokrat 205,209  56% 4 Pemenang
       George W. Bush Republik 137,785  38%
     Nader Green 21,609  6%
     Browne Independen 1,476  0%
      Buchanan Reformasi 1,071  0%
      Phillips Independen 343  0%
     Hagelin Independen 306  0%
12.   Idaho         George W. Bush Republik 336,299  69% 4 Pemenang
       Al Gore Demokrat 138,354  28%
      Buchanan Reformasi 7,687  2%
     Browne Independen 3,489  1%
      Phillips Independen 1,488  0%
     Hagelin Independen 1,155  0%
13.   Illinois         Al Gore Demokrat 2,588,884  55% 2 2 Pemenang
       George W. Bush Republik 2,019,256  43%
     Nader Green 103,754  2%
      Buchanan Independen 16,106  0%
     Browne Independen 11,621  0%
     Hagelin Reformasi 2,127  0%
14.   Indiana         George W. Bush Republik 1,242,372  57% 1 2 Pemenang
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       Al Gore Demokrat 899,836  41%
      Buchanan Independen 17,374  1%
     Browne Independen 16,780  1%
15.   Iowa         Al Gore Demokrat 638,355  49% 7 Pemenang
       George W. Bush Republik 634,225  48%
     Nader Green 29,352  2%
      Buchanan Reformasi 5,731  1%
     Browne Independen 3,345  0%
     Hagelin Independen 2,278  0%
      Phillips Independen 613  0%
16.  Kansas         George W. Bush Republik 616,829  58% 6 Pemenang
       Al Gore Demokrat 392,867  37%
     Nader Independen 35,706  3%
      Buchanan Reformasi 7,277  1%
     Browne Independen 4,457  1%
     Hagelin Independen 1,348  0%
      Phillips Independen 1,245  0%
17.  Kentucky       George W. Bush Republik 869,946  57% 8 Pemenang
       Al Gore Demokrat 637,518  41%
     Nader Green 23,125  2%
      Buchanan Reformasi 4,181  0%
     Browne Independen 2,944  0%
     Hagelin Independen 1,538  0%
      Phillips Independen 1,415  0%
18.   Louisiana         George W. Bush Republik 924,670  53% 9 Pemenang
       Al Gore Demokrat 789,837  45%
     Nader Green 20,817  1%
      Buchanan Reformasi 14,478  1%
      Phillips Independen 5,900  0%
     Browne Independen 3,018  0%
     Hagelin Independen 1,089  0%
19.  Maine         Al Gore Demokrat 316,109  49% 4 Pemenang
       George W. Bush Republik 284,724  44%
     Nader Green 37,842  6%
      Buchanan Reformasi 4,324  1%
     Browne Independen 2,961  0%
      Phillips Independen 823  0%
20.  Maryland         Al Gore Demokrat 1,093,344  57% 1 0 Pemenang
       George W. Bush Republik 770,911  40%
     Nader Green 51,078  3%
     Browne Independen 4,992  0%
      Buchanan Reformasi 4,067  0%
      Phillips Independen 864  0%
21.  Mass.         Al Gore Demokrat 1,610,175  60% 1 2 Pemenang
       George W. Bush Republik 876,906  33%
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     Nader Green 173,758  6%
     Browne Independen 16,353  1%
      Buchanan Reformasi 11,086  0%
     Hagelin Independen 2,829  0%
22.  Michigan         Al Gore Demokrat 2,141,721  51% 8 Pemenang
       George W. Bush Republik 1,947,100  47%
     Nader Green 83,838  2%
     Browne Independen 13,814  0%
      Phillips Independen 3,575  0%
     Hagelin Independen 2,327  0%
23.  Minnesota         Al Gore Demokrat 1,168,190  48% 1 0 Pemenang
       George W. Bush Republik 1,110,290  46%
     Nader Green 126,586  5%
      Buchanan Reformasi 22,268  1%
     Browne Independen 5,397  0%
      Phillips Independen 3,272  0%
     Hagelin Independen 2,294  0%
24.  Mississippi         George W. Bush Republik 549,426  57% 7 Pemenang
       Al Gore Demokrat 400,845  42%
     Nader Independen 7,899  1%
      Phillips Independen 3,086  0%
      Buchanan Reformasi 2,237  0%
     Browne Independen 2,117  0%
     Hagelin Independen 437  0%
25.Missouri       George W. Bush Republik 1,189,521  51% 1 1 Pemenang
       Al Gore Demokrat 1,110,826  47%
     Nader Green 38,488  2%
      Buchanan Reformasi 9,806  0%
     Browne Independen 7,432  0%
      Phillips Independen 1,959  0%
     Hagelin Independen 1,110  0%
26.   Montana         George W. Bush Republik 239,755  58% 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 137,264  34%
     Nader Green 24,487  6%
      Buchanan Reformasi 5,735  1%
     Browne Independen 1,723  1%
      Phillips Independen 1,155  0%
     Hagelin Independen 679  0%
27.  Nebraska         George W. Bush Republik 408,719  63% 5 Pemenang
       Al Gore Demokrat 215,616  33%
     Nader Green 22,975  3%
      Buchanan Independen 3,431  1%
     Browne Independen 2,102  0%
     Hagelin Independen 448  0%
      Phillips Independen 441  0%
28.  Nevada         George W. Bush Republik 301,539  49% 4 Pemenang
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       Al Gore Demokrat 279,949  46%
     Nader Green 15,004  2%
      Buchanan Independen 4,747  1%
       None Of
     These 3,315  1%
     Browne Independen 3,309  1%
      Phillips Independen 621  0%
     Hagelin Independen 415  0%
29.  New Hamp.         George W. Bush Republik 273,135  48% 4 Pemenang
       Al Gore Demokrat 265,853  47%
     Nader Green 22,156  4%
     Browne Independen 2,723  1%
      Buchanan Independen 2,603  0%
      Phillips Independen 326  0%
30.  New Jersey         Al Gore Demokrat 1,747,445  56% 1 5 Pemenang
       George W. Bush Republik 1,253,791  41%
     Nader Independen 92,184  3%
      Buchanan Independen 6,919  0%
     Browne Independen 6,890  0%
     Hagelin Independen 2,273  0%
      Phillips Independen 1,219  0%
31.  New Mexico         Al Gore Demokrat 286,783  48% 5 Pemenang
       George W. Bush Republik 286,417  48%
     Nader Green 21,251  4%
     Browne Independen 2,058  0%
      Buchanan Reformasi 1,392  0%
     Hagelin Independen 361  0%
      Phillips Independen 343  0%
32.  New York         Al Gore Demokrat 3,767,609  60% 3 3 Pemenang
       George W. Bush Republik 2,235,776  35%
     Nader Green 223,547  4%
      Buchanan Independen 33,356  1%
     Hagelin Independen 30,729  0%
     Browne Independen 7,504  0%
      Phillips Independen 2,680  0%
33.  North Carolina       George W. Bush Republik 1,607,238  56% 1 4 Pemenang
       Al Gore Demokrat 1,236,721  43%
     Browne Independen 12,284  1%
      Buchanan Reformasi 8,971  0%
34.  North Dakota         George W. Bush Republik 175,572  61% 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 96,098  33%
     Nader Independen 9,530  3%
      Buchanan Reformasi 7,330  3%
     Browne Independen 672  0%
      Phillips Independen 372  0%
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     Hagelin Independen 301  0%
35.  Ohio         George W. Bush Republik 2,294,167  50% 2 1 Pemenang
       Al Gore Demokrat 2,117,741  46%
     Nader Independen 114,482  3%
      Buchanan Independen 25,980  1%
     Browne Independen 12,953  0%
      Phillips Independen 3,829  0%
     Hagelin Independen 809  0%
36.  Oklahoma         George W. Bush Republik 744,335  60% 8 Pemenang
       Al Gore Demokrat 474,326  38%
      Buchanan Reformasi 9,014  1%
     Browne Independen 6,602  1%
37.  Oregon         Al Gore Demokrat 719,165  47% 7 Pemenang
       George W. Bush Republik 712,705  47%
     Nader Green 77,186  5%
     Browne Independen 7,432  1%
      Buchanan Independen 7,043  0%
     Hagelin Reformasi 2,575  0%
      Phillips Independen 2,186  0%
38.   Pennsylvania         Al Gore Demokrat 2,465,412  51% 2 3 Pemenang
       George W. Bush Republik 2,264,309  47%
     Nader Green 102,453  2%
      Buchanan Reformasi 16,879  0%
      Phillips Independen 15,252  0%
     Browne Independen 11,664  0%
39.   Rhode  Island         Al Gore Demokrat 254,500  61% 4 Pemenang
       George W. Bush Republik 132,535  32%
     Nader Independen 24,194  6%
      Buchanan Reformasi 2,256  1%
     Browne Independen 707  0%
     Hagelin Independen 279  0%
      Phillips Independen 91  0%
40.  South Carolina         George W. Bush Republik 804,826  57% 8 Pemenang
       Al Gore Demokrat 578,143  41%
     Nader Independen 21,008  2%
     Browne Independen 5,138  0%
      Buchanan Reformasi 3,540  0%
      Phillips Independen 1,828  0%
     Hagelin Independen 947  0%
41.South Dakota       George W. Bush Republik 190,515  60% 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 118,750  38%
      Buchanan Reformasi 3,314  1%
      Phillips Independen 1,780  1%
     Browne Independen 1,664  0%
42.  Tennessee         George W. Bush Republik 1,056,480  51% 1 1 Pemenang
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       Al Gore Demokrat 977,789  48%
     Nader Green 19,694  1%
     Browne Independen 4,256  0%
      Buchanan Reformasi 4,218  0%
      Phillips Independen 993  0%
     Hagelin Independen 705  0%
43.  Texas         George W. Bush Republik 3,796,850  59% 3 2 Pemenang
       Al Gore Demokrat 2,429,329  38%
     Nader Green 137,716  2%
     Browne Independen 23,166  1%
      Buchanan Independen 12,426  0%
44.  Utah         George W. Bush Republik 512,168  67% 5 Pemenang
       Al Gore Demokrat 201,734  26%
     Nader Green 35,661  5%
      Buchanan Reformasi 9,277  1%
     Browne Independen 3,603  1%
      Phillips Independen 2,643  0%
     Hagelin Independen 759  0%
45.  Vermont         Al Gore Demokrat 148,166  51% 3 Pemenang
       George W. Bush Republik 119,273  41%
     Nader Green 19,810  7%
      Buchanan Reformasi 2,182  1%
     Browne Independen 728  0%
     Hagelin Independen 210  0%
      Phillips Independen 190  0%
46.  Virginia         George W. Bush Republik 1,431,654  52% 1 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 1,221,094  45%
     Nader Green 59,270  2%
     Browne Independen 15,085  1%
      Buchanan Reformasi 5,592  0%
      Phillips Independen 1,823  0%
47.  Washington         Al Gore Demokrat 1,240,302  50% 1 1 Pemenang
       George W. Bush Republik 1,101,621  45%
     Nader Green 101,906  4%
     Browne Independen 13,009  1%
      Buchanan Independen 7,117  0%
     Hagelin Independen 2,898  0%
      Phillips Independen 1,956  0%
48.  Wash., D.C.         Al Gore Demokrat 162,004  86% 5 Pemenang
       George W. Bush Republik 17,020  9%
     Nader Green 9,925  5%
     Browne Independen 641  0%
49.  West Virginia         George W. Bush Republik 329,708  52% 1 1 Pemenang
       Al Gore Demokrat 291,088  46%
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     Nader Green 10,440  2%
      Buchanan Reformasi 3,101  0%
     Browne Independen 1,905  0%
     Hagelin Independen 375  0%
50.  Wisconsin         Al Gore Demokrat 1,240,431  48% 3 Pemenang
       George W. Bush Republik 1,235,035  48%
     Nader Green 93,553  4%
      Buchanan Reformasi 11,379  0%
     Browne Independen 6,599  0%
      Phillips Independen 2,036  0%
     Hagelin Independen 848  0%
51.  Wyoming         George W. Bush Republik 147,674  69% 3 Pemenang
       Al Gore Demokrat 60,421  28%
      Buchanan Reformasi 2,724  1%
     Browne Independen 1,456  1%
      Phillips Independen 724  1%
     Hagelin Independen 427  0%
* Modifikasi dari : President Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/president)
5.3.2. Pemilihan Senator
Bahwa masa  jabatan setiap anggota Senat (Senator) adalah enam tahun
dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Tetapi masa jabatan tersebut tidak berakhir
secara serentak, melainkan hanya sepertiga dari 100 anggota Senat di Kongres
yang dipilih setiap dua tahun pemilihan. Dalam pemilihan umum tahun 2000
dilakukan pemilihan untuk 34 anggota Senat (Senator) yang telah berakhir masa
jabatan enam tahunnya. Ke-34 Senator yang berakhir masa jabatannya tersebut
berasal dari 34 negara bagian yang terdiri: 19 dari Partai Republik dan 15 dari
Partai Demokrat. Sehingga dalam pemilihan umum kali ini pemilihan Senator
dilakukan hanya di 34 negara bagian tersebut. Kandidat Senator yang mengikuti
pemilihan seluruhnya sebanyak 75 Orang. Partai Republik mengajukan 34
Kandidat, Partai Demokrat 33 Kandidat, dan Kandidat Independen 8 Kandidat
(terdata). Mereka memperebutkan 34 kursi yang tersebar di 34 negara bagian.
Tetapi dari 75 kandidat, terdapat 29 orang kandidat yang sedang menjabat
keanggotaan Senat (incumbent). Kandidat sedang menjabat (incumbent) dari
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Partai Republik sebanyak 18 orang, dan  Partai Demokrat sebanyak 11 orang.
Tidak terdapat kandidat sedang menjabat (Incumbent) dari Independen karena
semua keanggotaan Senat dibagi habis oleh dua Partai Besar: Republik dan
Demokrat. Dari 34 kursi Senat yang diperebutkan, 23 kursi direbut kembali
oleh kandidat sedang menjabat (Incumbent), yaitu 13 kursi di rebut kandidat
dari Partai Republik, dan 10 kursi yang diperoleh kandidat dari Partai Demokrat.
Sedang dari 8 kandidat Independen yang mengikuti pemilihan, tidak satupun
yang terpilih.  Hanya 6 kandidat  Senator sedang menjabat (incumbent) yang
mengalami kekalahan, yaitu 5 orang dari Partai Republik dan seorang dari Partai
Demokrat. Jadi jika dihitung jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 34 buah
dikurangi 23 kursi yang direbut kembali kandidat sedang menjabat (incumbent),
maka hanya terdapat 11 orang Senator yang baru atau tidak sedang menjabat
keanggotaan Senat saat pemilihan. Dari 11 Senator ini 7 diantaranya adalah
pemenang Pick-Up yang terdiri: 2 dari Partai Republik dan 5 dari Partai
Demokrat.
Dengan demikian hasil pemilihan umum Amerika 2000 bagi pemilihan
34 anggota Senat  adalah Partai Republik memenangkan:15 kursi, dan Partai
Demokrat:19 kursi. Sedang kandidat Independen tidak memenangkan sebuah
kursipun (lihat Tabel:5.3.2.A). Jika dibandingkan dengan keanggotaan Senat
yang berakhir masa jabatan enam tahunnya dalam pemilihan ini yaitu 34 orang
yang terdiri: 19 dari Partai Republik dan 15 dari Partai Demokrat, maka hasil
pemilihan Amerika tahun 2000 ini menunjukkan Partai Republik kehilangan 4
kursi karena hanya memenangkan kembali 15 kursi dari 19 kursi senat yang
dipertaruhkannya kembali. Sedang Partai Demokrat mengalami penambahan 4
kursi karena mampu memenangkan 19 kursi dari hanya mempertaruhkan kembali
15 kursi senatornya.
Selanjutnya, komposisi keanggotaan di Senat menjadi berimbang, yaitu:
50 kursi untuk Partai Republik dan 50 kursi lainnya bagi Partai Demokrat.  Hasil
pemilihan anggota Senat sebelum pemilihan tahun 2000 memperlihatkan
komposisi keseluruhan, bahwa Partai Republik memiliki 54 kursi. Tetapi karena
hanya memenangkan 15 kursi sehingga kehilangan 4 kursi dalam pemilihan tahun
2000 ini maka berkurang menjadi 50 kursi (54 kursi – 4 kursi = 50 kursi).
Sedang Partai Demokrat hanya mempunyai 46 kursi. Tetapi karena mendapat
keuntungan 4 kursi dari 19 kursi yang dimenangkannya maka sekarang memiliki
penambahan 4 kursi menjadi 50 kursi (46 kursi + 4 kursi = 50 kursi).
Sementara itu salah satu dari 34 negara bagian yang mengadakan
pemilihan anggota senat yang telah berakhir masa jabatan 6(enam) tahunnya
adalah negara bagian Florida.  Terdapat 3 (tiga) orang kandidat yang bersaing.
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Masing-masing satu kandidat dari partai Republik, Demokrat, dan Independen.
Ketiganya bukan kandidat sedang menjabat (incumbent),sehingga persaingan
cukup seru. Ternyata kandidat dari partai Demokrat yang memenangkan
pertarungan dengan perolehan dukungan 2.987.644 suara rakyat pemilih,
mengalahkan kandidat Republik yang memperoleh 2.703.608 suara rakyat
pemilih. Sedang kandidat Independen hanya memperoleh 17.270 suara (Lihat
Tabel 5.3.2.B). Memang agak ironis bagi partai Republik karena meskipun
memenangkan kursi presiden, tapi rakyat pemilih lebih memilih kandidat partai
Demokrat untuk jabatan Senator daripada kandidat Republik.
Komposisi hasil pemilihan anggota senat (senator) diatas juga
menggambarkan betapa kuatnya kandidat yang sedang menjabat (incumbent)
untuk dapat dikalahkan oleh pesaingnya. Selain itu betapa kuatnya hubungan
antara kandidat  sedang menjabat (incumbent) dengan rakyat pemilih di negara
bagian asalnya (konstituennya). Hal ini juga menggambarkan kemampuan dan
profesionalisme kandidat Incumbent saat mendapat kesempatan memegang
jabatannya. Selain itu kandidat presiden tidak memberikan pengaruh yang
signifikan bagi kandidat partainya yang sedang menjabat (incumbent) untuk
memenangkan kursi Senator. Sifat incumbent (sedang menjabat) lebih
menentukan dalam memenangkan kursi Senator ketimbang pengaruh kuat dari
kandidat presiden partainya. Sehingga partai yang memenangkan kursi Presiden
belum tentu dapat mempertahankan kemenangan sebelumnya di Senat, meskipun
sebenarnya pencalonan seseorang sebagai kandidat presiden dimaksudkan juga
untuk dapat memperkuat kemenangan yang lebih banyak di Senat dan DPR
(Kongres). Dalam pemilihan umum Amerika 2000 ini, meskipun Partai Republik
memenangkan Jabatan Presiden bagi George W. Bush, tidak menjaminnya dapat
mempertahankan kemenangan Partai Republik sebelumnya di Senat. Justru Partai
Republik kehilangan 4 kursi, yang menyebabkan Partai Demokrat yang kalah
dalam pemilihan Presiden ketambahan 4 kursi Senator.
Hal yang sama berlaku juga dalam pemilihan Gubernur. Dari 11 jabatan
Gubernur yang diperebutkan 8 dimenangkan oleh Partai Demokrat, sisanya
sebanyak 3 diraih Partai Republik (lihat Tabel 5.3.2.C).
Jadi semakin memperkuat, bahwa  sesungguhnya pertarungan lebih
berpusat pada individu kandidat, yaitu pada potensi atau kemampuan lebih dari
setiap kandidat, bukan pada kekuatan partai. Tetapi partai berperan strategis
menjaring dan menyeleksi kandidat terbaik untuk memenangkan pemilihan.
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TABEL : 5.3.2.A
DAFTAR NEGARA BAGIAN DAN KANDIDAT SENATOR
DALAM PEMILIHAN UMUM AMERIKA 2000
No Negara Bagian Nama Kandidat Partai Keterangan
1. ARIZONA Kyl (Incumb.) Republik Pemenang
Toel Independen
Hansen Independen
Hess Independen
2. CALIFORNIA Feinstein (Incumb.) Demokrat Pemenang
Campbell Republik
3. CONNECTICUT Lieberman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Giordano Republik
4. DELAWARE Carper (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Roth (Incumb.) Republik
5. FLORIDA Nelson (Pick-Up) Demokrat Pemenang
McCollum Republik
Logan Independen
6. GEORGIA Miller (Incumb.) Demokrat Pemenang
Mattingly Republik
Others Independen
7. HAWAII Akaka (Incumb.) Demokrat Pemenang
Carroll Republik
8. INDIANA Lugar (Incumb.) Republik Pemenang
Johnson Demokrat
9. MAINE Snowe (Incumb.) Republik Pemenang
Lawrence Demokrat
10. MARYLAND Sarbanes (Incumb.) Demokrat Pemenang
Rappaport Republik
11. MASS. Kennedy (Incumb.) Demokrat Pemenang
Robinson Republik
Howell Independen
12. MICHIGAN Stabenow (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Abraham (Incumb.) Republik
13. MINNESOTA Dayton (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Grams (Incumb.) Republik
Gibson Independen
14. MISSISSIPPI Lott (Incumb.) Republik Pemenang
Brown Demokrat
15. MISSOURI Carnahan (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Ashcroft (Incumb.) Republik
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No Negara Bagian Nama Kandidat Partai Keterangan
16. MONTANA Burns (Incumb.) Republik Pemenang
Schweitzer Demokrat
17. NEBRASKA Nelson Demokrat Pemenang
Stenberg Republik
18. NEVADA Ensign (Pick-Up) Republik Pemenang
Bernstein Demokrat
19. NEW JERSEY Corzine Demokrat Pemenang
Franks Republik
20. NEW MEXICO Bingaman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Redmond Republik
21. NEW YORK Clinton Demokrat Pemenang
Lazio Republik
22. NORT DAKOTA Conrad (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sand Republik
23. OHIO DeWine (Incumb.) Republik Pemenang
Celeste Demokrat
24. PENNSYLVANIA Santorum (Incumb.) Republik Pemenang
Klink Demokrat
25. RHODE ISLAND Chafee (Incumb.) Republik Pemenang
Weygand Demokrat
26. TENNESSEE Frist (Incumb.) Republik Pemenang
Clark Demokrat
27. TEXAS Hutchison (Incumb.) Republik Pemenang
Kelly Demokrat
28. UTAH Hatch (Incumb.) Republik Pemenang
Howell Demokrat
29. VERMONT Jeffords (Incumb.) Republik Pemenang
Flanagan Demokrat
Hubbard Independen
30. VIRGINIA Allen (Pick-Up) Republik Pemenang
Robb (Incumb.) Demokrat
31. WASHINGTON Cantwell Demokrat Pemenang
Gorton (Incumb.) Republik
32. WEST VIRGINIA Byrd (Incumb.) Demokrat Pemenang
Galleher Republik
33. WISCONSIN Kohl (Incumb.) Demokrat Pemenang
Gillespie Republik
34. WYOMING Thomas (Incumb.) Republik Pemenang
Logan Demokrat
* Modifikasi dari : Senate Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/senate)
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TABEL 5.3.2.B
PARA KANDIDAT SENAT DAN PEROLEHAN SUARA DI FLORIDA
DALAM PEMILIHAN UMUM AMERIKA 2000
No. N a m a Partai Jumlah
Suara Prosentasi Keterangan
1. Nelson Demokrat 2.987.644 52 % Nelson memenangkan
Kursi Senator
2. Mc. Collum Republik 2.703.608 47 %
3. Logan Independen 17.270 1 %
* Modifikasi dari : Senate Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/senate)
TABEL 5.3.2.C
PEROLEHAN KURSI GUBERNUR PARTAI DEMOKRAT & REPUBLIK
DALAM PEMILIHAN UMUM AMERIKA 2000
Partai Demokrat Partai Republik
No. N a m a Negara Bagian No. N a m a Negara Bagian
1. Minner Delaware 1 Martz Montana
2. O’Bannon
(incumb) Indiana 2 Hoeven North Dakota
3. Holden Missouri 3 Leavitt
(incumb) Utah
4. Shaheen
(incumb) New Hamphire
5. Easley North Carolina
6. Dean
(incumb) Vermont
7. Locke
(incumb) Washington
8. Wise West Virginia
Keterangan :
Incumbent (Incumb.) : Orang yang sedang menjabat jabatan/kursi yang diperebutkan.
* Modifikasi dari : Governor Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/governor)
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5.3.3. Pemilihan DPR (The  House of Representative)
Sebagaimana diketahui masa jabatan anggota DPR (the House of
Representative) adalah dua tahun dan berakhir secara serentak seluruhnya  secara
bersama-sama. Setelah itu dapat lagi mengikuti pemilihan. Oleh karena itu setiap
dua tahun diadakan pemilihan untuk seluruh anggota DPR.  Demikianpun dalam
pemilihan umum tahun 2000 dilakukan pemilihan untuk seluruh anggota DPR
yang berjumlah 435 orang.  Dalam pemilihan kali ini kandidat yang mengikuti
pemilihan seluruhnya  sebanyak 835 Orang (lihat Tabel:5.3.3.A). Partai Republik
mengajukan 402  Kandidat, Partai Demokrat 405 Kandidat, dan Kandidat
Independen 28 orang. Mereka memperebutkan 435 kursi diseluruh distrik di
negara-negara bagian. Tetapi dari 835 kandidat, terdapat 401 orang kandidat
yang sedang menjabat keanggotaan DPR (incumbent) (Lihat Tabel 5.3.3.B).
Kandidat sedang menjabat (incumbent) dari Partai Republik sebanyak 196
orang, Partai Demokrat sebanyak 201, dan Kandidat Independen sebanyak 2
orang. Dari 435 kursi DPR yang diperebutkan, 393 kursi direbut kembali oleh
kandidat sedang menjabat (Incumbent), yaitu 192 kursi di rebut kembali kandidat
dari Partai Republik, 199 kursi yang diperoleh kandidat dari Partai Demokrat,
dan kandidat Independen memenangkan 2 kursi.  Hanya 8 kandidat sedang
menjabat (incumbent) yang mengalami kekalahan, yaitu 4 orang dari Partai
Republik, 2 orang dari Partai Demokrat, dan 2 orang dari kandidat Independen.
Jadi jika dihitung jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 453 buah dikurangi
393 kursi yang direbut kandidat sedang menjabat (incumbent), maka hanya
terdapat 42 orang anggota DPR yang baru atau tidak sedang menjabat
keanggotaan DPR saat pemilihan, diantaranya terdapat 18 pemenang (Pick-
Up) yang terdiri dari 8 dari Partai Republik dan 10 dari Partai Demokrat. Selain
itu terdapat pula 56 kandidat tunggal yang kesemuanya merupakan kandidat
sedang menjabat (incumbent), yaitu 30 orang dari Republik dan 26 orang dari
Demokrat.
Dengan demikian komposisi akhir dari 453 orang hasil pemilihan umum
Amerika 2000 bagi DPR (the House of Representative), adalah Partai Republik
: 221, Partai Demokrat: 212, dan Independen: 2. Jika dibandingkan dengan
hasil pemilihan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1998 dimana Partai Republik
mendapat 223 kursi, Partai Demokrat  210 Kursi  dan Independen 2 Kursi,
maka nampak Partai Republik kehilangan 2 kursi yang menguntungkan Partai
Demokrat mendapat penambahan 2 kursi. Sedang Independen tetap menduduki
2 kursi.
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Sementara itu khusus di negara bagian Florida diperebutkan 23 kursi
DPR di 23 distrik (Lihat Tabel 5.3.3.B No.9) Kandidat yang mengikuti
pertarungan sebanyak 36 orang yang terdiri dari Partai Republik sebanyak 20
orang dan Partai Demokrat 16 orang. Tidak seorangpun kandidat independen
atau partai yang lainnya mengikutinya. Justru terdapat 10 kandidat tunggal di 10
distrik  Diantaranya terdapat 7 (tujuh) kandidat dari Partai Republik dan sisanya
3 (tiga) orang dari partai Demokrat. Kesemuanya merupakan kandidat yang
sedang menjabat (Incumbent). Semua kandidat incumbent sebanyak 20 orang
memenangkan pemilihan dan sisanya sebanyak 3 orang diperebutkan dan
dimenangkan diantara kandidat yang baru atau bukan incumbent. Selain itu
diselenggarakan juga pemilihan 11 Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya.
Dari 11 Gubernur tersebut, 8 dimenangkan oleh Partai Demokrat dan hanya 3
yang direbut Partai Republik. Ada 5 Kandidat sedang menjabat (Incumbent),
diantaranya 4 dari Demokrat dan 1 dari Republik. Kelima kandidat gubernur
yang sedang menjabat jabatan gubernur tersebut terpilih kembali (Lihat Tabel
5.3.2.C). Komposisi hasil pemilihan anggota DPR (the House of Representa-
tive) baik ditingkat nasional maupun negara bagian Florida diatas menggambarkan
betapa kuatnya kandidat yang sedang menjabat (incumbent) untuk dapat
dikalahkan oleh pesaingnya. Selain itu betapa kuatnya hubungan antara kandidat
sedang menjabat (incumbent) dengan rakyat pemilih di distriknya (konstituennya).
Hal ini juga menggambarkan kemampuan dan profesionalisme kandidat Incum-
bent saat mendapat kesempatan memegang jabatannya. Selain itu kandidat
presiden tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi kandidat partainya
yang sedang menjabat (incumbent) untuk memenangkan kursi DPR. Sifat
incumbent (sedang menjabat) lebih menentukan dalam memenangkan kursi DPR
ketimbang pengaruh kuat dari kandidat presiden partainya. Sehingga partai yang
memenangkan kursi Presiden belum tentu dapat mempertahankan kemenangan
sebelumnya di DPR, meskipun sebenarnya pencalonan seseorang sebagai
kandidat presiden dimaksudkan juga untuk dapat memperkuat kemenangan di
DPR lebih banyak. Dalam pemilihan umum Amerika 2000 ini, meskipun Partai
Republik memenangkan Jabatan Presiden bagi George W. Bush, tidak
menjaminnya dapat mempertahankan kemenangan Partai Republik sebelumnya
di DPR. Justru Partai Republik kehilangan 2 kursi, yang menyebabkan Partai
Demokrat yang kalah dalam pemilihan Presiden ketambahan 2 kursi DPR.
Jadi sesungguhnya pertarungan lebih berpusat pada individu kandidat,
yaitu pada potensi atau kemampuan lebih dari setiap kandidat, bukan pada
kekuatan partai. Tetapi partai berperan strategis menjaring dan menyeleksi
kandidat terbaik untuk memenangkan pemilihan
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TABEL : 5.3.3.A
JUMLAH KANDIDAT PESERTA PEMILIHAN DPR-AS 2000
No. Negara Bagian
Republik Demokrat Independen
J umlah
Distrik
Partai Asal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Lousiana
Maine
Maryland
Massacushsetts
Michighan
Minnesota
Mississipi
Moissouri
Montana
Nabraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Islands
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
6
1
6
4
50
6
6
1
20
11
2
2
17
10
5
4
6
5
2
8
5
16
8
5
9
1
3
2
2
13
3
30
12
1
18
6
5
19
2
6
1
8
24
3
1
8
8
1
9
1
402
6
1
6
3
50
6
6
1
16
11
2
2
20
10
5
3
6
7
2
8
10
16
8
5
9
1
3
2
2
13
3
30
10
1
19
5
5
19
2
5
1
7
27
3
1
10
9
3
9
1
405
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
1
11
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
-
1
1
-
-
-
-
28
7
1
6
4
52
6
6
1
23
11
2
2
20
10
5
4
6
7
2
8
10
16
8
5
9
1
3
2
2
13
3
30
12
2
19
6
5
21
2
6
1
9
30
3
1
11
9
3
9
1
435 distrik
Kandidat DPR Peserta Pemilu 2000 : Republik = 402 orang
Demokrat = 405 orang
Independen = 28 orang
Total = 835 orang
Terpilih = 435 orang
Tersisih = 400 orang
* Modifikasi dari : House Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/house)
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TABEL 5.3.3.B
DAFTAR DISTRIK DAN KANDIDAT DPR SETIAP NEGARA BAGIAN
DALAM PEMILIHAN UMUM AMERIKA 2000
No Negara Bagian Distrik Nama Kandidat Partai Keterangan
1. ALABAMA 01 Callahan (Incumb.) Republik Pemenang
02 Everett (Incumb.) Republik Pemenang
Woods Demokrat
03 Riley (Incumb.) Republik Pemenang
04 Aderholt (Incumb.) Republik Pemenang
Folsom Demokrat
05 Cramer (Incumb.) Demokrat Pemenang
06 Bachus (Incumb.) Republik Pemenang
07 Hilliard (Incumb.) Demokrat Pemenang
Martin Republik
2. ALASKA 01 Young (Incumb.) Republik Pemenang
Greene Demokrat
3. ARIZONA 01 Flake Republik Pemenang
Mendoza Demokrat
02 Pastor (Incumb.) Demokrat Pemenang
Barenholtsz Republik
03 Stump (Incumb.) Republik Pemenang
Scharer Demokrat
04 Shadegg (Incumb.) Republik Pemenang
Jankowski Demokrat
05 Kolbe (Incumb.) Republik Pemenang
Cunningham Demokrat
06 Hayworth (Incumb.) Republik Pemenang
Nelson Demokrat
4. ARKANSAS 01 Berry (Incumb.) Demokrat Pemenang
Myshka Republik
02 Snyder (Incumb.) Demokrat Pemenang
Thomas Republik
03 Hutchinson (Incumb.) Republik Pemenang
Ross (Pick-Up) Demokrat Pemenang
04 Dickey (Incumb.) Republik
5. CALIFORNIA 01 Thompson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Chase Republik
02 Herger (Incumb.) Republik Pemenang
Morgan Demokrat
03 Ose (Incumb.) Republik Pemenang
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No Negara Bagian Distrik Nama Kandidat Partai Keterangan
Kent Demokrat
04 Doolittle (Incumb.) Republik Pemenang
Norberg Demokrat
05 Matsui (Incumb.) Demokrat Pemenang
Payne Republik
06 Woolsey (Incumb.) Demokrat Pemenang
McAuliffe Republik
07 Miller (Incumb.) Demokrat Pemenang
Hoffman Republik
08 Pelosi (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sparks Republik
09 Lee (Incumb.) Demokrat Pemenang
Washington Republik
10 Tauscher (Incumb.) Demokrat Pemenang
Hutchison Republik
11 Pombo (Incumb.) Republik Pemenang
Santos Demokrat
12 Lantos (Incumb.) Demokrat Pemenang
Garza Republik
13 Stark (Incumb.) Demokrat Pemenang
Goetz Republik
14 Eshoo (Incumb.) Demokrat Pemenang
Quraishi Republik
15 Honda (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Cunneen Republik
16 Lofgren (Incumb.) Demokrat Pemenang
Thayn Republik
17 Farr (Incumb.) Demokrat Pemenang
Engler Republik
18 Condit (Incumb.) Demokrat Pemenang
Wilson Republik
19 Radanovich (Incumb.) Republik Pemenang
Rosenberg Demokrat
20 Dooley (Incumb.) Demokrat Pemenang
Rodriguez Republik
21 Thomas (Incumb.) Republik Pemenang
Martinez Demokrat
22 Capps (Incumb.) Demokrat Pemenang
Stoker Republik
23 Gallegly (Incumb.) Republik Pemenang
Case Demokrat
24 Sherman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Doyle Republik
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25 McKeon (Incumb.) Republik Pemenang
Gold Demokrat
26 Berman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Schiff (Pick-Up) Demokrat Pemenang
27 Rogan (Incumb.) Republik
Dreier (Incumb.) Republik Pemenang
28 Nelson Demokrat
Waxman (Incumb.) Demokrat Pemenang
29 Scileppi Republik
Becerra (Incumb.) Demokrat Pemenang
30 Goss Republik
31 Solis (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Lieberg-Wong Independen
McGuire Independen
32 Dixon (Incumb.) Demokrat Pemenang
Williamson Republik
33 Roybal-Allard
(Incumb.) Demokrat Pemenang
Miller Republik
34 Napolitano (Incumb.) Demokrat Pemenang
Canales Republik
35 Waters (Incumb.) Demokrat Pemenang
McGill Republik
36 Harman (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Kuykendall (Incumb.) Republik
37 Millender-McDonald Demokrat Pemenang
Van Republik
38 Horn (Incumb.) Republik Pemenang
Schipske Demokrat
39 Royce (Incumb.) Republik Pemenang
Kanel Demokrat
40 Lewis (Incumb.) Republik Pemenang
41 Miller (Incumb.) Republik Pemenang
Favila Demokrat
42 Baca (Incumb.) Demokrat Pemenang
Pirozzi Republik
43 Calvert (Incumb.) Republik Pemenang
44 Bono (Incumb.) Republik Pemenang
Oden Demokrat
45 Rohrabacher (Incumb.) Republik Pemenang
Crisell Demokrat
46 Sanchez (Incumb.) Demokrat Pemenang
Tuchman Republik
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47 Cox (Incumb.) Republik Pemenang
Graham Demokrat
48 Issa Republik Pemenang
Kouvelis Demokrat
49 Davis (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Bilbray (Incumb.) Republik
50 Filner (Incumb.) Demokrat Pemenang
Divine Republik
51 Cunningham (Incumb.) Republik Pemenang
Barraza Demokrat
52 Hunter (Incumb.) Republik Pemenang
Barkacs Demokrat
6. COLORADO 01 DeGette (Incumb.) Demokrat Pemenang
Thomas Republik
02 Udall (Incumb.) Demokrat Pemenang
Cox Republik
03 McInnis (Incumb.) Republik Pemenang
Imrie Demokrat
04 Schaffer (Incumb.) Republik Pemenang
05 Hefley (Incumb.) Republik Pemenang
06 Tancredo (Incumb.) Republik Pemenang
Toltz Demokrat
7. Connecticut 01 Larson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Backlund Republik
02 Simmons (Pick-Up) Republik Pemenang
Gejdenson (Incumb.) Demokrat
03 DeLauro (Incumb.) Demokrat Pemenang
Gold Republik
04 Shays (Incumb.) Republik Pemenang
Sanchez Demokrat
05 Maloney (Incumb.) Demokrat Pemenang
Nielsen Republik
06 Johnson (Incumb.) Republik Pemenang
Valenti Demokrat
8. DELAWARE 01 Castle (Incumb.) Republik Pemenang
Miller Demokrat
9. FLORIDA 01 Scarborough (Incumb.) Republik Pemenang
02 Boyd (Incumb.) Demokrat Pemenang
Dodd Republik
03 Brown (Incumb.) Demokrat Pemenang
Carroll Republik
04 Crenshaw (Incumb.) Republik Pemenang
Sullivan Demokrat
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05 Thurman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Enwall Republik
06 Stearns (Incumb.) Republik Pemenang
07 Mica (Incumb.) Republik Pemenang
Vaughen Demokrat
08 Keller (Incumb.) Republik Pemenang
Chapin Demokrat
09 Bilirakis (Incumb.) Republik Pemenang
10 Young (Incumb.) Republik Pemenang
11 Davis (Incumb.) Demokrat Pemenang
12 Putnam (Incumb.) Republik Pemenang
Stedem Demokrat
13 Miller (Incumb.) Republik Pemenang
Dunn Demokrat
14 Goss (Incumb.) Republik Pemenang
15 Weldon (Incumb.) Republik Pemenang
Kurth Demokrat
16 Foley (Incumb.) Republik Pemenang
Brown Demokrat
17 Meek (Incumb.) Demokrat Pemenang
18 Ros-Lehtinen (Incumb.)Republik Pemenang
19 Wexler (Incumb.) Demokrat Pemenang
Thompson Republik
20 Deutsch (Incumb.) Demokrat Pemenang
21 Diaz-Balart (Incumb.) Republik Pemenang
22 Shaw (Incumb.) Republik Pemenang
Bloom Demokrat
23 Hastings (Incumb.) Demokrat Pemenang
Lambert Republik
10. GEORGIA 01 Kingston (Incumb.) Republik Pemenang
Griggs Demokrat
02 Bishop (Incumb.) Demokrat Pemenang
Glenn Republik
03 Collins (Incumb.) Republik Pemenang
Notti Demokrat
04 McKinney (Incumb.) Demokrat Pemenang
Warren Republik
05 Lewis (Incumb.) Demokrat Pemenang
Schwab Republik
06 Isakson (Incumb.) Republik Pemenang
Dehart Demokrat
07 Barr (Incumb.) Republik Pemenang
Khan Demokrat
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08 Chambliss (Incumb.) Republik Pemenang
Marshall Demokrat
09 Deal (Incumb.) Republik Pemenang
Harrington Demokrat
10 Norwood (Incumb.) Republik Pemenang
Freeman Demokrat
11 Linder (Incumb.) Republik Pemenang
11. HAWAII 01 Abercrombie (Incumb.) Demokrat Pemenang
Meyers Republik
02 Mink (Incumb.) Demokrat Pemenang
Francis Republik
12 IDAHO 01 Otter Republik Pemenang
Pall Demokrat
02 Simpson (Incumb.) Republik Pemenang
Williams Demokrat
13. ILLINOIS 01 Rush (Incumb.) Demokrat Pemenang
Wardingley Republik
02 Jackson, Jr. (Incumb.) Demokrat Pemenang
Gordon Republik
03 Lipinski (Incumb.) Demokrat Pemenang
Groth Republik
04 Gutierrez (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sailor Independen
05 Blagojevich (Incumb.) Demokrat Pemenang
06 Hyde (Incumb.) Republik Pemenang
Christensen Demokrat
07 Davis (Incumb.) Demokrat Pemenang
Dallas Republik
08 Crane (Incumb.) Republik Pemenang
Pressi Demokrat
09 Schakowsky (Incumb.) Demokrat Pemenang
Driscoll Republik
10 Kirk (Incumb.) Republik Pemenang
Gash Demokrat
11 Weller (Incumb.) Republik Pemenang
Stevenson Demokrat
12 Costello (Incumb.) Demokrat Pemenang
13 Biggert (Incumb.) Republik Pemenang
Mason Demokrat
14 Hastert (Incumb.) Republik Pemenang
Del Jonson Demokrat
15 Johnson Republik Pemenang
Kelleher Demokrat
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16 Manzullo (Incumb.) Republik Pemenang
Hendrickson Demokrat
17 Evans (Incumb.) Demokrat Pemenang
Baker Republik
18 LaHood (Incumb.) Republik Pemenang
Harant Demokrat
19 Phelps (Incumb.) Demokrat Pemenang
Eatherly Republik
20 Shimkus (Incumb.) Republik Pemenang
Cooper Demokrat
14. INDIANA 01 Visclosky (Incumb.) Demokrat Pemenang
Reynolds Republik
02 Pence Republik Pemenang
Rock Demokrat
Frazier Independen
03 Roemer (Incumb.) Demokrat Pemenang
Chocola Republik
04 Souder (Incumb.) Republik Pemenang
Foster Demokrat
05 Buyer (Incumb.) Republik Pemenang
Goodnight Demokrat
06 Burton (Incumb.) Republik Pemenang
Griesey Demokrat
07 Kerns Republik Pemenang
Graf Demokrat
08 Hostettler (Incumb.) Republik Pemenang
Perry Demokrat
09 Hill (Incumb.) Demokrat Pemenang
Bailey Republik
10 Carson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Scot Republik
15. IOWA 01 Leach (Incumb.) Republik Pemenang
Simpson Demokrat
02 Nussle (Incumb.) Republik Pemenang
Smith Demokrat
03 Boswell (Incumb.) Demokrat Pemenang
Marcus Republik
04 Ganske (Incumb.) Republik Pemenang
Huston Demokrat
05 Latham (Incumb.) Republik Pemenang
Palecek Demokrat
16. KANSAS 01 Moran (Incumb.) Republik Pemenang
02 Ryun (Incumb.) Republik Pemenang
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Wiles Demokrat
03 Moore (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kline Republik
04 Tiahrt (Incumb.) Republik Pemenang
Nolla Demokrat
17. KENTUCKY 01 Whitfield (Incumb.) Republik Pemenang
Roy Demokrat
02 Lewis (Incumb.) Republik Pemenang
Pedigo Demokrat
03 Northup (Incumb.) Republik Pemenang
Jordan Demokrat
04 Lucas (Incumb.) Demokrat Pemenang
Bell Republik
05 Rogers (Incumb.) Republik Pemenang
Bailey Demokrat
06 Fletcher (Incumb.) Republik Pemenang
Baesler Demokrat
Galbraith Independen
18. LOUSIANA 01 Vitter Republik Pemenang
Armato Demokrat
Deaton Demokrat
Rosenthal (Incumb.) Independen
Simanonok Independen
02 Jefferson (Incumb.) Demokrat Pemenang
03 Tauzin (Incumb.) Republik Pemenang
Albares Independen
Rosenthal Independen
Bourque Independen
04 McCrery (Incumb.) Republik Pemenang
Green Demokrat
Taylor Independen
Skains Independen
05 Cooksey (Incumb.) Republik Pemenang
Beall Demokrat
Melton Independen
Dumas Independen
06 Baker (Incumb.) Republik Pemenang
Rogillio Demokrat
Wolf Independen
07 John (Incumb.) Demokrat Pemenang
Harris Independen
19. MAINE 01 Allen (Incumb.) Demokrat Pemenang
Amero Republik
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02 Baldacci (Incumb.) Demokrat Pemenang
Campbell Republik
20. MARYLAND 01 Gilchrest (Incumb.) Republik Pemenang
Bozman Demokrat
02 Ehrlich (Incumb.) Republik Pemenang
Bosley Demokrat
03 Cardin (Incumb.) Demokrat Pemenang
Harby Republik
04 Wynn (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kimble Republik
05 Hoyer (Incumb.) Demokrat Pemenang
Hutchins Republik
06 Bartlett (Incumb.) Republik Pemenang
DeArmon Demokrat
07 Cummings (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kondner Republik
08 Morella (Incumb.) Republik Pemenang
Lierman Demokrat
21. Massachusetts 01 Olver (Incumb.) Demokrat Pemenang
Abair Republik
02 Neal (Incumb.) Demokrat Pemenang
03 McGovern (Incumb.) Demokrat Pemenang
04 Frank (Incumb.) Demokrat Pemenang
Travis Republik
05 Meehan (Incumb.) Demokrat Pemenang
06 Tierney (Incumb.) Demokrat Pemenang
McCarthy Republik
07 Markey (Incumb.) Demokrat Pemenang
08 Capuano (Incumb.) Demokrat Pemenang
09 Moakley (Incumb.) Demokrat Pemenang
Jeghelian Republik
22. MICHIGAN 10 Delahunt (Incumb.) Demokrat Pemenang
Bleicken Republik
01 Stupak (Incumb.) Demokrat Pemenang
Yob Republik
02 Hoekstra (Incumb.) Republik Pemenang
Shrauger Demokrat
03 Ehlers (Incumb.) Republik Pemenang
Steele Demokrat
04 Camp (Incumb.) Republik Pemenang
Hollenback Demokrat
05 Barcia (Incumb.) Demokrat Pemenang
Actis Republik
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06 Upton (Incumb.) Republik Pemenang
Bupp Demokrat
07 Smith (Incumb.) Republik Pemenang
Crittendon Demokrat
08 Rogers (Pick-up.) Republik Pemenang
Byrum Demokrat
09 Kildee (Incumb.) Demokrat Pemenang
Garrett Republik
10 Bonior (Incumb.) Demokrat Pemenang
Turner Republik
11 Knollenberg (Incumb.) Republik Pemenang
Frumin Demokrat
12 Levin (Incumb.) Demokrat Pemenang
Baron Republik
13 Rivers (Incumb.) Demokrat Pemenang
Barry Republik
14 Conyers (Incumb.) Demokrat Pemenang
Ashe Republik
15 Kilpatrick (Incumb.) Demokrat Pemenang
Boyd-Fields Republik
16 Dingell (Incumb.) Demokrat Pemenang
Morse Republik
23. MINNESOTA 01 Gutknecht (Incumb.) Republik Pemenang
Rieder Demokrat
02 Kennedy (Pick-Up) Republik Pemenang
Minge (Incumb.) Demokrat
03 Ramstad (Incumb.) Republik Pemenang
Shuff Demokrat
04 McCollum Demokrat Pemenang
Runbeck Republik
Foley Independen
05 Sabo (Incumb.) Demokrat Pemenang
Taylor Republik
06 Luther (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kline Republik
07 Peterson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Menze Republik
08 Oberstar (Incumb.) Demokrat Pemenang
Lemen Republik
24. MISSISSIPPI 01 Wicker (Incumb.) Republik Pemenang
Grist Demokrat
02 Thompson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Caraway Republik
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03 Pickering (Incumb.) Republik Pemenang
Thrash Demokrat
04 Shows (Incumb.) Demokrat Pemenang
Lampton Republik
05 Taylor (Incumb.) Demokrat Pemenang
McDonnell Republik
25. MISSOURI 01 Clay Demokrat Pemenang
Billingsly Republik
02 Akin Republik Pemenang
House Demokrat
03 Gephardt (Incumb.) Demokrat Pemenang
Federer Republik
04 Skelton (Incumb.) Demokrat Pemenang
Noland Republik
05 McCarthy (Incumb.) Demokrat Pemenang
Gordon Republik
06 Graves (Pick-Up) Republik Pemenang
Danner Demokrat
07 Blunt (Incumb.) Republik Pemenang
Christrup Demokrat
08 Emerson (Incumb.) Republik Pemenang
Camp Demokrat
09 Hulshof (Incumb.) Republik Pemenang
Carroll Demokrat
26. MONTANA 01 Rehberg Republik Pemenang
Keenan Demokrat
27 NEBRASKA 01 Bereuter (Incumb.) Republik Pemenang
Jacobsen Demokrat
02 Terry (Incumb.) Republik Pemenang
Kiel Demokrat
03 Osborne (Incumb.) Republik Pemenang
Reynolds Demokrat
28. NEVADA 01 Berkley (Incumb.) Demokrat Pemenang
Porter Republik
02 Gibbons (Incumb.) Republik Pemenang
Cahill Demokrat
29. New Hampshire 01 Sununu (Incumb.) Republik Pemenang
Clark Demokrat
02 Bass (Incumb.) Republik Pemenang
Brannen Demokrat
30. NEW JERSEY 01 Andrews (Incumb.) Demokrat Pemenang
Cathcart Republik
02 LoBiondo (Incumb.) Republik Pemenang
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Janosik Demokrat
03 Saxton (Incumb.) Republik Pemenang
Levin Demokrat
04 Smith (Incumb.) Republik Pemenang
Gusciora Demokrat
05 Roukema (Incumb.) Republik Pemenang
Mercurio Demokrat
06 Pallone (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kennedy Republik
07 Ferguson Republik Pemenang
Connelly Demokrat
08 Pascrell (Incumb.) Demokrat Pemenang
Fusco Republik
09 Rothman (Incumb.) Demokrat Pemenang
Tedeschi Republik
10 Payne (Incumb.) Demokrat Pemenang
Weber Republik
11 Frelinghuysen
(Incumb.) Republik Pemenang
Scollo Demokrat
12 Holt (Incumb.) Demokrat Pemenang
Zimmer Republik
13 Menendez Demokrat Pemenang
de Leon Republik
31. New Mexico 01 Wilson (Incumb.) Republik Pemenang
Kelly Demokrat
02 Skeen (Incumb.) Republik Pemenang
Montoya Demokrat
03 Udall (Incumb.) Demokrat Pemenang
Lutz Republik
32. New York 01 Grucci (Pick-Up) Republik Pemenang
Seltzer Demokrat
Forbes (Incumb.) Independen
02 Israel (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Johnson Republik
Walsh Independen
Thompson Independen
Bishop Independen
03 King (Incumb.) Republik Pemenang
Lamagna Demokrat
04 McCarthy (Incumb.) Demokrat Pemenang
Becker Republik
05 Ackerman (Incumb.) Demokrat Pemenang
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Elkowitz Republik
06 Meeks (Incumb.) Demokrat Pemenang
07 Crowley (Incumb.) Demokrat Pemenang
Birtley Republik
08 Nadler (Incumb.) Demokrat Pemenang
Henry Republik
09 Weiner (Incumb.) Demokrat Pemenang
Dear Republik
10 Towns (Incumb.) Demokrat Pemenang
Brown Republik
11 Owens (Incumb.) Demokrat Pemenang
Cleary Republik
12 Velazquez (Incumb.) Demokrat Pemenang
Markgraf Republik
13 Fossella (Incumb.) Republik Pemenang
Johnstone Demokrat
14 Maloney (Incumb.) Demokrat Pemenang
Rhodes Republik
15 Rangel (Incumb.) Demokrat Pemenang
Suero Republik
16 Serrano (Incumb.) Demokrat Pemenang
Justice Republik
17 Engel (Incumb.) Demokrat Pemenang
McManus Republik
18 Lowey (Incumb.) Demokrat Pemenang
Vonglis Republik
19 Kelly (Incumb.) Republik Pemenang
Graham Demokrat
20 Gilman (Incumb.) Republik Pemenang
Feiner Demokrat
21 McNulty (Incumb.) Demokrat Pemenang
Pillsworth Republik
22 Sweeney (Incumb.) Republik Pemenang
McCallion Demokrat
23 Boehlert (Incumb.) Republik Pemenang
Englebrecht Demokrat
24 McHugh (Incumb.) Republik Pemimpin
Tallon Demokrat
25 Walsh (Incumb.) Republik Pemimpin
Gavin Demokrat
26 Hinchey (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Moppert Republik
27 Reynolds (Incumb.) Republik Pemimpin
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Pecoraro Demokrat
28 Slaughter (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Johns Republik
29 LaFalce (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Sommer Republik
30 Quinn (Incumb.) Republik Pemimpin
Fee Demokrat
31 Houghton (Incumb.) Republik Pemimpin
Peters Demokrat
33. North Carolina 01 Clayton (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Kratzer Republik
02 Etheridge (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Haynes Republik
03 Jones (Incumb.) Republik Pemimpin
McNairy Demokrat
04 Price (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Ward Republik
05 Burr (Incumb.) Republik Pemimpin
06 Coble (Incumb.) Republik Pemimpin
07 McIntyre (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Adams Republik
08 Hayes (Incumb.) Republik Pemimpin
Taylor Demokrat
09 Myrick (Incumb.) Republik Pemenang
McGuire Demokrat
10 Ballenger (Incumb.) Republik Pemenang
Parker Demokrat
11 Taylor (Incumb.) Republik Pemenang
Neill Demokrat
12 Watt (Incumb.) Demokrat Pemenang
Mitchell Republik
34. North Dakota 01 Pomeroy (Incumb.) Demokrat Pemenang
Dorso Republik
35. OHIO 01 Chabot (Incumb.) Republik Pemenang
Cranley Demokrat
02 Portman (Incumb.) Republik Pemenang
Sanders Demokrat
03 Hall (Incumb.) Demokrat Pemenang
04 Oxley (Incumb.) Republik Pemenang
Dickman Demokrat
05 Gillmor (Incumb.) Republik Pemenang
Edmon Demokrat
06 Strickland (Incumb.) Demokrat Pemenang
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Azinger Republik
07 Hobson (Incumb.) Republik Pemenang
Minor Demokrat
08 Boehner (Incumb.) Republik Pemenang
Parks Demokrat
09 Kaptur (Incumb.) Demokrat Pemenang
Bryan Republik
10 Kucinich (Incumb.) Demokrat Pemenang
Smith Republik
11 Tubbs-Jones (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sykora Republik
12 Tiberi Republik Pemenang
O’Shaughnessy Demokrat
13 Brown Demokrat Pemenang
Jeric Republik
14 Sawyer Demokrat Pemenang
Wood Republik
15 Pryce (Incumb.) Republik Pemimpin
Buckel Demokrat
16 Regula (Incumb.) Republik Pemimpin
Smith Demokrat
17 Traficant (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Alberty Republik
18 Ney (Incumb.) Republik Pemimpin
Guthrie Demokrat
19 LaTourette (Incumb.) Republik Pemimpin
Blanchard Demokrat
36. OKLAHOMA 01 Largent (Incumb.) Republik Pemimpin
Lowe Demokrat
02 Carson (Pick-Up) Demokrat Pemimpin
Ewing Republik
03 Watkins (Incumb.) Republik Pemimpin
04 Watts (Incumb.) Republik Pemimpin
Weatherford Demokrat
05 Istook (Incumb.) Republik Pemimpin
McWatters Demokrat
06 Lucas (Incumb.) Republik Pemimpin
Beutier Demokrat
37. OREGON 01 Wu (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Starr Republik
02 Walden (Incumb.) Republik Pemimpin
Ponsford Demokrat
03 Blumenauer (Incumb.) Demokrat Pemimpin
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Pollock Republik
04 DeFazio (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Lindsey Republik
05 Hooley (Incumb.) Demokrat Pemimpin
Boquist Republik
38. Pennsylvania 01 Brady (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kush Republik
02 Fattah (Incumb.) Demokrat Pemenang
03 Borski (Incumb.) Demokrat Pemenang
Dougherty Republik
04 Hart (Pick-Up) Republik Pemenang
Van Home Demokrat
05 Peterson (Incumb.) Republik Pemenang
06 Holden (Incumb.) Demokrat Pemenang
Kopel Republik
07 Weldon (Incumb.) Republik Pemenang
Lennon Demokrat
08 Greenwood (Incumb.) Republik Pemenang
Strouse Demokrat
09 Shuster (Incumb.) Republik Pemenang
10 Sherwood (Incumb.) Republik Pemenang
Casey Demokrat
11 Kanjorski (Incumb.) Demokrat Pemenang
Urban Republik
12 Murtha (Incumb.) Demokrat Pemenang
Choby Republik
13 Hoeffel (Incumb.) Demokrat Pemenang
Greenleaf Republik
14 Coyne (Incumb.) Demokrat Pemenang
15 Toomey (Incumb.) Republik Pemenang
O’Brien Demokrat
16 Pitts (Incumb.) Republik Pemenang
Yorczyk Demokrat
17 Gekas (Incumb.) Republik Pemenang
Herrmann Demokrat
18 Doyle (Incumb.) Demokrat Pemenang
Stephens Republik
19 Platts Republik Pemenang
Sanders Demokrat
20 Mascara (Incumb.) Demokrat Pemenang
Davis Republik
21 English (Incumb.) Republik Pemenang
Flitter Demokrat
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01 Kennedy (Incumb.) Demokrat Pemenang
Cabral Republik
39. Rhode Island 02 Langevin Demokrat Pemenang
Driver Independen
Tingle Republik
Hayes Demokrat
40. South Carolina 01 Brown Republik Pemenang
Brack Demokrat
02 Spence (Incumb.) Republik Pemenang
Frederick Demokrat
03 Graham (Incumb.) Republik Pemenang
Brightharp Demokrat
04 DeMint (Incumb.) Republik Pemenang
05 Spratt (Incumb.) Demokrat Pemenang
Gullick Republik
06 Clyburn (Incumb.) Demokrat Pemenang
Ellison Republik
41. South Dakota 01 Thune (Incumb.) Republik Pemenang
Hohn Demokrat
42. TENNESSEE 01 Jenkins (Incumb.) Republik Pemenang
02 Duncan (Incumb.) Republik Pemenang
03 Wamp (Incumb.) Republik Pemenang
Callaway Demokrat
04 Hilleary (Incumb.) Republik Pemenang
Dunaway Demokrat
05 Clement (Incumb.) Demokrat Pemenang
Scott Republik
06 Gordon (Incumb.) Demokrat Pemenang
Charles Republik
07 Bryant (Incumb.) Republik Pemenang
Sims Demokrat
08 Tanner (Incumb.) Demokrat Pemenang
Yancy Republik
09 Ford (Incumb.) Demokrat Pemenang
43. TEXAS 01 Sandlin (Incumb.) Demokrat Pemenang
Willingham Republik
02 Turner (Incumb.) Demokrat Pemenang
03 Johnson (Incumb.) Republik Pemenang
Zachary Demokrat
04 Hall (Incumb.) Demokrat Pemenang
Newton Republik
05 Sessions (Incumb.) Republik Pemenang
Coggins Demokrat
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06 Barton (Incumb.) Republik Pemenang
07 Culberson Republik Pemenang
Sell Demokrat
08 Brady (Incumb.) Republik Pemenang
09 Lampson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Williams Republik
10 Doggett (Incumb.) Demokrat Pemenang
11 Edwards (Incumb.) Demokrat Pemenang
Farley Republik
12 Granger (Incumb.) Republik Pemenang
Greene Demokrat
13 Thornberry (Incumb.) Republik Pemenang
Clinesmith Demokrat
14 Paul (Incumb.) Republik Pemenang
Sneary Demokrat
15 Hinojosa (Incumb.) Demokrat Pemenang
Jones Independen
16 Reyes (Incumb.) Demokrat Pemenang
Power Republik
17 Stenholm (Incumb.) Demokrat Pemenang
Clements Republik
18 Lee Demokrat Pemenang
Levy Republik
19 Combest (Incumb.) Republik Pemenang
20 Gonzalez (Incumb.) Demokrat Pemenang
De Pena Independen
21 Smith (Incumb.) Republik Pemenang
Green Demokrat
22 DeLay (Incumb.) Republik Pemenang
Matranga Demokrat
23 Bonilla (Incumb.) Republik Pemenang
Garza Demokrat
24 Frost (Incumb.) Demokrat Pemenang
Wright Republik
25 Bentsen (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sudan Republik
26 Armey (Incumb.) Republik Pemenang
Love Demokrat
27 Ortiz (Incumb.) Demokrat Pemenang
Ahumada Republik
28 Rodriguez (Incumb.) Demokrat Pemenang
Stallknecht Independen
29 Green (Incumb.) Demokrat Pemenang
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Vu Republik
30 Johnson (Incumb.) Demokrat Pemenang
44. UTAH 01 Hansen (Incumb.) Republik Pemenang
Collinwood Demokrat
02 Matheson (Incumb.) Demokrat Pemenang
Smith Republik
03 Cannon (Incumb.) Republik Pemenang
Dunn Demokrat
45. VERMONT 01 Sanders (Incumb.) Independen Pemenang
Kerin Republik
Diamondstone Demokrat
46. VIRGINIA 01 Davis (Incumb.) Republik Pemenang
Davies Demokrat
02 Schrock (Pick-Up) Republik Pemenang
Wagner Demokrat
03 Scott (Incumb.) Demokrat Pemenang
04 Sisisky (Incumb.) Demokrat Pemenang
05 Goode (Incumb.) Independen Pemenang
Boyd Demokrat
06 Goodlatte (Incumb.) Republik Pemenang
07 Cantor Republik Pemenang
Stewart Demokrat
08 Moran (Incumb.) Demokrat Pemenang
Miller Republik
09 Boucher (Incumb.) Demokrat Pemenang
Osborne Republik
10 Wolf (Incumb.) Republik Pemenang
11 Davis (Incumb.) Republik Pemenang
Corrigan Demokrat
47. Washington 01 Inslee (Incumb.) Demokrat Pemenang
McDonald Republik
02 Larsen (Pick-Up) Demokrat Pemenang
Koster Republik
03 Baird (Incumb.) Demokrat Pemenang
Matson Republik
04 Hasting (Incumb.) Republik Pemenang
Davis Demokrat
05 Nethercutt (Incumb.) Republik Pemenang
Keefe Demokrat
06 Dicks (Incumb.) Demokrat Pemenang
Lawrence Republik
07 McDermott (Incumb.) Demokrat Pemenang
08 Dunn (Incumb.) Republik Pemenang
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Behrens-Benedict Demokrat
09 Smith (Incumb.) Demokrat Pemenang
Vance Republik
48. West Virginia 01 Mollohan (Incumb.) Demokrat Pemenang
02 Capito (Pick-Up) Republik Pemenang
Humphreys Demokrat
03 Rahall (Incumb.) Demokrat Pemenang
49. WISCONSIN 01 Ryan (Incumb.) Republik Pemenang
Thomas Demokrat
02 Baldwin (Incumb.) Demokrat Pemenang
Sharpless Republik
03 Kind (Incumb.) Demokrat Pemenang
Tully Republik
04 Kleczka (Incumb.) Demokrat Pemenang
Riener Republik
05 Barrett (Incumb.) Demokrat Pemenang
Smith Republik
06 Petri (Incumb.) Republik Pemenang
Flaherty Demokrat
07 Obey (Incumb.) Demokrat Pemenang
Cronin Republik
08 Green (Incumb.) Republik Pemenang
Reich Demokrat
09 Sensenbrenner
(Incumb.) Republik Pemenang
Clawson Demokrat
50. WYOMING 01 Cubin (Incumb.) Republik Pemenang
Green Demokrat
* Modifikasi dari : House Results Summary For All States. (http://www.cnn.com/election/2000/results/house)
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5.3.4. Penyelenggara Pemilihan
Sebagaimana negara bagian lainnya, konstitusi negara bagian Florida
juga mengatur penyelenggara pemilihan Presiden, Senat, DPR dan pejabat-
pejabat lainnya dalam Undang-undang negara bagian Florida. Dalam Konstitusi
Florida 2000 Bab 97 - 106 tentang pemilihan Florida, disebutkan beberapa
badan atau pejabat penyelenggara pemilihan dimaksud. Pertama, Sekretaris
Negara Bagian Florida (The Florida Secretary of State) adalah seorang Kepala
Pemilihan Pejabat Negara (The Chief Election Officer of the State) yang
bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan umum sistem pemilihan.
Kedua, Pengawas Pemilihan (the Supervisor of Elections) yang dibentuk di setiap
kabupaten (County) sebelum pemilihan berlangsung dan merupakan pejabat
yang terpilih dengan tugas menunjuk dua Dewan Pemilih (Election Boards) di
setiap daerah yang lebih kecil (precinet) dalam wilayah kabupatennya (County).
Ketiga, Dewan Pemilih (Election Boards) terdiri atas inspektur dan karyawan
yang kesemuanya harus penduduk dari kabupaten (County) setempat, yang
berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemberian suara saat
pemilihan, penghitungan suara, dan penyerahan hasil-hasil pemilihan tersebut
kepada Supervisor pada tengah hari sesudah pemilihan pada hari pemilihan
(§ 102.141 (1) Fla.Stat.(2000). Keempat, Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah
(The County Canvassing Board) yang terdiri dari pengawas (Supervisor),
seorang Hakim Pengadilan Daerah (a County Court Judge), dan Kepala Dewan
Komisaris Daerah (the Chair of the Board of County Commissioners). Dewan
ini bertugas memeriksa dan menyelidiki hasil-hasil pemilihan suara di seluruh
kabupaten (§ 102.141 (2) Fla.Stat.(2000), mengkaji ulang semua pengesahan
(§ 102.141 (3) Fla.Stat.(2000), dan mengantarkan hasil-hasil penghitungan suara
tersebut ke Departemen Dalam Negeri Florida pada pukul 05.00 sore pada
hari ketujuh setelah hari pemilihan (§ 102.111-112, Fla.Stat.(2000). Kelima,
Komisi Penyelidik Pemilihan (The Elections Canvassing Commission) yang terdiri
dari Gubernur, Sekretaris Negara, dan Kepala Divisi Pemilihan (Director of the
Division of Elections). Komisi ini berwenang untuk menyelidiki hasil-hasil pemilihan
suara di seluruh negara bagian, menentukan dan menyatakan kandidat yang terpilih
untuk setiap jabatan yang diperebutkan dan memberi pengesahan yang diperlukan
segera setelah hasil-hasil penghitungan suara tersebut tersusun. Jika terdapat
masalah sehubungan dengan hasil penghitungan suara tersebut dan ternyata
Komisi dalam penyelidikannya tidak dapat menentukan maksud sesungguhnya
dari pemberi suara pada kertas suara tersebut, maka suara tersebut tidak
disertakan, tetapi Komisi mencatat dengan memberi keterangan yang sebenar-
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benarnya atas fakta tersebut. Komisi tidak berwenang menentukan lain selain
maksud sebenarnya para pemilih pada suatu kertas suara.
5.4. Campur Tangan Mahkamah Agung Florida
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa orang Amerika sangat
bergantung pada pengadilan. Sehingga mereka disebut masyarakat yang sering
berperkara ke pengadilan (litigious). Mereka mempercayakan dan memanfaatkan
fasilitas pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah diantara mereka.
Semua masalah sosial maupun politik dapat menjadi masalah yudisial dan hampir
seluruhnya diajukan ke pengadilan. Namun demikian sebagian besar diselesaikan
secara damai atau pengakuan bersalah (plea bargain) pada pemeriksaan awal
di pengadilan. Hal ini menjadikan hukum dan pengadilan: Juri dan Hakim berada
pada posisi strategis dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Amerika.
Amerika menerapkan sistem lembaga kehakiman berganda (dual Court
System), yaitu yang melekat pada pemerintahan federal dan pada pemerintahan
negara bagian. Pada tingkat federal pada dasarnya terdapat tiga lapis badan
kehakiman yaitu Mahkamah Agung (Supreme Court), Mahkamah Banding (U.S.
Courts of Appeal), dan Mahkamah Distrik (U.S. District Court). Disamping itu
juga terdapat peradilan pajak, lembaga penyelesaian hubungan perburuhan, dan
lembaga-lembaga peradilan khusus lainnya. Mahkamah federal memeriksa
perkara yang menyangkut hukum federal (federal laws). Sedang pada tingkat
negara bagian, pada umumnya juga terdapat tiga tingkat peradilan, yaitu
Mahkamah Agung negara bagian (State Supreme Court), dan Mahkamah Banding
(Intermediate appellate court) ditingkat negara bagian, serta Mahkamah Distrik
(trial court) pada tingkat kabupaten atau kotamadya. Selain itu juga terdapat
Mahkamah Keluarga (family court) dan Mahkamah Anak-Anak/Remaja (juve-
nile court),(Farouk Muhammad 2001:10-11). Keseluruhan badan-badan
kehakiman dalam lingkungan suatu negara bagian tersebut termasuk pada tingkat
kabupaten berfungsi menegakkan hukum negara bagian yang bersangkutan (State
laws). Karena itu semua agen penegak hukum pada suatu negara bagian, termasuk
polisi kota maupun kabupaten, bertindak untuk negara bagian dan kejahatan
dituntut atas nama negara bagian. Walaupun pemerintahan lokal memiliki
wewenang terbatas untuk menerbitkan peraturan pidana lokal, bagian terbesar
dari materi hukum pidana adalah hukum pidana negara bagian (Torres 1987:7
dalam Farouk Muhammad 2001:11).
Demikian dalam persengketaan politik hasil pemilihan presiden 2000 di
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Florida, Mahkamah Agung Florida mau tak mau turut campur tangan karena
diajukan kepadanya sebagaimana terurai berikut ini. Pada hari Selasa, 7 No-
vember 2000 diadakan pemungutan suara dan penghitungan suara rakyat yang
menyatakan pilihannya dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2000 yang
diselenggarakan diseluruh negara bagian. Pada keesokan harinya, Rabu, 8 No-
vember 2000 Divisi Pemilihan Negara Bagian Florida  melaporkan hasil
penghitungan suara rakyat pemilih di Florida yang menunjukkan bahwa Kandidat
Presiden George W.Bush dari Partai Republik memperoleh dukungan 2.911.872
suara.  Sedang Kandidat Presiden Albert Gore dari Partai Demokrat  mendapat
2.910.942 suara.
Perbedaan perolehan suara yang begitu tipis hanya 930 suara yaitu hanya
separuh dari satu persen dari total suara ini menyebabkan Komisi Eksekutif
Demokrat Florida (Florida Democratic Executive Committee) pada hari Rabu,
9 November 2000 mengajukan permohonan kepada Dewan Penyelidik
Pemerintah Daerah (Dewan) agar diselenggarakan penghitungan suara ulang
secara manual di daerah pemilihan Broward, Palm Beach dan Volusia.
Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Florida Bab
102.166 (4) (d) yang mengatur, bila hasil pemungutan suara atas jabatan apapun
mencerminkan bahwa seorang kandidat telah dikalahkan atau disingkirkan oleh
separuh atau kurang separuh dari satu persen suara yang diperlukan untuk
jabatan tersebut, Dewan yang bertanggungjawab untuk mensahkan hasil suara
atas pertarungan politik berdasarkan undang-undang tersebut, harus
memerintahkan suatu penghitungan suara ulang yang diperlukan berkenaan dengan
jabatan berdasarkan undang-undang tersebut.
Berdasarkan itu, Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah yang
bersangkutan menyelenggarakan suatu sampel penghitungan ulang secara manual
untuk – sedikitnya satu persen dari kartu-kartu suara yang masuk. Penghitungan
ulang suara secara manual pada tahap awal menunjukkan, bahwa di daerah
pemilihan Broward dari satu persen kartu-kartu suara yang dihitung ulang secara
manual tersebut menunjukkan peningkatan bersih sebesar empat suara untuk
Kandidat Presiden Al Gore.  Begitupun di Palm Beach, Al Gore mendapat
peningkatan bersih sebesar sembilan belas suara.
Kemudian hasil penghitungan ulang secara manual pada tahap awal
secara sampel ini menjadi dasar pertimbangan beberapa Dewan Penyelidik
Pemerintah Daerah tersebut  untuk menentukan sikap bahwa telah terjadi “suatu
kesalahan dalam tabulasi suara, yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan”.  Oleh
karena itu, maka dipilihlah beberapa Dewan untuk melakukan penghitungan suara
ulang secara manual di seluruh daerah pemilihan (sesuai Bab 102.166 (5)(c)
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Undang-Undang Florida).
Yang dimaksudkan “kesalahan dalam tabulasi suara” meliputi kesalahan-
kesalahan kegagalan mesin suara untuk membaca suatu kertas suara dan tidak
hanya semata-mata kesalahan akibat mesin suara tersebut. Kesalahan-kesalahan
ini dapat saja terjadi akibat dari cara suatu kertas suara ditandai atau dilobangi.
Oleh karena itu, Gore dan pendukungnya meminta kartu-kartu suara
yang ditolak mesin penghitung suara dihitung ulang oleh pejabat pemilihan di tiap
distrik (D.Grier Stephenson,Jr.:20). Ada 45.000 kertas suara “undervotes” yang
bakal dihitung ulang.
Sebenarnya kesalahan seperti ini terjadi juga di negara bagian lainnya,
tetapi tidak dipersoalkan karena terdapat perbedaan perolehan suara yang besar.
Berbeda dengan yang terjadi di Florida karena perolehan suara yang sangat
tipis dan lagi merupakan penghitungan suara yang terakhir dimana belum seorang
kandidat presidenpun yang memperoleh 270 suara elektoral untuk memenangkan
jabatan presiden.
Untuk meminimalkan kesalahan perhitungan suara dan menjamin
keadilan, di semua negara bagian dibuat undang-undang yang mengatur
penghitungan ulang yang secepat-cepatnya dan diperbolehkan memprotes atau
menggugat hasil pemilihan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik
terhadap integritas dan kewibawaan pemilihan umum dan legitimasi pemenang
pemilihan.
Jika kesalahan dalam tabulasi suara ini dapat mempengaruhi hasil
pemilihan, maka sebaiknya Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah mengambil
langkah-langkah:
- memperbaiki kesalahan dan menghitung ulang daerah-daerah yang
tersisa dengan sistem tabulasi suara;
- meminta Departemen Dalam Negeri negara bagian untuk memeriksa
perangkat lunak (software) tabulasi; atau
- menghitung ulang seluruh kotak-kotak suara secara manual;
Selanjutnya Undang-Undang Florida Bab 102.166 (6) & (7)
menyatakan bahwa penghitungan suara ulang secara manual harus terbuka pada
masyarakat dan dilakukan dengan menempuh prosedur-prosedur sebagai berikut:
Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah akan menunjuk sebanyak mungkin
tim-tim penghitung untuk paling sedikit terdiri dua pemilih sebagaimana dibutuhkan
untuk penghitungan suara ulang atas kertas-kertas suara secara manual. Suatu
tim penghitung harus mempunyai, bilamana memungkinkan, paling tidak anggota-
anggota dari paling sedikit dua partai politik. Seorang kandidat yang terlibat
dalam pertarungan politik tidak boleh menjadi anggota dalam tim penghitung.
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Bila suatu tim penghitung tidak dapat menentukan kehendak pemilih
dalam kertas suara yang diberikan, kertas suara tersebut harus diajukan kepada
dewan penyelidik pemerintah daerah agar dapat ditentukan kehendak si pemilih.
Penghitungan suara ulang secara manual dimaksudkan penghitungan
kertas suara satu demi satu oleh petugas-petugas yang ditunjuk khusus untuk
itu. Jadi berbeda dengan cara penghitungan awal yang dilakukan oleh mesin
penghitung suara. Namun demikian pada Bab 102.111 dan 102.112 Undang-
Undang Florida diatur ketentuan agar hasil pemungutan suara di seluruh daerah
kebupaten (county) disahkan pada pukul 5 sore pada hari ketujuh setelah suatu
pemungutan suara.
Oleh karena penghitungan ulang secara manual ini diperkirakan tidak
mungkin dapat diselesaikan dalam tenggang waktu pengesahan di atas, maka
Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah Palm Beach meminta pendapat ahli
(Advisory Opinion) dari Divisi Pemilihan tentang interpretasi tenggang waktu
pengesahan hasil pemilihan. Divisi Pemilihan ini memberikan pendapat ahli
No. DE00-10 yang menyatakan bahwa bila tidak ada situasi-situasi tidak terduga,
hasil-hasil pemungutan suara dari daerah kabupaten harus diterima pada pukul
5 sore, pada hari ketujuh setelah hari pemilihan, untuk kemudian dimasukkan
dalam proses pengesahan hasil-hasil pemungutan suara di seluruh negara bagian.
Justru pada hari Senin 13 November 2000, Sekretaris negara bagian
Florida mendasari pendapat ahli itu untuk mengeluarkan suatu pernyataan akan
mengabaikan hasil-hasil penghitungan suara ulang secara manual yang diterima
Departemen Dalam Negeri Florida setelah pukul 5 soreh, hari Selasa, 14
November 2000.
Pada hari itu juga Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah Volusia
mengajukan gugatan di Pengadilan Keliling (Pengadilan khusus yang berwenang
mengadili gugatan-gugatan termasuk gugatan semacam ini) di Leon, Florida.
Para kandidat dan Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah Palm Beach dibolehkan
melakukan intervensi dalam gugatan ini. Gugatan ini diajukan untuk mendapatkan
pembenaran hukum bahwa Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah yang
melakukan penghitungan suara ulang tidak terikat dengan tenggang waktu 14
November 2000 dan sekretaris negara tidak dapat mengabaikan hasil-hasil
pemilihan suara yang disebarkan setelah tanggal tersebut.
Undang-undang Florida Bab 102.166 (1), (4)(a) telah menetapkan siapa
saja yang boleh mengajukan gugatan atau protes terhadap hasil-hasil pemilihan
suara, yaitu:
- kandidat yang tercantum pada kertas suara;
- pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara dalam pemilihan
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tersebut,
- komisi politik yang mendukung atau menentang suatu masalah yang
timbul pada suatu kertas suara,
- partai politik yang nama kandidatnya tercantum pada kertas suara
tersebut;
Gugatan diajukan ke Pengadilan Keliling setempat dengan alasan-alasan
yang tercantum dalam Undang-Undang Florida (2000) Bab 102.
168 (3):
- Perbuatan jahat, penipuan, atau korupsi – yang cukup untuk
merobah atau meragukan hasil-hasil pemilihan suara,
- Ketidakmampuan untuk dipilih dari kandidat yang berhasil,
- Penerimaan atas sejumlah suara-suara yang tidak sah atau
penolakan atas sejumlah suara-suara yang sah yang cukup untuk
mengubah atau meragukan hasil-hasil pemilihan,
- Membuktikan bahwa ada pemilih, pejabat pemilihan atau anggota
dewan penyelidik telah mendapatkan atau menawarkan suatu
penyuapan,
- Setiap sebab lain atau dugaan yang mana, bila terus menerus ada,
akan menunjukkan bahwa seseorang selain kandidat yang berhasil
adalah orang yang seharusnya dinominasikan atau dipilih untuk
jabatan yang dipertanyakan (dipersoalkan).
Pada hari Selasa, 14 November 2000, Pengadilan Tingkat Pertama
memutuskan dengan menyatakan bahwa masa tenggang waktu adalah seperti
yang diperintahkan, tetapi Dewan dapat mengubah hasil-hasil pemilihan suara
setelah tanggal tersebut, dan sekretaris negara dapat mengeluarkan kebijakan
yang menentukan apakah akan mengabaikan hasil-hasil pemilihan suara yang
telah diubah atau tidak, kebijakan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan
seluruh fakta-fakta dan situasi yang ada.
Terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini, Dewan Volusia
mengajukan banding ke Pengadilan Banding Distrik Tingkat Pertama (First
District Court of Appeal). Ternyata Dewan Palm Beach juga bergabung dalam
banding ini.
Dilain pihak, setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diatas,
sekretaris negara mengumumkan akan menerima hasil-hasil pemilihan suara yang
dihasilkan dari penghitungan suara ulang tahap awal dari seluruh daerah di negara
bagian. Lalu memerintahkan Pengawas Pemilihan Florida (Florida’s
Supervisors of Election) untuk harus menyerahkan hasil-hasil penghitungan suara
tersebut pada pukul 2 siang, hari Rabu, 15 November 2000, disertai pernyataan
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tertulis tentang fakta-fakta dan situasi-situasi yang menjadi alasan masuk akal
untuk mengubah hasil-hasil pemilihan suara yang telah disahkan dan diajukan
sebelumnya. Terdapat empat kabupaten menyerahkan pernyataan mereka tepat
waktu. Akan tetapi pada hari Rabu, 15 November 2000 sekretaris negara
menolak semua alasan-alasan yang dijadikan dasar mengubah hasil-hasil
pemilihan suara sebelumnya dan lebih membenarkan total hasil pemilihan suara
yang telah disahkan sebelumnya. Selanjutnya sekretaris negara menegaskan akan
mensahkan hasil-hasil pemilihan presiden pada hari Sabtu, 18 November 2000
setelah menerima hasil-hasil pemilihan suara  penduduk setempat yang berada
di luar negari (overseas absentee ballots).
Terhadap sikap sekretaris negara tersebut, pada hari Kamis,
16 November 2000, Partai Demokrat Florida dan Albert Gore mengajukan
mosi kepada Pengadilan Keliling di Leon, Florida. Mosi ini dimaksudkan agar
pengadilan memerintahkan sekretaris negara menerima hasil-hasil pemilihan suara
yang telah diubah. Akan tetapi pada keesokan harinya, Jum’at, 17 November
2000, pengadilan mengeluarkan keputusan singkat yang menolak mosi tersebut.
Sehingga Partai Demokrat dan Al Gore mengajukan banding pada Pengadilan
Banding Distrik Tingkat Pertama. Pada Pengadilan Banding, permohonan banding
Partai Demokrat dan Al Gore dikonsolidasikan dengan permohonan Banding
Dewan Volusia yang lebih dulu ada disana. Pengacara Gore, David Boies berusaha
meyakinkan Mahkamah Agung Florida dengan menyatakan “the votes have been
cost, and they ought to be counted.” It’s an easy case.” Kemudian Mahkamah
ingin mengetahui apakah Harris, Sekertaris Negara Bagian Florida atau petugas
yang lain telah bertindak “arbitrarily” atau “prejudice”. Harris menjelaskan, bahwa
walaupun ia adalah juga “Co- Chair of Bush’s Florida Campaign” tindakannya
semata-mata hanya untuk memenuhi tenggad waktu yang telah ditentukan oleh
dewan legislatif Florida. Namun demikian pengacara Gore menyanggahnya
dengan alasan kuat bahwa Harris tidak berkompeten dalam menentukan
perhitungan ulang. Hakim Florida menekankan keharusan melakukan perhitungan
ulang di daerah-daerah pemilihan yang terkait bila sampel perhitungan ulang
secara manual menunjukkan terdapatnya kekeliruan dalam tabulasi suara yang
dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Hukum Florida mengesahkan dilakukannya
perhitungan ulang, dan pengadilan-pengadilan yang telah meninjau kembali
(menguji) pemilihan-pemilihan yang dihitung kembali secara manual – dari Alaska
sampai ke Indiana dan South Dakota telah mendukung mereka.  Selain itu,
pihak Al Gore juga memberikan tawaran-tawaran lain, yaitu perhitungan ulang
secara manual dilakukan di “kampung-kampung” Partai Demokrat yang
bermasalah atau perhitungan secara manual keseluruhannya. Jika kubu Bush
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setuju, Gore akan mencabut tuntutan hukumnya. Akan tetapi pihak Bush menolak
tawaran tersebut dengan mengatakan “We can’t trust people to count the votes
fairly.” Menarik adalah dalam tahun 1997 Bush pernah menadatangani Undang-
undang Pemilihan di Texas, bahwa “manual recounts are preferable to elec-
tronic recounts.” Hukum Texas memberi spesifikasi seperti “hanging dan dimpled
chads.” Pihak Gore memanfaatkan hal ini dengan mencontoh hukum Texas
tersebut untuk Florida. Pihak Gore menginginkan agar aturan yang sama yang
pernah ditandatangani Bush di Texas sewaktu menjadi Gubernur disana,
dilaksanakan di Florida untuk menyelesaikan masalah ini.
Ternyata pada hari itu juga, Jum’at, 17 November 2000, Pengadilan
mengabulkan tuntutan pihak Gore dengan menyatakan menerima yurisdiksi atas
perkara yang dinaikkan banding kepadanya, merencanakan jadual pemeriksaan
yang dipercepat, dan melarang sekretaris dan Komisi Penyelidik Pemilihan untuk
mensahkan hasil-hasil pemilihan presiden sampai adanya perintah lebih lanjut
dari Pengadilan ini. Mayoritas Hakim Agung pada Mahkamah Agung Florida (
6 : 1 ) menyetujui pelaksanaan perhitungan suara ulang dibawah pengawasan
pengadilan.
5.5. Hasil Akhir Pemilihan
Sementara diadakan pemungutan suara ulang secara manual di bawah
pengawasan Hakim pengadilan Florida, pihak Bush mengajukan perlawan
terhadap upaya Gore maupun Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah untuk
menuntut perhitungan suara ulang secara manual di Palm Beach, Volusia,
Broward, dan Miami-Dade. Perlawanan ini dilakukan dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Federal berdasarkan Amandemen I dan Amandemen
XIV Konstitusi Amerika. Amandemen I tentang Hak-hak sipil dan Amendemen
XIV tentang perlindungan setara terhadap semua warga negara Amerika dalam
hal ini para pemilih. Untuk itu mengajukan gugatan dengan alasan: a. perhitungan
suara ulang secara manual akan menghasilkan perhitungan suara yang kurang
akurat dan bersifat subjektif, Sehingga akan mencairkan sisa-sisa suara di negara
bagian tersebut; dan b.standar-standar yang dipakai dalam menilai validitas atau
kehendak dalam kertas-kertas suara itu bersifat arbitrasi dan tidak mempunyai
standar dan dapat menghasilkan laporan yang tidak konsisten mengenai kertas-
kertas suara yang identik di daerah-daerah yang berbeda;
Dengan masuknya gugatan Bush tersebut diatas, maka terdapat dua
skenario perjuangan memenangkan pemilihan presiden melalui lembaga peradilan,
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yaitu:
a. Skenario kubu Al Gore, dimulai dari Partai Demokrat Florida pada
tanggal 9 November 2000 mengajukan permohonan perhitungan
ulang secara manual terhadap kertas suara yang tidak terbaca oleh
mesin penghitungan (“undervotes”) terhadap Dewan Penyelidik
Pemerintah Daerah Florida berdasarkan Undang-undang pemilihan
Florida Bab 102.166 (4)(d) karena terdapatnya selisih perolehan
suara yang sangat tipis diantara kedua kandidat presiden Gore dan
Bush. Kemudian diadakan perhitungan secara sampel di beberapa
daerah pemilihan yang menunjukkan “terdapat kesalahan dalam
tabulasi suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan”. Sehingga
Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah Florida memutuskan untuk
melakukan perhitungan ulang secara manual. Tetapi terbentur
dengan ketentuan Undang-undang pemilihan Florida Bab 102.111
dan 102.122 yang menegaskan pengesahan seluruh hasil
pemungutan suara pada pukul 5 sore pada hari ketujuh setelah hari
pemungutan suara,  dalam hal ini pada tanggal 14 November 2000.
Oleh karena tenggad waktu ini tidak mungkin dapat dipenuhi jika
diadakan perhitungan ulang secara manual, Dewan Penyelidik
meminta pendapat ahli (advisory opinium) dari Divisi Pemilihan yang
pada pokoknya memberikan pendapatnya (No.DE00-10), bahwa
pengesahan hasil pemungutan suara tetap dilakukan sesuai tenggad
wakru yang telah ditentukan, kecuali jika terdapat situasi-situasi
yang tak terduga. Selanjutnya Harris, Sekretaris Negara Bagian
Florida menyatakan akan mengabaikan semua hasil penghitungan
ulang secara manual yang dilaporkan setelah tenggad waktu pukul
5 sore tanggal 14 November 2000. Hal ini membuat Dewan
Penyelidik mengajukan masalah ini ke lembaga peradilan Florida,
juga pihak Gore mengajukan tuntutan serupa secara langsung.
Ternyata Mahkamah Agung Florida mengabulkan tuntutan kubu Al
Gore dengan putusan yang memerintahkan pelaksanaan
penghitungan ulang secara manual terhadap kertas suara yang tak
terbaca oleh mesin penghitung dibawah pengawasan pengadilan,
dan memerintahkan Sekertaris Negara untuk tidak mengesahkan
hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan sebelumnya sampai
adanya perintah pengadilan. Jadi skenario perjuangan Kubu Gore
melalui Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah, kemudian berlanjut
di Mahkamah Agung Florida berdasarkan ketentuan Undang-
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undang pemilihan Florida Bab 122.166 (4)(d) untuk sementara
cukup berhasil. Selain itu, juga kubu Gore menyiapkan “skenario
alternatif”, yaitu dengan tidak terselesaikannya penghitungan suara
ulang secara manual sesuai tenggad waktu, maka 25 suara elektoral
Negara Bagian Florida tidak diikutkan dalam Badan Pemilih (Elec-
toral College). Sehingga jumlah anggota badan pemilih (electoral
college) yang berhak memilih presiden menjadi berkurang dari 538
anggota dikurangi 25  menjadi 513 anggota. Dalam posisi seperti
ini Gore memenangkan pemilihan presiden karena telah mengantongi
267 suara elektoral dibanding Bush 246 suara elektoral. Kriteria
jumlah majority rule di badan pemilih (electoral college) sebagai
syarat minimal memenangkan pemilihan presiden menjadi berkurang
dari 270 (50% x 538 + 1) menjadi 257 (50% x 513 + 1). Dengan
skenario alternatif ini, perolehan suara elektoral Gore sebesar 267
tersebut telah memenuhi syarat minimal untuk memenangkan kursi
presiden.
b.  Skenario Kubu George W.Bush, yang berjuang mempertahankan
keunggulan perolehan suaranya atas Gore sesuai hasil perhitungan
suara tanggal 7 November 2000 di Florida. Perjuangan ini dilakukan
dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Amerika
Serikat (Federal), agar  menghentikan penghitungan suara ulang
secara manual sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung
Negara Bagian Florida, dengan alasan melanggar konstitusi Amerika
yaitu Amandemen I dan Amandemen XIV.
Setelah melalui pemeriksaan Pengadilan Distrik dan pengadilan Band-
ing Federal, maka Mahkamah Agung Federal kemudian memutuskan
menyerahkan kembali kasus ini kepada Mahkamah Agung Florida untuk
menjelaskan apakah peraturannya memperpanjang pertimbangan masa tenggang
waktu untuk hasil-hasil pemilihan lewat penghitungan suara ulang secara manual
itu merupakan suatu interpretasi sepenuhnya dari undang-undang Florida, ataukah
kesimpulan tersebut didasarkan sebagian baik berdasarkan ketetapan-ketetapan
atas konstitusi Florida mengenai hak-hak pemilih ataukah berdasarkan judul III
dari hukum federal (tentang kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan berada
pada satu Mahkamah Agung).
Pengembalian disertai permintaan penjelasan kepada Mahkamah Agung
Florida ini mencerminkan penghormatan tinggi Mahkamah Agung Federal kepada
Mahkamah Agung Florida yang memeriksa dan memutus perkara sesuai
kewenangannya berdasarkan konstitusi Negara Bagian Florida.
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Selanjutnya setelah pengembalian kasus tersebut, pada tanggal 11
Desember 2000 Mahkamah Agung Florida mengeluarkan suatu opini baru yang
mengambarkan, bahwa pertimbangan pengadilan sebelumnya sepenuhnya
didasarkan pada “suatu pembacaan yang sempit dan klarifikasi atas” Kitab
Undang-undang Pemilihan Florida (the Florida Election Code), dan diketahui
bahwa setiap modifikasi-modifikasi atas undang-undang (Code) tersebut
dipercayakan pada Badan Legislatif. Opini baru Mahkamah Agung Federal ini
mengartikan bahwa perintahnya untuk melakukan penghitungan suara ulang
secara manual adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang pemilihan Negara
Bagian Florida, tetapi perintah untuk tidak mengesahkan hasil pemilihan meskipun
telah lewat tenggad waktu menurut Undang-undang sudah merupakan suatu
modifikasi terhadap ketentuan Undang-undang yang seharusnya menjadi
wewenang legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Florida), bukan
kewenangan Mahkamah Agung Florida.
Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2000, Mahkamah Agung Federal
dengan suatu mayoritas 5 : 4 suara Hakim Agung menyetujui untuk  memutuskan,
bahwa proses penghitungan suara ulang yang dipimpin oleh pengadilan Florida
melanggar jaminan konstitusional atas perlindungan yang setara, dan tidak ada
waktu untuk menyusun dan menjalankan suatu penghitungan suara ulang yang
tepat. Menurut D.Grier Stephenson,Jr.(20): Keputusan yang diambil oleh
mahkamah tertinggi negara ini akan punya dampak yang jauh melampaui
pemilihan presiden tahun 2000. Mahkamah Agung telah mengukuhkan peraturan
yang tampaknya akan jadi panduan untuk semua penghitungan ulang dalam
pertarungan politik pada masa depan dimana pun di Amerika Serikat.
Penghitungan ulang saat ini baru bisa dikerjakan jika kartu-kartu suara yang
diperiksa di bawah standar-standar yang dirancang untuk menjamin perlakuan
setara dan meminimalkan subjektifitas.
Kelima Hakim Agung yang menyetujui keputusan diatas, yaitu Ketua
Hakim Rehnquist, Hakim Scalia, Thomas, Kennedy dan O’Connor memberikan
pertimbangan hukum sebagai opini pengadilan (“Per Curiam”), sebagai berikut:
Dimana suatu badan legislatif negara menghendaki agar para pemilih
dapat memilih melalui suatu pemilihan suara rakyat, sehingga hak untuk
memberikan suara sangatlah penting. Setelah memberikan hak untuk memilih,
Negara kemudian tidak boleh menilai hasil suara seseorang melebihi yang lain
melalui “perlakuan arbitrasi dan berbeda”. Standar “tujuan dari pemilih” tampak
baik pada prinsipnya, tapi kurang memiliki standar-standar spesifik untuk
memastikan pelaksanaan yang setara. Maka dari itu, standar-standar dapat
bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya.
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Peraturan Mahkamah Agung Florida mengingatkan penghitungan suara-
suara dengan menggunakan berbagai standar ketika dibutuhkan jumlah-jumlah
penghitungan suara ulang dari negara bagian Miami-Dade, Palm Beach, dan
Broward, untuk disertakan dalam pengesahan. Hasil-hasil ini juga menyertakan
suatu penghitungan suara ulang atas suara-suara yang berlebihan. Peraturan
Florida juga mengatur pengesahan atas hasil-hasil pemilihan suara sebagian dari
negara bagian Miami-Dade. Pencantuman hasil-hasil pemilihan suara sebagian
ini dan kemungkinan pencantuman hasil-hasil pemilihan suara sebagian tambahan,
juga menciptakan perlindungan masalah-masalah yang setara dengan
memperlakukan suara-suara dari pemilih yang berbeda secara berbeda.
Lebih jauh lagi, pelaksanaan peraturan Florida akan membutuhkan kerja
sama dari tim-tim ad hoc dan tim-tim penghitung tidak terlatih. Seluruh masalah-
masalah ini tidak konsisten dengan prosedur-prosedur minimal yang dibutuhkan
untuk melindungi hak dasar dari setiap pemilih, dalam situasi-situasi tertentu ini
tentang penghitungan suara ulang di seluruh negara bagian, di bawah pengawasan
seorang hakim tunggal. Oleh karena adanya perbaikan yang menyeluruh diseluruh
negara bagian, maka “paling tidak harus ada sedikit kepastian bahwa persyaratan-
persyaratan yang belum sempurna atas perlakuan setara dan keadilan dasar
dipenuhi.”
Kerja tambahan substansial akan diperlukan untuk menyelenggarakan
penghitungan suara ulang yang tepat, termasuk perkembangan standar-standar,
uji perlengkapan tabulasi dan kajian ulang pengadilan lebih lanjut. Memberikan
pernyataan Mahkamah Agung Florida yang berhasrat untuk melabuhkan “safe
harbour 12 Desember”, tidak ada waktu untuk tetap melaksanakan suatu
penghitungan suara ulang yang sehat berdasarkan konstitusi.
Melalui keputusan ini, Mahkamah Agung Federal mengakhiri sengketa
hasil pemilihan presiden 2000 yang telah bergulir selama lima minggu. Apalagi
ternyata Al Gore kemudian menerima keputusan ini dengan berbesar hati, melalui
pidatonya yang memberi ucapan selamat kepada Bush. Hal ini menggambarkan
peranan pengadilan di Amerika dalam menyelesaian setiap sengketa termasuk
sengketa politik (hasil pemilihan), dan ketaatan seseorang terhadap putusan
pengadilan yang mengalahkannya. Penyelesaian sebuah sengketa yang menarik
perhatian begitu banyak orang dan bahkan dunia internasional dalam waktu
singkat hanya lima minggu tanpa ekses apapun lebih lanjut, membuktikan begitu
profesional dan berwibawanya Mahkamah Agung Amerika serta kepercayaan
masyarakat terhadapnya.
Rakyat mempercayai Mahkamah Agung, sebuah kepercayaan yang
bibitnya tumbuhnya sebagian besar karena cara-cara Mahkamah melindungi
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hak-hak individu. Bahkan Independensi peradilan federal dan permufakatan
masyarakat bahwa keputusan lembaga ini harus dihormati adalah lambang sistem
politik Amerika. Beberapa tahun sebelumnya, juga hal yang sama dikemukakan
oleh William Rehnquist, seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika dengan
menyatakan, bahwa peradilan A.S. adalah salah satu mahkota permata dari
sistem pemerintahan kita (Philipa Strum:41 dan 37).
Sistem peradilan Amerika telah begitu efektif mampu menyelesaikan
sengketa hasil pemilihan 2000 yang penuh nuansa politik dan demokrasi dalam
waktu singkat, sehingga pelantikan presiden Bush dan wakil presiden Cheney
dapat berlangsung sesuai jadual konstitusi pada tanggal 20 Januari 2001.
Kembali Mahkamah Agung Federal Amerika menunjukkan dedikasinya
selaku benteng stabilitas politik dan demokrasi, terutama dalam melindungi hak-
hak sipil dan kesetaraan setiap warga negara Amerika yang tercantum dalam
Amandemen I (1791) dan Amandemen XIV (1868). Dengan demikian
menegakkan konstitusi demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara
di Amerika, tanpa perlu mengorbankan hak-hak individu rakyat Amerika. Hal
ini menggambarkan Mahkamah Agung Federal melindungi hak-hak pilih individu
setiap warga negara Amerika dari pertarungan politik yang saling mengalahkan
dalam sengketa hasil pemlihan di Florida tetapi berdampak nasional. Konflik
penghitungan suara ulang secara manual terhadap 45.000 kertas suara yang tak
terbaca oleh mesin penghitung (undervotes) ini melibatkan: Sekertaris Negara
Bagian Florida, Dewan Penyelidik Pemerintah Daerah Florida, Divisi Pemilihan
Florida, Partai Demokrat dan Partai Republik di Florida beserta para kandidat
presiden Al Gore dan George W.Bush dan Mahkamah Agung Florida. Mereka
dapat saja bersaing saling mengalahkan, tetapi hak-hak individu rakyat pemilih
yang telah menggunakan hak pilihnya tetap berada diatas segalanya dan tidak
dapat diganggugugat.  Putusan Mahkamah Agung Federal ini sekaligus menepis
skenario alternatif dari kubu Gore yang menginginkan agar 25 suara elektoral
dari Negara bagian Florida tidak diikutkan dalam badan pemilih (electoral
college). Skenario ini bertentangan dengan kewenangan Sekertaris negara bagian
Florida untuk mengesahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada
tanggal 7 November 2000 yang telah dilaporkan padanya oleh Divisi Pemilihan
Negara bagian Florida pada tanggal 8 November 2002. Terlebih lagi akan
mengorbankan hak pilih individu sekitar 4 juta pemilih yang telah memberikan
suaranya secara benar dan dapat terbaca oleh mesin penghitung. Sebagaimana
diketahui bahwa dalam politik dan demokrasi Amerika, individu memiliki nilai
kesakralan yang keberadaannya tidak dapat ditiadakan sama sekali, baik oleh
masyarakat maupun negara.
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B A B   6
P E N U T U P
Kesimpulan
1. Pelaksanaan penghitungan suara ulang secara manual hasil pemilihan 2000
atas perintah Mahkamah Agung Florida adalah sesuai dengan Undang-
undang Florida. Namun oleh Mahkamah Agung Federal penghitungan
suara ulang secara manual tersebut dinyatakan melanggar jaminan
konstitusional atas perlindungan setara sesuai Amandemen I Tahun 1791
dan Amandemen XIV Tahun 1868, dan tidak ada waktu untuk menyusun
dan menjalankan suatu penghitungan suara ulang secara tepat.
Putusan Mahkamah Agung Federal tersebut diatas merupakan putusan
yang  melindungi hak pilih setiap  pemilih sebagai bagian dari hak-hak
politik individu setiap rakyat Amerika yang tidak dapat diganggugugat
oleh siapapun termasuk para kandidat, partai politik, panitia pemilihan,
pemerintah dan pengadilan negara bagian Florida. Dengan kata lain,
Mahkamah Agung Federal tidak berwenang menentukan lain, selain
daripada maksud setiap setiap pemilih memberikan hak suaranya.
2. Tradisi konflik dan tradisi konsensus saling mewarnai sejarah
perkembangan masyarakat Amerika. Tetapi pencapaian konsensus
mengenai kesamaan pandangan hidup atau prinsip-prinsip hidup bersama
dalam pluralitas masyarakat Amerika menyebabkan konflik yang secara
tradisi timbul dari perbedaan-perbedaan golongan, sosial dan politik dapat
diselesaikan. Penyelesaian melalui Mahkamah Agung Federal yang dapat
menyatakan konstitusional-tidaknya suatu perbuatan/peristiwa yang
dipersengketakan, merupakan salah satu kesamaan pandangan hidup atau
prinsip kehidupan yang dikonsensuskan untuk dapat digunakan
menyelesaikan konflik.
3. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Florida melalui Mahkamah Agung
Federal merupakan perwujudan nyata dari salah satu kesamaan pandangan
hidup atau prinsip kehidupan bersama yang dikonsensuskan oleh
masyarakat Amerika, bahwa  Mahkamah Agung Federal dapat
menyatakan konstitusional-tidaknya suatu perbuatan/peristiwa yang
dipersengketakan,
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4. Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang ditempatkan dalam naskah
pernyataan kemerdekaan dan konstitusi Amerika merupakan gagasan dan
cita-cita luhur para pendiri negara (the founding father) yang terus hidup
dan mengalami penyempurnaan dalam pelaksanaannya melalui perjuangan
hak-hak sipil dan politik yang disahkan oleh  beberapa amandemen dan
undang-undang.
5. Aturan pemilihan dengan sistem winner takes all, the single-member
district  system, the plurality and majority rule, the electoral college, fixed
and staggered terms, primaries election, party convention dan sikap para
pemilih yang cenderung mencurigai partai telah membuat :
a. pemilihan di Amerika terselenggara secara efektif, terjadwal dan
kontinyu dengan sistem dua partai besar, yaitu Republik dan
Demokrat dengan tetap memungkinkan partai / kandidat
independen;
b. Pemilihan yang terpusat pada kandidat (candidat centered), tidak
terpusat pada partai (partai centered), partai lebih berfungsi sebagai
sarana merekrut kandidat yang potensial ;
c. Kandidat terpilih memberikan pengabdian terbaik bagi negara dan
konstituennya, sehingga Kandidat yang sedang menjabat
(incumbent) sebagian besar selalu terpilih kembali ;
d. Rendahnya minat pesaing yang baru terhadap kandidat sedang
menjabat (incumbent), sehingga terdapat distrik yang melakukan
pemilihan dengan kandidat tunggal untuk DPR dan Senator.
e. Partai yang memenangkan jabatan presiden belum menjamin
kemenangan bagi kandidat partainya di Kongres (DPR dan Senat);
f. Presiden yang terpilih melalui a plurality (mayoritas elektoral votes
/ minimal 270 suara elektoral) belum tentu memenangkan suara
mayoritas rakyat pemilih (populer votes)..
g. Demikianpun Gubernur dan Walikota yang terpilih belum menjamin
kemenangan bagi kandidat partainya di legislatif lokal.
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LAMPIRAN 1
PERNYATAAN KEMERDEKAAN
Dalam KONGRES, 4 Juli 1776
Pernyataan kesepakatan tiga belas negara bagian Amerika Serikat
BILA DILIHAT DARI SEJARAH KEJADIAN MANUSIA, adalah
penting bagi suatu bangsa untuk membubarkan perkumpulan politik yang telah
menghubungkan mereka dengan yang lain, dan berasumsi diantara Kekuatan
bumi, yang merupakan lingkungan terpisah yang sama dimana Hukum Alam dan
Asang Pencipta semesta alam telah memberi anugerah kepada mereka,
kehormatan yang layak terhadap pendapat manusia yang mengharuskan bahwa
mereka harus menyatakan berbagai sebab yang memaksa mereka untuk berpisah.
Kami meyakini bahwa kebenaran ini adalah nyata, bahwa semua manusia
diciptakan sama, bahwa mereka di-berkahi oleh Penciptanya dengan disertai
Hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, yang antara
lain meliputi hak-hak, Kehidupan (life), Kebebasan (Liberty), dan untuk
mendapatkan Kebahagiaan (the pursuit of happiness).
Bahwa untuk melindungi hak-hak tersebut, Pemerin-tahan dibentuk
diantara para manusia, yang mendapatkan wewenang yang adil dari persetujuan
orang-orang yang di-perintah. Bahwa bilamana saja setiap Bentuk Pemerintahan
menjadi bersifat merusak terhadap tujuan-tujuan ini, maka Rakyat memiliki Hak
untuk merubah atau menghapuskan peme-rintahan tersebut, dan untuk
membentuk suatu Pemerintahan yang baru, dengan meletakkan dasar pada
beberapa prinsip, dan mengatur wewenangnya dalam bentuk demikian, sehingga
mereka terlihat sangat mungkin untuk mencapai Keselamatan dan Kebahagiaan.
Memang, kebijaksanaan menyatakan bahwa Pemerintahan yang sudah lama
dibentuk tidak boleh diganti hanya karena alasan yang bersifat sepele dan
sementara; dan oleh karena itu ditunjukkan, bahwa umat manusia lebih cenderung
untuk mengalami penderitaan, sedangkan ke-jahatan dapat dikendalikan,
dibandingkan dengan hak me-reka sendiri dengan menghapuskan berbagai bentuk
yang biasa mereka hadapi. Tapi apabila sederetan perlakuan kejam dan
perampasan wewenang, yang selalu terjadi Obyek yang sama menunjukkan
suatu bentuk untuk mengurangi Kelaliman nyata, itu adalah hak mereka, mereka
berke-wajiban untuk menghapuskan pemerintahan yang demikian, dan
memberikan Perlindungan baru untuk keamanan mereka di masa yang akan
datang. Hal demikian sudah merupakan ke-sabaran menderita dari koloni ini,
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dan sekarang merupakan keharusan yang memaksa mereka untuk merubah
Sistem Pemerintahan yang sebelumnya. Sejarah Raja Inggris Raya yang ada
sekarang ini merupakan sejarah yang penuh dengan luka dan sejarah perebutan
kekuasaan yang terjadi secara berulang kali, semua memiliki maksud langsung
terhadap pembentukan Kezaliman mutlak pada negara-negara ini.
Dia telah menolak untuk memberikan Persetujuan ter-hadap Undang-
undang, yang sangat berguna dan diperlukan untuk kepentingan umum.
Dia telah melarang para Gubernurnya untuk menjalankan Undang-undang
yang sangat penting, kecuali bila di-tangguhkan dalam pelaksanaannya sampai
dia memberikan persetujuan; dan apabila sudah ditangguhkan, dia sama sekali
mengabaikan untuk memperhatikan undang-undang tersebut.
Dia telah menolak untuk menjalankan Undang-undang lain untuk
memberikan akomodasi bagi orang-orang di daerah-daerah besar, kecuali
orang-orang tersebut ber-sedia melepaskan hak Perwakilan pada Badan
Pembuat Undang-undang, yang merupakan hak tak ternilai bagi mereka dan
hanya memberatkan bagi orang yang kejam.
Dia telah memanggil badan legislatif di tempat yang tidak biasa, tidak
menyenangkan dan jauh dari tempat pe-nyimpanan Catatan Publik, hanya dengan
satu-satunya tu-juan untuk melelahkan mereka agar dapat memenuhi penilaian
mereka.
Dia telah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat secara berulang kali,
untuk menentang dengan tegas pelanggaran-nya terhadap hak-hak rakyat.
Dia sudah lama menolak, setelah pembubaran tersebut, untuk
mengupayakan agar orang lain dapat dipilih, dimana Wewenang Legislatif, yang
tidak mampu menghadapi Peng-hapusan, telah mengembalikan Rakyat pada
umumnya kepada fungsinya; sementara itu Negara tetap dapat terkena semua
ancaman bahaya invasi.
Dia telah berupaya keras untuk mencegah penduduk Negara-negara
bagian, untuk tujuan merintangi Undang-undang Naturalisasi Orang Asing, yang
menyebabkan orang lain berimigrasi/berpindah tempat ke sana kemari, dan
meningkatkan kondisi upaya untuk mendapatkan tanah baru.
Dia telah menghalangi Administrasi Keadilan, dengan menolak untuk
memberikan Persetujuan terhadap Undang-undang penetapan Wewenang
Pengadilan.
Dia telah menjadikan Hakim semata-mata bergantung kepada
Kehendaknya, selama masa jabatannya, serta besar dan pembayaran gaji
mereka.
Dia telah mendirikan banyak Kantor-kantor Baru,  dan mengirimkan
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rekan-rekan pejabat ke sana kemari untuk mengusik rakyat kami, dan merusak
hakekat mereka.
Dia telah mempertahankan, dalam masa perdamaian, Kedudukan Tentara
tanpa Persetujuan badan pembuat undang-undang kami.
Dia telah mengupayakan untuk mengubah agar Militer bebas dan lebih
tinggi dari pada Kekuatan Sipil.
Dia telah bergabung dengan orang lain untuk menjadi-kan kita sebagai
subyek yurisdiksi asing konstitusi kita, dan tidak diakui oleh undang-undang;
memberikan Persetujuannya kepada undang-undang yang berlaku.
Untuk membagi pasukan bersenjata dalam jumlah besar menjadi empat
bagian:
Untuk melindungi mereka, dengan Pemeriksaan palsu, dari Hukuman
untuk setiap Pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga negara bagian.
Untuk membatasi perdagangan dengan semua belahan dunia:
Untuk membebankan Pajak kepada kita tanpa Persetujuan.
Untuk mencabut hak kita dalam banyak perkara, dengan memanfaatkan
Pemeriksaan oleh Juri.
Untuk mengangkut kita melalui Laut diadili atas pelanggaran yang
didakwakan.
Untuk menghapuskan sistem bebas Undang-undang Ingris di propinsi
yang berdekatan, membentuk pemerintahan Arbi-trari, dan memperluas Batas-
batas dengan tujuan untuk memberikan segera menjadikannya sebagai contoh
dan menyesuaikan instrumen untuk memperkenalkan peraturan absolut yang
sama kepada Koloni-koloni tersebut:
Untuk menghilangkan Piagam-piagam kita, menghapuskan Undang-
undang yang paling berharga, dan merubah Bentuk Pemerintahan kita:
Untuk menangguhkan Badan Pembuat Undang-undang, dan
menyatakannya dilantik dengan Kekuasaan untuk membuat undang-undang bagi
kita dalam semua kasus apapun.
Dia telah menurunkan pemerintah dari tahta, dengan menyatakan bahwa
berada di luar Perlindungan kita, dan menyatakan perang dengan kita.
Dia telah merampas laut kita, menjarah Pantai kita, membakar kota-
kota kita, dan menghancurkan kehidupan rakyat kita.
Dia sekarang ini mengangkut tentara dalam jumlah besar yang merupakan
prajurit bayaran dari luar negeri untuk menjalankan pembunuhan, pengrusakan
dan kekejaman, sudah memulai Kebengisan dan kedurhakaan yang hampir tidak
paralel pada masa-masa yang paling biadab, dan secara keseluruhan adalah
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tidak layak menjadi Pimpinan dari negara yang beradab.
Dia telah memaksa rekan-rekan kita sesama warga-negara tawanan
dan untuk mengangkat senjata menentang negara mereka sendiri, untuk menjadi
algojo bagi teman-teman mereka sendiri.
Dia telah membangkitkan pemberontakan dalam negeri di antara kita,
dan telah berupaya untuk mengajak warga di daerah perbatasan, yaitu orang-
orang biadab Indian yang tidak kenal kasihan, yang dikenal sebagai penguasa
perang, merupakan pengrusakan terhadap semua usia, jenis kelamin dan berbagai
kondisi.
Pada setiap tahap Penindasan ini, Kami telah Menuntut Ganti-rugi dengan
istilah yang paling sederhana, Tuntutan yang kami sampaikan berulangkali hanya
dijawab dengan cedera yang berulang kali. Seorang Pangeran, yang memiliki
karakter ditandai dengan setiap tindakan yang menunjukkan sebagai Orang yang
kejam, adalah tidak pantas untuk menjadi penguasa bagi rakyat yang Merdeka.
Kami juga tidak menginginkan perhatian kepada orang Inggris. Kami
telah senantiasa memperingatkan mereka se-hubungan dengan berbagai upaya
yang dilakukan oleh Badan Pembuat Undang-undang (legislative) untuk
mengembangkan yurisdiksi. Kami telah mengingatkan mereka mengenai keadaan
emigrasi dan penyelesaian di sini. Kami telah memohon kepada “native justice”
dan keluhuran budi mereka, dan kami telah men-dorong mereka melalui hubungan
keluarga untuk mengingkari perebutan kekuasaan ini, yang tidak dapat dipungkiri
lagi akan mengganggu hubungan kita. Mereka juga tuli untuk dapat menyuarakan
tentang keadilan dan pertalian darah. Oleh karena itu, kami mesti menyetujui
dengan kebutuhan, yang mencela Perpisahan kami, dan menahan mereka, se-
bagaimana kami menahan umat manusia. Musuh dalam Pe-perangan, Teman
dalam Perdamaian.
OLEH KARENA ITU, KAMI, Wakil AMERIKA SERIKAT, dalam
Kongres Umum, Berkumpul, memohon kepada Hakim Agung dunia demi
kebaikan maksud kami, atas nama, dan atas kuasa dari Rakyat Koloni ini yang
baik, dengan sungguh-sungguh mengumumkan dan menyatakan, Bahwa Koloni
Bersatu ini harus menjadi NEGARA YANG BEBAS DAN MERDEKA; bahwa
mereka dibebaskan dari semua Kesetiaan terhadap Mahkota Inggris, dan bahwa
semua hubungan politik di antara mereka dan Negara Inggris Raya, harus
dibubarkan sepenuhnya; dan bahwa sebagai NEGARA YANG BEBAS DAN
MERDEKA, mereka memiliki Wewenang untuk mengadakan Perang, mengakhiri
Perdamaian, membuat perjanjian persekutuan, menyelenggarakan Perdagangan,
dan melakukan semua Tindakan lain yang dapat dan layak dilakukan oleh Negara
Merdeka. Dan untuk mendukung Pernyataan ini, dengan keyakinan yang teguh
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terhadap Perlindungan Tuhan, kami saling berjanji menyangkut Ke-hidupan kami,
Nasib kami, dan Kehormatan kami.
                                    John Hancock
NEW HAMPSHIRE NEW YORK PENNSYLVANIA
Josiah Bartlett Wm. Floyd Robt. Morris
Wm.Whipple Phil. Livingston Benjamin Rush
Matthew Thornton Frans. Lewis Benj. Franklin
John Morton
RHODE ISLAND NEW JERSEY        Geo. Clymer
Step.Hopkins Richd. Stockton Jas. Smith
William Ellery Jno.Witherspoon Geo. Taylor
Fras. Hopkinson James Wilson
CONNECTICUT John Hart Geo. Ross
Roger Sherman Abra. Clark
Sam’el Huntington MASSACHUSETTS-BAY
Wm. Williams Saml. Adams
Oliver Wolcott John Adams
Robt. Treat Paine
Elbridge Gerry
DELAWARE VIRGINIA SOUTH CAROLINA
Caesar Rodney George Wythe Edward Rutledge
Geo. Read Richard Henry Lee Thos. Heyward,Jnr.
Tho.M’Kean Th. Jefferson Thomas Lynch,Jnr.
Benj. Harrison Arthur Middleton
MARYLAND Ths. Nelson,Jr.
Samuel Chase Francis Lightfoot Lee
Wm. Paca Carter Braxton GEORGIA
Thos. Stone Button Gwinnett
Charles Carroll Of Carrollton NORTH CAROLINA Lyman Hall
Wm. Hooper Geo. Walton
Joseph Hewes
John Penn
Catatan :
Untuk merumus konsep Pernyataan Kemerdekaan Amerika Serikat,
Kongres Kontinental Kedua pada tanggal 11 Juni 1776 membentuk Tim yang
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terdiri dari : John Adams, Thomas Jefferson, Benyamin Franklin, Roger Sherman,
dan Robert Livingston. Kemudian rumusan Pernyataan Kemerdekaan yang lebih
dikenal sebagai hasil karya Thomas Jefferson ini mendapat persetujuan dalam
Kongres Kontinental di Philadelphia pada tanggal 4 Juli 1776. Oleh karena itu
Hari Kemerdekaan Amerika diperingati setiap tanggal 4 Juli.
Naskah Pernyataan Kemerdekaan ditandatangani pada tanggal 2
Agustus 1776 oleh 56 anggota Kongres. Kini Naskah Aslinya dari kertas
perkamen disimpan rapih dan tersegel dalam gedung Arsip Nasional di Wash-
ington D.C. dan dapat dilihat oleh umum.
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LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG DASAR AMERIKA SERIKAT
Kami rakyat Amerika Serikat, untuk membentuk suatu Serikat yang
lebih sempurna, menegakkan Keadilan, menjamin kesentosaan dalam negeri,
menyelenggarakan pertahanan umum, meningkatkan Kesejahteraan umum, dan
menjamin Manfaat Kemerdekaan bagi kita sendiri dan Anak-cucu kita, dengan
ini menyatakan dan menetapkan Undang-undang Dasar ini untuk negara Amerika
Serikat.
- PASAL I -
Bagian 1. Semua Kekuasaan legislatif yang dinyatakan dalam Undang-undang
Dasar ini harus ditetapkan melalui Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari
Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagian 2. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari para Anggota yang dipilih
setiap dua tahun oleh Rakyat dari beberapa Negara Bagian, dan para Pemilih
dari setiap Negara Bagian harus memiliki persyaratan yang diharuskan bagi para
Pemilih dari Cabang yang paling banyak dari Badan Pembuat Undang-undang
Negara Bagian.
Tidak ada orang yang boleh menjadi Wakil rakyat yang belum mencapai
Usia dua puluh lima Tahun, dan sudah tujuh Tahun menjadi Warganegara Amerika
Serikat, serta pada waktu pemilihan, bukan penduduk negara bagian dimana ia
terpilih.
Para wakil rakyat dan Pajak langsung akan dibagi secara adil di antara
Negara-negara bagian (yang  termasuk dalam Serikat ini, berdasarkan jumlah
masing-masing, yang akan ditentukan dengan menambahkan kepada seluruh
Jumlah Orang yang bebas, termasuk mereka yang terikat Dinas selama Masa
Beberapa Tahun, dan tidak termasuk orang Indian yang tidak dikenakan pajak,
tiga perlima dari Orang-orang lain.)1) Penghitungan yang sesungguhnya akan
dilakukan dalam waktu tiga Tahun setelah sidang Kongres Amerika Serikat yang
pertama, dan dalam waktu setiap Masa 10 Tahun berikutnya, dengan Cara
sedemikian rupa yang ditentukan dengan Undang-undang. Jumlah Wakil tidak
boleh lebih dari satu untuk setiap tiga puluh Ribu, tapi masing-masing Negara
Bagian harus memiliki sekurang-kurangnya satu Wakil, dan sampai penghitungan
tersebut dilakukan, Negara Bagian New Hampshire berhak untuk memilih tiga,
Massachusetts delapan, Rhode-Island dan Providence Plantations satu,
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Connecticut lima, New York enam, New Jersey empat, Pennsylvania delapan,
Delaware satu, Maryland enam, Virginia sepuluh, North Carolina lima, South
Carolina lima, dan Georgia tiga.
Apabila terdapat lowongan Perwakilan dari setiap Negara Bagian, maka
Otoritas Eksekutif negara bagian yang bersangkutan  akan mengeluarkan Surat
Perintah Pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih Ketua  dan beberapa Pejabat
lainnya, dan akan memiliki Wewenang  tunggal untuk menuntut
pertanggungjawaban.
Bagian 3. Senat Amerika Serikat terdiri dari dua Senator dari masing-masing
Negara Bagian, (dipilih oleh Badan legislative negara bagian tersebut)2)  selama
enam Tahun, dan masing-masing Senator memiliki satu suara.
Segera setelah mereka dibentuk sebagai Hasil dari Pemilihan pertama,
mereka akan dibagi sama banyaknya men-jadi tiga kelompok. Kursi Senator
untuk kelompok pertama akan dikosongkan pada waktu Berakhirnya Tahun
kedua, un-tuk kelompok Kedua pada waktu Berakhirnya Tahun keempat, dan
untuk Kelompok ketiga pada waktu Berakhirnya Tahun keenam, sehingga satu
pertiga dapat dipilih setiap Tahun kedua, (dan jika Lowongan terdapat karena
adanya Pengunduran diri, atau karena sebab lain, selama masa Reses Badan
Legislatif pada Negara Bagian manapun, maka Eksekutif dapat melakukan
Pengangkatan sementara sampai diadakan sidang Badan Legislatif berikutnya,
yang kemudian akan mengisi lowongan yang ada tersebut)3).
Tidak ada orang yang boleh menjadi Senator bila belum mencapai Usia
tiga puluh Tahun, dan sudah sembilan Tahun menjadi Warga Negara Amerika
Serikat, dan pada saat pemilihan, bukan penduduk negara bagian dimana ia
terpilih.
Wakil Presiden Amerika Serikat akan menjadi Ketua Senat, tapi tidak
memiliki hak suara, kecuali bila jumlah suara terbagi sama.
Senat akan memilih para Pejabat lainnya, dan juga seorang Ketua
sementara, jika wakil presiden berhalangan, atau apabila dia akan menjalankan
tugas sebagai Presiden Amerika Serikat.
Senat memiliki Wewenang tunggal untuk melakukan semua tuntutan
pertanggungjawaban. Pada waktu menjalankan wewenangnya tersebut, mereka
harus diangkat sumpah. Apabila Presiden Amerika Serikat yang diadili, maka
Ketua Mahkamah Agung Federal akan memimpin per-adilan tersebut dan tidak
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ada orang yang boleh dihukum tanpa persetujuan dari dua pertiga Anggota yang
hadir.
Keputusan pada Kasus tuntutan pertanggungjawaban tidak boleh
melebihi pemberhentian dari jabatan, dan diskualifasi untuk memegang jabatan
dan mendapat jabatan apapun yang merupakan suatu  kehormatan, Kepercayaan
atau Keuntungan di bawah Amerika Serikat, meskipun demikian, Pihak yang
dihukum dapat dimintai tuntutan pertanggungjawaban  dimuka pengadilan,
dijatuhkan putusan hakim dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang
berlaku.
Bagian 4. Waktu, Tempat dan Cara penyelenggaraan Pemilihan Senator dan
Wakil, akan ditentukan pada setiap Negara Bagian oleh Badan Legislatif yang
bersangkutan; tapi Kongres dapat sewaktu-waktu berdasarkan undang-undang
untuk membuat atau merubah Peraturan tersebut, kecuali yang menyangkut
Tempat pemilihan Senator.
Kongres akan bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam Setahun,
dan sidang tersebut akan diadakan pada (hari Senin pertama bulan Desember)4),
kecuali bila berdasarkan undang-undang akan ditunjuk hari yang lain.
Bagian 5. Masing-masing Dewan akan menjadi wasit dalam Pemilihan,
penghitungan suara dan persyaratan keanggotaan dari anggota-anggotanya, dan
Mayoritas anggota dewan akan  membentuk suatu Kworum untuk menjalankan
tugas; tapi jumlah yang lebih sedikit dapat menunda sidang dari hari ke
hariditangguhkan dari hari ke hari, dan dapat diberi wewenang untuk memaksa
hadir para anggota yang absen, dengan cara sedemikian rupa, dan dengan
didasarkan pada adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh setiap Dewan.
Setiap Dewan dapat menentukan Peraturan tata terttibnya, menghukum
para anggotanya atas perilaku yang melanggar peraturan, dan dengan persetujuan
dari dua pertiga jumlah anggotanya, dapat memberhentikan seorang anggota
dari dewan.
Setiap Dewan membuat jurnal laporan sidang rapat, dan senantiasa
mengumumkannya, kecuali bila laporan tersebut dinilai harus dirahasiakan, dan
pernyataan setuju serta tidak setuju dari para Ang-gota masing-masing Dewan
mengenai suatu masalah harus didasarkan atas keinginan seperlima anggota yang
hadir, yang harus dicatat dalam jurnal.
Selama Kongres bersidang,Dewan tidak boleh melakukan penundaan
sidang selama lebih dari tiga hari tanpa persetujuan dari yang lainnya, dan tidak
boleh memindahkan tempat sidang ke tempat lain.
Bagian 6. Para Senator dan Wakil rakyat akan menerima Kompesansi atas
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Layanan yang mereka berikan, yang akan diatur dengan Undang-undang, dan
dibayarkan dari keuangan  Amerika Serikat. Mereka dalam segala hal, kecuali
Peng-khianatan, Kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, diberi
hak istimewa dari Penahanan selama Kehadiran mereka pada Sidang pada
Dewan masing-masing, dan dalam perjalanan pergi dan kembali dari tempat
yang sama, dan untuk setiap Pidato atau Pembahasan di Dewan, mereka tidak
akan ditanyai di Tempat lain.
Tidak ada Senator atau Wakil rakyat, selama Masa dia terpilih, akan
diangkat bertugas di kantor sipil berdasarkan kewenangan Amerika Serikat,
yang akan diciptakan, atau honorariumnya akan ditingkatkan selama masa
tersebut, dan tidak ada Orang yang boleh memegang jabatan apapun di Amerika
Serikat, yang dapat menjadi Anggota salah satu Dewan selama dia masih bertugas
pada jabatan tersebut.
Bagian 7. Semua Rancangan Undang-undang untuk meningkatkan Pendapatan
harus berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Senat dapat mengusulkan
atau menyetujui Amandemennya, juga untuk Rancangan Undang-undang lain.
Setiap Rancangan Undang-undang yang akan diberlakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Senat, sebelum  disahkan sebagai Undang-undang,
disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat; Jika dia setuju, maka dia akan
menandatanganinya, tapi jika tidak, maka dia akan mengembalikannya, dengan
mengemukakan Keberatan-keberatan kepada Dewan tersebut, yang akan
mencatatkan Keberatan-keberatan tersebut pada jurnal, untuk kemudian
dipertimbangkan kembali. Jika setelah dipertimbangkan kembali ter-sebut, dua
pertiga dari anggota Dewan tersebut setuju terhadap Rancangan Undang-undang
tersebut, maka Rancangan Undang-undang tersebut akan dikirimkan, yang
disertai dengan Keberatan-keberatan, kepada Dewan lain, untuk dapat
dipertimbangkan kembali, dan jika disetujui oleh dua pertiga anggota Dewan,
maka Rancangan Undang-undang tersebut akan dijadikan sebagai Undang-
undang. Tapi pada semua Kasus tersebut, Hak suara kedua Dewan akan
ditentukan oleh pernyataan setuju dan tidak setuju, dan nama-nama orang yang
menyatakan setuju dan menentang Rancangan Undang-undang akan dicatatkan
ke dalam jurnal pada masing Dewan. Jika suatu Rancangan Undang-undang
tidak dikembalikan oleh Presiden dalam waktu sepuluh hari (tidak termasuk
hari Minggu) setelah disampaikan kepada-nya, maka Rancangan Undang-undang
tersebut akan sah menjadi Undang-undang, dengan cara yang sama seakan sudah
ditandatangani olehnya, kecuali bila Kongres menunda sidangnya untuk mencegah
pengembaliannya, maka RUU tersebut tidak akan menjadi Undang-undang.
Setiap Perintah, Resolusi atau Suara yang memerlukan persetujuan dari
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Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (kecuali pada masalah penundaan sidang),
harus disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat, dan sebelum dinyatakan
berlaku, harus disetujui oleh Presiden, atau bila tidak disetujui oleh Presiden,
harus disampaikan kembali kepada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapat persetujuan dua pertiga anggotanya masing-masing untuk dapat sahnya
menjadi undang-undang sesuai Peraturan dan Batasan yang ditentukan undang-
undang untuk itu.
Bagian 8. Kongres memiliki Wewenang untuk menetapkan dan mengumpulkan
Pajak, Bea, Impor dan Cukai, membayar Hutang dan memberikan perlindungan
umum dan kesejahteraan umum untuk Amerika Serikat, tapi semua Bea, Impor
dan Cukai adalah sama untuk seluruh wilayah Amerika Serikat.
Untuk meminjam uang secara kredit untuk Amerika Serikat.
Untuk mengatur Perdagangan dengan Negara-negara asing, dan antara
beberapa Negara Bagian, dan dengan Suku Bangsa Indian.
Untuk menetapkan Peraturan Naturalisasi yang sama, dan Undang-
undang yang sama yang mengatur tentang kepailitan di seluruh wilayah Amerika
Serikat.
Untuk mencetak mata uang, mengatur nilainya, dan mencetak uang asing,
dan menetapkan standar Berat dan Ukuran.
Untuk menetapkan Hukuman bagi pemalsuan surat-surat berharga dan
mata uang yang berlaku di Amerika Serikat.
Untuk menetapkan Kantor Pos dan jaringan pos.
Untuk mendorong meningkatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan seni
yang bermanfaat, dengan menjamin waktu yang tertentu bagi para penulis dan
penemu dan memberikan hak eksklusif untuk tulisan dan penemuan mereka
masing-masing.
Untuk membentuk Pengadilan yang lebih rendah dari mahkamah agung.
Untuk menegaskan dan menghukum Pembajakan dan Kejahatan yang
dilakukan di laut bebas, dan berbagai Pelanggaran yang bertentangan dengan
hokum bangsa bangsa.
Untuk mengumumkan Perang, mengeluarkan Surat penyitaan dan
pembalasan setimpal, serta membuat Peraturan-peraturan mengenai Penangkapan
di Darat dan di Perairan;
Membentuk dan membiayai kesatuan Tentara, tapi tidak ada Pengadaan
Dana untuk keperluan tersebut selama jangka waktu lebih dari dua tahun.
Untuk membentuk dan membiayai  Angkatan Laut;
Untuk membuat Peraturan-peraturan bagi Pemerintah dan Peraturan
Angkatan Darat dan Angkatan Laut;
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Untuk memanggil dan membentuk angkatan bersenjata sukarela (milisi)
untuk melaksanakan Undang-undang Serikat, menumpas pemberontakan dan
menghalau serangan dari luar (invasi).
Untuk mengatur pengorganisasian, persenjentaan, dan disiplin Angkatan
bersenjata, dan pengaturan bagian-bagian dari Angkatan bersenjata sukarela
(milisi) tersebut yang ditugaskan dalam  Dinas Amerika Serikat, Pengangkatan
para Perwira, dan Wewenang untuk melatih Milisi sesuai dengan aturan yang
ditentukan oleh Kongres.
Untuk menjalankan secara eksklusif peraturan perundang-undangan
dalam semua kasus apapun, di suatu Wilayah (distrik), (tidak lebih dari sepuluh
mil persegi), yang diserahkan Negara bagian tertentu, dan disetujui oleh Kongres,
menjadi tempat kedudukan  Pemerintah Amerika Serikat, dan untuk menjalankan
Wewenang terhadap semua tempat yang dibeli berdasarkan Persetujuan Badan
legislatif Negara Bagian untuk Pembangunan Benteng, Gudang Senjata, galangan
kapal dan bangunan-bangunan lainnya yang dibutuhkan; Dan
Untuk membuat semua Undang-undang yang diperlukan untuk
melaksanakan wewenang tersebut diatas, dan semua Wewenang lain yang
ditetapkan oleh Undang-undang Dasar ini bagi Pemerintahan Amerika Serikat,
atau bagi setiap Departemen atau Pejabat yang bersangkutan.
Bagian 9. Perpindahan penduduk atau masuknya orang-orang yang dizinkan
oleh negara-negara bagian yang ada saat ini, tidak boleh dilarang oleh Kongres
sebelum tahun Seribu delapan ratus delapan, tapi Pajak atau Bea dapat
dibebankan untuk orang orang dizinkan masuk tersebut, tidak lebih dari sepuluh
dolar untuk setiap Orang.
Hak atas surat perintah Habeas Corpus tidak akan dipersulit, kecuali
bila diperlukan dalam Kasus Pem-berontakan atau Invasi terhadap keamanan
dan ketertiban umum.
Tidak ada Undang-undang penghapusan hak (attainder) atau Undang-
undang ex post facto yang akan diberlakukan.
(Tidak ada pajak perseorangan, atau pajak langsung lainnya yang akan
dibebankan, kecuali sesuai dengan Sensus atau Penghitungan yang disebutkan
dalam Undang-undang Dasar ini). 5)
Tidak ada Pajak atau Bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang
diekspor dari Negara Bagian manapun.
Tidak ada preferensi yang diberikan oleh Peraturan Perdagangan atau
Pendapatan apapun kepada Pelabuhan manapun dari suatu Negara Bagian, dan
juga tidak ada kapal yang keluar ke atau dari satu Negara Bagian, yang
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diharuskan masuk dan melapor, atau membayar bea di Negara Bagian lain.
Tidak ada uang yang akan ditarik dari kas negara, terkecuali sebagai
konsekuensi dari pemberian oleh Undang-undang, dan surat keterangan laporan
penerimaan dan pengeluaran dari semua uang publik akan selalu diumumkan
secara teratur.
Tidak ada Gelar kehormatan yang akan diberikan oleh Amerika Serikat;
dan tidak ada Orang yang dapat menduduki suatu jabatan atau mendapat
keuntungan atau Kepercayaan, tanpa mendapat persetujuan dari Kongres,
menerima pemberian apapun, pembayaran, Jabatan atau Gelar, dalam bentuk
apapun, dari Raja, Pangeran, atau Negara Asing.
Bagian 10. Tidak ada Negara Bagian yang boleh mengikatkan diri pada
Perjanjian, Persekutuan atau Konfederasi; mengeluarkan Surat penyitaan dan
pembalasan setimpat (reprisal; mencetak uang; mengeluarkan surat Kredit;
membuat apa saja kecuali menjadikan emas atau perak sebagai alat penawaran
dan pembayaran hutang; memberlakukan undang-undang penghapusan hak,
Undang-undang ex post facto, atau Undang-undang yang menghalangi Kewajiban
Kontrak atau memberikan  suatu Gelar Kehormatan.
Tidak ada Negara Bagian, tanpa Persetujuan dari Kongres, dapat
menarik pungutan (impost) atau Bea atas Import atau Ekspor, kecuali yang benar-
benar diperlukan untuk me-laksanakan Undang-undang pengawasan/
pemeriksaan (inspeksi); dan hasil bersih dari semua bea dan pungutan yang
demikian, dapat direvisi serta dalam pengawasan  Kongres.
Tidak ada Negara Bagian, tanpa Persetujuan dari Kongres, dapat
menetapkan Bea berat muatan, pemeliharaan pa-sukan, atau kapal-kapal perang
dalam masa damai, membuat Perjanjian dengan Negara Bagian lain, atau dengan
Kekuasan asing, atau ikut serta dalam peperangan, kecuali benar-benar mendapat
serbuan, atau berada dalam ancaman bahaya yang mendesak seketika.
- PASAL II -
Bagian 1. Kekuasaan eksekutif akan berada ditangan  Presiden Amerika Serikat.
Dia akan memegang jabatan selama masa empat tahun, dan, bersama-sama
dengan Wakil Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan yang sama,akan dipilih
dengan cara sebagai berikut:
Masing-masing Negara Bagian akan memilih, dengan cara sedemikian
rupa sebagaimana yang diatur oleh Badan Legislatif sejumlah Pemilih (Elektor),
yang jumlahnya sama dengan jumlah Senator dan Wakil rakyat negara bagian
yang dijatahkan dalam Kongres; tetapi Senator atau Wakil Rakyat, atau Orang
yang memegang suatu Jabatan Kepercayaan di Amerika Serikat, akan dipilih
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menjadi Pemilih (elektor) yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.
(Pemilih (Elektor) akan mengadakan pertemuan di masing-masing Negara
Bagian, dan dipilih berdasarkan kartu pemungutan suara untuk dua Orang, dimana
sekurang-kurangnya satu orang bukan merupakan penduduk dari Negara Bagian
yang sama dengan mereka. Dan mereka akan membuat Daftar yang mencatat
semua Orang yang dipilih, dan masing-masing jumlah Suara yang diperoleh,
yang mana Daftar tersebut harus mereka tandatangani, dan dikirimkan secara
tertutup ke alamat pusat kedudukan Pemerintah Amerika Serikat, ditujukan
kepada Ketua Senat. Ketua Senat, dengan dihadiri oleh Senat dan Dewan
Perwakilan Rakyat, akan membuka semua surat suara tersebut,  kemudian
menghitungnya. Orang yang mendapat Jumlah Suara paling besar akan menjadi
Presiden, jika jumlah tersebut merupakan mayoritas dari keseluruhan jumlah
pemilih (elector); dan jika terdapat lebih dari satu orang yang mendapat mayoritas
tersebut, dan memiliki jumlah suara yang sama, maka Dewan Perwakilan Rakyat
akan segera melakukan pemungutan suara untuk memilih salah satunya menjadi
Presiden; dan jika tidak ada orang yang memiliki mayoritas, maka dari lima
tertinggi pada Daftar, Dewan tersebut akan memilih Presiden.  Tapi dalam memilih
Presiden, pemungutan suara diambil berdasarkan negara bagian, yaitu masing
Negara Bagian memiliki satu suara,; Kworum untuk keperluan ini terdiri dari
perwakilan dari  dua pertiga Negara Bagian, dan diperlukan dukungan Mayoritas
Negara Bagian untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden. Setelah
pemilihan Presiden. Dalam setiap hal yang sama, setelah Pemilihan Presiden,
Orang yang mendapat Jumlah Suara Pemilih (elector) yang paling banyak akan
menjadi Wakil Presiden. Tapi jika masih tetap dua atau lebih yang mendapat
dukungan yang sama, maka Senat akan memilih di antara mereka berdasarkan
pemungutan suara untuk Wakil Presiden. 6)
Kongres dapat menentukan kapan untuk memilih parah pemilih
(electoral), dan Hari kapan mereka akan memberikan suara, dimana hari/tanggal
tersebut harus sama untuk seluruh wilayah Amerika Serikat.
Tidak ada orang, kecuali warganegara kelahiran Amerika Serikat, atau
warganegara Amerika Serikat, pada saat Undang-undang Dasar ini disahkan,
yang dapat dipilih  menduduki jabatan sebagai Presiden, dan juga tidak ada
orang yang dapat dipilih untuk jabatan tersebut apabila belum mencapai Usia
tiga puluh lima tahun, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk Amerika
Serikat.
(Dalam hal Presiden diberhentikan dari Jabatan, atau Meninggal,
Mengundurkan diri, atau tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut, maka
jabatan Presiden diserahkan kepada Wakil Presiden, dan Kongres berdasarkan
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undang-undang dapat membuat peraturan tentang  Pemberhentian , Meninggal
dunia, Pengunduran diri atau Ketidak-mampuan, baik untuk Presiden maupun
Wakil Presiden dengan menentukan pejabat yang akan bertindak sebagai
Presiden, dan pejabat tersebut akan menjalankan jabatan Presiden sebagaimana
mestinya, sampai ketidakmampuan tersebut dapat dipulihkan, atau Presiden baru
telah terpilih).7)
Pada waktu yang ditentukan, Presiden akan menerima Kompensasi atas
Layanan yang diberikannya, yang tidak ditambah atau dikurangi selama masa
melaksanakan tugas jabatannya, dan dia tidak akan menerima honorarium apapun
dari Amerika Serikat atau negara bagian lainnya dalam periode tersebut.
Sebelum melaksanakan tugas, dia diambil sumpah atau janji yang
berbunyi: “Saya secara bersungguh-sungguh bersumpah (berjanji) bahwa saya
dengan setia akan menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat, dan
akan bekerja sebaik mungkin, mempertahankan, melindungi dan membela
Undang-undang Dasar Amerika Serikat.”
Bagian 2. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan
Laut Amerika Serikat, Milisi pada semua Negara Bagian, apabila dipanggil untuk
Dinas aktual Amerika Serikat; ia dapat meminta pendapat secara tertulis, dari
para pejabat tinggi pada masing-masing Departemen pemerintah, untuk setiap
masalah yang ber-hubungan dengan tugas jabatannya masing-masing, dan
berwenang untuk mengabulkan penangguhan hukuman dan memberikan
pengampunan atas berbagai pelanggaran ter-hadap Amerika Serikat, kecuali
dalam kasus tuntutan pertanggungjawaban atas jabatannya.
Ia memiliki Wewenang, berdasarkan Nasehat dan Persetujuan dari
Senat, untuk membuat Perjanjian, asalkan dua pertiga dari angota Senator yang
hadir menyatakan setuju; dan dia akan menunjuk, berdasarkan Nasehat dan
Persetujuan dari Senat, mengangkat Duta Besar, para Men-teri publik lainnya
dan Konsul, Hakim Mahkamah Agung, dan semua Pejabat Amerika Serikat
lainnya, yang pengangkatannya belum ditetapkan dalam Undang-undang Dasar
ini dan yang akan ditentukan oleh Undang-undang; tapi Kongres dengan undang-
undang dapat menetapkan pengangkatan pejabat yang lebih rendah tersebut,
yang mereka anggap tepat, kepada presiden sendiri, atau Mahkamah Agung,
atau Pimpinan Departemen.
Presiden memiliki wewenang untuk mengisi semua lowongan yang ada
selama masa Reses Senat, dengan mengakui Komisi yang akan berakhir pada
Akhir Sidang berikutnya.
Bagian 3. Dia harus senantiasa memberikan Informasi kepada Kongres tentang
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keadaan negara, dan meng-anjurkan pertimbangan yang dianggapnya perlu dan
bijaksana; Dalam keadaan luar biasa, Ia dapat memanggil rapat kedua Dewan,
atau salah satu di-antaranya, dan dalam hal terdapat perbedaan pendapat di
antara kedua dewan tersebut, yang berkaitan dengan jadual penundaan sidang,
maka dia dapat menundanya sampai waktu yang dianggapnya tepat; dia akan
menerima para Duta Besar dan Menteri Publik; dia harus memastikan bahwa
Undang-undang dilaksanakan secara tepat, dan berhak mengangkat semua
Pejabat Amerika Serikat.
Bab 4. Presiden, Wakil Presiden dan para Pejabat sipil Amerika Serikat, akan
diberhentikan dari jabatannya jika dalam suatu tuntutan pertanggungjawaban,
dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau
kejahatan berat dan pelanggaran hukum lainnya.
- PASAL III -
Bagian 1. Kekuasaan pengadilan Amerika Serikat, akan di-tetapkan pada suatu
Mahkamah Agung, dan pada Pengadilan yang lebih rendah yang sewaktu-waktu
dapat ditetapkan dan dibentuk oleh Kongres. Para hakim, baik untuk Mahkamah
Agung maupun Pengadilan yang lebih rendah, dapat menjalankan tugasnya selama
masih memiliki kinerja yang baik, dan pada waktu yang ditentukan, akan
menerima Kompensasi atas Pelayanan yang mereka berikan, yang tidak dapat
dikurangi selama masih terus bertugas.
Bagian 2. Yurisdiksi pengadilan dapat menjangkau semua Kasus hokum dan
keadilan yang timbul se-hubungan dengan  Undang-undang Dasar ini, Undang-
undang Amerika Serikat, dan Perjanjian yang ditetapkan, atau yang akan
ditetapkan, berdasarkan Otoritasnya; untuk semua Kasus yang berhubungan
dengan Duta Besar, Menteri publik dan Konsul lainnya; untuk semua Kasus
yang berkaitan dengan Yurisdiksi di laut dan maritim; untuk semua perkara dimana
Amerika Serikat menjadi salah satu pihak; untuk semua perkara antara dua
negara bagian atau lebih; (antara negara bagian dengan warga negara dari negara
bagian lainnya); antara warga negara bagian dengan warga negara bagian lainnya;
antara sesama warga negara bagian yang sama yang menuntut tanah yang diberikan
oleh negara bagian yang lainnya, (dan antara satu negara bagian atau warga
negaranya, dan negara  atau warga negara asing) 8).
Dalam semua kasus menyangkut Duta Besar, para Menteri publik dan
Konsul lainnya, dan kasus-kasus dimana sebuah Negara Bagian menjadi Pihak,
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maka Mahkamah Agung memiliki Yurisdiksi utama. Pada semua Kasus lain yang
disebutkan sebelumnya, Mahkamah Agung memiliki Yurisdiksi banding, baik
yang menyangkut Undang-undang dan Fakta, dengan pengecualian yang
berdasarkan peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kongres.
Peradilan untuk semua Kejahatan, kecuali dalam Kasus tuntutan
pertanggungjawaban; akan dilaksanakan oleh Juri; dan Peradilan ter-sebut akan
diselenggarakan di Negara Bagian tempat Kejahatan tersebut dilakukan; tapi
apabila tidak dilakukan dalam suatu wilayah Negara Bagian, peradilan tersebut
akan diselenggarakan di tempat yang ditentukan oleh Kongres berdasarkan
Undang-undang.
Bagian 3. Pengkhianatan terhadap Amerika Serikat, hanya terjadi dalam bentuk
pelaksanaan Perang terhadap Amerika Serikat, atau mengikuti Musuh-musuhnya,
memberikan Bantuan dan dukungan kepada mereka. Tidak ada orang yang
dapat dihukum karena pengkhianatan kecuali bila ada Kesaksian dari dua
orang Saksi atas adanya kejahatan tersebut, atau berdasarkan pengakuan melalui
sidang terbuka.
Kongres berwenang untuk menentukan hukuman atas pengkhianatan,
tapi tidak ada penghapusan hak karena  pengkhiatan yang mendatangkan
penderitaan bagi keluarganya,kecuali selama orang tersebut masih hidup.
- PASAL IV -
Bagian 1. Kepercayaan dan Penghargaan penuh akan diberikan kepada undang-
undang publik, dokumen-dokumen, dan proses peradilan dari setiap Negara
Bagian; Dan Kongres berdasarkan Undang-undang umum dapat menetapkan
dengan Cara bagaimana Undang-undang, dokumen-dokumen dan proses
peradilan tersebut dapat dilakukan, beserta akibat-akibatnya.
Bagian 2. Warga negara pada setiap Negara Bagian berhak untuk mendapatkan
hak istimewa dan kekebalan sebagai Warga negara pada Negara Bagian lainnya.
Seseorang yang dituntut pertanggungjawaban di salah satu Negara Bagian
telah melakukan pengkhianatan, tindak pidana berat, atau Kejahatan lainnya,
yang melarikan diri dari peradilan, dan ditemukan di Negara Bagian lain, atas
Permintaan dari Otoritas eksekutif Negara Bagian dari mana dia melarikan diri,
akan diserahkan, kepada Negara Bagian yang memiliki Yurisdiksi atas Kejahatan
tersebut.
(Tidak seorangpun yang sedang bertugas atau bekerja pada suatu Negara
Bagian, yang melarikan diri ke Negara Bagian lain, sebagai konsekuensi dari
suatu Undang-undang atau Peraturan yang ada, dapat dibebaskan dari tugas
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atau pekerjaan tersebut, melainkan akan diserahkan kembali berdasarkan
Tuntutan dari Pihak yang berhak di di negara bagian tempat dia bekerja) 9).
Bagian 3. Negara Bagian yang baru dapat disetujui oleh Kongres masuk ke
dalam Serikat ini; tapi tidak ada Negara Bagian yang baru akan dibentuk atau
didirikan dalam Yurisdiksi Negara Bagian lain, dan juga tidak ada Negara Bagian
yang di-bentuk di wilayah perbatasan antara dua Negara Bagian atau lebih,
tanpa adanya Persetujuan dari Badan legislative Negara Bagian yang
bersangkutan serta Kongres.
Kongres memiliki Wewenang untuk menentukan dan mem-buat semua
Ketentuan dan Peraturan yang diperlukan se-hubungan dengan Wilayah atau
tanah hak milik lain milik Amerika Serikat, dan tidak ada dalam Undang-undang
Dasar ini yang dapat ditafsirkan untuk meniadakan hak menuntut dari Amerika
Serikat atau salah satu Negara Bagian.
Bagian 4. Amerika Serikat akan menjamin suatu Bentuk Peme-rintahan Republik
bagi setiap Negara Bagian dalam Serikat ini, dan akan melindungi masing-masing
Negara Bagian tersebut terhadap invasi, dan atas usulan Badan legislatif, atau
Eksekutif (apabila Badan legislatifnya tidak dapat bersidang) terhadap tindakan
kekerasan dalam negeri.
- PASAL V -
Kongres, atas persetujuan dua pertiga anggota dari kedua Dewan, dapa
mengusulkan Amandemen ter-hadap Undang-undang Dasar ini, atau,
berdasarkan Permohonan dari dua pertinga anggota Badan legislative dari
beberapa Negara Bagian, akan memanggil sidang untuk mengusulkan
Amandemen, yang dalam segala hal manapun, akan berlaku  sebagai Bagian
dari Undang-undang Dasar ini, apabila diratifikasi/disahkan oleh tiga perempat
Badan Legislatif Negara Bagian, atau berdasarkan tiga perempat dari sidang
yang hadir sesuai ketentun pengesahan yang diusulkan oleh Kongres; asalkan
tidak ada Amandemen yang dapat dibuat sebelum Tahun Seribu Delapan Ratus
Delapan yang dengan cara bagaimanapun dapat mempengaruhi ayat pertama
dan keempat pada Bagian Kesembilan Pasal pertama, dan bahwa tidak ada
Negara Bagian, tanpa persetujuannya yang dapat dicabut hak pilihnya pada
Senat.
- PASAL VI -
Semua hutang yang diperjanjikan  dan Perjanjian yang ditetapkan
sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini, akan mengikat bagi Amerika
Serikat menurut Undang-undang Dasar ini, dan menurut Konfederasi.
Undang-undang Dasar ini, dan Undang-undang Amerika Serikat yang
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akan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar ini, dan semua Perjanjian
yang telah dan atau akan dibuat berdasarkan Otoritas Amerika Serikat, akan
berlaku sebagai hukum tertinggi, dan mengikat para Hakim di setiap Negara
Bagian untuk melaksanakannya, meskipun bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar atau Undang-undang lainnya yang dibuat negara bagian
yang dibuat sebelumnya.
Para Senator dan para Wakil rakyat yang disebutkan sebelumnya, dan
para Anggota Badan Legislatif Negara Bagian, serta semua pejabat eksekutif
dan pejabat pengadilan, baik Amerika Serikat maupun Negara Bagian, akan
terikat kepada Sumpah atau janji, untuk menegakkan Undang-undang Dasar
ini; Dan agama tidak dijadikan sebagai persyaratan untuk memegang jabatan
atau kepercayaan publik di Amerika Serikat.
- PASAL VII
Pengesahan/Ratifikasi dalam sidang konvensi sembilan Negara Bagian,
adalah cukup untuk menetapkan berlakunya Undang-undang Dasar ini bagi
Negara-negara Bagian yang sama  meratifikasinya.
Ditetapkan melalui Konvensi berdasarkan Persetujuan dengan suara bulat
dari Negara-negara Bagian yang hadir pada tanggal tujuh belas September tahun
Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh yang merupakan tahun Kemerdekaan
Amerika Serikat yang keduabelas. Dihadapan para saksi, kami dengan ini
mencantumkan nama-nama kami.
Go. Washington. Presiden
dan utusan dari Virginia
NEW HAMPSHIRE PENNSYVANIA MARYLAND
John Langdon B Franklin James McHenry
Nicholas Gilman Thomas Mifflin DanofSt Thos Jenifer
MASSACHUSETTS Robt Morris Danl Carroll
Nathaniel Gorham Geo.Clymer VIRGINIA
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Rufus King Thos.FitzSimons John Blair
CONNECTICUT Jared Ingersoll James Madison Jr
Wm.Saml.Johnson James Wilson NORTH CAROLINA
Roger Sherman Gouv Morris Wm.Blount
NEW YORK DELAWARE Richd.DobbsSpaight
Alexander Hamilton Geo.Read Hu Williamson
NEW JERSEY Gunning Bedfordjun GEORGIA
Wil.Livingston John Dickinson William Few
David Brearley Richard Bassett Abr Baldwin
Wm.Paterson Jaco:Broom _______________
Jona:Dayton Attest William Jackson
SOUTH CAROLINA Secretary
J. Rutledge
Charles Cotesworth Pinckney
Charles Pinckney
Pierce Butler
Catatan :
Undang-undang Dasar Amerika Serikat dirumuskan dalam Konvensi
Konstitusional yang diselenggarakan pada tahun 1787. Dua tahun kemudian
yaitu tahun 1789, sistem pemerintahan federal Amerika mulai berjalan. Sejak
saat itu telah ditambahkan 26 Amandemen terhadapnya. Amandemen pertama
yang terdiri dari 10 amandemen disebut “Bill of Rights” disahkan pada tahun
1791. Menyusul dua amandemen yang dibuat dalam tahun 1795, 3 amandemen
dalam tahun 1.800-an, dan 11 amandemen dalam masa 1900-an. Undang-undang
Dasar Amerika Serikat sangat singkat dan padat, tetapi memuat prinsip-prinsip
dan pernyataan-pernyataan umum yang telah membimbing perkembangan bangsa
Amerika yang mula-mula terdiri dari 13 negara bagian yang terletak di sisi Atlantik
pegunungan Allegheny di wilayah Timur Amerika meluas menjadi 50 negara bagian
yang terbentang di Benua Amerika Utara sampai ke Pasifik. Naskah aslinya
tersimpan rapih dalam sebuah kotak di Kantor Arsip Nasional Amerika Serikat
dan dapat dilihat oleh umum.
Dalam Konvensi, Senin, 17 September 1787 yang dihadiri oleh Negara-
negara Bagian New Hampshire, Massachusetts, Connecticut,
Mr. Hamilton dari New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware,
Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina dan Georgia, telah
diputuskan :
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Bahwa Undang-undang Dasar yang ditetapkan untuk Amerika Serikat
pada pertemuan Kongres, dan bahwa diperoleh pendapat pada Konvensi
tersebut, bahwa selanjutnya diajukan kepada Konvensi Delegasi, yang dipilih
oleh rakyat pada masing-masing Negara Bagian, berdasarkan Rekomendasi
dari Badan legislatif, setelah mendapat Persetujuan dan Ratifikasi; dan bahwa
masing-masing Konvensi menyetujui, dan meratifikasi hal yang sama, harus ada
pemberitahuan kepada Amerika Serikat melalui Kongres. Diputuskan, bahwa
diperoleh pendapat melalui Konvensi ini, bahwa segera setelah diratifikasi oleh
sembilan negara bagian yang hadir dalam Konvensi Undang-undang Dasar ini,
Amerika Serikat melalui Kongres yang sudah dibentuk harus menetapkan Hari/
Tanggal kapan Pemilih (elektor) telah ditunjuk oleh Negara Bagian yang akan
meratifikasi hal yang sama, dan tanggal kapan para Pemilih tersebut telah
berkumpul untuk memberikan suara untuk Presiden, dan Waktu serta Tempat
untuk memulai pelaksanaan Undang-undang Dasar ini.
Bahwa setelah Pengumuman tersebut, para Pemilih harus ditunjuk, dan
para Senator serta para Wakil rakyat akan dipilih. Bahwa para Pemilih harus
mengadakan pertemuan pada Hari/Tanggal yang ditentukan untuk Pemilihan
Presiden, dan harus menyampaikan surat suaranya dengan ditandatangani,
tertutup dan secara langsung , oleh karena diharuskan oleh Undang-undang Dasar,
kepada Sekretaris Kongres Amerika Serikat yang dibentuk, bahwa para
Senator dan para Wakil harus mengadakan rapat pada Waktu dan Tempat yang
telah ditentukan; bahwa para Senator harus mengangkat Ketua Senat, untuk
satu-satunya Tujuan yaitu menerima, membuka dan menghitung suara untuk
Presiden; dan, bahwa setelah dia dipilih, Kongres, bersama-sama dengan
Presiden, harus segera mulai melaksanakan Undang-undang Dasar ini.
Berdasarkan Perintah Konvensi dengan suara bulat.
Go. Washington – Presiden
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LAMPIRAN 3
AMANDEMEN KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT
- AMANDEMEN I –
( 15 Desember 1791 )
Kongres dilarang membuat Undang-Undang yang mengatur
pembentukan suatu agama, atau menghalangi kebebasan menjalankannya, atau
membatasi kebebasan berbicara, atau pers, atau hak warga untuk berkumpul-
berserikat dengan damai, dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk
perbaikan keadaan.
- AMANDEMEN II –
( 15 Desember 1791 )
Oleh karena pentingnya Milisi (rakyat terlatih secara sukarela) yang teratur
bagi keamanan setiap negara bagian yang merdeka, maka hak setiap orang
untuk memiliki dan menggunakan senjata, tidak akan dilarang.
- AMANDEMEN III –
( 15 Desember 1791 )
Tidak ada seorangpun tentara, baik di masa damai maupun di masa
perang, yang boleh menumpang di setiap rumah tanpa seizin pemiliknya, selain
dengan cara yang ditentukan dengan Undang-Undang.
- AMANDEMEN IV –
( 15 Desember 1791 )
Hak setiap orang untuk merasa aman dalam kehidupan pribadi, rumah,
surat-surat, dan harta benda kekayaan mereka, dari penggeledahan dan penyitaan
yang tidak beralasan, tidak dapat dilanggar, dan tidak akan ada perintah yang
dapat dikeluarkan, tapi hanya dapat dikeluarkan oleh sebab yang dibenarkan,
dengan didukung atas sumpah atau janji, dan dengan kejelasan tempat yang
akan digeledah, dan orang yang akan dikenakan sita atau benda yang akan
disita.
- AMANDEMEN V –
( 15 Desember 1791 )
Tidak ada seorang juapun dapat ditahan karena suatu kejahatan yang
diancam dengan hukum mati atau tindak kejahatan berat lainnya, tanpa
diberitahukan atau seizing juri Agung, kecuali terhadap perkara-perkara yang
terjadi dalam angkatan darat atau angkatan laut, atau dalam wajib militer, saat
bertugas dalam perang, atau saat negara dalam bahaya; juga tidak ada seorang
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juapun dapat dijatuhi hukuman ganda baik dengan hukuman mati maupun
hukuman penjara lainnya karena kejahatan yang sama; juga tidak dapat
dipaksakan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri
dalam suatu perkara pidana, juga tidak dirampas hak hidupnya, kebebasan
pribadinya, hak miliknya tanpa memberikan kesempatan menggunakan haknya
membela diri; serta hak milik pribadi seseorang juga tidak dapat dibebaskan
bagi kepentingan umum tanpa diberikan ganti rugi yang layak.
- AMANDEMEN VI –
( 15 Desember 1791 )
Dalam semua perkara pidana, terdakwa berhak untuk diadili dalam
peradilan yang cepat dan terbuka untuk umum, oleh juri negara bagian dan juri
distrik yang adil dan tidak memihak dimana kejahatan itu dilakukan sebagaimana
yang telah ditentukan menurut hukum, dengan diberitahu bahwa akan sifat dan
sebab-sebab dakwaan, diperhadapkan dengan para saksi yang
memberatkannya; menempuh proses peradilan sesuai hukum acara yang berlaku,
dengan mengajukan para saksi yang meringankan kepentingannya, dan
mendapatkan bantuan hukum dari pengacara yang melakukan pembelaan
terhadapnya.
- AMANDEMEN VII –
( 15 Desember 1791 )
Untuk perkara perdata yang nilai gugatannya diatas dua puluh dollar,
hak untuk diadili oleh juri tetapi dilayani, dan barang bukti yang telah diperiksa
oleh juri, tidak dapat lagi diperiksa kembali oleh pengadilan lainnya di Amerika
Serikat dengan cara apapun menurut ketentuan hukum perdata.
- AMANDEMEN VIII –
( 15 Desember 1791 )
Uang jaminan dan denda tidak akan ditetapkan sangat tinggi, dan
hukuman yang berat dan tak lazim tidak akan dijatuhkan.
- AMANDEMEN IX –
( 15 Desember 1791 )
Rincian hak-hak khusus yang tersebut dalam konstitusi tidak dapat
ditafsirkan sedemikian rupa untuk menyangkali atau mengurangi hak-hak milik
rakyat.
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- AMANDEMEN X –
( 15 Desember 1791 )
Kekuasaan yang tidak dilimpahkan kepada Amerika Serikat oleh
konstitusi, atau bukan larangan bagi negara bagian, akan merupakan kekuasaan
negara bagian, atau hak rakyat.
- AMANDEMEN XI –
( 7 Februari 1795 )
Kekuasaan pengadilan Amerika Serikat tidak dapat ditafsirkan secara
meluas meliputi setiap gugatan demi hukum dan keadilan yang diajukan oleh
warga negara asing dari negara bagian terhadap salah satu negara bagian di
Amerika Serikat.
- AMANDEMEN XII –
( 15 Juni 1795 )
Para pemilih (elektor) akan mengadakan pertemuan di masing-masing
negara bagian, dan memberikan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, yang
salah satu di antaranya, bukan merupakan penduduk di negara bagian yang
sama dengan mereka; mereka harus menyebutkan nama calon Presiden, dan
menyebutkan nama calon Wakil Presiden pada surat suara yang berbeda, dan
mereka harus membuat daftar yang berbeda yang berisi nama-nama orang yang
ikut memberikan suara untuk Presiden, dan semua orang yang memberikan suara
untuk wakil presiden, dan jumlah suara untuk masing-masingnya, yang mana
daftar tersebut akan ditandatangani dan dikirimkan secara tertutup ke kedudukan
pusat pemerintah Amerika Serikat, ditujukan kepada Ketua Senat; Ketua Senat,
dengan dihadiri oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan membuka semua
surat suara dan surat suara kemudian akan dihitung. Orang yang memiliki jumlah
suara terbanyak untuk Presiden, akan menjadi Presiden, jika jumlah tersebut
merupakan mayoritas dari keseluruhan jumlah Pemilih (elektor); dan jika tidak
ada orang yang memiliki suara mayoritas, maka dari orang yang memiliki jumlah
suara terbanyak tidak lebih dari tiga pada daftar orang-orang yang memberikan
suara untuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memilih Presiden,
berdasarkan surat suara. Tapi dalam memilih Presiden, suara akan diambil
berdasarkan negara bagian, perwakilan dari masing-masing Negara Bagian
memiliki satu suara, kworum untuk tujuan ini terdiri dari anggota dari dua pertiga
Negara Bagian, dan orang yang mendapat suara mayoritas dari seluruh negara
bagian akan terpilih menjadi presiden. (Dan jika Dewan Perwakilan Rakyat
tidak memilih Presiden sesuai hak pilih yang diberikan kepadanya, sebelum tanggal
empat Maret berikutnya, maka Wakil Presiden akan bertindak sebagai Presiden,
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sama seperti bila presiden meninggal dunia atau ketidakmampuan konstitusional
lainnya. Orang yang mendapat jumlah suara terbanyak sebagai Wakil Presiden,
akan menjadi Wakil Presiden jika jumlah tersebut merupakan mayoritas dari
keseluruhan jumlah Pemilih (elektor), dan jika tidak ada orang yang mendapat
suara mayoritas, maka dari dua jumlah tertinggi pada daftar, Senat akan memilih
Wakil Presiden; kworum untuk tujuan ini terdiri dari dua pertiga dari keseluruhan
jumlah Senator, dan yang mendapat suara mayoritas akan menjadi Wakil Presiden.
Tapi tidak ada orang yang secara konstitusional tidak dapat dipilih untuk
menduduki jabatan Presiden, dapat dipilih untuk menduduki jabatan Wakil
Presiden Amerika Serikat.
- AMANDEMEN XIII –
( 6 Desember 1865 )
Bagian 1. Baik perbudakan maupun pekerja terpaksa secara tidak sukarela,
tidak boleh ada dalam wilayah Amerika Serikat atau di tempat yang termasuk
yurisdiksi Amerika Serikat, kecuali merupakan hukuman atas kejahatan yang
dilakukan yang memang merupakan hukuman yang semestinya.
Bagian 2. Kongres berwenang melaksanakan pasal ini melalui peraturan
perundang-undangan sebagaimana mestinya.
- AMANDEMEN XIV –
( 9 Juli 1868 )
Bagian 1. Semua orang yang dilahirkan atau dinaturalisasikan di Amerika Serikat
dan merupakan bagian dari yurisdiksi, adalah warga negara Amerika Serikat
dan Negara Bagian dimana dia bertempat tinggal. Tidak ada Negara Bagian
yang dapat membuat atau menjalankan suatu undang-undang yang dapat
membatasi hak istimewa atau kekebalan warga negara Amerika Serikat; dan
tidak ada suatu negara bagian yang dapat mencabut hak seseorang yang berkaitan
dengan kehidupan, kebebasan, atau hak milik, tanpa melalui proses hukum
sebagaimana mestinya; dan menyangkali perlindungan hukum yang sama bagi
setiap orang dalam yurisdiksinya.
Bagian 2. Para wakil rakyat akan dibagikan/dijatuhkan kepada Negara Bagian
berdasarkan jumlahnya masing-masing, dengan menghitung jumlah penduduk
pada masing-masing Negara Bagian, tidak termasuk orang Indian yang tidak
dikenakan pajak. Tapi apabila hak untuk memilih pada setiap pemilihan guna
memilih para pemilih (para elektor) Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat,
para Wakil di Kongres, Eksekutif dan pejabat pengadilan Negara Bagian, atau
para anggota Badan Legislator, disangkal untuk setiap penduduk pria Negara
Bagian tersebut, atau dibatasi sedemikian rupa, kecuali karena ikut serta dalam
pemberontakan, atau kejahatan lain, maka dasar perwakilan tersebut akan
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dikurangi perbandingannya dengan jumlah warga negara pria yang berusia dua
puluh satu tahun di Negara Bagian tersebut.
Bagian 3. Tidak ada orang yang dapat menjadi Senator atau Wakil rakyat di
Kongres, atau pemilih Presiden dan Wakil Presiden (elektor), atau memegang
suatu jabatan, baik sipil atau militer, di Amerika Serikat, atau di suatu Negara
Bagian, yang sebelumnya sudah diangkat sumpah, sebagai anggota Kongres,
atau sebagai pejabat Amerika Serikat, atau sebagai anggota dari suatu Badan
legislatif Negara Bagian, atau sebagai eksekutif atau pejabat pengadilan pada
suatu Negara Bagian, untuk mendukung Undang-undang Dasar Amerika Serikat,
ikut serta dalam pemberontakan atau pembangkangan, atau memberikan bantuan
kepada musuh. Tapi Kongres, berdasarkan suara dari dua pertiga masing-masing
Dewan, dapat larangan tersebut.
Bagian 4. Berlakunya hutang publik Amerika Serikat, yang disahkan oleh
undang-undang, termasuk hutang-hutang yang dibebankan untuk pembayaran
pensiun dan penghargaan atas layanan dalam menumpas pemberontakan atau
pembangkangan, tidak akan dipermasalahkan. Tapi, baik Amerika Serikat
maupun salah satu Negara Bagian, akan menanggung atau membayar setiap
hutang atau kewajiban yang dibebankan dalam membantu pembangkang atau
pemberontakan terhadap Amerika Serikat, atau setiap klaim atas kerugian atau
pembebasan dari setiap bentuk perbudakan; tapi semua hutang, kewajiban dan
klaim tersebut akan dianggap pelanggaran atau tidak sah.
Bagian 5. Kongres berwenang menjalankan ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam pasal ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana
mestinya.
- AMANDEMEN XV –
( 3 Februari 1870 )
Bagian 1. Hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh
dihilangkan atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh suatu Negara Bagian
karena alasan ras, warna kulit atau sebelumnya pernah menjadi budak.
Bagian 2. Kongres berwenang menjalankan pasal ini berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagaimana mestinya.
- AMANDEMEN XVI –
( 3 Februari 1913 )
Kongres memiliki wewenang untuk menetapkan dan menarik pajak
pendapatan, dari sumber manapun, tanpa harus membagi kepada Negara Bagian,
dan tanpa menghubungkannya dengan sensus atau penghitungan apapun.
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- AMANDEMEN XVII –
( 8 April 1913 )
Senat Amerika Serikat terdiri dari dua Senator dari setiap Negara Bagian,
dipilih oleh rakyat Negara Bagian tersebut, untuk masa jabatan enam tahun; dan
masing-masing Senator memiliki satu suara. Para pemilih di masing-masing
Negara Bagian harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan bagi para pemilih
pada cabang terbesar dalam Badan legislatif Negara Bagian.
Apabila terdapat lowongan untuk perwakilan Negara Bagian manapun
dalam Senat, maka otoritas eksekutif dari Negara Bagian tersebut akan
mengeluarkan surat perintah pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut;
Asalkan, Badan legislatif pada setiap Negara Bagian dapat memberi wewenang
kepada eksekutif yang bersangkutan untuk melakukan pengangkatan sementara
sampai rakyat dapat mengisi lowongan melalui pemilihan sebagaimana yang diatur
oleh Badan legislatif.
Amandemen ini tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
mempengaruhi pemilihan atau masa jabatan Senator yang dipilih sebelum
amandemen ini dinyatakan sah berlaku sebagai bagian dari Undang-undang Dasar.
- AMANDEMEN XVIII –
( 16 Januari 1919 )
Bagian 1. Setelah satu tahun dari ratifikasi pasal ini, maka produksi, penjualan
atau pengangkutan minuman keras yang memabukkan, pengimporannya ke
dalam, atau pengeksporannya dari Amerika Serikat dan keluar wilayah yang
merupakan yurusdiksi Amerika Serikat, adalah dilarang.
Bagian 2. Kongres dan Negara Bagian memiliki wewenang yang sama untuk
melaksanakan pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
semestinya.
Bagian 3. Pasal ini tidak akan berlaku, kecuali bila telah diratifikasi sebagai
amandemen pada Undang-undang Dasar oleh Badan legislatif dari beberapa
Negara Bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, dalam
waktu tujuh tahun sejak tanggal penyerahannya kepada Negara Bagian oleh
Kongres.
- AMANDEMEN XIX –
( 18 Agustus 1920 )
Hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh dihilangkan
atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh suatu Negara Bagian karena alasan
jenis kelamin.
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Kongres memiliki wewenang untuk menjalankan pasal ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang semestinya.
- AMANDEMEN XX –
( 23 Januari 1933 )
Bagian 1. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan berakhir pada tengah
hari tanggal 20 Januari, dan masa jabatan Senator dan Wakil rakyat berakhir
pada tengah hari  tanggal 3 Januari, pada tahun dimana masa jabatan tersebut
akan berakhir, jika pasal ini tidak diratifikasi; dan masa jabatan para penggantinya
akan dimulai.
Bagian 2. Kongres akan bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setiap
tahun, dan sidang tersebut akan dimulai pada tengah hari pada tanggal 3 Januari,
kecuali bila ditentukan oleh undang-undang pada hari yang lain.
Bagian 3. Jika, pada waktu yang ditentukan untuk memulai masa jabatan
Presiden, Presiden terpilih meninggal dunia, maka Wakil Presiden terpilih akan
menjadi Presiden. Jika Presiden belum terpilih sebelum waktu yang ditentukan
untuk memulai masa jabatannya, atau jika Presiden terpilih tidak dapat memenuhi
syarat, maka Wakil Presiden terpilih akan bertindak sebagai Presiden sampai
Presiden sudah memenuhi syarat; dan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden
terpilih tidak memenuhi syarat, Kongres dengan Undang-Undang memilih dan
menyatakan siapa yang akan bertindak sebagai Presiden sebagaimana mestinya
sampai Presiden atau Wakil Presiden sudah memenuhi syarat.
Bagian 4. Kongres berdasarkan Undang-Undang dapat menentukan aturan
yang berhubungan dengan kasus kematian, orang yang dapat dipilih sebagai
presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat bila hak pilih presiden tersebut sudah
diserahkan kepadanya, dan juga dalam kasus kematian seseorang dimana Senat
dapat memilihnya sebagai Wakil Presiden apabila hak pilih Wakil Presiden
tersebut sudah diserahkan kepadanya.
Bagian 5. Bagian 1 dan 2 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober
setelah disahkannya pasal ini.
Bagian 6. Pasal ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali bila telah disahkan sebagai
suatu amandemen terhadap Undang-undang Dasar oleh Badan legislatif dari
tiga perempat Negara Bagian dalam waktu tujuh tahun sejak tanggal
penyerahannya.
- AMANDEMEN XXI –
( 5 Desember 1933 )
Bagian 1. Pasal delapan belas dari amandemen Undang-undang Dasar Amerika
Serikat dengan ini dicabut.
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Bagian 2. Pengangkutan atau pengimporan ke salah satu Negara bagian, Wilayah
atau daerah kekuasaan Amerika Serikat untuk pengiriman atau penggunaan
minuman keras yang memabukkan yang melanggar undang-undang, dengan ini
dinyatakan dilarang.
Pasal ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali bila telah disahkan sebagai
amandemen atas Undang-undang Dasar oleh konvensi negara-negara Bagian,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, dalam waktu tujuh tahun
dari tanggal penyerahannya kepada Negara Bagian oleh Kongres.
- AMANDEMEN XXII –
( 27 Februari 1951 )
Bagian 1. Tidak ada orang yang boleh dipilih untuk menduduki jabatan Presiden
lebih dari dua kali, dan tidak ada orang yang telah memegang jabatan Presiden,
atau bertindak sebagai Presiden selama lebih dari dua tahun pada saat mana
telah terpilih seorang presiden, akan dipilih lagi untuk jabatan presiden lebih dari
satu kali. Tapi Pasal ini tidak berlaku untuk seseorang yang memegang jabatan
Presiden pada waktu Pasal ini diusulkan oleh Kongres, dan tidak akan menghalangi
seseorang yang mungkin sedang menduduki jabatan Presiden, atau bertindak
sebagai Presiden, saat Pasal ini mulai berlaku untuk jabatan Presiden atau
bertindak sebagai Presiden selama sisa waktu dari masa jabatan yang masih
ada.
Bagian 2. Pasal ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali bila telah disahkan sebagai
amandemen atas Undang-undang Dasar oleh Badan legislatif dari tiga perempat
Negara Bagian dalam waktu tujuh tahun sejak tanggal penyerahannya kepada
Negara Bagian oleh Kongres.
- AMANDEMEN XXIII –
( 29 Maret 1961 )
Bagian 1. Distrik yang merupakan tempat kedudukan Pemerintahan Amerika
Serikat akan ditetapkan menurut cara yang ditentukan oleh kongres.
Jumlah pemilih Presiden dan Wakil Presiden (elektoral) sama dengan
jumlah Senator dan Wakil rakyat di Kongres sesuai jumlah distrik yang berhak
bila merupakan Negara Bagian, tapi tidak boleh lebih banyak dari Negara Bagian
yang paling sedikit penduduknya; mereka akan menjdi tambahan terhadap yang
diangkat oleh Negara Bagian, tapi mereka akan dipertimbangkan, untuk tujuan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi pemilih yang ditunjuk oleh Negara
Bagian; dan mereka akan mengadakan pertemuan di distrik dan menjalankan
berbagai kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan oleh pasal 12 amandemen.
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Bagian 2. Kongres berwenang untuk menjalankan pasal ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.
- AMANDEMEN XXIV –
( 23 Januari 1964 )
Bagian 1. Hak warga negara Amerika Serikat untuk memberikan suara pada
setiap pemilihan yang pertama atau pemilihan lainnya untuk memilih Presiden
atau Wakil Presiden, bagi para pemilih Presiden atau Wakil Presiden, atau Senator
atau Wakil rakyat dalam Kongres, tidak boleh disangkali atau dibatasi oleh
Amerika Serikat atau salah satu Negara Bagian dengan alasan karena tidak
membayar pajak untuk pemilihan atau pajak lainnya.
Bagian 2. Kongres berwenang untuk menjalankan pasal ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.
- AMANDEMEN XXV –
( 10 Februari 1967 )
Bagian 1. Dalam hal pemberhentian Presiden dari jabatan atau karena kematian
atau pengunduran diri, maka Wakil Presiden akan menjadi Presiden.
Bagian 2. Apabila terdapat lowongan untuk jabatan Wakil Presiden, maka
Presiden akan mencalonkan Wakil Presiden yang akan memegang jabatan
tersebut setelah mendapat konfirmasi oleh mayoritas suara pada kedua Dewan
Kongres.
Bagian 3. Apabila Presiden secara tertulis menyatakan tidak dapat melaksanakan
tugas jabatannya kepada Ketua sementara Senat dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat, dan sampai dia mengalihkan pernyataan tertulis tersebut, maka Wakil
Presiden akan bertindak sebagai pejabat Presiden.
Bagian 4. Apabila Wakil Presiden dan mayoritas pejabat utama pada departemen
eksekutif atau badan lainnya yang ditetapkan oleh Kongres berdasarkan undang-
undang, secara tertulis menyatakan bahwa Presiden tidak mampu menjalankan
jabatannya kepada Ketua Senat Sementara dan Ketua DPR, maka Wakil
Presiden menjalankan jabatan Presiden tersebut sebagai Presiden Sementara.
Kemudian, apabila Presiden secara tertulis menyatakan bahwa tidak
ada alasan baginya tidak mampu menjalankan jabatannya kepada Ketua Senat
Sementara dan Ketua DPR, maka dia akan meneruskan menjalankan jabatannya,
kecuali Wakil Presiden dan mayoritas pejabat utama pada departemen eksekutif
atau badan lainnya yang ditetapkan Kongres dengan Undang-Undang, dalam
waktu empat hari secara tertulis menyatakan bahwa Presiden tidak mampu
menjalankan jabatannya kepada Ketua Senat Sementara dan Ketua DPR.
Selanjutnya, Kongres akan memutuskan masalah tersebut dengan mengadakan
sidang dalam waktu 48 jam, jika tidak sedang masa sidang, setelah diterimanya
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pernyataan tertulis tersebut, atau jika Kongres tidak bersidang dalam waktu
dua puluh satu hari setelah Kongres seharusnya bersidang atau tidak sedang
masa sidang, untuk menentukan dengan dua pertiga suara kedua Dewan bahwa
Presiden tidak mampu melaksanakan kekuasaan dan kewajiban jabatannya,
sehingga Wakil Presiden akan meneruskan melaksanakan tugas tersebut sebagai
Presiden sementara; maka Presiden kembali menjalankan kekuasaan dan
kewajiban jabatannya sebagai Prsiden seperti semula di kantornya.
- AMANDEMEN XXVI –
( 1 Juli 1971 )
Bagian 1. Hak warga negara Amerika Serikat, yang sudah berusia delapan
belas tahun atau lebih, untuk memberikan suara dalam pemilihan (hak pilih) tidak
boleh disangkali atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh suatu Negara Bagian
karena alasan usia.
Bagian 2. Kongres berwenang untuk menjalankan pasal ini berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.
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